MENTER! PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEREHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 63 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN SIETEM AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK]
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 206 avat {4)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 io.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuvangan Badan Lavansn
Umuin, perlu  menetapken Peraturan  Menier;
Perhubungan tentang Pedoman Sistem Akuntansi

Keuangan {PSAK) Politeknik Pelayaran Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negera (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negars Republik indonesia Nomor 4286},

N

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Ferbendaharaan Negera (lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamhbaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4335);




Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20035
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, sebagsimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
sebagaimana telah diubak dengan Peraturan
Pemerintair Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indones:
Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor S1 Tahun 2012
tentang Sumber Daya Manusia Di  Bidang
Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 5310);

Feraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belenja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonszsia Tahun 2013 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5423);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015
tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5668};

Feraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 76 /PMK.05/2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.14
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Pelayaran Surabaya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 318);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun
Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintzhan Berbasis Akrual
Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Badan Layanan Umum;

Peraturan Menter:i Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pernubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
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Memperhatikan :

Menetapkan

17.

18.

Keputusan Menter1 Keuangan Nomor
404/ KMK.05/2014 tanggal 03 September 2014
tentang Penetapan Politeknik Pelayaran Surabaya
pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi
Pemerintah Yang Menerapkan pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat
Dalam Rangka Amortisasi BMN Berupa Aset Tak

Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
67/PB/2007 tentang Tara Cara Pengintergrasian
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembags;
FPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis
Fenatausahaan, Pembukuan dan
Fertanggungjawabsn  Bendahara pada Badan
Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada
Badan Layanan Umum,;

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi
Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
Pernyataan Standar Akuntans: Keuangan (P3SAK)
Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pelaporan Keuangan

Entitas Nirlaba;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Entitas adalah Politeknik Pelayaran Surabaya.

2.  Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian  keuangan, penginterprestasian atas
hasilnya, serta penyajian laporan keuangan.

3. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut
BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah
yvang dibentuk wuntuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa vang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didesarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

4. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya
disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi
vang ditetapkan oleh lkatan Profesi Akuntansi
Indonesia dalam menysjikan laporan keuangan
suatu entitas usaha.

5.  Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyagian
laporan keuangan.

6. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan.
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11.

12.

13.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang
menyelenggarakan  akuntansi, menyusun dan
menyajikan laporan keuangan sehubungan dengan
anggaran/barang yang dikelolanya, dan
menyampaikan kepada entitas pelaporan.

Politeknik Pelayaran Surabaya, yang selanjutnya
disebut POLTEKPEL Surabava adalah instansi
pemerintah pada Kementerian Perhubungan vang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang merupakan
entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku
besar vyang ditetapkan dan disusun secara
sistematis untuk memudahkan perencanaan dan
pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan
pelaporan keuangan POLTEKPEL Surabaya.

Sistem Akuntansi POLTEKPEL Surabaya adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan aktivitas keuangan
vang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Surabaya.
Laporan Keuangan acdalah benfuk
pertanggungjawaban POLTEKPEL Surabaya alas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan
Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Aktivitas adalah lapeoran yang menyajikan
informasi  realisasi pendapatan dan  beban
FOLTEKPEL Surabayva pada periode tertentu.
Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan Pemerintah vaitu Aset, Kewajiban
dan FEkuitas Dana POLTEKPEL Surabaya pada

tanggal tertentu.
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20.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan
arus masuk kas dan arus keluar kas POLTEKPEL
Surabaya selama periode tertentu vang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,
aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas POLTEKPEL Surabaya selama periode
pelaporan.

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah Laporan
yang menyajikan informasi tentang penjelasan
daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Aktivitas, Neraca dan Arus
Kas POLTEKPEL  Surabaya dalam  rangka
pengungkapan yang memadai.

Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari
suatu periode pelaporan.

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat
ekonomi yang timbul dari aktivitas POLTEKFPEL
Surabaya  selama 1 (satu) periode  yang
mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Beban atau Biaya adalah penurunan manfaat
ekonomi selama 1 {satu) periode akuntansi dalam
bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset
atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan
penurunan ekuitas bersih.

Aset adalalh sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh POLTEKEPEL Surabaya
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ckonomi dan/atau sosial dimasa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
FOLTEKPEL Surabaya maupun masyarakat serta
dapat diukur dalam satuan uvang termasuk sumber
daya non keuangan vyang diperlukan untuk
penyediaan jasa  bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah & budaysa.
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22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Kewajiban adalab utang vang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi POLTEKEPEL
Surabaya.

Ekuitas adalah hak residual POLTEKPEL Surabaya
atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang
dimiliki.

Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam
satuan uang, kwitansi, atau nilai yang disepakati
pada saat tanggal terjadinya transaksi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari
penjualan dalam pasar yang aktif antara pihak -
pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak vyang memahami dan
berkeinginan untuk melakulkan transaksi wajar.
Harga Perolehan adalah semua biaya-biaya yang
dikeluarkan sampai dengan aset siap untuk
digunakan.

Jurnal standar adalah jurnal yang digunakan untuk
pencatatan dan pemrosesan transaksi anggaran,
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
serta transaksl non anggaran.

Bukti Pendukung (Source Document), adalah bukti
yvang sah dan relevan yang digunakan dalam
transaksi keuangan dan  berfungsi sebagail
pendukung bukti jurnal.

Dengan kata lain, bukti pendukung merupakan
bagian dari bukti pembukuan. Misalnya, kontrak
penjualan/pembelian barang, faktur penjualan/
pembelian, tagihan rekening listrik dari PLN,
Laporan Penerimaan dan Pemakaian Barang

(Gtudang, serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.



Pasal 2

Peraturan Menteri Perhubungan ini menjadi pedoman
dan berlaku khusus di POLTEKPEL Surabaya.

(1)

BAB 1I
SISTEMATIKA AKUNTANSI KEUANGAN
POLTEKPEL SURABAYA

Pasal 3
Sistem Akuntansi POLTEKPEL Surabaya terdiri dari:

a. Akuntansi Keuangan, vang menghasilkan
Laporan Keuangan Pokok untuk keperluan
aluntabilitas, manajemen, dan transparansi;

b.  Akuntansi Aset Tetap, yang menghasilkan
Laporan  Aset Tetap untuk  keperluan
manajemen aset tetap; dan

c. Akuntansi Biaya, yang menghasilkan informasi
biaya satuan (unit cost) per unit layanan,
pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi

lain untuk kepentingan manajerial.

Sistematika Sistem  Akuntansi POLTEKPEL
Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat ({1},

terdiri dari:

a. BARI : Pendahuluan;

b, BABIHI . Akuntans: Keuangan;
¢c. BABIHI : Akuntansi Aset Tetap;
d. BABIV : Akuntansi Biaya;

e. BABV : Penutup.

Sistematika Sistem Akuntansi POLTEKPEL
Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagien tidak terpisahkan dar Peraturan

Menteri ini.
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(4) Sistem Akuntansi Keuangan POLTEKPEL Surabaya
sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf (b),
huruf {¢] dan huruf (d}, mengacu kepada Standar
Prosedur Operasional sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB i
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Laporan Keuangan POLTEKPEL Surabaya yang disusun
sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan
ini dinyatakan tetap berlaku sebagai Laporan

Akuntabilitas Manajemen POLTEKPEL Surabaya.

Pasal 5

Proses pengintegrasien laporan keuangan berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan ke dalam laporan
keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

Perubahan terhadap Sistern Akuntansi Keuangan
Politeknik Pelayaran Surabaya dapat dilaksanakan oleh
Direktur POLTEKPEL Surabaya dengan tetap

berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan ini.

BAB 1V
PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 847.

Salinan sesuai dengan aslinya
WAL?ZBI!F HUKUM,
SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda {tV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDCONESIA

NOMOR : PM 63 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 MEI 2016

BAB I

PENDARULUAN

LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia pelayaran vang begitu pesat, akan
berdampak terhadap peningkatan permintaan kebutuhan tenaga Pelaut
dan tenaga ahli kepclabuhanan dan sangat mempengarulbi
kelangsungan lembaga pendidikan maritime khususnya POLTEKPEL
Surabaya. Fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pengamanan ascl
Negara.,

Semakin berkembangrva suatu organisasi karena itu diperlukan
Sistem Akuntansi Keuangen guna memperbaiki informasi yang teiah
dihasiikan oleh sistem vang sudah ada, baik mengetahui mutu,
ketepatan penyajian, maupun struktur informsasi dan juga memperbaiii
vengendalian akuntansi dan pengecekan intern untuk memperbaiki
tingkat kehandalan [reliability; informasi dan untuk menyediakan
calatan lengkap seningga dapat meningkatkar kualitas informas: yang
tepat guna, lengkap dan terpercayva uantukmendukung pengambiisn
keputusan manajermen.

POLTEKPEL Surebava adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklar
Pelayaran di  lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya
Pernubungan (BPSDM), vang berada dibawal dan bertanggungjawab
iangsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusa
Perhubungan. Potensi Sumber Dayse Manusia dan Sumber Daya
Matertal vang ada diPOLTZKPEL Surabaya diberdayakan untuk
meningkatkan kineijs yang diperlukan cdemi kelangsungan organisasi.
Peningxatan kualitas surnber dayas yvang ada merupakan alternatid
pilihar yvang harus dicoba untuk meningkatkan pelayanan organisasi
kepada masyarakai. Hal ini depat dilakuikan dengan cara melakuian

erubahan cara pandang, behlrwa crganisasi Pemerintah yang tadinys

birokratis menjadi organisas vang mempunyal sifat wirausaha.
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POLTEKPEL Surabaya sebelumnya bernama Balail Pendidikan dan
Latihan Pelayaran (BPLP} mulai Tahun Akademik 1982 s/d 1960
menyelenggarakan program pendidikan kepelautan untuk bidang
Nautika dan Teknika (Strata-A), lalu berubah menjadi Balai Pendidikan
dan Latihan Pelayaran Dasar (BPLPD) pada Tahun 1990 s/d 2002
dengan melaksanakan Diklat tingkat dasar (Rating), pada Tahun 2002
s/d 2013 berubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan IHmu
Pelayaran {BP2IP) Surabaya dengan tugas pokok mendidik perwira
pelayaran niaga diklat keahlian kepelautan tingkat 1lI, IV, V dan Dasar
bidang keahlian Nautika dan Teknika, serta menyelenggarakan Diklat
Ketrampilan Kepelautan, Kemudian pada Tahun 2013 sampai dengan
sekarang, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 14
Tahun 2013 Tanggal, 20 Februari 2013 berubah menjadi Politeknik
Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya dengan tugas pokok mendidik
Perwira Pelayaran Niaga Diklat kompetensi kepelautan pembentukan
Diploma [II Pelayaran Bidang Keahlian Nautika (ANT-III) Tehnika {(ANT-
11T}, Elektro Pelayararn dan Diklat Peningkatan kompetensi Kepelautan
Tingkat IlI, IV, V dan Rating serta Diklat Keterampilan Pelaut.

Perkembangan organisasi yang terjadi pada POLTEKPEL Surabaya
mendorong POLTEKPEL Surabaya menjadi salah satu satker yang
menerapkan PK-BLU. Dalam penerapannya PK- BLU membuka peluang
kepada semua entitas Pemerintah vyang berbentuk Unit Pelaksana
Teknis (UPT) atau bentuk lainnye untuk mengelola keuangannya secara
mandiri, artinya yang tadinya semua Penerimaan Negara Bukan Pajak
[(PNBP) yang diterima oleh entitas Pemerintah tersebut harus disetor ke
Kas WNegara, sekarang dapat dikelola sendiri dengan pengelolsan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU),

Perlu diketahui, bahwa BLU POLTEKPEL Surabaya didirikan
dengan maksud menvelenggarakan program pendidikan Diklat
Penjenjangan tingkalt Dasar, tingkat IV, tingkat V dan Diklat
Pembentukan DP I dan DP IV Diploma dan Non Diploma di bidang
pelayaran. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
POLTEKPEL Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 404/KMK.05/2014 tentang Fenetapan POLTEKPEL Surabaya
nada Kementerian Perhubungan Sebagal Instansi Pemerintahan yang

menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU]).
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) adalah
pola pengelolaan keuvangan yang memberikan fleksibiltas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayvanan kepada masyrakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagai pengecualian dan pengelolaan keuangan negara pada
umumnya. Dalam hal ini PK-BLU dituangkan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340).

Oleh karena itu, untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan
berdasarkan PK-BLU, maka perlu dibuat Pedoman Sistem Akuntansi
Keuangan BLU POLTEKPEL Surabava bersumberkan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
(PSAK-ETAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Profesi Akuntasi Indonesia
(IAI) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008,
tentang Pedoman Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU,
serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lermnbaran Negara Republik IndonesiaTahun
2010 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165).

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan penyvusunan Pedoman Sistem Akuntansi BLU

POLTEKPEL Surabaya adalah:

1. Petunjuk dasar berupa kebijakan, sistem dan prosedur (SISDUR)
akuntansi keuangan yang harus ditempuh agar sesuai dengan
perkembangan praktek-praktek akuntansi yang lazim berlaku
di Indonesia, serta memudahkan dalam menyusun laporan keuangan
bagi staf akuntansi (instruction}.

2. Agar terdapat keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan
transaksi kewangan (consistency).

3.Agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan
(accuracy), netral/tidak berpihak (reuirality), memberikan informasi

vang lengkap {full disclosure/completeness), dan dapat



diperbandingkan (comparability), serta mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

4.Agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu
{timelines) dan mudah dimengerti {funderstandability), sehingga dapat
digunakan sebagai dasar keputusan (decision supports) bagi semua

pemakai laporan.

SISTEMATIKA PENULISAN PEDOMAN
Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan disusun dengan sistematika
penyajian sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,

sistematika penulisan laporan, diakhiri dengan ruang lingkup.

BAB II SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

A. Kebijakan Akuntansi
Menguraikan tentang: (1). pengertian; {2}. dasar hukum penyusunan
kebijakan akuntansi; (3). pengguna dan kebutuhan informasi laporan
keuangan; (4). peranan dan twuan laporan keuangan, (5). tanggung
jawab atas laporan keuangan, (6). ikhtisar kebijakan akuntansi, (7}.
karakteristik kualitatif laporan keuangan, (8). kendala informasi yang
relevan dan andal; (9}, unsur laporan keuangan, (10). pengakuan
unsur laporan keuangan, {11). pengukuran unsur laporan keuangan,
(12). penyajian laporan keuangan; {13}. akuntansi pendapatan; (14}.
akuntansi biaya, (15). akuntansi aset; (16). akuntansi kewajiban, (17).
akuntansi ekuitas.

B. Prosedur Akuntaas: dan Format Laporan Keuvangan
Menvajikan dan menjelaskan bagan siklus dan proses akuntansi dari
dokumen masukan, proses dan format laporan keuangan.

C.Jurnal
Menyajikan Jurnal Umum, Jurnal Penyesuaian, Jurnal Penutup, dan
Reversing Entry.

D.Bagan Akun Standar {BAS)
Daftar buku besar vang ditetapkan dan disusun secara sistematis
untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta
pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintahan.

. Kode Kas



Menguraikan tentang tatacara kodefikasi setiap akun yang ada
Laporan Arus Kas
F. Mapping
Menguraikan tentang persamaan kode akun SAP dengan SAK
BAB III SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP
Menyajikan dan menjelaskan tentang: (A). Pengertian sistem
alkkuntansi aset tetap, (B). Prosedur dan kebijakan akuntansi aset tetap,
(C). Klasifikasi dan kodefikasi, (D). Daftar dan umur ekonomis aset
tetap, (E). Jenis-jenis transaksi dalam akuntansi aset tetap, (F). Metode
penyusutan, (G). Dokumentasi aset tetap, (H). Pengelolaan aset tetap,
(I}. Pengawasan dan pengendalian aset tetap, (J). Kondisi aset tetap,
(K}. Format laporan aset tetap.
BAB IV SISTEM AKUNTANSI BIAYA
Menyajikan dan menjelaskan sistem vang digunakan oleh BLU
POLTEKPEL Surabaya dalam menentukan perhitungan biaya untuk
tarif kegiatan pelayanan pendidikan penyegaran dan peningkatan ilmu
pelavaran dan biaya biaya lain sehubungan dengan kegiatan BLU
POLTEKPEL Surabaya lainnya.
BAB V PENUTUP

. RUANG LINGKUP

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan BLU POLTEKPEL Surabaya
memberikan landasan yang jelas untuk menerapkan praktek-pratek
akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan Prinsip Akuntensi Berterima Umum (PABU) untuk memudahkan
auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan.

DPDengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/ PMEK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan
penerapan sistem akurntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada
standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi
dan pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menterl
Keuangan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Mei 2008,
Dalam hal ini BLU dapat mengembangkan dan menerapkan sistemn

akuntansi setelah jangka waktu 2 (dua) tahun setelah BLU ditetapkar:.
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Dimana Laporan Keuangan sesual dengan SAK digunakan untuk
kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BLU
POLTEKPEL Surabaya, dalam hal ini adalah stakeholders, yaitu pihak-
pihak yang berhubungan dan rmemiliki kepentingan dengan BLU
POLTEKPEL Surabaya. Sedangkan iaporan keuangan yang sesuai
dengan SAP digunakan uniuk kepentingan konsolidasi laporan
keuangan BLU POLTEKPEL Surabaya dengan laporan keuangan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perbubungan
Kementerian Perhubungan.

Pedoman Sistemm Akuntansi BLU POLTEKPEL  surabaya
merupakan bagian dari sistem informas: keuangan secara keseluruhan,
sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi manajemen
vang ada di entitas BLU POLTEKPEL Surabaya. Pedoman
Sistem Akuntansi ini selain  memuat Sistem Akuntansi Keuangan,
juga telah dilengkapi dengan Sistermn Akuntansi Aset Tetap dan Sistem
Akuntansi Biaya. Namun, agar seluruh transaksi keuangan dapat diolah
dan menghasilkan laporan keuangan sesual dengan tujuan sebagaimana
dimaksud di atas, sistem akuntansi ini perlu dilengkapi dengan
Pedoman Pengoperasian Piranti Lunak Akuntansi (Operating Manual of

Financial Accounting Software).
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BAB Ii
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.

PENGERTIAN

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi,
peraturan, dan prakiek vang diterapkan manajemen POLTEKPEL
Surabaya dalam menyusun dan rmenyajikan laporan keuangan.
Sasaran dari pemilihan kebijakan yang paling tepat adalah yang
dapat menggambarkan kondisi keuangan POLTEKPEL Surabaya
secara realistis dalam bentuk laporan akuntansi keuangan pada
suatu tanggal tertentu dari suatu periode maupun kinerja keuangan

dan operasi untuk periode yang sama.

Sebagai batas atas dari konsep penerapan kebijakan akuntansi
adalah pertimbangan biayva dan manfaat (cost & benefit) dan sebagai
batas bawahnya adalah periimbangan materialitas (materiality) dari

suatu permasalahan vang dmbul.

Pertimbangan  pemilihan untuk penerapan  kebijakan
akuntansi dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen antara

lain:
a. Penyajian wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan
Aktivitas/LLRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan
dipertukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan
keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
mengungkapkan hakikat seria tingkatnya dengan
menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan
keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada
saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian,
sehingga aset atau pendapatan tidak dinvatakan terlalu tinggi
dan kewajiban atau biava tidak dinyatakan terlalu rendah.

Penggunaan pertimbangan schat tidak memperkenankan



b

pembentukan cadangan tersembunyi atau  penyisihan
berlebihan, dan sengaja menetapkan Aset atau pendapatan
yvang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau biaya yang
lebih tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral
dan tidak andal.

Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka
transakst atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan
bukan hanya aspek formalitasnva. Apabila substansi transaksi
atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek
formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan
jelas dalam CalkK.

Materialitas Walaupun idealnya memuat segala informasi,
laporan keuangan BLU hanya diharuskan memuat informasi
vang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang
material apsbila kelalaian untuk mencantumkan atau
kesalahan dalarmm mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas

dasar laporan keuangan.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar penyusunan kebijakan akuntansi POLTEKPEL Surabaya

antara lain adalah :

a.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara KRepublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355});

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 Nomor 171, Tambhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sebagaimana telah
diubah dengsn Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber
Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5668);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
76/PME.05/ 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Badan Layanan Umuimn;



i,

F.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 14 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran
Surabayva (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 318);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang
Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
217/PMK.C5/2015 tentang Pernyatean Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nor;lor 13 tentang Penyajian
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kermenterian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 1844},
Keputusan Menteri Keuvangan Nomor 404/KMK.05/2014
tanggal 03 September 2014 tentang Penetapan Politeknik
Pelayaran Surabaya Pada Kementerian Perhubungan Sebagai
Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka
Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud
Pada Entitas Pemerintah Pusat;

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akutansibilitas Publik (PSAX-ETAP) Tahun 2010, tentang
Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan
menerbitkan laperan keuangan untuk tujuan umum bagi
pengguna eksternal;

Peraturan Dircktur Jenderal Perbendaharaan No.67/PB/2007,
tentang Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum Ke Dalam  Laporan  Keuangan  Kementerian
Negara/Lembaga;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 47/PB/2014,
tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan
Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
311/PB/2C14 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan

Akun Standar;



W, Pernyataan Standar akuntanst Keuangan (PSAK) Nomor 453
tahun 2011 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
PENGGUNAAN  DAN  KEBUTUHAN  INFORMASI ILAPORAN
KEUANGAN
a. Pengguna Lepcran Keuangan
Pengguna laporan keuangan POLTEKPEL Surabaya adalah

Pemerintah, karyawan, masyarakat, pemberi pinjaman,

pemasok, pelanggan dan kreditur usaha lainnya. Penggunaan

laporan keuangan untuk memenuh: beberapa kebutuhan
informasi yang berbeda.

Beberapa kebutuhan informasi tersebut meliputi:

1} Pemerintah dan berbagai Lembaga yang berada dibawah
kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya
dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas.
Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur
aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai
dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan

statistik lainnya.

o

Karyvawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mercka
tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas
entitas.

3) Laporan keuangan dapat membeantui masyarakat dengan
menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan
terakhir kernakmuran entitas serta rangkaian aktivitasnya.

4} Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah
pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh
tempo.

5} Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan
informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan
apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh
ternpo.

6) Para pelanggan vang berkepentingan dengan informasi

mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama jika mereka

terlibat dalam perjanjian jangka panjang, atau bergantung

pada entifas.
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b, Kebutuhan Informasi

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok
pengguna. Dengan demikian laporan keuangan POLTEKPEL
Surabaya tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik
setiap pengguna. Namun demikian, mengingat Pemerintah dan
masyarakat merupakan suraber pendanaan utama bagi
POLTEKPEL Surabaya, maka ketentuan laporan keuangan yang
memenuhi  kebutuhan Pemerintah dan masyarakat perlua
mendapat perhatian.

Manajemen memikul tanggung jawab utama dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan POLTEKPEL
Surabaya. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi
vang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan
perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.
Selanjutnya manajemen dapat menentukan bentuk dan isi
informasi tembahan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri
diluar jenis informasi yang diatur dalam kerangka kera
konseptual (conceptual framewcrky, sehingga informasi tambahan

fersebut berada diluar ruang lingkup kerangka tersebut.

PERANAN DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
a. Peranan Laporan Keuangan
Konsep dasar yang pertama kali harus diperhatikan dalam

praktek akuntansi adalah peranan dan tujuan dari pelaporan
kevangan itu sendiri., Pemahaman atas peranan dan itujuan
pelaporan akan memberikan kerangka kerja konseptual
(conceptual  framework) dalam  menganalisis, mencatat,
menggolongkan dan melaporkan transaksi {(kejadian keuangan)
sebagai pelaksanaan kegiatan usaha.
Kerangka kerja konseptual tersebut pada akhirnya akan
memberikan landasan  berpikir yang sistematis dalam
mempraktekkan akuntensi terutama yang berkaitan dengan
pengungkapan dan penyajian informasi keuangan.
Peranan laporan keuangan sebagai berikut:
1) Merupakan media atau alat untuk mengkomunikasikan

informasi keuangan kepada para pemakal yang akan



menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan
secara tepat sesual dengan kondisi yang sesungguhnya.
Menyediakan informasi vang relevan mengenal akuntansi
keuangan dan seluruh fransaksi yang dilakukan oleh suatu
entitas pelaporan selarna 1 (satu) periode pelaporan.
Merupakan media untuk menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi  efektivitas dan efisiensi  suatu entitas
pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Merupakan laporan pertanggungjawaban pegawai dan
manajemen atas kegiatan keuangan dan sumber daya
ekonomis yvang dipercayakan serta menunjukkan akuntansi
keuangan yang sesual dengan standar akuntansi yang
berlaku  umum.  Pertanggungjawaban  pegawal  dan
manajemen atas kegiatan keuangan tersebut sebagai berikul:

{a) Akuntabilitas

Pertanggungijawaban manajemen atas pelaksanaan
kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas
POLTEKPEL Surabaya dalam mencapal tujuan yang
telah ditetapkan secara periodik.
(b) Pegawail dan Manajemen

Membantu para pengguna (kKhususnya manajemen)
untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam |
(satu) periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan manajemen dan pengendalian atas seluruh

aktiva, kewajiban, dan ekuitas/modal.
(c} Transparansi
Memberikan informasi keuangan vang terbuka [full
disclosure) dan jujur kepada pihak-pthak vang
berkepentingan terhadap entitas POLTEKPEL Surabaya.
(d)  Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahul apakah
penerimaan Permerintah pada periode laporan, cukup
untuk membiayai seluruh pengeluaran  yang

dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang
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diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran

tersebut.

b. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi
tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas POLTEKPEL
Surabaya yang bermanfaat bagi semua pengguna laporan dalam
rangka membuat  keputusan-keputusan  ekonomi  serta
menunjukkan pertanggung jawaban (accountibility) manajemen
atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan pada
POLTEKPEL Surabaya.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Laporan Keuangan
POLTEKPEL Surabaya menyajikan informasi tentang:
aset;

kewajiban;

)
}
3} ekuitas;
} pendapatan dan biaya; dan
} arus kas.
Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat
calam Catatan atas Laporan Keuangan membantu pengguna
laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan,
khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan
setara kas.
TANGGUNG JAWAR ATAS LAPORAN KEUANGAN
Direktur POLTEKPEL Surabaya bertanggung jawab atas
penyusunan dan penyajian laporan keuangan POLTEKPEL Surabaya
vang disertal dengan surat pernyataan tanggung jawab yang
berisikan  pernyataan bahwa  pengelolaan anggaran telah
dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang
memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan
standar akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan
merupakan tanggung jawab Direktur POLTEKPEL Surabaya.
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
a. Dasar Akrual {accrual basis)
Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas
dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan
peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat

kas atau setara kas diterima atau dibayar} dan dicatat dalam



catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan
pada periode yang bersangkutan.

Laporan keuangan vyang disusun atas dasar akrual
memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi
masa lalu vang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas,
tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta
sumber daya ckonomi yang mempresentasikan kas yang akan
diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan
menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa
lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan
keputusan ekonomi.

b. Kelangsungan Usaha {going corcern)
Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsl
kelangsungan wusahsa entitas dan akan melanjutkan usahanya
di masa depan. Karena itu, entitas diasumsiken tidak
bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi
secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan
tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun
dengan dasar vang berbeda dan dasar vang digunakan harus
diungkapkan.
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kuelitatii merupakan ciri khas yang membuat
inforrmasi  dalam laporan keuangan berguna bagl pengguna.
Terdapat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami,
relevan, materialitas, keandalan, dan depat diperbandingkan,
dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi vang ditampung dalam laporan
keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami
oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan
memmiliki pengefahuan yang memadal tentang aktivitas ekonom
dan bhisnis, akuntansi, serta kemauvan untuk mempelajari
informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian,
informasi kompleks vang seharusnya dimasukkan dalam laporan
keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar
pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat

dipahami oleh pengguna tertentu.
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b. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi
kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan.
Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi
keputusan eckonomi pengguna dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan,
serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi pengguna
di masa lalu.
c. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable).
informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang
menyesatkan, kesalanhan marterial, dan dapat diandalkan
penggunaanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithfull
representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara
wajar diharapkan dapat disajikan. Untuk mencapai derajat yang
berkualitas dan andal, maka harus dilaksanakan dengan:
1} Penyajian Jujur
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan
dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang
secharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan
untuk  disgjikan.  Jadi, misalnya, neraca  harus
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya dalam bentuk aset, kewajiban dan ekuitas entitas

pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

o

Subtansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan
juiur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya
disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan
bukan hanva bentuk hukumnya.

Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu
konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum,
misalnva suatu entitas mungkin menjual suatu aset kepada
pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga
dokumentasi dimaksudkan untuk memindahlkan
kepernilikar menurut hukum ke pihak tersebut. Namun

demikian mungkin terdapat persetujuan yang memastikan
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bahwa entitas dapat terus menikmati manfaat ekonomi
masa depan vang diwujudkan dalam bentuk aset. Dalam
keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan
dengan jujur transaksi yang dicatat jika sesungguhnya
memang ada transaksi.

Netralitas

Informasi harus diarahkan kepada kebutuhan umum
pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan
keinginan pihak tertentu.Tidak boleh ada wusaha untuk
menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihalk,
sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang
mempunyal kepentingan vang berlawanan.

Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadasn tertentu, seperii
ketertagihan piutang vyang diragukan, perkiraan masa
manfaat peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang
mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan
mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan
menggur:akan  pertitabangan  sehat (prudence) dalam
penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian
pada  saat  melakukan  perkiraan dalam = kondisi
ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak
dinvatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak
dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan
pertimbangan sechat tidak memperkenankan pembentukan
cadangan  tersembunyi atau  penyisihan  (provision)
berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan
yvang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban
yvang lebih tinggi, schingga laporan keuangan menjadi tidak
netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.
Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan
harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
Kesengajaan untuk tidsk mengungkapkan (omissicn)

mengakibatkan informasi menjadi  tidak benar atau
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menyesatkan dan karena itu dapat diandalkan dan tidak
sempurna ditinjau dari segi relevansi.
d. Dapat Dibandingkan
Pengguna harus dapatr membandingkan laporan keuangan
entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan
(trend) akuntansi dan kineria keuangan. Pengguna juga harus
dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk
mengevaluasi akuntansi keuangan, kineria, serta perubahan
akuntansi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran
dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa
lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas
tersebut, antar periode entitas yang sarna dan untuk entitas yang
berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat
diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat
informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangar dan perubahan kebijakan serta
pengaruh perubahan tersebut.
Para  pengguna  harus dimungkinkan  untuk  dapat
mengidentifikasi  perbedaan  kebijakan  akuntansi yang
diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa, lain yang sama
dalam sebusah entitas dari 1 {satu) pericde ke periode dan dalam
entitas yang herbeda. Ketaatan pada standar akuntansi
keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang
digunakan olenh enfitas, membantu pencapaian daya banding,
Berhubung pengguna ingin membandingkan akuntansi
keuangan. kinerja serta perubazhan akuntansi keuangan antar
periode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode
sebelumnya dalam laporan keuangan.
e. Materialitas

Informasi dipandang rmaterial kalau  kelalaian untuk
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi
tersebut dapat mempengaruhi keputusaen ekonomi pengguna
yang diambil atas dasar Ilaporan keuangan. Materialitas
bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai
dengan situasi khusus dari kelalaian mencantumkan (omission)
atau kesalahan dalam mencatat (missstatement). Karena

materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik
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pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang

harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

8. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

a. Tepat waktu

Jika penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka
informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.
Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif
antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal.

Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali periu
melaporkan sebehum seluruh aspek transaksi atau peristiwa
lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.
Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh  aspek
diketahui, informasi vang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi
kurang bermanfast bagl pengambil keputusan. Dalam usaha
mencapal keseimbangan antara relevansi dan keandalan,
kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang

menentukan.

. Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan
kendala yang persuasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat
vang dihasilkan informasi seharusnya  melebihi  biaya
penyvusunannya Namun, evaluasi biava dan manfaat merupakan
proses pertimbangan vang substansial. Biaya tersebut tidak
perlu harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmaii
manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di
samping mereka vang menjadi tujuan informasi, misalnya
penvediaan informasi lanjutan kepada kreditur mungkin
mengurangi biaya pinjarman yvang dipikul entitas. Karena alasan
inilah maka sulit untuk menerapkan uji biaya manfaat pada
kasus tertentu. Namun demikian, komite penyusunan standar
akuntansi keuvangan pada khususnva, seperti juga para
penyusun dan pengguna laporan keuengan, harus menyadari
kendala ini.

Keseimbangan Di antara Karakteristik Kualitatif

Dalam praktek, keseimbengan atau frade-off diantara

berbagai karakteristik kualitatil sering diperlukan. Pada

umumnya  fujuannya  adalah  untuk  mencapai  suatu
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kesetmmbangan vang tepat diantara berbagai karakteristik untuk
mememihi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari
berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda
merupakan masalah pertimbangan profesional.
d. Penyajian Wajar

lLaporan keuangan  sering dianggap menggambarkan
pandangan yang wajar atau menyajikan dengan wajar posisi
keuangan, kinerja serta perubahan akuntansi keuangan suafu
entitas. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara
langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif
pokeck dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanyva
menghasilkan laporan keuangan vang menggambarkan apa vang
pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar
dari, atau menyajikan dengan wajar informasi semacam itu.

9. UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari
transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa
kelompok besar karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini
merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan
langsung dengan pengukuran kineria adalan laporan aktivitas, yaitu
pendapatan dan biaya, dan unsur yvang berkaitan secara langsung
dengan pengukuran akuntansi keuangan/neraca adalah aset,
kewajiban dan ekuitas. Sedangkan Laporan perubahan akuntansi
keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur perubahan
dalam berbagai unsur neraca.

Dengan demikian, penyajian berbagai unsur ini dalam laporan
aktivitas dan neraca memadukan proses sub-klasifikasi. Misalnya,
pendapatan, bilaya dan aset, kewajiban serta ekuitas dapat
diklasifikasikan menurut hakekat dan fungsinya dalam bisnis
entitas dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara
vang paling berguna bagi pengguna untuk tujuan pengambilan
keputusan ekonomi.

Secara rinci unsur-unsur laporan keuangan adalah sebagai
berikut:

a. Neraca



Unsur vyang berkaitan secarse langsung dengan pengukuran

posisi, keuangan atau neraca adalah aset, kewajiban, dan

ekuitas. Akunakun ini didefinisikan secara berikut:

1)

Aset

Aset adalah sumber daya vang dikuasal dan/atau dimiliki
oleh POLTZKPEL Surabaya sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dar masa manfaat ekonomi di masa depan
diharapkan akan diperoleh POLTEKPEL Surabaya, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
non keuangan yang diperhukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya vang
dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset
adalah potenst dari aser tersebut untuk memberikan
sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi
kegiatan aktivitas POLTEKPEL Surabaya, berupa aliran
pendapatan atau penghematan belanja bagi POLTEKPEL
Surabaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non
lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika
diharapkan segera untuk dapat dircalisasikan atau dimiliki
untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukan
dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non
lancar.

Kewajiban

Kewzjiban merupakan hutang POLTEKPEL Surabaya
masa kini vyang timbul dari peristiwa masa lalg,
penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber
daya BLU yang mengandung manfaat ekonomi.

Karakteristik esensial kewziiban (liabilities) adalah bahwa
BLU mempunyai kewajiban (obligation) masa kini yang dalam
penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya
ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena  konsekuensi
pelaksanaan tugas atau tanggung jawab dalam bertindak

di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum
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sebagal konsekuensi dari kontrak mengikat atau sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun

kewajiban juga timbul dari praktek bisnis yang lazm,
kebiasaan dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis
yang baik atau bertindak dengan cara yvang adil.

Suatu perbedaan periu dilakukan antara kewajiban
sekarang (kewajiban jangke pendek} dan komitmen di masa
depan (kewajiban jangka panjang). Kewajiban jangka pendek
merupakan kelompok kewajiban vang diselesaikan kurang
dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan
kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang
penyelesaiannva lebih dari 12 {dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.

Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual POLTEKPEL Surabaya atas
aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki.
Ekuitas POLTEKPEL Surabaya terdiri atas ekuitas tidak
terikat, ekuitas terikat temporer dan ekuitas terikat
permanen. Ekuitas terdiri dari:

a) Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya
vang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.
Ekuitas t:dak terikat meliputi:

(1} Ekuitas awal merupakan hal residu awal POLTEKPEL
Surabaya yang merupakan selisih aset dan kewajiban
pada saat pertama kali POLTEKPEL Surabaya
ditetapkan sebagai BLU, kecuali sumber daya
ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

(2}  Surplus dan defisit tahun lalu merupakan akumulasi
surplus dan defisit pada pericde-periode sebelumnya.

(3) Surplus dan defisit tahun berjalan berasal dari
seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya
pada tahun berjalan.

(4) Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang
diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau
hibah yang sifatnya tidak mengikat.

{8} Pengurangan Aset Tetap merupakan penurunan nilai

aset  tetap  karena  berkurangnya  kuantitas.
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Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan
harga perclehan aset tetap yang bersangkutan.

(6) Revaluasi Aset Tetap merupakan penilaian kembali
aset tetap POLTEKPEL Surabaya, yang diakibatkan
adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran
atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan
keuangan POLTEKPEL Surabaya yang disebabkan
oleh devaluasi atau sebab lain sehingga nilai aset
tetap dalam laporan keuangan POLTEKPEL Surabaya
tidak lagi mencerminkan nilai wajar.

(7} Ekuitas Akhir merupakan akumulasi dari ekuitas
awal, surplus dan devisit tahun lalu, surplus devisit
tahun berjalan, ekuitas donasi, pengurangan aset
tetap, revaluasi aset tetap modal didapat dari saldo
modal awal yang ditambah dengan laba dan dikurangi

penarikan (prive}.

b) Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber

daya ekonomi vang penggunaannya dan atau waktunya

dibatasi untuk tujuan tertentu dan atau jangka waktu

tertentu  oleh Pemerintah atau donatur. Pembatasan

tersebut berupa pembatasan waktu dan atau pembatasan

penggunaan ckuitas tersebut oleh POLTEKPEL Surabaya.

Ekuitas terikat temporer antara lain mencakup:

(1) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu.

(2) Investasi untuk jangka waktu tertentu.

(3) Dana yang penggunaannya ditentukan selama periode
tertentu dimasa depan.

(4) Dana untuk memperoleh aset tetap.

Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber

daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen

untuk tujuan tertentu oleh Pemerintah/donatur. Ekuitas

terikat permanen seperti:

(1) Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan
untuk tyujuan tertentu.

(2) Aset yang digunakan untuk investasi yang

mendatangkan pendapatan secara permanen.
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{3) Donasi Pemerintah atau pihak lain yang mengikat
secara perrmanen.
b. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan sumber alokasi, dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh POLTEKPEL Surabaya
yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam 1 (satu)} periode pelaporan. Unsur yang
dicakup secara langsung oleh laporan aktivitas terdiri dari
pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya dapat disajikan
dalam laporan aktivitas dengan beberapa cara yang berbeda
demi untuk menyvediakan informasi yang relevan untuk
pengambilan keputusan ekonomi, misalnya pembedaan antara
akun pendapatan dan biaya yang berasal dan tidak berasal dari
pelaksanaan aktivitas entitas vang biasa (ordinary] merupakan
praktek yvang lazim.

Pembedaan ini dilakukan berdasarkan argument bahwa
sumber suatu akun adalah relevan dalam mengevaluasi
kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas
di masa depan, misalnya, aktivitas insidental seperti pengalihan
investasi jangka panjang tampaknya tidak akan terjadi secara
regular. Pada waktu membedakan akun dengan cara ini, perlu
dipertimbangkan hakekat POLTEKPEL Surabaya dan operasinya.
Alun vang timbul dari aktivitas yang biasa bagl suatu BLU
mungkin tidak biasa hagi entitas lain, dengan penjelasan sebagai
berikut:

1} Penghasilan

Penghasilan {income) adalah kenaikan manfaat ekonomi
selama susztu periode akuntanst dalam bentuk pemasulkan
dan penambahan aset atau penurunan kewajiban yang
mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari
kontribusi penanam modal.

Definisi penghasilan (income) meliputi pendapatan
(revenue) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul
dalam pelaksanaan aktivitas POLTEKPEL Surabaya yang
biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda sepert

penjualan, pendapatarn jasa (feg}, bunga, dan sewa.
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Keuntungan  mencerminkan akun lainnya yang
memenuhi delinisi pendapatan dan mungkin timbul ataa
mungkin  tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas
POLTEKPEL Surabaya vang biasa. Keuntungan
mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dengan demikian
pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan.

Keuntungan meliputi akun vyang timbul dalam
pengalihan aset tidak lancar misainya laba selisi kurs.
Definisi pendapatan juga mencakup keuntungan yang behum
direalisasi misalnya vang timbul dar revaluasi sekuritas
vang dapat dipasarkan (marketable) dan dari kenaikan
jumlah aset jangka panjang. Kalau diakut dalam laporan
aktivitas, keuntungan biasanya dicanturnkan terpisah karena
Informasi mengenai akun tersebut berguna dalam
pengambilan  keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya
dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangl dengan
biaya yang bersanglkutan.

Berbagai jenis aset dapat bertambah karena pendapatan
misalnya kas, piutang, serta barang dan jasa yang diterima
sebagai penukar dari barang dan jasa yang dipasok.
Pendapatan dapat juga berasal dari penyelesaian kewajiban
misalnya, BLU dapat memberikan barang dan jasa kepada
kreditur untuk mehunasi pinjaman.

Biaya

Biaya (expense) adalah penurunan manfaat ekononu
selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar
atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban vang
mengakibatlkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut
pembagian kepada penanam modal.

Definisi biava mencakup baik kerugian maupun biaya
yvang timbul dalam pelaksanaan aktivitas POLTEKPEL
Surabaya yang biasa. Bilaye yang timbul dalam pelaksanaan
aktivitas POLTEKPEL Surabaya yang biasa meliputi biaya
pelayanan, gaji/honor dan penyusutan. Biaya tersebut
biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset

seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap.



Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi
definisi biaya yang rmungkin timbul atau mungkin tidak
timbul dari aktivitas POLTEKPEL Surabaya yang biasa.
Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat
ekonomi dan pada hakekatnya tidak berbeda dari biaya lain.

Kerugian dapat timbul, misalnya bencana kebakaran,
banjir, seperti juge yang timbul dari pelepasan aset tidak
lancar. Definisi biaya mencakup kerugian yang belum
direalisasi, misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh
kenaikan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan
pinjaman POLTEKFEL Surabaya dalam mata uang tersebut.
Kalau kerugian diakui dalam laporan aktivitas, biasanya
disajikan secara  terpisah karena pengetahuan mengenai
akun tersebut berguna untuk tujuar pengambilan keputusan
ekonomi. Kerugian sering kali dilaporkan dalam jumlah
bersih  setelah  dikurangi dengan pendapatan yang
bersangkutan.

10. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengakuan (recognition) dalam akuntansi adalah proses
penetapan terpenuhinya Kkriteria pencatatan suatu kejadian atau
peristiwa dalam catatan skuntansi sehingga akan menjadi bagian
vang melengkapi unsur pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan
ekuitas, sebagaimana akan dimuat pada laporan keuangan

POLTEKPEL Surabaya yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan

dalam pencatatan jumliah wuang terhadap akun-akun laporan

keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau

peristiwa untuk diakui yaitu:

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar
atau masuk ke dalam POLTEKPEL Surabaya vang bersangkutan;
dan

b. Kejadian atau peristiwa fersebut mempunyai nilai atau biaya
yvang dapat diukur dengan andsal.

Dalam mengkeaji apakah suatu kejadian/peristiwa memenulhi
kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitasnya.

Hubungan antar unsur berarti bahwa suatu akun yang memenuhi



definisi dan Kkriteria pengakuan untuk unsur tertentu, misalnya

suatu asef, secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain,

misalnya pendapatan atau kewajiban.

Secara terperinci penjelasan mengenai criteria minimum yang perlu

dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1)

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas
digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa
manfaat ekonomi masa depan vang berkaitan dengan akun
tersebut akan mengalir dari/atau ke dalam POLTEKPEL
Surabaya. Konsep ini dimaksudkan untuk menghadapi
ketidakpastian lingkungan aktivitas POLTEKPEL Surabaya.
Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat
ckonomi masa depan dilakukan satas dasar bukti yang tersedia
pada saat penyusunan laporan keuangan.
Pengukuran Keandalan
Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang
akibat peristiwa atau kejadian vyang dapat diandalkan
pengukurannya. Namun adakalanya pengakuan didasarkan
pada hasil estimasi yang layale. Apabila pengukuran berdasarkan
biaya estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka
pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK]. Penundaan pengakuan
suatu akun atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria
pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi
peristiwa ateu keadaan lain di masa mendatang.
Pengakuan Pendapatan

Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan uszha
lainnyva diakui di laporan aktivitas pada saat diterima atau hak
untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang dan
jasa vang diserahken kepada masyarakat, artinya kenaikan aset
atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur
dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan teriadi
bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan
kewajiban (misalnya kenaikan bersih aset yang timbul dari
penjualan barang dan jasa atau penurunan kewajiban yang

tirnbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar}.
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Pengakuan Biayva

Biaya diakui dalam laporan aktivitas adalah penurunan
manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan
aset, atau kenaikan kewajiban telah teriadi vang mengakibatlkan
penurunan ekuitas bersih dan dapat diukur dengan andal. Ini
berarti pengakuan biaya terjadi bersamaan dengan pengakuan
kenaikan kewajiban atau penurunan aset (misalnya akrual hak
karyawan atau penyusutan aset tetap).

Biaya diakui dalam laporan alktivitas, atas dasar hubungan
langsung antara biaya vang timbul dan akun penghasilan
tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan
biaya dengan pendapatan {matching of costs with revenue) ini
melibatkan pengakuan pendapatan dan biaya secara gabungan
atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-
sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Namun
demikian, penerapan xonsep matching dalam kerangka dasar
tidak memperkenankan pengakuan akun dalam neraca yang
tidak memenuhi definisi aset atau kewgjiban.

Jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa
periode akuntansi dan hubungannya deagan penghasilan, hanya
dapat ditentukan secara tidak langsung, beban diakui dalam
laporan aktivitas atas dasar prosedur alokasi rasional dan
sistematis. Hal ini diperlukan dalam pengakuan beban yang
berkaitan dengan penggunaan aset seperti aset tetap, goodwill,
paten, dan merek dageng. Dalam kasus semacam itu, biaya i
disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi i
dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi
vang menikmati manfaat ekonomi aset yang bersangkutan.

Biaya segera diakui dalam laporan aktivitas apabila
pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan,
atau apabila secpanjang manfaat ekonomi masa depan tidak
mernenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui
dalam neraca sebagal Aset.

Pengakuan Aset
Aset diakui dalam neraca, apabila besar kemungkinan bahwa

manfaat ekonominya di rnasa depan diperoleh POLTEKFEL
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Surabaya dan Aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal.

Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah
terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin
mengalir ke dalam POLTEKPEL Surabaya setelah periode
akuntansi berialan. Sebagai glternatif transaksi semacam itu
menimbulkan pengakuan biava dalam laporan aktivitas. Dengan
perlakuan tersebut, tidak berarti pengeluaran yang dilakukan
manajemen  mempunyai maksud vyang lain  daripada
menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas di masa depan atau
bahwa manajemen salah arah. Implikasi satu-satunya adalah
bahwa tingkat kepastian dari manfaat ekonomi yvang diterima
entitas setelah periode akuntasi berjalan tidak mencukupi untuk
membenarkan pengakuan aset.

6) Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui daiam neraca apabila kemungkinan besar
bahwa pengeluaran sumber dayva yang mengandung manifaat
ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban
(obligation) sekarang dan jumlah vang harus disclesaikan dapat
divkur dengan andal. Dalam praktek, kewajiban (obligation)
menurut kontrak vang belurmn dilaksanakan oleh kedua belah
pihak (misalnya, kewajiban atas pesanan persediaan yang belum
diterima) pada umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam
laporan keuangan. Namun dernikian, kewajiban (obligation)
semacam  hal tersebut dapat memenuhi definisi kewajibarn,
dan apabila dalam keadaan ftertentu Kkriteria pengakuan
terpenuhi, maka kewajiban (obligation) tersebut dapat dianggap
memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan
kewajiban mengakibatkan pengakuan aset atau biaya yang
bersangkutan.

11. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengukuran adalah proses penetapan nilai mata uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam
neraca dan laporan aktivitas. Pengukuran akun-akun dalam laporan
keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat

sebesar pengeluaran kas atau setara kas, atau sebesar nilai wajar
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dari imbalan vang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran akun-akun laporan keuangan menggunakan mata
uang rupiah. Transakst yang menggunakan mata uang asing
dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
PENYAJIAN LAFPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan haruvs disusun secara komparatif, artinya
menyajikan laporan keuangan 2 (dua} tahun terakhir sesuail
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan laporan
keuangan interim, disajikan secarsa komparasi dengan menyajikan
laporan keuangan interimm untuk triwulan/semester yang sama
dengan tahun sebelumnya.

Laporan aktivitas interim, selain menyajikan pendapatan dan
biaya triwulan/semester yang dilaporkan, juga harus mencakup
periode sejak awal tahun buku sampail dengan periode interim
(triwulan/semester) vang dilaporkan.

Penyusunan laporan keuvangan interim (inferim financial report)
tunduk kepada Pasal 13 Peraturan Menter: Keuangan Nomor
76/PMK.05/2008 tentan Pedomean Akuntansi Dan Pelaporan
Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam hal ini, laporan interim
dari suatu triwulan/semesteran harus dipandang sebagai bagian
integral dari laporan keuangan tahunan, sehingga dasar pengakuan
kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan harus sama
dengan laporan keuangan tahunan.

POLTEKPEL Surabaya membuat laporan keuangan triwulan/
semesteran (interim financial report) untuk jangka waktu sekali
dalam 3 (tiga} bulan atau 6 {enam)} bulan. Laporan keuangan
minimum diaudit sekali dalam 1 (satu) tahun untuk disampaikan
kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan.

Adapun penyajian Laporan Keuangan adalah sbagai berikut:

a. Komponen Laporan Keuangan
Komponen laporan keuangan sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan
Menteri Mentert Keuangan Nomor 76/PME.05/2008 tentang
Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan BLU adalah sebagai
berikut:

1} Neraca {Balance Sheet)
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Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi
mengenai akuntansi keuangan POLTEKPEL Surabaya
meliputi aset kewajiban, dan ekuitas pada tanggal
fertentu;

Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengarn
informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan
lainnya schingga dapat membantu para pengguna laporan
keuangan untuk menilai:

(1) Kemampuan POLTEKPEL Surabaya dalam memberi

jasa lavanan secara berkelanjutan;
(2) Likuiditas dan solvabilitas kebutuhan pendanaan

eksternal.

2) Laporan Aktivitas

a)

Laporan  akfivitas  menygajikan  informasi  tentang

operasional POLTEKPEL Surabaya mengenai sumber,

alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang

dikelola oleh POLTEKPEL Surabaya. Laporan operasional

antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan

surplus/defisit;

Informasi dalam laporan altivitas, digunakan bersama-

sama dengan informasi vang diungkapkan dalam laporan

keuangai: lainnya sehingga dapat membantu para

pengguna laporan keuangan untuk:

(1} Mengevaluas: keputusan mengenai alokasit sumber-
sumber dava ekonomi;

(2) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi; dan

{3) Menyvediakan informasi mengenai realisasi anggaran
secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi
kinerja POLTEKPEL Surabava dalam hal efisiensi dan

efektivitas penggunaan anggaran.

3) Laporan arus kas {cash flow statemeni)

a)

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan
informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas
dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas
dan setara kas pada tanggel pelaporan. Arus kas

dikelompokkan  dalam  aktivitas operasi, investasi
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dan pendanaai:.

Informast dalam laporan arus kas digunakan bersama-

sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan

keuangarn: lainnya sehingga dapat membantu para
penggune laporan keuangan untuik menilai:

(1) Kemampuan POLTEKPEL Surabaya dalam
menghasitkan kas dan setara kas;

(2) Sumber dana POLTEKPEL Surabaya;

(3) Pengguna dans POLTEKPEL Surabaya untuk
mempercleh sumber dana dan penggunaannya unftuk
masa yang akan datang.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode

langsung {direct method), vyaitu berdasarkan transaksi

penerimeaan/pengeluaran kas atau setara kas, sedangkan
penyajian transaksi dalarm laporan arus kas menggunalan

metode kas secara bruto {gross method).

Laporan Perubahan Fkuitas

Entitas harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai

komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

a)

b)

—~

)

Surplus atau defisit periode yang bersangkutan;

Setiap surplus atau defisit diaku: secara langsung dalam
ekuitas. Perubahan ekuitas entifas menggambarkan
peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan
selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip
pengukuran tertentu vang dianut dan harus diungkapkan

dalam laporan keuangan.

5) Catatan azas Laporan Keuangan (notes to financial statement)

Tujuan utama CalX adalah memberikan penjelasan dan
analisis atas informasi yvang ada pada laporan aktivitas,
neraca, laporan arus kes dan informasi tambahan lainnya
sehingga para pengguna laporan keuangan mendapatkan
pemahaman vyang sempurna atas lapcran Kkeuangan
POLTEKPEL Surabaya

Informasi dalam CalK mencakup antara lain :

{1) Pendahuluan;

(2)  Kebijakan Alcuntansi {aecouniing policies),

{3} Penjelasan ates akun-akun Laporan aktivitas;



4) Penjelasan atas akun-akun neraca;

6) Kewajiban kontijensi;

(%)

(5) Penjelasan atas akun-akun laporan arus kas;

(5)

(7) Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Laporan Keuangar: Pokok di atas disertal dengan Laporan
Kinerja yang rmenjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
pencapaian kinerja POLTEKPEL Surabaya berkenaan dengan
Rencana Anggeran POLTEKPEL Surabaya {(Rencana Bisnis dan
Anggaran=RBA) yang telah ditetapkan untuk setiap satuan kerja.
Informasi kuantitatif yang merupakan bagian dari informasi
tambahan (additional information), harus diungkapkan secara
komparatif dengan periode sebelumnya.

Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari
laporan keuangan pericde sebelumnya diungkapkan kembali apabila
relevan untuk pemsahamarn laporan keuangan periode berjalan.
Lampiran-lampiran {appendix) yaitu memuat rincian dari akun-akun
laporan keuangan pokok fertentu dan rincian data pendukung dari
informasi tambahan vang masih perlu untuk disertakan dalam
rangka memberikan penjelasan kepada para pemakai laporan
keuangan secara transparan {(transparance} dan lengkap (full
disclosure).

b. Kesatuan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
adalah instansi di lingkungan Pemerintah yvang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelola Keuangan BLU adalah pola pengelolaan keuangan
yvang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan  praktek-praktek  bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangke
rmemajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

tersebut, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan



keuangan Negara pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Pelayaran Surabava, adalah lembaga diklat di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Direktur yang
berada di bawah dan bertanggung iawab kepada Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Meanusia Perhubungan. POLTEKPEL
Surabaya mempunyal tugas menyelenggarakan program Diklat
Pelaut IV Pembentukan, Diklat Pelaut I Pembentukan Non
Diploma, Dipioma I Pelayaran, Peningkatan Diklat Pelaut V, IV,
I, serta Dikiat Khusus Ketrampilan Pelaut dan Sebagai Badan
Layanan Umum, POLTEKPEL Surabaya merupakan satu
kesatuan akuntansi (single accounting eniity) yang mandirt dan
secara berkala {semesteran/tahunan) sebagaimana dimaksud di
atas wajib menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan
realisasi anggaran/laporan aktivitas, neraca, laporan arus Kkas,
dan catatan atas laporan keuangan.

Realisasi Anggaran/Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan. Penyampaian Laporan Keuangan
kepada  Menteri  Perhubungan dan  Menteri Keuangan
dilaksanakan dengan ketentuan untuk menghasilkan laporan
Keuangan. Teknis penyusunan laporan keuangan tersebut
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi.

. Periode Akuntansi, Tanggal Pisah Batas Transaksi {Cut Off}, dan
Tanggal Pelaporan

Periode akuntansi POLTEKPEL Surabaya dimulat pada tanggal
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang
bersangkutan. Untuk kepentingan manajernen, periode akuntansi
tersebut dibagli secara triwulanan. Dengan demikian, laporan
keuangan yang disusun terdiri dari laporan keuangan triwulan,
semesteran dan tahunan, sehingga laporan keuangan yang

disusun oleh POLTEKPEL Surabaya adalah sebagai berikut:

1) Laporan keuangsn interimn untuk 3 (tiga) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret dan tanggal 30 September;
2) Laporan ketvangan interim semesteran yang berakhir pada

tanggal 30 Juni,
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3) Laporan keuangan tahunan, vang berakhir pada tanggal 31
Desember; |
4} Laporan triwulanan paling lama tanggal 15 setelah triwulan
berakhir;
5} Laporan semesteran paling lama tanggal 10 setelah semester
berakhir; dan
6) Laporan tabunan paling lama tanggal 20 setelah tahun
berakhir.
Dalam hal tanggal penyampalan Laporan Keuangan tersebut
di atas jatuh pada hari libur, penyampaian laporan keuangan
paling lama dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
Cut off laporan keuangan (tutup buku tahunan) adalah tanggal 31
Desember tahun yang bersanglkutan, sedangkan subsequent event
transaction berlaku sampal dengan tanggal 20 Januari tahun
buku berikutnya dan penyusunan laporan keuangan selesai
paling lama tanggal 20 Januari setelah tutup buku tahunan.
. Bahasa Laporan Keuangan
Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia.
Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain
dari Bahasa Indonesia tersebut, harus memuat informasi dan
waktu yang sama, serta diterbitkan dalarn waktu bersamaan
dengan laporan keuangan vang disusun dalam Bahasa Indonesia.
. Saling Hapus
Jumlah aset dan kewajiban vang disajikan pada neraca tidak
boleh disalinghapuskan (offsetting) dengan kewajiban atau aset
lainnya, kecuali secara hukum dibenarkan, dan saling hapus
tersebut mencerminkan perkiraan realisasi atau penyelesaian
aset atau kewajiban. Akun-akun pendapatan dan biaya tidak
boleh disalinghapuskan.
. Materialitas dan Agregasi
Laporan keuangan merupakan hasil dari proses atas
sejumlah  transaksi vyang diklasifikasikan sesuai sifat atau
fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan saldo dan
pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan atau
catatan atas laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak
rnaterial, maka dapat digabungkan dengan pes lain yang sejenis

dalam laporan keuangan atau catatan ates laporan keuangan.



7

Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan
terpisah dalam laporan keuangan, retapi cukup material untuk
disajikan terpisah dalam  catatan  atas laporan keuangan.
Informasi dianggap material jika dengan tidak
diungkapkannya informasi tersebut dapat mempengaruhi
pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan
ekonomi. Untuk menentukan materialitas suatu pos, besaran dan
sifat unsur harus dienalisa di mana masing-masing dapat
menjadi faktor penentu.

Penjabaran Transaksi dan Salde dalam Valuta Asing

Pembukuan POLTEKPEL Surabaya diselenggarakan dalam
satuan mata uang rupiah, dan bila ada transaksi dalam valuta
asing (valas) dalam tahun buku berjalan dijabarkan ke dalam
mata uang rupiah dengan kurs transaksi, yaitu kurs pada tanggal
kejadian, dengan berpedoman kepaca kurs rata-rata antara kurs
jual dan kurs beli devise umum Bank Indonesia.Terhadap kurs
transaksi yang telah ditetapkan lebih dahulu, misalnya pada saat

invoice diterbitkan, yaitu dengan menggunakan:

[ty

| kurs menurut kontrak/perjanjian; atau

[N

) kurs pada saat barang diserahkan; atau

kurs pada saat nwvoice diterbitkan {unconfirmed), atau

)

s

ditetapkan lain.

Dan didenominasi atau diterima tagihan dalam mata uang
rupiah, maka transaksi ini dapat diperlakukan dan dicatat
langsung ke dalam satuan mata nang rupiah.Jika masih terdapat
perbedaan antara jumlah menurut invcice tagihan yang dicatat
dalam satuan mata uang rupiah sebagaimana dimaksud di atas,
dengan jumlah penerimasn tagihan yang bersangkutan, maka
selisih yang timbul dicatat kedalam akun surplus-defisit selisih
kurs - realisasi.

Pada saat pelaporan setiap tanggal neraca :

1) Akun aset dan lewajiban moneter dalam valuta asing,
dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs
rata-rata antara kurs jual dan kurs beli devisa umum Bank
Indonesia pada tanggal neraca.

2) Selisih penjabaran akun aset den kewajiban moneter dalam

mata uang asing pada tanggal nerace, yaitu penyesuaian asect




dan kewajiban dalam mata uang asing, dibebankan ke dalam

akun surplus-defisit selisih kurs akun moneter.

3) Tagihan dalam wvaluta asing vang dibayar dengan valuta
rupiah, dicatat berdasarkan kurs tengah atau rata-rata kurs
jual-beli Bank Indonesia pada tanggal pembayaran. Selisih
kurs realisasi yang timbul akibat perbedaan antara kurs
tagihan dengan kurs pembayaran dibukukan pada akun
surplus-defisit selisih kurs realisasi.

Pungutan dan penvetoran pajak (PPN dan PPh) dalam valuta
asing yang dibayarkan dengan rupiah, dicatat sesuai kurs, pajak
vang berlaku pada tanggal diterima pembayaran/saat penyetoran,

Selisih yang timbul akibat perbedaan antara kurs transaksi
dengan kurs pajak dibukukan pada akun surplus defisit selisih
kurs-realisasi Alkun aset dan kewajiban non-moneter dalam vahita
asing, tidak boleh dijabarkan dengan kurs pada tanggal neraca,
sehingga tetap dilaporkan dengan kurs pada tanggal transaksi
{kkurs historis).

Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan

Istimewa

Pihal-pihak vang mempunyai hubungan istimewa, yaitu
Perorangan vang memiliki, baik secara langsung maupun tidak
langsung suatu kepentingan hak suara di POLTEKPEL Surabaya
vang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat
dari perorangan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga dekat adalah
mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi
oleh  masing-masing pihak dalam transaksinya dengan
POLTEKPEL Surabaya.

Pihak-pihal yang mempunyai hubungan istimewa adalah
sebagai berikut:

1) Karyvawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyal
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,
memimpin, dan mengendalikan kegiatan POLTEKPEL
Surabaya vang meliputi Dewan Pengawas, Direktur, dan
Manajer dari POLTEKPEL Surabaya, serta anggota keluarga

dekat dari orang-orang tersebut;
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2) Badan Pengembangan SDM Perhubungan atau entitas dimana

suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki, baik
secara langsung meupun tidak langsung oleh setiap orang
sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b, atau setiap
orang tersebuf mempunyai pengaruh signifikan atas badan
pendidikan atau entitas tersebut. Ini mencakup badan
pendidikan atau entitas yang dimiliki anggota Dewan
Pengawas, Direksi, atau Manajer dari POLTEKPEL Surabaya.
Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan
hubungan istimewa, perhatian diareshkan kepada substansi
hubungan, bukan kepada beatuk hukumnya (substance over
form). Agar pembaca laporan keuangan memperoleh
pemahaman mengenai pengaruh  hubungan  istimewa,
POLTEKPEL Surabaya wajib mengungkapkan hakekat dari
hubungan istimewa jika terdapat pengendalian, sehubungan
cdengan transaksi antara pihak-pthak vyang mempunyai
hubungan istimewa. Berdasarkan PSAK Nomor 7 bahwa
Pengungkapan diperlukan terhadap transaksi dengan pihak-
pihak wvang mempunvai hubungan istimewa, sedangkan
terhadap transaksi antara POLTEKPEL Surabaya dengan
pihak-pihak yvang tidak mempunyai hubungan istimewa, tidai

perlu diungkapkan.

13. AKUUNTANSI PENDAPATAN

.

Definisi

Pendapatan adalah arus masuk brutoc dari manfaat ekonomi
yvang timbul dari aktivitas POLTEKPEL Surabaya selama 1 (satu)
pericde akuntansi yang mengakibatkan penambahan ekuitas
bersih vang tidak berasal dari kontribus: penanam modal.
Klasifikasi Pendapatan POLTEKPEL Surabaya sebagai berikut:

1} Pendapatan usaha dari jasa layanan pendidikan.

Merupakan pendapatan utama (pokok) vang diperoleh
sebagai imbalan atas jasa lavanan yang diberikan kepada
masyarakat.

Aktivitas jasa layanan diberikan berdasarkan syarat

pembayaran/pelunasan, terdiri dart:
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Pelayanan peserta diklat tunai adalah transaksi pelayanan
yvang bersifat cash & carry yvang didukung dengan kwitansi
tunai,;

b) Pelayanan peserta diklat non tunai yaitu pelayanan yang
tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelayanan tunai
tersebut di atas, karena rmelalui proses penagihan. Dengan
demikian, pembayaran vang dilakulan beberapa waktu
setelah pelayanan, tidak diperlakukan sebagai pelayanan
tunail dan dicatat sebagail piutang usaha.

Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat
atau badan lain, tanpa adanva kewajiban bagi POLTEKPEL

Surabaya untuk menyerahkan barang dan jasa. Hibah

diklasifikesikan menjadi Hibah Terikat dan Hibah Tidek

Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya

ditentukan oleh pemberi hibah. Hibah Tidak Terikat adalah

hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi
hibah.

Pendapatan APBN

Merupakan pendapatan vang berasal dari APBN, baik
untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja
operasional merupakan belanja pegawai, belanja barang dan
jasa. Belanje investasi merupakan belanja modal.

Pendapatan Usaha lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil keria
sama dengan pihak lain seperti sewa, jasa lembaga,
keuangan,pemanfaatan aset, dan lain-lain pendapatan yang
tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi

POLTEKPEL Surabaya.

Pendapatan dari kejadian luar biasa

Merupakan pendapatan yang timbul di luar kegiatan
normal yvang tidak berulang dan diluar kendali POLTEKFEL

Surabaya.

Pengakuan (Recognition)

Pendapatan (revenue) diakui sebagai berikut:

1} Pendapatan usaha dari layanan dan pendapatan usaha

lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih
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timbul, sehubungan dengan adanyes barang dan jasa yang
diserahkan kepada masyarakat.

2} Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak
kepemilikan berpindah.

3) Pendapatan dari APBN diakui pada saat pengeluaran belanja
dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D).

4) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima

oleh POLTEKPEL Surabaya.

Untuk pendapatan yang belum diketahui jumlahnya secara

pasti sampai penutupan tahun buku, maka pengakuannya

aidasarkan atas transaksi yang dilakukan oleh fungsi teknis.

Surplus/defisit yang timbul sebagai akibat perbedaan antara

fransaksi dengan jumlah sebenarnya dibukukan sebagai

pendapatan tahun berjalan, vyaitu pada saat diketahui

timbulnya perbedaan tersebut.

d. Pengukuran (Measurement)

1} Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha
lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau
yang dapat diterima dart suatu jasa yang telah diberikan,
sedangkan nilai piatang usaha disajikan sebesar jumlah
bersih, vyaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangl
dengan penyisihan kerugian piutang.

2) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar
pada saat perolehan.

3) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas
yvang diterima oleh POLTEKPEL Surabaya.

4) Pendapatan dari APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto
belanja pada SPM.

5) Pengukuran pendapatan sebagaimana dimaksud pada angka
1), angka 2}, angka 3}, dan angka 4} di atas menggunakan
azas bruto.

Penyajian den Pengungkapan {Presentation and Disclossure)

1} Pendapatan disajiken secara terpisah pada laporan aktivitas
untuk setiap jenis pendapatan.

2) Rincian jenis pendapatan diunglkapkan pada CalK.



14. AKUNTANSI BIAYA

a. Definisi

b.

Biaya merupakan perurunan maniaat ekonomi selama 1

{satu} periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau

berkurangnya  aset atau  terjadinya  kewajiban  yang

mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

Klasifikasi Biaya

Biaya POLTEKPEL Surabaya diklasifikasikan antara lain:

a. Biaya Layanan

Merupakan biaya-biaya pokok yang dapat didistribusikan

secara langsung ke alkun-alkun pendapatan jasa yang

berkaitan, antara lain:

1)
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Biaya Fegawai ({gaji pegawai, honor penyelenggara,
Vokasi}.

Biaya Bahan { ATK, Alat-alat prakiek).

Biaya Perjalanan Dinas.

Biaya Jasa Layanan Daya dan Jasa (listrik,air dan
telepon).

Biaya Perneliharaan (kendaraean, peralatan dan mesin).
Biaya Utilitas.

Biaya Lain-lain {kerugian pencadangan piutang}.

Biaya Peningkatan SDM.

Biaya Promosi.

10} Biaya Penyusutan.

b. Biaya Umum dan Administrasi

Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk biaya

yvang bersifat umum dan administrasi yang tidak terkait

secara langsung dengan kegiatan pelayanan POLTEKPEL

Surabaya, antara lain:

1)
)
3)
)
)
)
)
)

bD
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Biaya pegawal.

Biaya adsministrasi perkantoran.
Biaya peraeliharaan.

Biaya langganan daya dan jasa.
Biaya promosi.

Biaya utilitas.

Biaya Bahan.

Biaya Perjalanan Dinas.
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9) Biaya Peningkatan SDM.
10) Biaya perwyusutan.
11) Biaya lain-lain.

Mengingat  beberapa jenis biaya  belum  dapat
diklasifikasikan sccara tepat antara biaya pelayanan langsung
dengan biaya umum dan administrasi, maka pembebanannya
dilakukan berdasarkan prosentase dengan perhitungan untuk
biaya langsung pelayvanan, dan untuk biaya umum dan
administrasi.

Biaya Lainnya

Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam biaya layanan, biava umum dan biaya administrasi.
Biaya ini antara lain biaya bunga dan biaya administrasi
banlk.

. Biaya dari kejadian luar biasa
Merupakan biaya yang timbul diluar kegiatan normal
POLTEKPEL Surabaya, yvang tidak diharapkan terjadi dan
tidak diharapkan terjadi berulang, serta diluar kendal
POLTEKPEL Surabaya.

c. Pengakuan (Recognition)

Biaya (expense] pada umumnya diakui pada saat
terjadinya penurunan manfaat cekonomi masa depan yang
berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban
dan dapat diukur dengan andal. Untuk biaya yang belum
diketahui jumlahnya secara pasti sampal penutupan tahun

buku, maka pengalkuannya didasarkan atas transaksi.

d. Pengukuran {Mzasuremen?

Biaya diukur sebesar:

a.

d.

Jumlah kas vang dibayarkan jika seluruh pengeluaran
tersebut dibayar pada periode berjalan;
. Jumlah biaya periode berjalen yang harus dibayar pada masa

yvang akarn datang;

. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang

telah dikeluarkan; dan

Jurnlah kerugian yang terjadi.

e. Penyajian dan Pengungkapan (Presentation and Disclosure)
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a. Biaya disajikan pada laporan operasional/aktivitas terpisah
untuk setiap jenis biaya.

b. Rincian jenis biaya diungkapkan pada CalK.

15. AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh POLTEKPEL Surabaya sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau dimasa depan,
diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang,
dan sumber-sumber daya yang terpelihara karena alasan sejarah
dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah
potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik
langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan aktivitas BLU,
berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi BLU. Aset
diklasifikasikan ke dalam aset lancar, aset non lancar. Suatu aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

a. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dipakai atau
dijual dalam waktu 12 {(dua belas) bulan; atau

b. dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek
dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan dari tanggal neraca; atau

c. berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investast
jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang
muka, dan biaya dibayar dimuka.

Aset non lancar adalah Aset yang digunakan secara langsung
atau tidak langsung untuk kegiatan BLU POLTEKPEL dan tidak
memenuhi kriteria aset lancar. Aset non lancar antara lain meliputi
investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

a. Kas dan Setara Kas
1) Definisi
Termasuk dalam pengertian kas dan setara kas adalah
kas besar, kas kecil, rekening giro bank, investasi yang
sifatnya sangat likuid tanpa menghadapi risiko perubahan

nilai, tidak ditentukan lebih dahulu dan tidak dibatasi
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penggunaannya. Investasi yang dapat diklasifikasikan sebagai

setara kas meliputi:

a) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam wakiu 3
(tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan
tidak dijaminkan.

b} Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan
dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Definisi Kas

Yang dimaksud dengan Kas adalah uang tunai atau saldo
simpanan di Bank vang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan POLTEKPEL Surabaya.

Kas terdiri dari Saldo Kas {Cash On Hand) dan Rekening
Giro. Setara Kas {Cash Equivalent) merupakan bagian dari aset
lancar yang sangat liguid, yvang dapat dikonversi menjadi Kas
dalam jangka waktu 1 (satu} s/d 3 (tiga) bulan tanpa
menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak
termasuk piutang dan persediaan. Contoh Setara Kas antara
lain Deposito Berjangka kurang dari 3 {tiga) bulan dan Cek
yang baru dapat divangkan dalam jangka waktu kurang dari 3
{tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan Kas Besar adalah bagian dari
persediaan uang tunal yang tidak langsung dipakar di
transaksi sehari-hari.

Yang dimaksud dengan Kas Kecil adalah kas yang
jumlahnya relatif sedikit dan digunakan untuk kepentingan
operasional sehari-hari yang jumlah pengeluaran sedikit atau
dalam jumlah tertentu.

Pengakuan (Recognition}

Kas dan setara kas diakur pada saat diterima oleh

POLTEKPEL Surabaya.

Pengukuran (Measurement)

Kas dan setara kas diukur/dicatat sebesar nilai nominal pada

saat diterima.

Penvajian dan Pengungkapan (Preseniation and Disclosure).

a) Kas dan setara kas merupakan akun vang paling hkwid
(lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur

aset dalam neraca;
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b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan dan laporan

keuangan, adalah:

(1) Kebjaizan yang diterapkan dalam menentukan
komponen kas dan setara kas.

(2) Rincian jenis dan jumlah serta setara kas.

b. Investasi Jangka Pendek

1)

Definisi

Investasi jangka pendek adalah aset vang dimaksudkan
untuk memperoleh manfaat ekonomi, seperti bunga, dividen
dan/atau manfaat lainnya schingga dapat meningkatkan
kemampuan POLTEKPEL Surabaya dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Investasi berupa Depositc dan Surat

Berharga ({efek) vang jatuh tempo atau jangka waktu

pemilikannya lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak lebih dari

12 (dua belas] bulan serta tidak untuk dijaminkan, unit

penyertaan reksa dana, serta efek yang diperdaganglkan

di pasar uang berupa Obligasi Pemerintah R.I. Investasi

jangka pendek dalam efek yang nilai wajarnya tersedia dapat

berupa efek hutang (debt securities) dan eifek ekuitas (equity
securities) dapat digolongkan dalam 3 {tiga) kategori, yaitu :

a) Diperdagangkan ftrading);

b) Dimiliki hingga jetuh tempo (held io maturity);

¢) Tersedia untuk dijual (available for sale).

Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a) Dapat segera di perjual belikan/dicairkan;

b} Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen
kas, artinya POLTEKPEL Surabaya dapat menjual investasi
tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

c) Bersifat rendah.

Pengakuan {Recognition}

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai

investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

a) Kemungkinan manfaat ekonomi, dan manfaat atau jasa
potensial dimasa vang akan datang atas suatu investasi

tersebut dapat diperoleh POLTEKFEL Surabaya;
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b} Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur

secara memadai (reliable).
3) Pengukuran {Measurement}

a) Investasi jangka pendek dikategorikan sebagai aset lancar
dan dicantumkan dalam neraca berdasarkan biaya
perolehan vang meliputi harga transaksi itu sendirl
ditambah komisi perantara jual-beli, jasa bank, dan biaya
lainnya vang timbul dalam rangka perolehan investasi
tersebut;

bl Investasi dalam bentuk deposite jangka pendek dicatat
sebesar nilai nominalnya.

4) Penyajian den Pengungkapan (Presentation and Disclosurej :

a) Investasi jangka pendek dikategorikan sebagai aset lancar
dan dicantumkan dalam neraca;

b} Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CalK, adalah:

(1} Rincian jenis dan jumlah penetapan dana.

(2) Jenis mata uang.

(3) Jumlah penstapan dana pada pihak-pihak vyang
memiiiki hubungan istimewa.

(4) Kebijakan akuntansi untuk Penentuan Nilai Tercatat
dari investasi.

Perlakuan perubahan dalam nilai pasar investasi yang dicatat

pada nilai pasar, dan jumlah signifikean yang dilaporkan

sebagai penghasilan investasi untuk bunga, dividen, dan sewa
pada investasi jangka panjang dan lancar, serta laba atau rugi
pada pelepasan investasi lancar dan perubahan dalam nilai
investasi tersebut.
¢. Piutang Usaha dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
1) Definisi
Piutang usaha adalah hak yvang timbul dari penyerahan jasa
pendidikan dalam rangka kegiatan aktivitas POLTEKPEL
Surabaya.
Transaksi piutang usaha mempunyai karakteristik sebagal
berikut:
a) Terdapst penyerahan jasa, atau timbulnya hak untuk
menagib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
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Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan

Jangka waktu pelunasan.

2} Pengakuan

a)

b}

¢)

Piutang wusaha diakui pada saat barang dan jasa
diserahlkan, tetapi belum menerima pembayaran;

Piutang usaha berkurang pada saat dilakukan
pembayaran atau dilakukan penghapusan,;

Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari
penyisihan  kerugian piutang yang dibentuk, maka
selisithnva diakui sebagai biaya penyisihan kerugian
periode bersangkutan, apabila terjadi pembayaran
piutang setelsh piutang dihapuskan maka piutang
tersebut  dimunculkan kembeal: dan pengurangannya

dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

3} Pengukuran

a)

<)

Piutang wusaha diukur sebesar nilai vyang dapat
direalisasikan {(net realizable value}, yaitu nilai setelah
dikurangi dengan nilai estimasi penyisihan piutang tak
tertagih;

Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai
piutang vang diperkirakan ftidak akan tertagih
berdasarkan daftar wmur piutang atau prosentase dari
pendapatan;

Penghapusan piuteng tak tertagih dilakukan berdasarkan

ketentuan peraturan perundangsn-undangan.

4} Penyajian dan Pengungkapan

a)

Piutang usaha vang jatuh tempo dalam waktu kurang
dari 1 ({(satu) tahun disajikan dalam kelompok aset
lancar dalam neraca, sedangkan piutang usaha yang
jatuh tempo lebih dari 1 {satu) tahun disajikan sebagal
kelompok aset non lancar. Piutang usaha disajikan
sebesar jumlan bersih, yaitu jumlah selurubh tagihan
piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

Hal-hal yang diungkapkan dalam CalX, sebagai berikut:
(1) Rincian jenis dan Jumlah hutang.

(2) Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki

hubungan istimews.
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(3) Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk

disertai daftar umur piutang,

(4) Kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam

pembentukan penyisihan kerugian piutang.

() Jumlah piutang yang dijadikan agunan.

(6) Jumilah piutang yang dijual (anjak piutang).
Besaran dari penyisthan piatang tak tertagih yang
diperhitungkan berdasarkan nilai tercatat piutang yang masih
terbuka pada tanggal neraca akhir tahun dapat dilihat pada
tabel 1.3 berikut ini:

Klasifikasi Yo
_ Umur Piutang
Piutang Penyisihan
Lancar 0-30 hari 0,5
Kurang lancar 31-60 hari 10
Diragukan 61-90 hari 50
Macet > 90 hari 100

Tabel 1.3 Persentase Piutang Tak Tertagih

Penerimaan dari piutang yang telah dibentuk penyisihannya, tetap
diperlakukan dan disajikan sebagai pendapatan usaha. Berikut ini
beberapa kriteria pokok sebagai dasar penghapusan piutang usaha

dari pembukuan:

1} Peserta diklat sudah tidak dapat dihubungi karena alamat
peserta diklat sudah tidak di ketahui lagi.

2] Tempat tinggal peserta diklat sudah tidak ada karena terbakear
atau bencana zlarn.

3) Adanya pernyataan pailit dari pengadilanq.

4) Dokumen pendukung taghan kepada peserta diklat hilang dan
tidak diperoleh dokumen pengganti yang sah dan relevan.
Berdasarkan hasil analisis umur piutang usaha tersebut di atas,

maka dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas saldo piutang

usaha yang pada akhir tahun (tanggal neraca} disangsilan
kemungkinan tidak tertagih. Sedangkan penghapusan piutang
usaha dari pembukuan POLTEKPEL Surabaya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan harus dapat persetujuan

secara tertulis dari Direktur POLTEKPEL Surabaya, Penerimaan
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kembali dari piutang yvang telah dihapusbuicukan, diperlakukan dan

dicatat kedalam akun pendapatan lain.

d. Piutang Lain-Lain

1)

Definisi
Piutang lain-lain adalah hak yang timbul dari penyerahan

barang dan jasa serta uang di luar kegiatan operasional

POLTEKPEL Surabaya. Transaksi ptutang lain-lain memiliki

karakteristik sebagai berikut:

a) Terdapat penyerahan barang dan/atau jasa atau uang
diluar kegiatan operasional POLTEKPEL Surabaya;

b) Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak lain;

¢) Jangka waktu pelunasan.

Contoh piutang lain-lain adalah piutang pegawai, piutang

bunga, dan piutang sewa.

Pengakuan

Piutang lain-lain diakui pada saat barang, jasa, atau

uang diserahkan, walaupun belum menerima pembayaran
dari penyerahan tersebut, Piutang lain-lain berkurang pada
saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
Apabila piutang vang dihapuskan lebih besar dari penyisihan
kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui
sebagal biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan dan
ketika terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan, maka
piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya
dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

Pengukuran

a) Piutang lain-lain divkur sebesar nilai yang dapat
direalisasikan {net realizable value), yaitu nilai setelah
dikurang! dengan nilai estimasi penyisihan piutang lain-
lain tak tertagih;

b) Penyisihan piutang lain-lain tak tertagih dibentuk sebesar
nilai piutang yang diperkirakan, tidak akan tertagih
berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari
pendapatan. Penghapusan piutang lain-lain tak tertagih
dilakukan berdasarkan ketentuan perafuran perundang-

undangan.
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4} Penyajian dan Pengungkapan

a)

Piutang lain-lain yang jatuh tempo dalam waktu kurang
dari 1 (satu} tahun disajikan dalam kelompok aset lancar
dalam neraca, sedangkan piutang lain-lain vang jatuh
tempo lebih dari 1 (satu) rahun disajikan sebagai kelompok
aset non lancar.

Piutang lain-iain disajikan sebesar jumlah bersih, vyaitu
jumlah seluruh tagihan piutang lain-lain dikurangi dengan
penyisihan kerugian piutang lain-lain.

Hal-hal yang diungkapkan dalam CeLX, sebagai berikut:

{1} Rincian jenis dan jumlah piutang lain-lain;

(2) Jumlah piutang lain-lain dengan pihak-pithak yang
memiliki hubungan istimewa;

(3) Jumliah penyisihan kerugian piutang lain-lain yang
dibentuk diserta: daftar urnur piutang lain-lain;

(4) Kebjjakan  akuntansi  yang  ditetapkan dalam

pembentukan penyisihan kerugian piutang lain-lain.

Bagian aset lainnya yang jatuh tempo dalam 12 (dua belas)

bulan.

1) Definisi

Bagian aset lainnya yang jatuh tempo dalam 12 {dua belas)

bulan adalah aset POLTEKPEL Surabaya selain aset lancar,

investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lainnya antara

lain

a)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar merupakan
reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang
ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena
adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh
tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan
hanya untuk tujuan penyusunan neraca Kkarena
pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan
mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan
Bagian lLancar Tagihan Penjualan Angsuran. Selurun
tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam

kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai
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Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian
Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal
vaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus
diterima dalam waktu I (satu) tahun.
b) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan merupakan
reklasifikasi  lain-lain  aset vyang berupa Tuntutan
Perbenndaharaan ke dalam aset disebabkan adanya
Tunturan Perbendaharaan jangka panjang yang jatuh
tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan
hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena
penerimean kembali dari Tuntutan Perbendaharaan akan
mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan bukan
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan. Tuntutan
Perbendaharaan yang harus diterima dalam walktu 1 (satu)
tahun  diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan
Perbendaharaan.
¢) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Bagian Lancar Tuntutan Ganiti Rugi merupakan
reklasifikasi lain-lain aset yang berupa Tuntutan Ganti
Rugi ke dalam aset lancar disebabkan adanya Tuntutan
Ganti Rugi jangka panjang vang jatuh tempo tahun
berikutnya. Rekiasifikasi ini dilakukan  hanya untuk
fujuan penyvusunan neraca karena penerimaan kembali
dari Tuntutan Ganti Rugi akan mengurangi akun Tuntutan
Ganti Rugi bukan Bagien Lancar Tuntutan Ganti Rugi.
Tuntutan Ganti Rugi yvang harus diterima dalam waktu
satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan Ganti
Rugi. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar
nilai nominal vaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi
yvang akan diterima dalam waktu 1 (satu) tahun.
f. Persediaan
1) Definisi
Persediaan pada POLTEKPEL Surabaya adalah bahan-
bahan atau barang-barang yang dibeli tidak untuk dijual,
dipergunakan untuk melaksanakan pelayanan dan masih

tersisa atau belum digunakan pada akhir periode akuntansi,
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seperti alat tulis kantor (ATK), bahan baker minyak (BBM)
termasuk  minyak pelumas yang digunakan dalam
laboratorium praktek, bahan bakar minyak (BBM) yang
digunakan untuk xendaraan dinas (BBM dalam bentuk
kuponj, suku cadang atau perlengkapan (supplies), barang
cetakan, dar obat-obatan di poliklinik.

Pengakuan

a) Persediaan diakui pada saat diterima atau dihasilkan atau
hak kepemilikannya berpindah;

b} Persediaan berkurang pada saat dipakai, kadaluarsa, dan
rusak.

Pengukuran

a) Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi
bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost and
netrealizable value), atau nilali yang terdapat dalam
kontrak/SPK (termasuk FPN);

b} Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian,
biaya konversi, biaya pengangkutan, dan biaya lainnya
yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga (trade discounit), rabat, dan
lainnysz yang serupa mengurangl biaya perolehan sampail
berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
digunalkan;

¢} Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya umum
dan eadministrasi yang tidak memberikan sumbangan
untuk membuat persediaan dalam kondisi dan lokasi
sekarang;

d) POLTEKPEL Surabaya tidak melakukan pencadangan/
penyisihan atas kemungkinan penurunan nilal persedizan
(susut, rusak, kadaluarsa dan lain-lain). Penurunan atas
nilai  persediaan tersebut langsung dicatat sebagai
kerugian atau beban pada periode terjadinya;

e} Persediaan dinilai berdasarkan harga terakhir yang masuk;

f) Hasil inventarisasi persediaan (stock opname) yang
dilakukan pada akhir periode, dipakai sebagal dasar
penyesuaian {adjustment) saldo akhir persediaan, baik oleh

fungsi akuntansi meaupun fungsi gudang.
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4} Penyajian dan Pengungkapan

a) Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam
neraca;

b) Persediaan periengkapan (supplies) habis pakai yang tidak
dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional
POLTEKPEL Surabaya disajikan sebesar  harga
perolehannya,;

¢} Hal-hal yang diungkapkan dalam CalX, antara lain:

(1} Kebijakan akuntansi yang digurakan dalam pengukuran
persediaan.

(2) Jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi
bersih, dan nilai tercatat di neraca.

{3) Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan
nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode.

(4) Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan
nilai persediaan yang diturunkan.

(S) Nilai tercatat persediaan vang diperuntukan sebagai

jaminan kewajiban.

o

Stock Opname
Objek Stoeck Opname meliputi semua jenis persediaan yang
dimiliki oleh POLTEKPEL Surabaya baik vang ada di gudang
penyimpanan maupun diluar gudang penyimpanan.
g. Uang Muka
1} Definisi

Uang muka menurut twuan penggunaannnya dibagi
menjadi 2 {dua) jenis, yaitu uang muka kegiatan dan uang
muka pembelian barang dan/atau jasa. Uang muka kegiatan
adalah pembayaran dimuka untuk kegiatan mendesak
POLTEKPEL Surabaya yang belum diketahul secara pasti
jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus
dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.
Uang muka pembelian barang dan/atau jasa adalah
pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas
pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut
barang dan/atau jasa belum diterima, Pembayaran dimuka

tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran
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dari barang dan/atau jasa vang diberikan pada saat

penyelesaiarn.

Jenis-jenis ‘uang muka seperti penjelasan diatas adalah

sebagai berikut:

a) Uang Muka Pengadaan, yaitu untuk pengadaan barang
dan/atau jasa, kontrak permbangunan;

b) Uang Muka Operasional.

Pengakuan

a) Uang mukea diskui pada saat pembayaran kas sesuai
dengan nilai nominal vang dibayarkan;

b) Uang muka berkurang pada saat dipertanggungjawabkan;

¢} Uang muka pembelian barang dan/atau jasa berkurang
pada saat barang dan jasa diterima.

Pengukuran

Uang muka divkur sebesar nilai nominal yang dibayarkan.

Penyajian dan Pengungkapan

a) Uang muka disajikan pada kelompok aset lancar di neraca;

b} Hal-hal yang harus diungkap dalam CalK, antara lain
rincian jenis dan jumlah uang rauka serta batas waktu
pertanggungjawaban. Pada POLTEKPEL Surabaya para
penerime uang rmuka (panjar kerja) paling lama 1 (satu)
minggul setelah selesainya kegiatan atau barang diterima

di gudang.

h. Beban di bayar dimuka

1)

Definisi
Beban dibayar dimuka adalah pembayaran di muka yang
manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang.
Beban dibayar di muka berfungs: untuk membiayai alktivitas
POLTEKPEL Surabaya, misalnya premi asuransi dan sewa
dibayar dimuka.
Pengakuan
a) Beban dibayer di muka diakui sebagai akun sementara
pada saat pembayaran;
b) Beban dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat
jasa diterima;
c) Beban dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima

atau berlalunya waktu.
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4)

Pengukuran

Beban dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang vang

dibayarkan atas prestasi atau jasa yang diterima,

Penyajian dan Pengungkapan

a) Beban dibayar dimuka disajikan pada kelompok aset
lancar di neraca;

b) Beban dibayar dirnuka disajikan secara netto.

1. Investasi Jangka Panjang

1)

Definisi
Investasi iangka panjang adalah investasi yang

dimaksudkan untuk dimiliki oleh POLTEKPEL Surabaya

dalam jangka waktu lebih dari 12 {dua belas) bulan, terdiri
dart:

a) Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang
lebih dari 1 ({satu}) tahun vyang dimaksudkan untuk
dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti pemberian
pinjaman kepada entitas Negara/Daerah, investasi dalam
bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek
pembangunan;

b} Kebijakan akuntansi untuk pemantauan nilai tercatat
dari investasi;

¢} Pembatasan yang signifiken pada kemampuan realisasi
investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan
hasil pelepasan;

d) Metode penilaian investasi jangka panjang dapat
dilakukan dengan metode hiaya, metode ekuitas, dan
metode nilai bersih yvang dapat direalisasikan.

Pengakuan
Investasi jangka panjang diakui pada saat keluarnya

sumber daya ekonomi POLTEKPEL Surabaya untuk

memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur
dengan ancdal.

Pengukuran

a) Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan,
kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang
menunjukan penurunan nilai di bawah biaya perolehan

secara signifikan dan permeanen, perlu dilakukan



[56]

penyesuaian ates nilai investasi tersebut. Penilaian dalam
hal ini dilakukan untuk masing-masing investasi secara
mdividual;

Investasi non permanen dinilai berdasarkan harga
perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Biaye perolehan suatu investasi mencakup harga
transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain
disamping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank,

dan pungutan oleh bursa efek.

4} Penyajian dan Pengungkapan

2)

b)

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam kelompok aset

non lancar pada neraca;

Pengungkapan pada CalLK, adalah untuk hal-hal sebagai

berikut:

(1) Rincian jenis dan jumlah penempatan dana.

(2) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilal tercatat
dari investasi.

(3) Pembatasan yang signifikan pada kemampuan
realisasi investasi atan pengiriman uang dart

penghasilan dan hasil pelepasan.

J.  Aset Tetap
1) Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud vang dimiliki POLTEKPEL

Surabaya dengan maksud untuk digunakan melayani

masyarakat dalam bidang layanan pendidikan, dan

digunakan lebih dari 1 {saty) tahun.

Aset tetap antara lain:

a)
b
c)
dj

Tanah {tidak disusutkan);

Peralatan dan Mesin (termasuk kendaraan);
Gedung dan Bangunan;

Jalan dan Jembatan;

Irigasi;

Jaringan;

Aset Tetap Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud);
Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Aset Tetap Renovasi.
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Berikut ini adalah definisi-definisi yang berkaitan dengan

aset tetap:

a)

Biaya perolehan (cost) adalah jurnlah kas atau setara kas
yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang
diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan,
jumlah vang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali
diakui;

Jumlah tercatet (carryng amount) adalah nilai yang
disajikan dalarma neraca setelah dikurangi akumulasi

penyusutan dan akumulasi rugl penurunan nilai;

Jumlah vyang dapat diperoleh kembali (recoverable
amount) adalah nilai vang lebih tinggi antara harga jual

netto dan nilai pakai (value in use) suatu aset;

Jumlah vang dapat disusutken (depreciable amount)
adalah blaya perolehan susatu aset, atau jumlah lain yang
menjadi  pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai
residunya;

Nilai khusus enfitas (entity specific value) adalah nilai kini
dari arus kas suatu entitas yang diharapkan timbul dari
penggunaan aset dan dari pelepasannya pada akhir umur
manfaat atau vang diharapkan terjadi ketika penyelesaian
kewajiban;

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan alkan
diperolen entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah
dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut
telah mencapai umur dan kondisi vang diharapkan pada
akhir umnur manfaatnya;

Nilai wajar adalah jumlah vyang dipakal untuk
mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang
berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam
suatu transaksi dengan wajar (arm’s length transaction);
Penyusutan adalsh alokasi sistematis jumlah yang dapat
disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

Metode penyusutan aset tetap di POLTEKPEL Surabaya
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adalah berdasarkan metode garis lurus (straight line
method), yvang rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.5;

Rugi penurunan nilai fimpcairment loss) adalah selisih dari
jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah yang dapat

diperolen kembaii dari aset tersebut;

i} Umur manfaat (Useful life) adalah:
(1} Suatu periode di mana aset diharapkan akan
digunakan oleh entitas; atau
(2} Jumlah produksi atau unit serupa yvang diharapkan
akan diperoleh dari aset tersebut oleh entitas.
Pengakuan

Aset tetap diakui sebagai aset jika:

a} Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan;

b} Biays perolehan zset tetap dapat diukur secara andal;

¢) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
POLTEKPEL Surabaya,

d} Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan.

Pengukuran

a) Suatu benda berwujud vang memenuhi kualifikasi untulk
diakui sebageai suatu asect dan dikelompokan sebagai aset
tetap, diukur berdasarkan biaya perclehan,

b) Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap tersebut didasarkan
pada nilai waiar pada saat perolehan;

¢) Biaya perolehan suatu aset, terdiri dari harga belinya

atau konstruksinya termasuk bea impor, pajak dan setiap
biava yvang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset
tersebur  dapat bekeria untuk penggunaan yang
dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat
diatribusikan langsung adalah :

(1} Biaya persiapan tempat, misalnya biaya pembersihan

lokasi {land clearing} dan kegiatan sejenisnya.

(2) Biaya pengiriman awal (finitial delivery) dan biaya

simpan dan bongkar-muat (handling cost).
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(3) Biaya pembangunan (development cost) awal,
termasuk biaya perijinan, misalnya ijin mendirikan
bangunan {IMB).

(4) Biaya pemasangan (installation costs).

{5) Biaya perencenasn, seperti disain arsitek dan
insinyur;

(6) Biaya administrasi pengadaan, pemeriksaan serta
pengawasan.

(7} Honor Panitia Pengadaan dan Pemeriksa.
(8) Biaya tim pengawas. serta
(9} Biaya perjalanan dinas.
Harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang
diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
mengaiokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan;
Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau
pertukaran sebagian untuk suatu aset tetap yang tidak
serupa atau aset lain. Biaya dari akun semacam itu
diukur pada nilai wejar aset vang dilepas atau yang
diperoleh, vang mana yang lebih andal, ekuivalen dengan
nilai wajar vang dilepaskan setelah disesuaikan dengan
jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer;

Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atas

suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang

serupa dalam bdidang usaha yang sama dan memiliki
suatu nilai wajar serupa. Suatu aset tetap juga dapat
dijual dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang
serupa. Dalam kedua keadaan tersebut, karena proses
perolehan penghasilan (eaming process) tidak lengkap,
tidak ada keuntungan atau kerugian vang diakui dalam
transaksi. Sebaliknya biaya perolehan aset baru adalah
jumlah tercatat dari aset yang dilepaskan. Tetapi, nilai
wajar aset yang diterima dapat menyediakan bukti dari
suatu pengurangan (impairment) aset yang dilepaskan.
Dalam keadaan ini aset yang dilepaskan diturun-nilai

buku-kan (written dewn) dan nilai turun nilai buku
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(written downy ini ditetapkan untuk aset tetap baru.
Contoh:  dari pertukaran aset serupa termasuk
pertukaran pesawat terbang, hotel, bengkel, dan properti
real estate lainnya. Jika aset lain seperti kas termasuk
sebagal bagian transaksi pertukaran, ini dapat
mengindikasikan bahwa akun yang diperlukan tidak
memiliki suatu nilei yang serupa;

Aset tetap yang diperolsh dari sumbangan/hibah harus
dicatat sebesar harga perolehan penghibah atau taksiran
atau harga pasar vang layak yang ditetapkan oleh pihak
penilal (appraisal team) dengan mengkreditkan akun
ekuitas;

Pengeluaran  setelah  perolehan awal (subsequent
expendilures) suatu aset tetap yang memperpanjang masa
manfaar atau yang kemungkinan besar memberi manfaat
keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat
aset vang bersangkutan;

Penilaian kembali atzu revaluas: aset tetap tidek
diperkenankan. Penilaian kembali aset tetap dapat
dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang
berlaku  secara  Nasional. Dalam hal disajikan
menyimpang dari konsep harga perolehan, maka
POLTEKPEL Surabaya harus menjelaskan penyimpangan
tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan
POLTEKPEL Surabaya. Selisih antara nilai revaluasi
dengan nilai buku (nilat tercatat) aset dibukukan dalam
akun ekuitas;

Bilamana aset tetap diperoleh secara paket berikut suku
cadangnya, makas biava perolehan aset tetap ini sudah
termasuk nilai suku cadang bawaan, sehingga suku
cadang ini dicatat (dengan biaya perolehan nihil) di dalam
administrasi persediaan di bagian masing-masing;

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan

atau hila aset secara permanen ditarik  dari
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penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomisnya
pada masa yang akan datang diharapkan;

Perolehan aset tetap pada tanggal berapa saja dari suatu
bulan zkan dicatat sebagai perolehan pada bulan yang
bersangkutar;

Aset tetap yang diperoleh melahai belanja modal dalam
bentuk siap pakai, nilai perolehannya didasarkan atas
harga beli ditambah pajak-pajak yang menyertainya dan
semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap yang
bersangikutan siap untuk digunakan;

Nilai perolehan aset tetap yang diperoleh melalui
transaksi secara sewa beli (purchase leasing) adalah
sebesar seiuruh biaya yang dibebankan dalam kontrak
sewa beli;

Hibah atau Transfer Masuk, baik dari pihak ketiga atau
dari Kementerian yang sama, vang diperoleh dalam 1
{satu) paket tanpa disertai rincien pembelian, maka nilai
perolehannya berdasarkan harga pasar;
Pengeluaran-pengeluaran untuk perbaikan aset tetap
yvang mempertahankan arau menambah masa manfaat,
meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan aset tetap
vang bersangkutan untuk beberapa tahun, pada
prinsipnya harus dikapitalisasikan dengan mendebet
akun yang bersangkutan sebesar biayva yang dikeluarkan,
misalnya penggantian stap dari seng ke multiroof,
sedangkan pengeluaran untuk perbaikan dan perawatan
aset tetap untuk menjaga standar kinerja semula atas
suatu aset, diakui sebagai biaya pada saat terjadi
(kapitalisasi). Contoh: biaye pemeliharaan;

Pengeluaran yang dapat dikapitalisasi/dicatat sebagal
aset tetap jika memberi manfaat lebih dari 1 (satu} tahun
dan/atau nilainya paling sedikit sebesar Rp 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) untuk peralatan, mesin dan alat
olah raga dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) untuk gedung dan bangunan kecuali pengeluaran

untuk tanah, jalan, irigasi dan aktiva tetap lainnya;



y

[62]

Aset tetap yang tidak digunakan/rusak dapat diusulkan
oleh Pengelola POLTEKPEIL Surabaya kepada Menteri
Keuangan untuk dihapuskan. Setelah mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan atas penghapusan
tersebut, maka nilai buku atas aset yang mendapat
persetujuan untuk dihapuskan tersebut dinolkan;

Bila aset tetap vang disetujui untuk dihapuskan

kemudian dijual/dilelang maka hasil penjualan dicatat

sebagal pendapatan lain-lain dalam laporan aktivitas;

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP):

a) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap
dalam proses pembangunan fisik sehingga belam
dapat digunakan untuk operasi POLTEKPEL Surabaya
atau tidak dalam kondisi dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

b) Biaya percolehan dari KDP ditentukan menggunakan
prinsip vang sama seperti pada aset tetap dan
disajikan dalam kelompok aset lain-lain sampai
dengan saat dikapitalisasi, yaitu dinyatakan siap pacda
kondisi dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimeaeksudkan sermula.

u} Aset tetap tidak produktif adalah aset tetap yang rusak

dan tidak dapat diperbaiki, serta aset tetap yang telah
usang secara teknologl direklasifikasikan ke akun aset
tetap tidak produktf dalam kelompok aset lain-lain
setelah mendapat persetujuan penghapusan dari Direktur
POLTEKPEL  Surabaya, dan sebelum  mendapat

persefiilian penghapusan dari Menteri Keuangan.

4} Penyvajian dan Pengungkapan

a)
b)

Aset tetap disajikan pada akun aset non lancar di neracsa;
Aset tetap disajikann  berdasarkan biaya perolehan
(acquisition cost) dikurang! nilai akumulasi penyusutan
(disajikan secara terpisah dari asst tetap);

Nilai buku aset tetap [book value) disgjikan di neraca
dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi

penyustitan,
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d) Aset yang diperoleh dengan cara sewa guna ussha

(leasing) disajikan sebagai bagian aset tetap dalam

kelompok tersendiri;

e} Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan, adalah:

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan
jumlah  tercatar bruto harus diungkap |hila
menggunakan lebih dari 1 (satu} dasar per
kategorinya.

(2} Metode penyusutan vang digunakan.

(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan,

(4) Jumlah tercatat bruto dan jumlah akumulasi
penvusutan pada awal dan akhir periode.

(5) Nilai tercatat pada awal dan akhir periode dengan
memperlihatkan:

(a} penambahan;

(b) pelepasan;

() revaluasi vang dilakukan berdasarkan ketentuan
Femerintah;

(d) penurunan nilai tercatat;

{e) penyusutan;

(i setiap pengklasifikasian kembali.

(6) Eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap
yvang dijamirkan untuk hutang.

{7) Kebijakan skuntansi untuk biaya perbaikan yang
berkaitan dengan aset tetap.

{8) Urailan rincian dari masing-masing aset tetap.

(9} Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

B Masa
NO Jenis aktiva Manfaat
(Tahun)
GEDUNG DAN BANGUNAN:
Permanen 20
2. | Serni Permanen 10
Peralatan dan Mesin
1. | Kelompok 1 s/d 5
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Tabel 1.4 Perhitungan Nilai Penyusutan Aset Tetap Tiap Tahun

Kelompok 2 5s8/d 10
Kelompok 3 10s/d 15
Kelompok 4 20
KENDARAAN:
Roda 2 o

2. | Diatas Roda 2 5s/d 10
JALAN:

1. 1 Jalan 10s/d 15
IRIGASI:

1. | Irigasi 5s/d 10
JARINGAN:

1. | Kelompok 1 s/d 5

2. | Kelompok 2 5s/d 10
ASET TETAP LAINNYA:

1. | Aset Tetap Lainnya s/d 5
ASET TAK BERWUJUD:

1. | Aset Tak Berwujud s/d 10

k. Aset Lainnya
1} Definisi

Aset Lainnya adalah aset selain aset lancar, investasi jangka

panjang dan aset tetap. Aset lainnya antara lain terdiri dari:

o

C

juh

&

f)

o
.

Tuntutan
menggantiken kerugian yang dikenakan kepada bendahara.

Tuntutan Ganti Rugi adalah kewajiban untuk mengganti

&

)

Software;

)
)
J
)

Kemitraan dengan pihak ke-tiga;

)

Tagihan Penjualan Angsuran ;
Tunturan Perbendaharaan;

Tuntutan Ganti Rugi;

Hasil Kajian Penelitian;

Perbendaharaan

adalzh

Aset yang dihentikan penggunaannya.

kerugian yang dikenakan kepada non bendahara.

Tagihan penjualan angsuran merupakan penjualan aset yang

tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih

dari 12 (dua belas) bulan.

kewajiban



Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter
vang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.
Aset non-meneter artinya aset in: bukan merupakan kas atau
setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas
yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
Aset tetap yang dihentikan penggunaannya adalah aset yang
sudah tidak lagi memenuhi definisi aset tetap dan harus
dipindahkan aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
Sesuai dengan PSAK Nomer 39, Kerjasama Operasi (KSO)
rnerapakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dimana
masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha
bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang
dimiliki dan secera bersama-sama menanggung resiko usaha
tersebut.

Pemilik aset adalah pihak wvang memiliki aset atau hak

penyelenggara usaha tertentu yang dipakai sebagai objek atau

sarana kerjasama operasi.

Investor adalah pihek vang menyediakan dana, baik seluruh

atau sebagian untuk memungkinkan aset atau hak usaha

pemilik aset diberdayakan atau dimanfaatkan dalam KSO.

Aset KSO adalah aset tetap vang dibangun atau digunakan

untuk menyelenggaraksn kegiatan KSO.

Pengelola KSO adalah pihak yang mengeperasikan Aset KSO.

Pengelola K50 mungkin dilakukan pemilik aset, mungkin

investor dan mungkin juga pihak lain yang ditunjuk.

Masa konsesi adalah jangka waktu dimana investor cdan

pemilik aset masih terikat dengan perjanjian bagi hasil atau

bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain yang
tercantum di dalam perjanjian KSO. Pengoperasian aktiva KSO
terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

a) Bangun, Kelola, Serah-Terima (Built Operate Transfer)
Apabila bentuk kerjasama dimana investor yang mendanai
pembangunan Aset KSO sampai berakhir masa Konsesi,
dimana pada akhir rmasa Konsesi Investor alkan
menyerahkan Aset KSO tersebut dan pengelolaannya

kepada Pemilik Aset.
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b) Bangun, Serah-Terima, Kelola (Built Transfer Operate)
Apabila investor yang mendanai pembangunan Aset KSO
sampai siap dioperasikan, kemudian Aset KSO tersebut
diserahkan kepada pemilik aset untuk dikelola.

2) Pengakuan

Aset lainnya diakui apabila:

a) Kemungkinan besar POLTEKPEL  Surabaya akan
memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset
tersebut;

b) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal;
dan

c) Saat hak kepemilikan dan/arau penguasaan aset tersebut
berpindah kepada POLTEKPEL Surabaya.

3} Pengukuran

a} Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal
dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi
dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara
yang bersangkutan ke kas Negara;

b} Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam
Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)
setelah dikurang: dengan setoran yang telah dilakukan
oleh pegawal yang bersangkutan ke kas Negara;

c) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominai
dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang
telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara;

d} Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran vyang
terjadi sesuai dengan SPM belanja modal non fisik yang
melekat pada asei tersebut;

e} Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang
diserahikan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor
untuk membangun Aset BKS tersebut;

fy Bangun Serah Kelola (BKS) dicatat sebesar nilai
perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset
yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah
Aset yang dikeluarkan oleh pihak ke-tiga/Investor untuk

membangun Aset tersebut.
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4} Penyajian dan pengungkapan

a} Aset lainnya disajikan setelah aset tetap;

b) Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan,
Tuntutan Ganti Rugl disajikan sebesar nilai nominal,;

¢) Aset K80 disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya,
yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi;

d} Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu
biaya perolehan dikurangi amortisasi;

e} Amortisasi aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari
Aset tak berwujud;

f) Biaya tangguhan disajikan sebesar nilai bukunya, yaitu
biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi;

Hal-hal yvang harus diungkapkan dalam CalK, antara

vo

lain:

(1) Kebijakan penilaian Aset lainnya.

(2) Rincian Aset lainnya.

(3] Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan.

(4} Nila: tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada
awal dan akhir periode.

{5) Keberadaan dan nilai tercatat Aset tak berwujud yang
hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai
jaminan atas hutang. dan

{6) Jumlah komitmen untuk  memperoleh Aset tak
berwujud tersebut.

16. AKUNTANSI KEWAJIBAN

Pada uraian dimuka, telah kita ketahui bahwa kewsajiban
adalah hutang vang tmbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengeakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomui
POLTEKPEL Surabava. XKarakteristik kewajiban adalah bahwa
POLTEKPEL Surabaya mernpunyai kewajiban {(obligation) masa kini.
Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi alkan
dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah
vang harus diselesaikan dapat divkur dengan andal. Kewajiban
(Obligation) terdiri dari kewajiban jangka pendek atau kewsajiban

lancar, dan kewajiban jangka panjang atau kewsajiban tidak lancar.
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a. Kewajiban Lancar
1) Definisi

Suatu hutang diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar

penyelesaiannya atau jatuh temponyea tidak lebih dari 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal neraca terdiri dari:

a)

h)

Hutang usaha, vaitu kewajiban yang timbul karena
kegiatan operasional POLTEKPEL Surabaya, misalnya
hutang biays;

Hutang Pihak Ke-tiga yaitu kewajiban yang timbul karena
adanya Kerjasama penyelenggaraan kegiatan yang belum
dibayarkan;

Hutang Kepada KUN (Kas Umum Negara) yaitu kewajiban
vang timbul kepada Negara berupa uang persediaan;

Biaya yang masih harus dibayar yaitu biaya-biaya yang
telah teriadi tetapi belum: dibayar sampai tanggal neraca,
termasuk acccrued interest;

Pendapatan  diterima  dimuka, yaitu  penerimaan
pendapatan dari pihak Ke-tiga scbagai pembayaran jasa
tertentu tetapi POLTEKPEL Surabaya belum memberikan
jasa tersebut kRepada pihak Ke-tiga;

Bagian lancar hutang jengka panjang yaitu bagian dari
hutang jangka panjang vang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca;

Hutang jangka pendek lainnya yaitu hutang yang akan
jatuh tempo dalam 12 {dua belas} bulan setelah tanggal
neraca vang tidak dapst dikelompokan dalam butir 1
sampal 3 di atas;

Hutang Pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada Negara

berupa hutang pajak.

2) Pengakuan

&)

Hutang usaha diakui pada saat POLTEKPEL Surabaya
menerima  jasa/barang dan jasa, tetapt POLTEKPEL
Surabaya belum membaysr atas barang dan jasa yang
diterima;

Hutang pajak diakui pada szat transaksi atau kejadian
telah mewajibkan POLTEXPEL Surabaya untuk membayar

pajak kepada Negara sssual kelentuan peraturan
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perundang-undangan;
¢} Blaya yang masih harus dibayar diakui pada saat

POLTEKPEL Surabeya telah menerima manfaat ekonomi

dari pihak lain tetapi POLTEKPEL Surabaya belum

melakukan pembavaran atas manfaat ekonomi yang telah
diterima;
d) Pendapatan diterima di muka diakui sebagai berikut:

(1) Pendapatan diterima pada periode ini, akan tetapi jasa
pelayanannya  baru  dilaksanakan pada periode
akuntansi berikutnya, maka dicatat sebagai hutang.

(2} Pendapatan diterima pada periode ini dan
pelayanannya juga dilaksanakan pada periode yang
sama, maka pendapatan tersebut menjadi pendapatan
periode ini, walaupun pelayanan selesai pada periode
berikutnya (periode yang akan datang).

¢} Bagian hutang jangka panjang diakui pada saat
reklasifikasi hutang jangka panjang pada setiap akhir
periode akuntansi,
3) Pengukuran
a) Kewajiban jangks pendek dinilai sebesar nilai nominal;
b) Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat
pembayaran/ penyvelesaian oleh POLTEKPEL Surabaya.
4) Penyajian dan pengungkapan
Hutang usaha, hutang pajak, biayva yang masih harus dibayar,
pendapatan diterima di muka, hutang jangka panjang, dan
hutang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam
kelompok kewaiiban jangka pendek., Hutang POLTEKPFEL
Surabaya diungkapkan secara rinci dalam CalK., Informasi-
informasi vang diungkapkan dalam CalK antara lain:
a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasi
berdasar pemberi pinjaman (kredirur);

b) Bunga pinjamarn vang terhutang dan tingkat bunga yang
berlaku;

¢} Jumlah tunggaken pinjaman yang disajikan dalam bentuk
daftar umur hutang berdasarkan kreditur,

b. Kewajiban Jangka Panjang

1) Definisi



Kewajiban jangka panjang {non lancar) merupakan kewajiban
yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo
dalam waktu lebih dari 12 [dua belas) bulan setelah tanggal
neraca,

Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai

kewajiban jengka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca,
apabila:

a) Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b) POLTEKPEL Surabaya bermaksud membiayai kembali
kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang
didukung dengan perjanjian kembali atau penjadwalan
kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum
laporan keuangan disetujul.

2) Pengakuan

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat POLTEKPEL

Surabaya menerima hak dari pihak lain, tetapi POLTEKPEL

Surabaya belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.

3} Pengukuran
Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nilai nominalnya.
4} Penyajian dan pengungkapan

a} Kewajiban jangka panjang disgjikan dalam neraca sebesar
bagian hutang yang belumn dibayar / diselesaikan atau
jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal neraca;

) Bagian kewajiban jangka panjang yvang akan jatuh tempo
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
direklasifikasikan ke dalam kewsajiban jangka pendek;

¢) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CalK, antara lain:
(1) Jumlah rincian hutang jangka panjang.

(2) Karakteristik umum setiap hutang jangka panjang
termasuk informasi singkat suku bunga dan pemberi
pinjarnan.

(3) Jumlah tunggakan hutang jangka panjang yang
disajikan dalam Dbentuk daftar umur hutang

berdasarkan loreditur,
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(4) Hal-hal penting lainnva seperti persyaratan kredit yang

tidak dapat dipenuhi.

17. AKUNTANSI EKUITAS
Fkuitas adalah hak residual POLTEKPEL Surabaya atas aset setelah

dikurangi seluruh kewsajiban POLTEKPEL Surabaya yang dimiliki.
Ekuitas POLTEKPEL Surabaya terdiri atas ekuitas tidak terikat,

ekuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen.
a. Ekuitas tidak terikat
1} Definisi

Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang

penggunaannnya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

Ekuitas tidak terikat meliputi:

a)

Ekuitas Awal

Ekuitas awal merupakan hal residual awal POLTEKPEL
Surabaya yang menipakan selisih aset dan kewajiban pada
saat pertamna kali POLTEKPEIL Surabaya ditetapkan
sebagai BLU, kecuali sumber dayea ekonomi yang diperoleh
untuk tujusn tertenty;

Surplus dan Defisit Tahun Lalu

Surplus dan Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi
surplus dan defisit pada periode-periode sebelumnya;
Surplus dan Defisit Tahun Berjalan

Surplus dan Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh
pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun
berjalen;

Ekuitas Donasi

Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang
diperclenh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah

yvang sifatnya tidak mengikat.

2) Pengakuan

Ekuitas tidalk terikat dinilai sebesar:

Ditetapkannnya nilai kekayaan POLTEKPEL Surabays;
Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak
mengikat;

Diterirnanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang

tidak mengikat;
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d) Pengalihan ckuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak
terikat.
3} Pengukuran
Ekuitas tidals terikat dinilai sebesar:
a) Nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan
POLTEKPEL Surabaya menjadi BLU;
b} Nominal dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
¢} Nilai perolehan atau nila: wajar aset sumbangan/bantuan
vang tidak mengikat mana yang lebih andal;
d) Jumlah dana/nilai wajar aset yang dialihkan dari ekuitas
terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.
4) Penyajian dan pengungkapan
a) Ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok ekuitas
pada neraca sebesar saldonya,;
b) Hal-heal yang harus diungkapkan dalam CalK antara lain:
(1} Rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan
jenisnya.
(2) Informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat.
b. Ekuitas Terikat Temporer
1) Definisi
Ekuitas terika: temporer adalah ekuitas berupa sumber
daya vang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk
tujuan tertentu dan/atau  jangka waktu tertentu oleh
Pemerintah. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan
waktu dan/atau pembatasan penggunaan ckuitas tersebut
oleh POLTEKPEL Surabaya. Ekuitas terikat temporer antara
lain mencalaip:
a) Sumbangan unituk ekiivitas operasi tertentu;
b) Investasi untuk jangka walktu tertentu;
c) Dana ysng penggunaannya ditentukan selama periode
tertentu dimasa deparn;
d) Dana untuk memperoleh aset tetap.
2) Pengakuan
Ekuitas terikat temporer diakui pada saat:
a) Ditetapkannya nilai kekayaan POLTEKPEL Surabaya,
b) Diterirnanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat

secara temporer,
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Diterimanya Aset sumbangan/bantuan yang mengikat

secara temporer.

3) Pengukuran

Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar:

a)

b)

c)

Nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan
POLTEKPEL Surabaya menjadi BLU,

Nominal dana sumbangan/bantuan vang sifatnya
mengikat temporer;

Nilai perclehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan

yang tidak mengikat mana yang lebih andal.

4) Penyajian dan pengungkapan

a)

b)

Ekuitas terikat temporer disajikan dalam kelompok ekuitas

pada neraca sebesar saldonya;

Hal-he! yang harus diungkapkan dalam CalK antara lain:

(1) Rincian jumlah ekuitas terikat temporer berdasarkan
jenisnya.

(2) informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuilas

terikkat temnporer.

c. Ekuitas Terikar Permanen

1) Definisi

Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya

yvang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan

tertentu oleh Pemerintah. Ekuitas terikat permanen meliputi:

2)

b)

<)

Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk
tujuan tertentu;

Aset vang digunskan untuk investasi yang mendatangkan
pendapatan secara permeanen;

Donasi Pemerintah atau pihak lain vang mengikat secara

permanen,

2) Pengakuan

Ekuitas terikat permanen diakui pada saal:

&)

b)

Ditetapkannya nilai kekayaan POLTEKPEL Surabaya
menjadi 3LU;

Diterirnanya dana dan/atau aset sumbangan/bantuan
yvang mengikat secara permanen;

Digunakannya sset untuk investasi yang mendatangkan

pendapatan secara Dermanet.
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3} Pengukuran

Ekuitas terikat permanen dinilai sebesar:

a)

b)

J

d)

Nilai buku ekuitas terikat permanen pada saat penetapan
POLTEKPEL Surabaya menjadi BLU;

Nominal dana sumbangan bantuan yang sifatnya mengikat
permanen;

Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan
vang terikat permanen mana yang lebih andal;

Nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi.

4) Penyajian dan pengungkapan

1)

]

Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok

ekuitas pada neraca sebesar saldonya;

Hal-hel vang harus diungkapkan dalam CalK antara lain :

a} Rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan
jenisnya;

bl Informasi merngenai sifat dan pembatasan ekuitas

terikat permanen.

2. PROSEDUR AKUNTANSI DAN FORMAT LAPORAN KEUANGAN

1. Prosedur Akuntansi [(accouriting procedurej

Bagan arus dari langkah-langkah siklus akuntansi {accouting

cycle} adalah prosedur akuntansi vang digunakan oleh POLTEKPEL

Surabaya untuk mencatat transaksi dan membuat laporan

keuangan. Langkeah-langkah ini adalah langkah-langkah prosedur

akuntansi yang biasanya digunakan oleh perusahaan atau entitas

pada umumnya.

Prosedur akuntansi yang digunakan olehh POLTEKPEL Surabaya

dapat digambarkan dalam Diagram 2.1 sebagai berikut:

1.Bukti
Transaksi

£

2. Jurnal 3.Buku 4.Meraca
s " Besar . Salde
BF ¥ L
ki
5.Jurnal
Penyesuaian

7. Jurnal . Laporan
Penutup < Keuangan <t
i Neraca
2. Llap Aldivitas
3. leporan Arus Kas
4. Lkap Perubahan Equitas
5. Calk
“——._,-—-\__.._———/"———



Diagram 2.1 Diagram Siklus Akuntansi

Berdasarkan diagram di atas, dapat diuraikan bahwa siklus

akuntansi adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan Data ke dalam dokumen sumber/bukti transaksi.

2)  Penjurnalan, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam
jurnal (buku harian).

3) Melakukan posting ke Buku Besar yaitu memindahkan debet
dan kredit dari jurnal ke Buku Besar.,

4}  Penyusunan Neraca Saldo vaitu menyiapkan Neraca Saldo
untuk mengecek keseimbangan Buku Besar.

5)  Membuat ayar jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahya
pada Neraca Saldo.

6} Penyusunan Laporan Keuangan vyaitu Neraca, Laporan
Aktivitas, Laporan Arus Kas.dan Catatan atas ILaporan

Keuangan.

2

Membuat  ayat-ayat  penutup  yaitu  menjurnal  dan

memindahbukukan ayat-ayat penutup.

Dalam Prosedur Akuntansi POLTEKFEL Surabaya menyajikan dan
menjelaskan Bagan dan Proses Akuntansi dari Dokumen Masukan,
dan Proses dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
Adapun SOP yang digunakan dalam POLTEKPEL Surabaya
sebagaimana tercantum dalarmn Lampiran II Peraturan Menteri ini
vang merupakan bagian tidak terpisahkar dari Peraturan Menteri
ini.
Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

Setiap transaksi keuengan yang terjadi harus selalu didukung
oleh dokumen utama yang dikenal sebagai bukti transaksi keuangan
(original documents). Bukti transaksi keuangan yang digunakan oleh
POLTEKPEL Surabaya sebagai awsal dari proses transaksi keuangan
pada setiap aktivitas utamenya dikemukakan secara terinci dalam
Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelayvaran Surabaya yang
merupakan petunjuk teknis dari sistem akuntansi POLTEKPEL
Surabaya.
Berdasarkan dokumen dimaksud, sub bagian tata usaha
memverifikasi  kelengkapan dan  membukukannya  dengan

menyiapkan jurnal vang diperiukan seperti misalnya jurnal
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pendapatan kerjasama diklat, jurnal kas/bank pengeluaran, jurnal
kas/bank penerimaan, jurnal pembelian, dan jurnal penutup.
Masing-masing jurnal tersebut dilakukan sesuai dengan Prinsip
Akuntansi Berterirna Umum (PABU).

Berdasarkan dokumen dimaksud, sub bagian tata usaha
memverifikasi  kelengkapan dan  membukukannya  dengan
menyiapkan jurnal vang diperlukan seperfi misalnya jurnal
penidapatan kerjasama diklat, jurnal kas/bank pengeluaran, jurnal
kas/bank penerimaan, jurnal pembelian, dan jurnal penutup.
Masing-masing jurnal tersebut dilakukan sesuai dengan Prinsip
Akuntansi Berterirna Umum (PABU).

Setelah jurnal selesai disiapkan maka sub bagian keuangan

dan administrasi umum aken melakukan posting ke buku besar
masing-masing akun yang terpengaruh dan mencatat transaksi
keunangan di rmasing-masing buku besar pembantu (subsidiary
ledgers) berdasarkan pada dokumen pendukung (supporting
documents). Buku besar pembantu ini akhir bulan dibandinglan
denigan buku besarnya. Apabila terjadi selisih, maka selisih tersebut
harus dicari penyebabnya dan disesuaikan sehingga masing-masing
buku besar memiliki perincian yaitu buku besar pembantu yang
cocok jumlahnya.
Angka-angka yang telah sesuai pada buku besar dimasukkan dalam
neraca saldo. Apabila ada transaksi-transaksi yang membutuhkan
penyesuaian maka dapat dibuat jurnal penyesusian, yang nantinya
akan menyesuaikan angkea pada neraca saldo setelah penutupan.

Proses selanjutnya adalah penyusunan Laporan Keuangan
vang terdiri dari Laporan Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CalLK). Proses pencatatan dan pelaporan keuangan diatas dapat

digambarkan dalam sebagai berikut :
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Bk Jurrnat ;

l Transaksi Kesanssn l l

“t Bralcas Frarmmi E
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Diagram 2.2 Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

y

3. Format Laporan Keuangan Poltekpel Surabaya
1) Laporan Aktivitas

Laporan Aktivitas adalah Laporan Keuangan yang menyajikan
kinerja entitas usaha POLTEKPEL Surabaya dalam 1 (satu)
periode. Yang dimaksud kinerja entitas usaha POLTEKFEL
Surabaya adalsh kemampuan POLTEKPEL Surabaya dalam
melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan
pengaruhnya terhadap perubahan ekuitas.

Definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akun-
akun penting atas pendapatan dan biaya telah dikemukalkan
sebelumnya dalam bab ini. Informasi kinerja entitas POLTEKPEL
Surabaya ini bermanfaat untuk rmengetahwi pencapaian
POLTEKPEL Surabayva dalam memanfaatkan sumber daya yang
tersedia dalarn menambah ekuitas POLTEKPEL Surabaya.

Format laporan aktivitas POLTEKPEL Surabaya dapat dilihat
pada tabel 1.5 sebagai berikut:

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)} POLTEKPEL SURABAYA
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SD DD MM YYYY DAN DD MM YYYY-1

DD MM DD MM | Kenaikan/Pe
YYYY YYYY-1 nurunan
URAIAN '
(bmg}lm& Jumlah | %

- PENDAPATAN |
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DD MM BbD MM | Kenaikan/Pe
YYYY YYYY-1 nurunan
URAIAN
Unaudite :
( Jumlah | %
d)
Pendapatan Usaha Dari
Jasa Layanan
. , , *X
RXK XN | XXKXKKK | XXX XXX,
. ®,X
Pendapatan Pendaftaran | x XX XXX
_ _ XX
UL XHK N | KHK KKK | XEXKIK. |
Pendapatan Jasa Diklat | x X XXX ’
Total Pendapatan Usaha | i XXX | XXX XXXK | XXX.XXX. | XX
Dari Jasa Layanan ¥ o4 XXX X,X
Pendapatan Hibah
Hibah Lavanan | XXX OO0 | XX0KEK.X | XXX.XXX. | XX
Pendidikan X XX XXK X, %
Hibah Non Lavanan | xXg3Xx®.X¥ | XOLXXX.X | XXCXXX. | XX
Pendidikan b3 XK KKK X, ¥
Total Pendapatan Hibah X XX XXX XX
Pendapatan APBN
KXFLKKK KK | XXX HHKK | XXKXKK. | XX |
Pendapatan APBN X KX XXX X,X
Total Pendapatan APBN X XX XXX X%
Pendapatan saha
Lainnya
XXX XNK. XX | XXXXEX.X | XOOLXXK. | XX
Pendapatan Sewa X XK XAK XX
Hasil Kerjasama | X¥X.XXX.XX | XXX.XXX.X | XXX.XXX. | XX
dengan Pihak Lain X K XXX X,X
Pendapatan Jasa | xX.KXLKY | XRX.EXKLX | XXKXXK. | X%
Lembaga Keuangan X KX XXX X,X
Penerimaarl Usaha ' XXX XXX.XX | XXN.XIKX | XXLXXX. | XX
Lain-lainnya X KX XXX X, %
Total Pendapatan Usaha | XXX XXX | XXLEXX.X | XXXXXX. | XX
Lainnya b4 XK XXX XX
| OxODGK | KXKXXKK | XXRXXX. | XX
TOTAL PENDAPATAN | XX XX XXX | XX
H 1
1 |




DD MM | DD MM | Kenaikan/Pe |
YYYY YYYY-1 nurunan
URAIAN
Unaudite '
(Una: Jumlah | %
_ d)
- BEBAN
Beban Layanan
(3x
oonxxxx | ooy, | (XRRXIK | X,X
Beban Pegawai Xx) XXX} XXX) )
(3
(ootooorx | CoDLER. | (XEX.XXX | X,X
Beban Bahan Xx) XKX) EXX) }
(3%
Beban Perjalanan | (xocotooonx | OoLEXX. | (KXX.XXX | X,X
Dinas xx) HKH) KX )
(xx
(Rxooonx | (XXX, | (o XK %X
Beban Pemeliharaan beld) HHK) XXX) )
bio:4
Beban Dava dan | (oLxootXx | (OOLARK. | (RXXXXX | X,X
Jasa Xx) XX} XXX) )
(xx
Beban Peningkatan | (xooxsoex | M axx. | (K3%.XXX | XX
SDM b o4l XXX} XXX) )
(xx
X,X
(Rx3RERX | (oonxx. | (oonxxx | )
XX XHK) XXX) :
Beban Promosi (xx
(oorxx.x | (xR.RRX. | (oo | XX
Beban Utilitas b d XXX) XXX )
(xx
(xonxxR. X | (RXKXRH. | (EER.XRX | XX
Beban Lain-lain peid XXK) KK )
(3%
(R ks | (R xR, | (ooxxw | XX
Beban Penyusutan XX) KX} HXX) )
{(xx
(oot} | (OO RRR. | (o xxx | XX
Total Beban Lavanan XK} XXK) KXK) )
Beban Umuir: dan
Administrasi
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DD MM DD MM | Kenaikan/Pe
YYYY YYYY-1 nurunan
URAIAN
Unaudite
( d Jumlah | %
)
(oorooonx | ool | (xoexx | (xx
XX) XKR) Xxx) | XX
Beban Pegawai )
(orxmr.x | ooxxd. | (oX.XRX | (XX
Beban adm XY} XXX} XXX} X,
perkantoran )
(3¢
(ool XX | (O0LXXE. | [(XXXXXX | X,X
Beban Bahan XX} XXX) XXX) ]
(xx
Beban erjalanan | (COLXXR.X | (XXX, | (KXXXXX | X,X
Dinas X%) XXX) XXX) }
(xx
(orxotx | PODLERK. | (RXXXRX | XX
Beban Pemeliharaan XX} XXK) XXX) )
(pr
Beban langganan | {xcoLxxx.x | (. | (XXXXXX | XX
Daya dan Jasa poid KHK) XXX) )
(3¢
Beban Peningkatan | (xoLxsxx.x | oouaxs. | (XXOLXXX | XX
SDM X} XXX) XXX} )
(mx
(Xxxxxx.% | (ooLxxR. | (xxx.xxx | %,X
Beban promosi XX} X3XK) XXX) }
(zx
(xxx.x000x | (XXX | ODLXXX | X,X
Beban Utilites KX} XXX} XXX} )
(xx
(R3O0 xxx.% | (OULRXX., | (XXX.XXX | X,X
Beban Lain-lain Xx| XKX) XXX) )
(xx
[orxxw.x | (orxxx. | (ERxxux | XX
Beban Penyusutan XX) XHK) XXX) )
(xx
Total Beban Umum dan | PoOLIXEX | (SXXXXN | O0LXXX | X,X
Administrasi XX} HHK) KXK) X)
Beban Lainnya
(ol x| (mRXXK. | R.XEX (XX
Beban Lain-lain X%} XXX XXX) XX




DD MM DD MM | Kenaikan/Pe
YYYY YYYY-1 nurunan
URAIAN
rmaadi
(L n?j dite Jumlah | %
)
)
(xx
(o000 X | XXX, | (REXUEXX | %,X
Total Beban Lainnya XX) KKX) XXX) )
(3¢
(XXX XXX.XX | [ODLERX. | (XXX | XX
TOTAL Beban %) XKK) XXXK) )
HURPLUS  (DEFISIT) SEBELUM
- POS KEUNTUNGAN
HEUNTUNGAN DAN KERUGIAN
. Keuntungan
Keuntungan XK
Penjualan Aset Non | SO XX | XOOLXXX.X | XXX.XXX. | XX
Lancar X Xx XXX
Keuntungan Selisih XXK.XKX. XK | XRHXXKX | XXKXKX. | XX
Kurs Valas X KK XXX X,%
HRLKEH KK | OOLERNK | XRRKXR. | XX
Total Keuntungan X XK HXX 3%,
Kerugian
(32
Kerugian  Penjualan | (x0Cs0oLXR | ((OOLERN. | (XXXXXX | X,%
Aset Non Lancar %) XKK) XXK) ]
{sese
Kerugian Penurunan | (XXX | (00K, | (BXX.XXX | X,X
Nilai Aset Tetap %) XXX) XKX) )
{xx
(oot K. XX | (ROLRRN. | OUXRX | XX
Kerugian Kontinjensi %) X¥E) XXX} )
{3zt
Kerugian Selisih Kurs | (oooxxosog | (R0LKXX. | (XXXXXX | X,X |
Valas %) XK} XXX) }
{xx
(oo Kk xx | o, | (exxx | X%
Total Kerugian ) XXK) XXX) )
TOTAL KEUNTUNGAN DAN KRR EHR NN | KKK | XEX KKK, | 8K
KERUGIAN x b 034 NXX X,
- POS LUAR BIASA
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DD MM DD MM | Kenaikan/Pe
YYYY YYYY-1 nurunan
URATAN _
(Unapdite Jumlah | %

Keuntungan Pos  Luar
Biasa

Keuntungan Pos Luar | EX.XXX.EX | XXX NXLK | XXLXKX. | XX
Biasa X XX XXX X,X

Total Keuntungan  Pos | sOUXN.EX | XXX XXX | XXXEXX. | XX
Luar Biasa X biod XXX X,X

Kerugian Luar Biasa

Kerugian Luar Biasa

(3o, 3R | (300K KKK KXX) XX
%) XXX) )
{(xx
XXX KK | (OLXRR. | (XXXXXX | XX
Total Kerugian Luar Biasa x) XXX XXX) }

TOTAL POS LUAR BIASA X XX XXX X, X

: ROELKOLL KA | OO X L XX, | XX
- SURPLUS (DEFISIT) X XX XXX X,

Tabel 1.5 Format Laporan Aktivitas

2) Neraca
Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan
dari PSAK menjelaskan bahwa, vang dimaksud dengan neraca
adalah laporen keuangen vang menyajikan posisi keuangan dari
suatu enfitas usaha pada tanggal tertentu, misalnya tanggal 31
Desember dari tahun buku tertentu berkaitan secara langsung
dengan pengukuran aset, kewgjiban, dan ekuitas/kekayaan
bersih. Format standar laporan posisi keuangan (neraca)
POLTEKPEL Surabaya dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai

berikut:

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLTEKPEL SURABAYA
LAPORAN NERACA
PER DD MM YYYY
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DD MM DD MM | KENAIKAN/PENU
YYYY YYYY-1 RUNAN
(Unaudit
o Jumlah 9
URAIAN ed) &
ASET
Aaet Lancar
XOLANK. X | XX KKHXK | KRR XKK K | XK, N
ias dan Setara Kas XX X XX
MIHIOK. X | XXX XOOLER | KR XXX.X | 30X, X
‘nvestasi Jangka Pendek RAX, L
X NKKK | HKXEHKK | XK XXX K
Jang Muka XX X XX
HRCEXH.X | SO0 KK | I00LO00X | XXX, X
Plutang XX b4 XK
HPenyisihan Piutang Tak | ooeosorn | (XXooR | (00X, | (oo
Tertagih KXX) bio] XXX)
KERKNKK | REK KK XK | OOCKRR K | XX
Persediaan XX X XX
OOUEXK K | XOOLKEN KK | XXX KKXK | OXKK,X
Hiaya Dibayar Dimuka XX X XX
Dagian Lancar Tagihan | XXX AKX | XNNX.XE | XXKXXXX | XK, X
Penjualan Angsuran XX ¥ XX
Jagian Lancar  Tunfutan | xxx.xxsosr | X0 KE | XEXXXLX | XK, X
“erbendzharaan bloe X XX
Bagian Lancar Tuntutan Ganti | 30 xXg.x | XXKEEX XK | XXKXXKX | KXY
2ugi XK X XX
IERLKERLK | XOUKKK KK | XHKLKNK.X | X0,
Total Aset Lancar XX b XX
‘rvestasi Jangka Panjang
Investasi Jangka | 3320 X | XXXXKKKK | XXKXKKK | XKH,NK
Sanjang X% X XX
Total Investasi Jangka | Xy | XXCXOCKK | XXXEXXK | XK,
Panjang XX b3 XX
fset Tetap
LKL | XKLKOOLKH | XOLXRKLK | XXKK
Tanah XX X XX
SOOLEXK N | XK KKK XK | IOOLEXE.X | XNK,X
Cedung dan Bangunan X3 X XX
. ’ : v 5
Jeralatan dan Mesin KXHHXK.X | XKK.XKK KX | KOOCKKRK | oo




DD MM DD MM | KENAIKAN/PENU
YYYY YYYY-1 RUNAN
(Unaudit
: - Jumlah %
URAIAN ed)
SCLIKKLX | JOOUXAK. AR | XXX | KKK X
Jalan, Irigasi dan Jaringan XX b4 XX
wonstruksi Dalam Pengerjaan | SOOUNSR X | XKOLEXINXE | XOOLXXXX | XX, %
{XDP) XX X po:d
| XHONNK.X | XEKXKKKK | XXXXXXLY | XK
Aset Tetap Lainnya bide X XX
(oo, | (omoms.x | Pomexxx. | (oox,x)
fkumulasi Penyusutan HHK) 3¢} XXX}
KUK KKK X | X XRRXN | OO XK K | XXX,
Total Aset Tetap XX X XX
Aset Lainnya
XXX KKK.K | XK KK | KUK KKKK | KKK, K
A4set Lainnya XX b4 XX
Akumulasi  Amortisasi  Asel | (XXX, | (XXXXXRLX | (O0LXXX. | (XXX,X)
fak Berwujud HXK) biod) XXX)
HRRLEXK K | XKR KKK KK | XO00XXKX ,
: XX b4 XX X
Fotal Aset Lainnya
;
- . | NRX.KK.K | XXKKXKXX | XXKXXKX | XXX
TOTAL ASET _ ‘ ’
poe b4 XX
HAEWAJIBAN
Kewajiban Lancar
HEHNKK. K | XXKXKEXK | OOCKRKX | XK, %
Autang Usaha XX X XX
%
WKKLAKKLR | OO KN KK | JOOLXRX.X | BN
Hutang Pihak Ketiga XX b4 XX
(RxK.0R. | (XHROXX.R | PXE.XXX. | (00,2
Hutang Pajak HHK) %3¢} XXX)
dutang kepada Kas Umum | 2By | XXKIK XK | XXXEXKK | XK
Hegara (KUN) X% X XX
Siaya  Yang Masih  Harus  xXOLoXx.X | XXXXXX KK | XXOCKXKK | OXXEK,X
Dibayar XX 3 XX
HXK.NXK.X | XEKXOLKR | KO XXH.X | XK, X
“endapatan Diterima Dimnuka XX be XX
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DD MM DD MM | KENAIKAN/PENU
YYYY YYYY-1 RUNAN
(Unaudit
Jumlah 9
URAIAN ed) &
-utang Jangka Fendek | 30003 X | XUX.XXHXK | XXXXXX.X | XXX, X
Lalnnya XK X XX
KRR KKK | KEX KK XK | XXXXKXX | X0E,%
Total Kewajiban Lancar X¥ ¥ XX
Ikewajiban Non Lancar
R KKK K | XXX XN KK | XXKXXXX | XXX, X
<ewajiban Non Lancar XX X XX
T'otal Kewajiban Non Lancar A XX,
XEHKXK.X | XKKXKHKK | XXX XXK.X
FOTAL KEWAJIBAN 3K,
CNUITAS
Akuitas Tidak Terikat
HXKKHK.X | XK KKK | XX KKK | XXK,X
mlkuitas Awal XX x XX
surplus (Defisit) Periode | X00300K.X | XX XXX XX | OOLXXX.X | XX¥X,X
Sebelumnya XX X XX
surplas (Defisif) Periode | oex.soon. | X3.000KEK | XOOKERLX | 3000,%
Serjalan XXX) X XX
MK KKK.X | XNKXKK XK | XXRXKX.X | XXK,X
Total Ekuitas Tidak Terikat XK x XX
fiLiitas Terikat Temporer
NEK.IOIK.R | XHR KKK XK | XXX XXX.X | X008,K
wleuitas Terikat Temporer procs b4 XX
Total FEkuitas Terikat | XXX XXK.X | XNLXKK, XK | XXKXKXKX | XXX, X
Temiporer XX X XX
Slkuitas Terikat Permeanen
HENHKLK | XX KKK XK | XXX XXX.X | XK, X
wkuitas Terikat Permanen XX X XX
Total Ekuitas Terikat | 003K X | XXX XEK.XK | XO000LXXXX | XK,
fJermanen XX X XX
TOTAL EKUITAS KHR, R
XX % XX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN KK HKK.X | KKK | XX XXX | .
SKUITAS DANA XX % XX -
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Tabel 1.6 Format Laporan Neraca

3) Laporan Arus Kas
Laporan arus kas yang digunakan oleh POLTEKPEL Surabaya
adalah menggunakan Mertode Langsung dapat dilihat pada tabel

1.7 sebagail berilcut:

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLTEKPEL SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR $.D.” DD MM YYYY “DAN “DD MM

1YYY-1

DD MM DD MM KENAIKAN /
URAIAN YYYY YYYY-1 PENURUNAN
(Unaudited) Jumlah %
Arus Kas dari Aktivitas
Operast
Arus Masuk
Pendapatan Usaha XXH,K |
dari Jasa Layanan IR KRR | RO KKK | KR KKK KKK
Pendapatan APBN XXK,X
(Rupiah Murnij TOHLKKE. XXX | XOOLXRH L XKK | XK XK. KKK
Pendapatan Hibah HHHLXRILRI | KL I IO | MIKL XKL KKK | KKK, X
Pendapatan Usaha XXX, X
Lainnya UK. XX XHX | X001 K000 XK | X000 XXX XXX
Total Arus Masuk KKK K0T | RO XXX KKK | 300K XX XK | 300K
‘Arus Keluar '
(3R, 20300 300 | (XX XKL XXK | (XXX XK. XX
Biaya Layanan ) ) ) (st %)
Biaya Umum  dan (oo o0 300 | (300 X0 ERR | (0K XXX XXX
Administrasi ) ) } (xexx,72)
(3. 300, 300 | (XKL 00 KX | {300 XKL XXX
Biaya Lainnya ) ) } (xx3,%)
(xR, XK | (KKK, KOO KKK | (XRK KKK XXX
Pernbelian Persediaan ) ) } (xo¢x, %)
Pernbayaran  kepada] (3ol oo, o0 | (3000000 XXX | (5000 XX XXX
Rekanan/Pemasock ) } } (xxx,x}
(3o so0g, 30, | (300K 300 XXX | (XXX XXX XXX
Pembayaran Pajak ) ) } (35, %)
(e, 3, X3 | (SO0 ROUT KK | (3000, X300 XX | (302, %)
Total Arus Keluar ) } )
TOTAL ARUS EKAS
DARI AKTIVITAS| s ¥R KXK | XKL KX KKK | XXX KKK KKK | X%
OPERASI
Arus Kas dari Aktivitas
Investasi
Arus Masuk
Hasil Penjualan Aset
Tetap XEK KKK KEK | KO IXXL KKK | XXX XXX X | XK, X
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DD MM DD MM KENAIKAN /
URAIAN YYYY YYYY-1 PENURUNAN
(Unaudiied) Jumlah %%
Hasil Penjualan
Investasi Jangka
Pendek TSR LSO RHK | RN XKL NKK | KKK KKK KK | XK, %
Hasil Penjualan
Investasi Jangka
Panjang XXX KKK | XX EEIL KKK | X0 XKKL KKK | XKK, T
Hasil Penjualan Aset
Lainnya OO XXX XK | X000 3000 XXX | XXX XXX KKK | XXX, %
Total Arus Masuk LXK XK | OO O XK | XKL XKL KKK | 300K
Arus Keluar
(30D 2000 X0 | {300 XXX | {000 X XKL XXX
Perolehan Asct Tetap } ) ) (3xx,x)
Perolehan Investasi| (3. 3000 XK | (300K 3001 XXX | (XXX XXX KKK
Jangka Pendek } ) ) (xxx,%)
Perolehan Investas:| (3.0 XKXK | (KKK XKL KKK | (XK. XXX XKX
Jangka Panjang } ) ) (xx3,%)
Perolehan Aset] (R, X3 300 | (000300 XK | (XXX XK. XXX ;
Lainnya } ) ) {so00,%) |
(3330 0K KK | {RRRL KRN KRR | (KBXL KKK KKK
Total Arus Keluar ) ) ] {xxx, )
TOTAL ARUS KAS
? DARI AKTIVITAS
INVESTASI KR KRR KKK | AR KK KKK | KRR KKK KKK | KKK
‘Arus Kas Dari Aktivitas
Pendanaan
- Arus Masuk
Perolehan Pinjaman | 3000300 XX | 3000 XXX XK | XXX XXX XXX XK, X |
Penerimaan Kembali
Pokok Pinjaman KK KKK KK | SOOI XK | IO OB XXX | X000
Total Arus Masuk FRRLERKLXHK | SO0 000007 | 300K, X00X, X0 X,X
‘Arus Keluar
3 Pembayaran Pokok] (3o 2000 38 | (KRR XXHL KK
Pinjaman ) J (xx,x) lxxx,x)
(3o soxor. 3o | (3000 X0 XXX
Peraberian Pinjaman ) ) (xxX,x) {xo0x,%)
(3o 2000 X0 | (3008, X0 X00
; Total Arus Keluar ) ] (xxx, %) {xxst, %)
TOTAL ARUS KAS
3 DARI AKTIVITAS
; PENDANAAN FOUK, KXKL XXX | XA KX XXX XXX, X XK, X |
Kenaikan bersih Kas ROUR LI IOOK | SO0 KHKL KKK XK, X XK K
Kas dan Setara Kas Awal | 300X, 53X, X¥X | XXX XX0XKX XX, X XX, K
%Jumiah Saldo Kas SO SOKRL SR | RO XL KK XXX, X XXX, X

Tabel 1.7 Formet Laporan Arus Kas

4} Laporan Perubanan Ekuitas

Ekuitas adalah residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh

kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas ekuitas tidak

terikat, ekuitas terikat temporer dan ckuitas terikat permanen.
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Laporan Perubahan Ekuitas POLTEKPEL Surabaya dapat dilihat

pada Tabel 1.8 secbagai berikut :

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLTEKPEL SURABAYA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAIKHIR 5.0 DD MM YYYY

"DAN “DD MM YYYY-1

Nama akun Eluitas Saldo Ekuitas Jumlah
awal Surplus Donasi
(DE{isit)
SALDO AWAL PER | s soo Kgx XKL KO KK
T JANUARI YYYY-1
XX KKK L RHKL LK
surplus (Delisit)
7 (%300 H. XXX) boioh o0 004
Tahun Lala
XK KR XXX | KO XRK, KK
surplus (Defisit)
- Tahun Berjalan OO HI K | RRRIKE KKK | O RN KKK | XXX EXNL KKK
flaitas
Donasi/Hibah
SALDO AKHIR PER
DESEMBER
WYYY-1
Nama akun kuitas Saldo Elcuitas Jumlah
awal Surplus Donasi
(Defisit)
SALDO AWAL PER | X0 X3¢ XXX XXX KKK KKK
1 JANUARI YYYY
Surplus (Defisit) .
' (X300 3N KKK {3t 300 30
Tahun Lata
(xos soew. X %) (mxe. o, 30
morekst Surplus
refisit) Tahun Lalu MK KKK KKK | XRK KX KA
Surplus (Defisit) | XX X0LKEX | XXXOO00 KKK | XX XKKXKK | XXX KKK HKK
Tuhun Berjalan

s
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D Hioaitas

onasif/Hibah

| HalD0 AKHIR PER
DESEMBER

R

VYYY

i

Tabel 1.8 Format Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan (CalkK)

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya

adalah sebagai berikut:

2)

Pendahuluan

{1} Sejarah Pendirian POLTEXPEL Surabaya.

(2) Dasar hukum pembentukan POLTEKFEL Surabaya.

(3) Maksud dan Tujuan Pembentukarn POLTEKPEL Surabaya.
(4) Alamat kantor POLTEKPEL Surabaya.

(5)

5) Keterangan mengenai kegiatan utama POLTEKPEL

Surabaya.

(6) Nama pejabat pengelola dan Dewan Pengawas POLTEKPEL
Surabaya.

(7) Struktur Organisasi POLTEKPEL Surabaya.

(8) Kekuatan SDM, Jaminan Socsial & Kesejahteraan
Karyvawan.

(9) Pangsa pasar, sertifikasi kualifikast pelayanan vang
dimiliki, dan informasi penting lainnya.

Kebijakan akuntansi

adalah  prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipiih

oleh POLTEKPEL Surabava dalam penyusunan dan penysajian

laporan keuangan.

Penjelasan Pos — Pos Laporan Keuangan

(1) Pendahuiuan.

(2) Kebijakan akuntansi.

(3) Penjelasan atas pos-pos laporan aktivitas dan Penjelasan
atas pos-pos neraca.

(4) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas.




(5) Kewajiban kontijensi.

(0} Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan

keuangan terdiri dari:

1.

Pendapatan

a. Pendapatan Usaha dari Jasa layanan;

b. Pendapatan APBN { Rupiah Murni);

c. Pendapatan Hibah;

d. Pendapatan Usaha Lainnya, meliputi hasil kerja

sama dengan pihak lain seperti sewa, jasa lembaga

lkevangan, dan lain-lain.
Fan | 3

Biaya

{sesual CCA)

a. Biaya Layanan

(1)
(2)
(3)
(4)

o1}

{
6

)

=~

)
{7)
(8)
(9)

Biaya psgawal.

Biaya bahan.

Biaya Perjalanan Dinas.
Biaya Pemeliharaan.
Biayea Daya dan jasa.
Biaya peningkatan SDM.
Biaya Promosi.

Biaya lain-lain.

Biayea Penyusutan.

b. Biaya Umum dan Administras:

(1)
(2)
(3)
(4)

©)
(10)
(1)

Biaya Pegawai.

Biaya administrasi perkantoran.
Biaye Bahan.

Biays Perjalanan Dinas.

Biaye Pemeliharaan.

Biaya Daya dan Jasa.

Biaye Promosi.

Biaya Utilitas.

Biaya Peningkatan SDM.

Biaya Lain-lain.

Biaya Penyusutan.

c. Biaya Lainnya

(
(

1) biava bunga.

2) biaya administrasi bank.



{3) biaya lainnya lain-lain.

3. Aset

a. Aset Lancar

{1) Kas dan Setara Kas.
12) Investeasi jangka pendek.

{3) Piutang.
{4) Penyisthan Piutang Tak Tertagih.
{5) Persediaan.
{6) Biaya dibayar di muka.

{7} Aset lancar lainnya .
b. Investasi Jangka Panjang

(1} Deposito > 12 bulan.

{2} Obligasi > 12 bulan.

13} investasi jangka panjang lainnya.
c. Aset Tetap

(1} Tanah.

{2} Gedung dan bangunan.
{3} Peralatan dan Mesin.
(4) Jalarn, irigasi, dan jaringan.
(5} Konstruksi daiam pengerjaan.
(6} Aset Tetap Lainnya.
(7} Akumulasi Penyusutan.

d. Aset Lainnva
(1} Tuntutan Ganti Rugl.
{2) Tuntutan Perbendaharaan.

(3) Tagihan Penjualan Angsuran.

(5} Software.
(6) Hasil Kajian Penelitian.

(7} Aset Tak Berwujud.

(

)
)
)
(4) Kemitraan dengan pihak ke-tiga.
)
)
(7)
8)

{8) Aset yang dihentikan penggunaannya.
(9) Aset lainnye.
4. Kewajiban
a. Kewajiban Lancar
(1) Hutang vusaha.
{2) Hutang Pihak Ke-tiga.
(3) Hutang Pajek.



{(4) Hutang kepada KUN.

(6

{7) Hutang Jangka Pendek Lainnya.

)
{5) Biaya vang masih harus dibayar.
) Pendapatan diterima di muka.
)
b. Kewajiban Non Lancar
5. Ekuitas
a. Ekuitas Tidak Terikat
Ekuitas awal.

(2) Ekuitas donasi.

(3) Burpius dan defisit tahun lalu.
Surpius dan defisit tahun berjalan.

(5) Penghapusan aset tetap.

6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
) Selisih revaluasi aset tetap.
{7) Penurunan bersih aser
(8) Ekuitas tidak terikat lainnva.
b. Ekuitas Tertkat Temporer.
(1) Ekuitas awal.
(2) Ekuitas terikat temporer lainnya.
c. Blkuitas Terikat Perrmanen.
(1} Ekuitas awal.
(2) Ekuitas donasi.
(3} Ekuitas terikat permanen lainnya.
6. Kompcnen-komponen pelaporan arus kas
a. Arus kas dari aktivitas operasi;
b. Arus kas darl aktivitas investasi;
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan.
d) Kewajiban Kontijjensi

Kewajiban Konifijensi acalah :

(1} Kewajiban potensial vang tirnbul dari peristiwa masa lalu
dan keberadaannya menjadi past dengan terjadi atau
tidak terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan
datang, vang tidak sepenuhnya berada dalam kendali
POLTEEKPEL Surabaya.

(2} Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa
lalu, tetapi diakui karena tidak terdapat kemungkinan
besar (not probable) POLTEKPEL Surabaya mengeluarkan

sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk
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menyelesaikan kewsajibannya stau jumlah kewajiban
tersebut tidak dapat diukur secara andzal.

Terkait dengan  kewajiban  kontjjensi, hal-hal vang

diinformasikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalkK)

antara lain :

(1) Uraian ringkas mengenai karakteristik kewajiban
kontijensi.

(2} Estimasi dari dempak finansial yang terukur.

(3} Indikast tentang ketidakpastian yang terkait dengan
jumlah atau waktu arus keluar sumber daya.

(4} Kemunglkinan penggantian oleh pihalk ke-tiga.

nformasi Tambahan

@

POLTEKPEL Surabaya mengungkapkan hal-hal yang belum
diinformasikan dalamn  bagian manapun dari  Laporan

Keuangan.

. JURNAL STANDAIR
1. TUJUAN
Jurnal Standar merupakan pedoman di dalam pembukuan untuk
melakukan penjurnalan atas transaksi vang dilakukan POLTEKFPEL
Surabaya sebagai iahap awal dalam pencatatan akuntansi. Pedoman
ini sangat penting untuk menjamin Xeseragaman perlakuan
pencatatan suatu transaksi sehingga menjamin akurasi pencatatan
akuntansi yang selanjutnya askan menjamin akurasi laporan
keuangan.
2. JURNAL UMUM
a. TRANSAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DARI AFEN
1) Dari DIPA APBN (BA XX dari Rupiah Murni/Non Pendapatan
POLTEKPEL Surabayal:
a}l Saat DIPA disahkan
Tidak ada jurneal.

b) Saat pemmbentukan modal awal ELU.

 NO.AKUN URAIAN DEBET | KREDIT |
1 .000.000.000Aset  Xxx |

i



[94]

12.000.000.000Kewajiban

100.100.000

Ekuitas awal

Krx

C

) Saat transalksi menggunakan SPM LS:

(1} Saat pencairan dana dari DIPA Rupiah Murni BLU.

CNO.AKUN

URAIAN

DEBET | KREDIT

4 100.100.000

Kas setara kas

xXxx

Pendapatan APBN

XX

(2} Saat penggunaan dana dari DIPA Rupiah Murni BLU:

(a) Jika Menggunakan MAEK 51

{Belanja Pegawai},

maka Jurnainya sebagai berikut:

_ NO.AKUN

URAIAN

DEBET | KREDIT

5.100.100.000

5.200.100.102

©100.300.000
100.300.199]

Beban Pegawai

XX

Bebhan administrasi dan layanan

Hxw

Hurtang Pajak

Xxx

Hutang Lain-lain

AXR

Kas setara lkas

Kxx

~ NO.AKUN

URAJAN

DEBET | KREDIT

2.100.300.000| Hutang Pajak

©.100.300.199|Hutang Lain-lain

1 100.100.000|

AKxx

Kxx

Kas setara kas

Ryx

(b} Jika menggunakan MAK 52 {Belanja Barang],

maka Jurnalaya sebagai berikut:

NO.AKUN

URATAN

DEBET KREDIT

5.100.000.000

Beban Layanan

2.100.300.000

Beban administrasi dan layanan

Hwx

Huténg Pajalk

4 100.100.000

Kas Setara Kas

X

- NO.AKUN

URATAN

DEBET | KREDIT

:100.300.000

Hutang Pajak

X

~aAa




4

©.100.100.000{

{951

Kas Setara Kas

AR

(c) Jika menggunakan MAK 53 (

Jurnalnyva sebagai berikust:

-
Belanja Modal}, maka

NO.AKUN

URATAN

DEBET

KREDIT

©.300.000.000

Aset Tetap

+ 100.300.000

xxx

o t al'lgpaj ak S

XXX

1 100.100.000

Kas Setara Kas

Xxx

- NO.AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

2.100.300.000

Hutang Pajak

Kas Setara Kas

Xxx

XXX

d) Saat transaksi dengan menggunakan Uang Persediaan:

(1} Saat

Jurnalnya sebagai berilout:

pencalran  uang

persediaan ke BLU, maka

NO.AKUN

URAIAN

KREDIT

5 100.100.000

Kas setara kas

. 100.400.000

R utang Kepada_Kas G

DEBET
Xxx

Xxx

(2) Saat pembayaran

kepada pihak Ke-tiga dengan

menggunakan uang persediaan maka:
(a) Jika menggunakan MAK 52

maka Jurnainya sebagai berikut:

(Belanja Barangj,

- NO.AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

5.100.000.000

Beban layanan

£.200.700.102

Kxx

Beban Administras: dan Umum

P 6204

2.100.300.000

H u tang Pagak

Kxx

1.100.100.000

Kas Setara Kas

xXxx

-~ NO.AKUN

URAIAN

DEBET KREDIT

2 100.300.000

Hutang Pajalk

1.100.100.000

Kasz Setara Kas

Kxx

Xxx

C NO.AKUN

URAIAN

DEBET KREDIT

2 100.400.000

Hutang Kepada Kas Urmnurn Negara

X=x

Pendapatan APBN

1.300.100.000




#
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(b) Jika menggunakan MAK 353 (Belanja Modal), maka

Jurnalnya sebagai berikut:

- WNO.AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

1.300.000.000

Aset Tetap

Kxx

2.100.300.000 Hutang Pajak Xxx
Kas Setara Kas Kxx

1.100.100.000

- NO.AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

2 7100.300.000Hutang Pajak

1.100.100.000

Kas Setara Kas

Hxx

- NO.AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

2.100.400.000

4.300.100.000

Hutang Kepada Kas Umum Negara

xXxx

Pendapatan APBN

P é:¢

(c) Saat ada GUP (Ganti Uang Persediaan):

- NG.AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

1.100.100.000
2.100.400.000

Kas Setara Kas

I—[utang Kepade{ Kas Umum

x b 04

Kosrw

(d) Sasat ada TUP (Tembahan Uang Persediaan):

- NG.AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

" 100.100.000

Kas Setara Kas

Xxx

© 100.400.000

Hutang Kepada Kas Uraum

Xxx

{e) Saat GUP (Ganti Uang Persediaan) Nihil, Tidak ada

Jurnal;
(fi Saat

Negara:

Pengembalian Uang Persediaan ke Xas

URAIAN

DEBET

KREDIT

2100.400.000
©100.100.000

Hutang Kepada Kas Umum Negara

Xxx

Kas Setara Kas

xw

2)

Terbit.):

Saat Penerimaan Aset dari DIPA Satker Lain (Saat SP2D

" NO.AKUN

URATIAN

[

DEBET

KREDIT

©.000.000.000Aset

...................

Hxx

.100.400.060

Ekuitas Donasi
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b. TRANSAKSI YANG BERASAL DARI KEGIATAN OPERASIONAL

BLU

Untuk transaksi yang berasal dari kegiatan operasional BLU,
jurnal yang digunalkan sesutali dengan Prinsip Akuntansi
Berterima Urnum (PABU) vang lazim digunakan dalam

pencatatan akuntansi sesual dengan Standar Akuntansi yang
berlaku.

3. JURNAL PENYESUAIAN

4.

Pengertian
Jurnal Penyesusian adalah jurnal yang dibuat untuk
menyesuaikan saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya
sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan
antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode
yang lain.
Akun vang harus disesuaikan
Saldo akun vang perlu disesuaikan adalah :
1. Penyusutarn/Depresiasi Aset Tetap
Seluruh aset tetap kecuali tanah yang dimiliki perusahaan
harus disusutkan/didepresiasi. Terdapat beberapa metode
untuk menyusutkan aset tetap, salah satunya adalah metode
garis lurus.
Contaoh:
Sebuah mobil seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta)
rupiah diperkirakan umur ekonomisnya adalah 10 (sepuluh)
tahun, apabila disusutkan menggunakan metode garis lurus

maka beban depresiasinya per tahun adalah:

90.000.000 Rp 9000.000; per

10 tabun

Jurnal untuk mencatat beban depresiasi tersebut adalah:



I'anggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
2112~ Beban depresiasi €.000.000
Akumulasi depresiasi 9.000.000
kendaraan
(mencatat depresiasi
kendaraan)
a. Beban dibayar di muka:

Contoh:

Peruszhaan membayar asuransi sebesar Rp 750.000

{tujuh ratus lirna puluh ribuj rupiah untuk masa 3 (tiga)

tahun yaitu tahun 2014 s/d tahun 2016.

Jurnal penvesusiannya acalah sebagai berikut:

‘Tanggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
Gi-12- Beban Asuransi 750.000
1 Asuransi Dibayar di - 750.000
muka
b. Beban yang masih harus dibayar:

Contch :

Suatu perusahaan membayar honor/vokasi karyawan

setiap awal bulan berilkutnya sebesar Rp 2.000.000

{dua juta} rupiah;

Jurnal penyesusiannya adalah sebagai berikut:
 Tanggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
17127 | Beban Pegawai 2.006.000

! Beban yang harus - 2.0006.0600
dibayar

C.

Pendapatan diterima di muka:

Contch:

Tanggal 31 Desember 2014 sebuah hotel menerima
pembayaran dari tamu hotel sebesar Rp 750.000 (tujuh
ratus lima puluh ribu) rapiah untuk 5 (lima) hari.

Jurnal penyesusiannya adalah sebagai berikut:




m"fanggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
21-12- Pendapatan 750.000
= Pendapatan diterima dimuka - 750.000
d. Pendapatan yang ditangguhkan:
Contoh:
Tanggal 31 Desember 2014 sebuah hotel belum
menerima pembayaran sewa kamar sebesar Rp 500.000
(lima ratus ribu) rapiah, karena pembayaran baru
dilakukan pada saat check oul.
Jurnal penvesusinnya adslah sebagai berikut:
Tanggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
2i-12- Piutang Pendapatan 500.000
Pendapatan - 500.000

4. JURNAL PENUTUP (CLOSING ENTRY)

a. Pengertian

Jurnal Penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir

periode akuntansi untulk

nominal/sementara.

menutup

alkun-akun

Akibat penutupan ini meka akun-skun ini pada awal periode

akuntansi, Saldonya Nol.

b. Terdapat 3 (tiga) Jurnal Penutup yang harus dibuat yaitu:

1} Menutup skun Pendapatan:

Akun Debet | Kredit
Pendapatan KRX
Surplus/ Defisit KKK
2} Menutup akun Beban:
Akun Debet | Kredit
Surplus/ Defisit MK
Beban XXK
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_M’Y‘;fmggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
~21-12- | Pendapatan 750.000
14 Pendapatan diterima dimuka - 750.000
d. Pendapatan yeng ditangguhkan:
Contohi:
Tanggal 31 Desember 2014 sebuah hotel belum
menerima pembayaran sewa kamar sebesar Rp 500.000
{lima ratus ribu} rupiah, karena pembayaran baru
dilakukan pada saat check out.
Jurnal penvesuainnya adalah sebagai berikut:
Tanggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
51-12- | Piutang Pendapatan 500.000
Pendapatan - 500.000

4, JURNAL PENUTUP (CLOSING ENTRY)

a. Pengertian

Jurnal Penutup adalah ayat jurnal vang dibuat pada akhir
periode akuntansi untulk menutup altun-akun
nominal/sementara.

Akibat penutupan ini maka akun-akun ini pada awal periode
akuntansi, Saldonya Nol.

Terdapat 3 (tiga} Jurnal Penutup vang harus dibuat yaitu:

1} Menutup ekun Pendapatan:

Akun Debet | Kredit
Pendapatan XX
Surplus/Defisit XXX

o

Menutup skun Beban:

Akun Debet Kredit

Surplus/ Defisit XXX

Beban MHK




5.

3)  Menutup ekun Surplus/Defisit:

[100]

Akun Diebet Kredit
Surplus/ Defisit XXX
Ekuitas UK

JURNAL BALIK (REVERSING ENTRIES)

Jurnal Balik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode

sebagai kebalikan dari sebagian

periode sebelumnya. Jurnal

dilakukan

memberikan

ini

jurnal penyesuaian pada akhir

bersifat opsional namun jika

ranfaat.

Tidak

s¢mua

ayat jurnal

penyesuaian dilakukan reversing entries. Jurnal penyesuian yang

dibalik adalah:

a. Utang biaya;

b. Piutang Pendapatan;

c. Pendapatan

pendapatan;

Diterima. Dimuka, iika digunakan pendekatan

d. Biaya Dibayar Dimuka, jika digunakan pendekatan beban

{biaya).

Unmuk memudahkan pemabaman, berikut ini disajikan ikhtisarnya

saja sebagai berikuf:

Jenis AJP Ayat Jurnal Penyesuian Jurnal Balik
Utang Beban gaji XAK Utang Gaji XKX
Biaya. Utang gaji KRHE Beban Gaji XK
Piutang Piutang bunga pio/04 Pendapatan b oo’e
Bunga Pendapatan x| bunga X¥X

bunga Piutang

bunga

Pendapatan | Pendapatan jasa | 3o Pendapatan tiket |xxx N
diterima layanan xxx | DD R¥X
dimuka Pendapatan Pendapatan

JL DD tiket
Biaya Sewa dibayar KKK Beban Sewa XEX
dibayar dimuka o d Sewa dibayar peed

- dimuka Beban sewa dimuka
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3. BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar adalah satu daftar rangkaian akun-akun yang
sudah dibuat atau disusun secara sistematis dan teratur dengan
menggunakan simbol huruf, angka, atau paduan antara keduanva yang
bermanfaat untuk membantul pernrosssan data, baik secara manual
maupun terkompurterisasi, agar lebih mudah diproses, dikontrol, dan
dilaporkan. Termasuk di dalamnya adalah unsur-unsur seperti kode
akun f{account code} dan nama akun {accounts name). Kode akun dan
nama akun inilah vang digunakan organisasi untuk mengelompokkan,
mencatat, melaporkan, dan mengontrol transaksi-transaksinya dengan
cara sisternatis. Kode akun dicantumkan untuk memudahkan pemakai
dalam membaca laporan keuangan. Pemberian kode akun tidak
dimaksudkan pemakai menghafalkan kode-kode akun yang disusumn,
namurn untuk memudahkan pemakai mengikuti kerangka logika
pemberian kode akun, sehingga dapat menggunakan akun yang
disusun untuk pemberian identifikasi transaksi yang terjadi dalam
kegiatan usaha.
Sistematika kode akurn yang digunakan oleh BLU POLTEKPEL Surabaya

adalah sebagai berikut :

IO UV Vo VEVI VD IX X

DIGIT 1 : disediakan untuk klasifikasi utama akun
Laporan Neraca dan Laporan Aktivitas,
rerdiri dari:
1.000.000.000  Aset
2.000.000.000 Kewajiban
3.000.000.000  Ekuitas
4.000.000.000 Pendapatan
5.00C.000.000 Biaya
6.000.000.000 Keuntungan dan

Kerugian
7.000.000.000  Pos Luar Biasa
DIGIT ILI & IV : merupakan sub klasifikasi utama dari digit

pertama, contoh:
1.000.000.000  Aset
1.10G.600.000  Aset Lancar



DIGIT V, VI & VII :

DIGIT VIIT -

DIGIT (X & X :

Pembentukan

Penjejangan
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1.200.000.000 Investas: Jangka Panjang

1.300.000.000 Aset Tetap

1.400.000.000 Aset Lainnya

merupakan 3 (tiga) digit nomor klasifikasi

perkirean-perkiraan terakhir vang akan

tertera dalam laporan keuangan utama,

contoh:

1.1006.000.0006 Aset Lancar

1.100.100.000 Kes dan Setara Kas BLU

1.100.200.00C Investasi Jangka Pendek

1.100.300.000 Piutang

1.100.400.000 Penyisihan Piutang Tak
Tertagih

1.100.500.000 Persediaan

1.100.600.000 Biaya Dibayar Dimuka

1.166.700.000 Aset Lancar Lainnya

Merupakan digit nomor sub klasifikasi dari

digit ke-limma, ke-enam dan ke-tujuh. contoh:

1.100.300.100 Piutang Usaha

1.100.300.20C Piutang Karyawan

1.100.300.30C Piutang Lain-lain

Merupakan 2 (dua) digit nomor yang merinci

digit ke-VIII, 2 (Dua) digit nomor terakhir

merupakan kode akun yang diinput pada

proses penjurnalan.

contoh:

1.100.300.000 Piutang

1.100.300.100¢ Piutang Usaha

1.100.300.101 Piutang Usaha Diklat

1.100.300.102 Piutang Usaha Diklat

1.100.300.103 Piutang Usaha Diklat
Ketrampilan Xhusus
Pelaut

1.100.300.104  Piutang Usaha  Diklat
Praktek Tambahan



[103]

1.100.300.105 Piutang Usaha  Diklat
Penyegaran (Pasca
Layar)

1.100.300.106  Piutang Usaha

Permalkanan Taruna
1.106.300.107 Piutang Usaha Laundry
1.100.300.12¢  Piutang Kerjasama Diklat

1.100.300.13C Piutang Mantra Laut
Lainnya

1.100.300.19¢ Piutang Usaha Lain-lain

Akun pada digit ke-lirna,ke-eniam dan ke-tujuh merupakan akun-akun
vang akan tercantum dalam laporan utamsa keuangan POLTEKPEL
Surabaya atau merupakan rekapitulasi dari akun-akun dalam buku
besar, sedangkan akun pada digit ke-delapan, ke-sembilan, dan ke-
sepuluh merupakan kumpulan kode akun-akun vang di-input ke dalam

kertas keria Jurnal.

L. TATA CARA PENAMBAHAN BAGAN AKUN STANDAR

Mekanisme penyusunan Bagan Akun Standar (BAS)
POLTEKPEL Surabaya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
POLTEKPEL Surabaya yang merupakan satu kesatuan dan tidak
dapat dipisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. Bagan
Akun Standar POLTEKPEL Surabava dapat ditambah atau diubah
sesual dengan kebutuhan pelapcran atas transaksi-transaksi di
POLTEKPEL Surabava. Penambahan dan pengubahan kode akun
tersebut dilakukan apabila sekiranya tidak ada kode akun yang dapat
memfasilitasi jenis transaksi POLTEKPEL Surabaya yang semakin
berkembang. Penambahan dan perubahan kode akun tersebut dapat
dilakukan cleh POLTEKPEL Surabaya tanpa harus melalui prosedur
penetapan dari Menteri Perhubungan. Penetapan tersebut cukup
dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan  Direktur
POLTEKPEL Surabaya.

£ KODE KAS
Kode kas (cash code} adalah rangkaian susunan angka, huruf atau

paduan antara angka dan huruf (alfenumerik] yang sangat sistematis,
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mudah dipahami, fleksibel, vang digunakan untuk memudahkan

pemakai dalam membaca dan menyvusun laporan  arus kas.

Sistematika kode kas vang digunakan oleh POLTEKPEL Surabaya

adalah sebagai berikut :

I II I v \% VI | VI

DIGIT I : Digit pertama merupakan klasifikasi utama akun
Laporan Arus Kas, terdiri dari :
1.000.000 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2.000.000 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
3.000.000 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

DIGIT I, 1L, 1V Merupakan subklasifikasi dart digit pertamas,
contoh :
1.000.000 Arus kas dari aktivitas operasi
1.100.000  Arus kas masuk dari aktivitas operasi
1.200.000  Arus kas keluar dari aktivitas operasi

DIGIT Vv, VI, VII : Merupakan klasifikasi perkiraan-perkiraan terakhir

vang tertera dalam laporan arus kas, contoh :

1.000.000 Arus kas dari aktivitas operasi

1.100.000 Arus kas masuk dari aktivitas
operasi

1.100.100 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

1.100.200 Pendenaan APBN (Rupiah Murni)

1.100.300 Pendapatan Hibah

1.100.400 Pendapatan Usaha Lainnya

Daftar Kode Kas
Daftar kode kas untuk POLTEKPEL Surabaya dapat dilihat pada tabel
1.1 berikut ini :

KODE KAS NAMA KET.
1.000.000 Arus Kas dari Aktivitas Operasi H
1.100.000 Arus Masuk Aktivitas Operasi H

1.100.100 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan D
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1.100.200 Pendapatan APBN (Rupiah Murni) D
1.100.300 | Pendapatan Hibah D
1.100.400 Pendapatan Usaha Lainnys D ]
1.200.000 Arus Keluar Aktivitas Operasi H
1.200.100 Biaya Layanan D
1.200.200 Biaya Umum den Administrasi D
1.200.300 Biaya Lainnya D
1.200.400 Pembelian Persediaan D
1.200.500 Pembayaran kepada rekanan/pemasok D
©1.200.600 | Pembayaran pajak D
2.000.000 Arus Kas dari Aktivitas Investasi H
©2.100.000 Arus Masuk dart Aktivitas Investasi H
2.100.100 Hasil Penjualan Aset Tetap D
2.100.200 Hasil Penjualan Investasi Jangka Pendek D
©2.100.300 Hasil Penjualan Investasi Jangke Panjang D
2.100.400 Perolehan Aset Lainnya D
2.200.000 Arus Keluar dari Aktivitas Investasi H
2.200.100 Perolehan Aset Tetap D
2.200.200 Perolehan Investasi Jangka Pendek D
- 2.200.300 Perolehan Investasi Jangka Panjang D
2.200.400 Perolehan Aset Laianya D
3.000.000 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan H
©3.100.000 Arus Masuk dari Aktivitas Pendanaan H
3.100.100 Perolehan Pinjaman D
3.100.200 Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman D
3.200.000 Arus keluar dari Aktivitas Pendanaan H
3.200.100 Pembayaran Pokok Pinjaman D
3.200.200 Pemberian Pinjaman D

Tabel 1.1 Daftar Kode Kas

Penjelasan Atas Kode Kas POLTEKPEL Surabaya

Penjelssan atas Kode Kas POLTEKPEL Sursbava, dapat dilihat pada

tabel 1.2 berikut ini:

- KODE KAS

NAMA

KET.

" 1.000.000

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERAST

Merupaksn kode arus kas dari aktivitas vang
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dityjukan  untuk  kegiatan  operasional

POLTEKPEL Surabaya selama satu periode

akuntansi.
'1.100.000 | ARUS MASUK AKTIVITAS OPERASI:
Merupakan kode dari aktivitas penerimaan kas
yvang dipercleh dari kegiatan
operasional POLTEKPEL Surabaya selama satu
periode alkuntansi.
.100.100 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan. D
.100.200 Pendapatan APBN (Rupiah Murni). D
1.100.300 Pendapatan Hibah. D
1.100.400 Pendapaten Usaha Lainnya. D
1.200.000 | ARUS KELUAR AKTIVITAS OPERASI: H
Merupakan kode dari aktivitas pengeluaran
kas vyang digunakan untuk membiayai
kegiatan operasional pemerintah selama satu
periode akuntansi.
1.200.100 Biaya Layanan. D
.200.200 Biaya Umum dan Administrasi. D
1.200.300 Biaya Lainnya. D
1.200.400 Pembelian Persediaan. D
- 1.200.500 Pembayvaran kepada rekanan/pemasok. D
©1.200.600 Pembayaran pajak. D
- 2.000.000 ARUS KAS DART AKTIVITAS INVESTASI: H
Merupakan kode dari aktivitas penerimaan
dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk
perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset
non keuangan lainnya.
2.100.000 | ARUS MASUK DAR] AKTIVITAS INVESTASI:
Merupaken kode dari aktivitas penerimaan
vang ditujuken untuk pelepasan aset tetap
dan penerimaan pinjaman jangka pendek dari
pihak ke-tiga.
2.100.100 Hasil Perpualan aset Tetap.
2.100.200 Hasil Penerimaan Investasi Jangka Pendek. D
2.100.300 | Hasil Penerimaan Investasi Jangka Panjang.
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©2.100.400

Perolchan aset Lainnya.

.200.000

PN

ARUS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI:

Merupakan akun dari aktivitas pengeluaran
kas yang dituwjukan untuk perolchan aset
tetap dan pelunasan pinjaman jangka pendek

pada pihak ke-tiga.

- 2.200.100

Percolehan Aset Tetap.

©2.200.200

Pembayaran Investasi Jangks Panjang.

©2.200.300

Pembayaran Investasi Jangka Pendek.

2.200.400

Perolehan Aset Lainnya.

 2.000.000

ARUSB KAS DART AKTIVITAS PENDANAAN:

= OO o U

Merupakan kode dari aktivitas penerimaan kas
vang perlu  dibayar kembali dan/ atau
pengeluaran kas yang akan diterima kembali
yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah
dan komposisi investasi jangka panjang,
piutang  jangka  panjang, dan  utang
POLTEKPEL Surabaya schubungan dengan
pendanaan atau penggunaar surplus

arnggaran.

 3.100.000

ARUS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN:

Merupakan kode dari ektivitas penerimaan kas
vang perlu dibavar yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi
investasi jangka panjang, piutang jangka
panjang, dan utang PCLTEXKPEL Surabaya
sehubungan dengan pendanaan atau

penggunaan surplus anggaran.

©3.100.100

Perolehan Pinjamarn.

©3.100.200

Penerimasan Kembali Pokok Pinjaman.

2.200.000

ARUS KELUAR DARI AKTIVITAS PENDANAAN:

Merupeakan kode dari pengeluaran kas yang
akan diterima kembali yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi
investasi jangka panjang, piutang jangka

panjang, dan utang POLTEXPEL Surabaya
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sehubungan

dengan pendanaan atau

penggunaan surplus anggaran.

3.200.100 | Pembayaran Pokok Pinjaman. D
- 3.200.200 | Pemberian: Pinjaman. D
Tabel 1.2 Penjelasan Atas Kode Kas
MAPPING
POLTEKPEL SURABAYA
Laporan Mapping
Akun SAK ke Akun SAP
o AKUN SAK AKUN SAP
NO AKUN NAMA AKUN NO AKUN
111.000.000.000 | ASET
21 1.100.000.000 | Aset Lancar
~311.100.100.000 | Kas dan Setara Kas
~ 411.100.100.100 | Kas Tunai
~511.100.100.101 | Kas Besar 111911
~611.100.100.102 | Kas Kecil Urnum 111911
711.100.100.103 | Kas Kecil Divisi Pelaksanaan Diklat 111911
- 811.100.100.104 | Kas Kecil Divisi Sarana Prasarana 111911
~911.100.100.105 | Kas Kecil Divisi Usaha 111911
10 11.100.100.106 | Kes Kecil Sub. Bag Tata Usaha 111911
1111.100.100.107 | Kas Kecil sub. Bag Keuangan 111911
121 1.100.100.108 iiié’ecﬂ Divisi Birnbingan Mental dan 111911
1311.100.100.109 | Kas Kecil Divisi Unit Penunjang 111611
14 11.100.100,199 | Kas Kecil Lainnya 111911
- 15,1.100.100.200 | BANK 111911
BNI 46, A/C. 0042293940 (Rek.
16| 1.100.100.201 | Operasional RPL 135 Poltekpel 111¢11
Surabaya)
. P BNI 46, A/C. 7997987951 (Rek. Dana
171.100.100.202 Kelolaan RPL 135 poltekpel Surabaya) 111911
Bank BRI, A/C. 0096-1000-400-30-4
18] 1.100.100.203 | {(Rek. Bend Pengeluaran BPG 135 111911
7 Poltekpel Surabava)
191 1.100.100.297 | Kas Bank Dalam Perjalanan 111911
201 1.100.100.298 | Bank Bank Dalam Perjalanan 111911
©2111.100.100.299 | Bank Lainnya 111911
~2211.100.100.300 | Deposito 113311
23 1 1.100.100.301 | Deposito 1 s/d 3 bulan Bank BNI 46 113311
241 1.100.100.302 | Deposito 1 s/d 3 bulan Bank BRI 113311
- 2511.100.100.399 | Deposito 1 s/d 3 bulan Bank Lainnya | 113311
261 1.100.200.000 | Investasi Jangka Pendek 113311
27 11.100.200.100 | Deposito 113311
281 1.100.200.101 : Deposito 3 8/d 12 bulan BankBNI 46 113311
29 11.100.200.102 | Deposito 3 s/d 12 bulan Bank BRI 113311
301 1.100.200.199 | Deposito 3 s/d 12 bulan Bank Lainnya | 113311
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kkkkkkkkk 311 1.100.200.200 | Obligasi 113311
- 3211.100.200.201 | Obligasi s/d 12 Bulan 113311
331 1.100.200.299 | Obligasi lainnya 113311
34 11.100.200.300 | Investigasi Jangka Pendek Lainnya 113319
~3511.100.200.39¢ | Investasi Jangka Pendek Lainnya 113319
- 3611.100.300.000 | Piutang 115712
3711.100.300.100 | Piutang Usaha 115712
381 1.100.300.101 | Piutang Usaha Diklar Pembentukan 115712
© 391 1.100.300.102 | Phutang Usaha Diklat Penjenjangan 113712
p Piutang Usaha Diklat Keterarnpilan =
40|1.100.300.108 | b 8 Belout (DKKP P 115712
41 1.100.300.104 Piutang Usaha Diklat Praktek 115712
Tambahan
42| 1.100.300.105 Piutang Uéaha Diklat Penyegaran 115712
VVVVV {Pasca Layar }
431 1.100.300.106 | Piutang Usaha Permakanan Taruna 115719
441 1.100.300.107 | Piutang Usaha Loundry 115719
451 1.100.300.129 | Piutang Kerjasama Diklat 115719
461 1.100.300.130 | Piutang Matra Laut Lainnya 115719
47 1 1.100.300.191 | Piutang Matra KA 115719
48 1 1.100.300.199 | Piutang Usaha Lain-lain 115891
49 1 1.100.300.300 | Piutang Lain-lain 115891
501 1.100.300.301 | Piutang Sewa Tanah 115811
5111.100.300.302 | Piutang Sewa Gedung 115812
52 1 1.100.300.303 | Piutang Sewa Ruangan 115813
53 11.100.300.304 | Piutang Sewa Peralatan 115814
54 11.100.300.305 | Piutang Sewa Kendaraan 115814
551 1.100.300.306 | Pivtang Sewa Rumah Dinas 115891
561 1.100.400.101 | Penyisthan Pirutang Tak tertagih 116612
57 1 1.100.500.000 | Persediaan
58 1 1.100.500.100 | Persediaan 117212
59 11.100.500.101 | Barang Konsumsi 117111
50 11.100.500.102 | Amunisi 117112
51 11.100.500.103 | Bahan untuk Pemeliharaan 117113
521 1.100.500.104 | Suku Cadang 117114
63 11.100.500.105 | Pita Cukai, Matera:, dan Leges 117121
54 1 1.100.500,106 | Tanah bangunan untulk dijual 117122
©511.100.500.107 | Peralatan dan Mesin untuk dijual 117124
6611.100.500.108 | Barang Lainnya untuk dijual 117128
57 | 1.100.500.109 | Behan baku 117131
58| 1.100.500,110 | Lersediaan untuk tujuan 117191
strategis/berjaga 7T
59 1 1.100.500.199 | Persediaan Lainnya 117199
- 701 1.100.600.000 | Biaya Dibayar dirmnuka 114112
_' 711 1.100.600.100 | Biaya Dibavar Dimuka 114112
72 11.100.600.101 | Biava Dibayar Dimuka- Asuransi 114112
731 1.100.600.,102 | Biaya Dibayar Dimuka- sewa 114112
74 11.100.600.198 | Uang Muka Pembelian Aset Tetap 114115
751 1.100.600.199 | Biaya Dibayar Dimuka Lain-lain 114114 |
761 1.100.700.000 | Aset lancar lainnva
771 1.100.700.100 | Aset lancar lainnya




[110]

agian Lancar Tuntutan

781 1.100.700.101 1 1 daharaan (TP) < 12 bulan 115411
R Bagian Lancar Tagihan Penjualan
79| 1100700102 | £1C o (TPA) < 12 %ulan J 115411
, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -
8011.100.700.103 (TGR) < 12 bulan 115411
£111.100.700.104 | Penyisihan Prutang
~8211.100.700.199 | Aset Lancar lain-lainnya
~8311.200.000.000 | Investasi Jangka Panjang 121613
#4 1 1.200.100.000 | Investasi Jangka Paniang 121613
351 1.200.100.300 | Investasi Jangka Panjang Lainnya 121911
5611.200.100.399 { Investasi Jangka Panjang Lainnya 121911
87 11.300.000.000 | Aset Tetap
881 1.300.100.000 | Tanah 131311
39 1 1.300.100.100 | Tanah 131311
S0 1.300.100.101 | Tanah 131311
©111.300.200.000 | Gedung dan Bangunan 133311
. 9211.300.200.100 | Gedung dan Bangunan Permanen 133311
231 1.300.200.101 | Gedung Perkantoran 133311
54 11.300.200.102 | Gedung Layanan Pendidikan 133311
951 1.300.200.103 | Gedung Asrama 133311
G6 1 1.300.200.104 | Gedung Auditorium 133311
97 11.300.200.105 | Gedung Poliklinik 133311
28 11.300.200.106 | Gedung Rumah Dinas 133311
29 1 1.300.200.107 | Gedung Sport Hall 133311
100 | 1.300.200.199 Ge.dung dan Bangunan Permanen 133211
‘ Lainnya
101 | 1.300.200.200 | Sedung dan - Bangunan - Semi| ;5544
Permanen
1021 1.300.200.201 | Gudang 133311
103 | 1.300.200.20¢ | Gedung  dan  Bangunan = Semi|,,544
VVVVV ] Permanen Lainnya
104 | 1.300.300.000 | Peralatan dan Mesin 132311
1051 1.300.300.100 | Peralatan besar 132311
106 ] 1.300.300.101 | Peralatan Laboratorium 132311
107 11.300.300.102 | Peralatan Simulator 132311
1081 1.300.300.103 | Peralatan Perkantoran 132311
1091 1.300.300.104 | Peralatan Pendidikan 132311
10 1.300.300.105 | Peralatan Asrama 132311
111 1.300.300.106 | Peralatan Poliklinilk 132311
121 1.300.300.199 | Peralatan Besar lainnva 132311
1131 1.300.300.200 | Kendaraan 132311
141 1.390.300.201 | Kendaraan roda dua 132311
1151 1.300.300.202 | Kendaraan roda empat 132311
1161 1.300.300.203 | Kendaraan roda enam 132311
17 1 1.300.300.204 | Kendaraan roda enam keatas 132311
1181 1.300.300.205 | Perahu Penumpang 132311
1191 1.330.300.206 | Perahu Karet 132311
120 | 1.300.300.299 | Kendaraan lainnya 132311
1211 1.300.400.000 | Jalan , Irigasi, dan Jaringan 134311
221 1.300.400.100 | Jalan 134311
1231 1.300.400.101 | Jalan Kantor 134311
1241 1.300.400.102 | Jalan Perumahan 134311
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1251 1.300.400.199 | Jalan Lain-lain 134311
126 | 1.300.400.200 | Irigasi 134311
127 11.300.400.201 | Saturan Drainage 134311
- 128 11.300.400.299 | Irigasi dan lain-lain 134311
- 129 1 1.300.400.300 | Jaringan 134311
1301 1.300.400.301 | Jaringan air 134311
- 132111.300.400.302 | Jaringan listrik 134311
1321 1.300.400.303 | Jaringan telepon 134311
1331 1.300.400.304 | Jaringan Instalasi radar 134311
134 11.300.400.399 | Jaringan lain-lain 134311
1351 1.300.500.000 | Konstruksi dalam Pengerjaan 136211
1361 1.300.500.100 | Koastruksi dalam Pengerjaan 136211
137 11.300.500.101 | KDP-Tanah 136211
138 11.300.500.102 | KDP- Gedung dan Bangunan 136211
13911.300.500.103 | KDP- Peralaten dan Mesin 136211
3401 1.300.500.104 | KDP- Jalan, Irigasi dan Jaringan 136211
1411 1.300.500.199 | KDP Lainnya 136211
1421 1.300.600.000 | Aset Tetap lainnva 135211
1431 1.300.600.100 | Aset Tetap lainnya 135211
- 144 11.300.600.101 | Aset Tetap lainnya 135211
145 11.300.700.000 | Akumulasi Penvusutan 137421
1461 1.300.700.100 | Akumulasi Penvusutan 137421
147 | 1.300.700.101 Akumulasi Penyusutan Gedung dan 137991
B Beangunan
143 | 1.300.700.102 ﬁ:ﬁfﬁulag Penyusutan Peralatan dan 137121
49| 1.300.700.103 | Akumulasi Jalan, Irigasi, dan jaringan | 137321
=0 | 1.300.700.199 AKleulaSi Penyusutan Aset Tetap 137491
Lainnya
1511 1.400.000.000 | Aset Lainnya
1521 1.400.100.000 | Aset Lainnya
1531 1.400.100.100 | Aset Lainnya
154 11.400.100.101 | Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
551 1.400.100.102 | Tuntutan Perbendaharaan (TP
1561 1.400.100.103 | Tagihan Penjualan Angsuran {TPA)
157 11.400.100.104 | Kemitraan dengan Pihak Ke-tiga 161111
158 1.400.100.105 | Scfiware 162211
- 15911.400.100.106 | Hasil Kajian Penelitian 162221
~16011.400.100.107 | Aset Tak Berwujud
161 11.400.100.108 | Aset yang dihentikan penggunaannya
15621 1.400.100.199 | Aset lainnya Lain-lain 166211
1631 1.400.200.000 | Akumulasi Armortisasi 169411
154 11.400.200.100 | Akumulasi Amortisasi 169411
1551 1.400.200.101 | Akm Amortisasi Software 169411
56 | 1.400.200.102 Akm N Amortisasi Hasil Kajian 169412
Penelitian
- 16711.400.200.103 | Akm Amortisasi Aset Tak berwujud 169415
58 | 1.400.200.199 Ai{‘m Amortisast Aset Tak Berwuiud 169415
- Lamnya
159 12.000.000.000 | KEWAJIBAN
. 170 12.100.000.000 | Kewajiban Lancar
171 12.100.200.000 | Hutang Pihak Ke-tiga 212121
17212.100.200,200 | Hutang Pihak Ke-tiga 212121




Mengulang

73 1 9.100.200.201 J a%mnap Pemeliharaan yang masih
harus dibayar
541 9.100.200.202 Blaya 1 I&onsul@a& Pengawasan yang
masih harus dibayar
1751 2.100.200.203 | Hutang Pihak Ke-tiga 212121
1761 2.100.200.204 | Hutang iuran Jamsostek pegawai 212121
177 12.100.200.299 | Hutang Pihak Ke-tiga Lainnya 212121
178 | 2.100.300.000 | Hutang Pajak 525111
17912.100.300.100 | Hutang Pajak 525111
1801 2.100.300.101 | Hutang Pajak PPh 21 525111
181 12.100.300.102 | Hutang Pajak PPh 22 523111
1821 2.100.300.103 | Hutang Pajak PPh 23 523111
18312.100.300.104 | Hutang Pajak PPN 525111
184 12.100.300.199 | Hutang Pajak lainnya 025111
185 12.100.400.000 | Hutang kepada KUN 219711
166 12.100.400.100 | Hutang kepada KUN 219711
187 12.100.400.101 | Hutang kevada KUN 219711
18381 2.100.400.199 | Hutang kepada KUN lainnya 212121
189 12.100.500.000 | Bitaye vang masih harus dibayar 212121
190 12.100.500.100 | Biaya yang masih harus dibayar 212121
191 12.100.500.101 | Biaya Gaji yang masih harus dibayar | 212121
192 | 2.100.500.10z | Bi4va Daya dan Jasa yang masih 212121
harus dibayar
193 | 2.100.500.105 | Biava Keperiuan Perkantoran yang 212121
mesih harus dibayar
54 19 100.500.104 B'i;fiya Iftﬂytas vang masih harus 212121
dibayar
95 | 9.100.500.199 Bl_aya_yang; raasih harus dibayar 212121
N lainnyva
ST e =
196 | 2.100.600.000 | endapatan Diterirna Dimula 219212
‘ (Pembertukan & Penjenjangan)
Y PRI~ -
197 | 2.100.600.100 I exm;iapita_fz Diterirna Dimuka Program 219212
_ Pembentukan
198 12.100.600.101 | Program DP-D Nautika 219212
199 12.100.600.102 | Program DP-D Teknika 219212
200} 2.100.600.103 | Program DP-D KALK 219212
2011 2.100.600.104 | Program DP-IV Nautika Semester I 219212
ET SP-IV Nauti 3
209 1 2.100.600.105 P@gra‘m ]'JP IV Nautika Semester I 219212
] Mengulang
2031 2.100.600.106 | Program DP-IV Teknilka Semester [ 219212
~ T ) .1, b 7 P e
04 1 2.100.600.107 Program 1—,:]. IV Teknika Semester 1 919212
Mengulang
05 1 2.100.600.108 | Program DP-IV KALK Semester 1 219212
56 | 2.100.600.109 P}'ogram _DP—IV KALK Semester 1 919319
Mengulang
07 12.100.600.110 | Program DP-IV Nautika Semester [1 219212
03 | 2.100.600.111 Prf)gr_am DP-IV Nautika Semester [l 519212
Mengulang
209 1 2.100.600.112 | Program DP-IV Teknika Semester I 219212
T o i S
210 12.100.600.113 ngram I?} IV Teknika Semester 11 219212
Mengulang
1112.100.600.114 | Program DP-IV KALX Semester |l 219212
1< -V XAL 2 ;
19 1 2 100.600.115 Program DP-IV  XALK Semester 1I 519219
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213 12.100.600.116 | Program DP-IV Nautika Semester I 219212
a I0Y _ AT i1
)14 | 2.100.600.117 lmgram ;)P IV Nautika Semester III 2192192
Mengulang
2151 2.100.600.118 | Program DP-IV Teknika Semester [II 219212
OoT - sknika 8
2161 2.100.600.1190 Program DP-1V Teknika Semester I 919212
Mengulang
217 12.100.600.120 | Program DP-1V KALK Semester 111 219212
3. ) R z 3
418 12.100.600.121 lrogr:am DP-IV KALK Semester III 919212
Mengulang
1191 2.100.600.122 | Program DP-IV Nautika Semester IV 219212
FOOT - At g
20 | 2.100.600.123 P:_mgram. ”{?P IV Nautika Semester IV 219212
) Mengulang
221 12.100.600.124 | Program DP-1V Teknika Semester IV 219212
—— = I .
239 192.100.600. 125 Program ;.?f IV Teknika Semester IV 919212
B Mengulang
2231 2.100.600.126 | Program DP-IV KALK Semester IV 219212
Ty y - .. > 7
54 12.100.600.127 | rogrﬂalm PP IV. KALK Semester IV 219212
Mengulang
55 1 2.100.600.128 glz'ogram DP-1V Nautika Semester V & 219212
g _ 1 P " s
56 1 2.100.600.129 Program DP IV Nautika Semester V & 919212
VI Mengulang
¥ 10 T '1 . 2 .\
7 19 100.600.130 $§ogram DP-IV Teknika Semester V & 519219
53 19.100.600.131 Program. DP-1V Teknika Semester V & 219219
VI Mengulang
2291 2.100.600.132 | Program DP-1V KALK Semester V& VI | 219212
2. ] _ ' _ " R
20 | 9.100.600.133 Program D‘P IV KALK Semester V & VI 519212
Mengulang
Dy B3 R )
531 | 9.100.600.134 ‘l‘fll";:gram DP-IV Nautika Semester VII & 519212
13919 100.600.135 | Frogram QPulv Nautika Semester VII & 219212
VI Mengulang
5319 100.600.136 5§§gram DP-IV Teknika Semester VII & 219219
Srooram DP-T) nika S \
224 19 100.600.157 Program DP-IV Teknika Semester VII & 919212
VIl Mengulang
-IV KALK Semes
235 | 2.100.600.138 | rogram DEV KALK Semester VIL & | 519519
236 | 2.100.600.139 ?J'Qgram DP-IV KALK Semester VII & $19219
VIl Mengulang
Program DP-IV  Nautika Semester
237 1 2.100.600.140 | Pendek 219212
25| 2.100.600.141 Program DP-IV  Teknika Semester 219212
- Pendek
239 2.100.600.142 | Program DP-IV KALK Semester Pendek | 219212
2401 2.100.600.143 | Program DP-IfT Nautika Semester 1 219212
Prog P-III Nautika Semes
21 19.100.600. 144 I} rogram DP-III Nautika Semester I 519212
] Mengulang
242 1 2.100.600.145 | Program DP-I Teknika Semester | 219212
. o~ ~NIUTTY 3 2 2 o
43 19.100.600.146 lfogra{n I-Ji IIT Teknika Semester | 219219
Mengulang
244 1 2.100.600.147 | Program DP-II! Nautika Semester II 219212
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Program DP-II1 Nautika Semester II

2451 2.100.600.148 } 219212
) Mengulang
246 1 2.100.600.149 | Program DP-1II Teknika Semester 11 219212
=47 1 9.100.600.150 P:_rograx;n %)P—Ill Teknika Semester 11 219212
Mengulang
243 12.100.600.151 | Program DP-III Nautika Semester III 219212
D4, - i o~
549 | 2.100.600.152 Program I?P I Nautika Semester III 219212
Mengulang
250 | 2.100.600.153 | Program DP-III Teknika Semester III 219212
ey _ 5 Q
=1 | 2.100.600.154 ngryam DP-TI Tekntka Semester 11 219212
Mengulang
i 1 _ : -
5% | 9.100.600.155 }Js,ogmm DP-II1 Nautika Sernester IV & 519212
S i . i
253 19 100.600. 156 I rogram ‘DP I Nautika Semester IV & 219212
YV Mengulang
R ike S )
54 12.100.600.157 5rogram DP-IIT Teknika Semester IV & 519212
Y.r o 5. =T c - -
55 | 9.100.600.158 11§)gran1 DP-1I1 Teknika Semester IV & 219212
i V Mengulang
256 1 2.100.600.199 | Program pembentukan lainnya 219212
Pendeapata; iterir imuka P -
257 | 2.100.600.200 I enfi P tag Diterirna Dimuka Program 219212
Penjenjangan
258 12.100.600.201 | Program DP-D Nautika 219212
150 1 9.100.600.202 Progr-a:m DP-D  Nautika Instansi 2197212
Pemerintah
60 1 2.100.600.203 | Program DP-D Teknika 219212
» ut . ] > ’I‘ i 1
51 | 2.100.600.204 Py )gf&;ﬂ_ DP-D eknika Instansi 219212
Pemerintah
52 1 2.100.600.205 | Program DP-V Nautika 219212
B =Y A -1 :
53 19.100.600.206 1rogr%m DP-V  Nautika Instansi 219212
Pemerimtah
641 2.100.600.207 | Program DP-V Teknika 219212
Sy e R : y :
55 | 2.100.600.208 I mgrﬁm_ DP-V  Teknika Instansi 2197212
Pemerintah
266 | 2.100.600.209 | Program DP-IV Nautika 219212
a7 1 9.100.600.210 Pm{gr%m' DP-1V  Nautika Instansi 219212
Pemerintah
2568 12.100.600.211 | Program DP-IV Teknika 219212
S B ST —
59 | 2.100.600.212 lzxagrgin‘ DP-1V  Teknika Instanst 2193192
Pemerintah
270 12.100.600.213 | Program DP-11I Nautika 219212
P rogrs - autika st i
7112 100.600.214 ; .mgr%m_ | DP-IIT  Nautik Instansi 219212
Pemerintah
2721 2.100.600.215 | Program DP-III Teknika 219212
- 5 e Ten .
75 |5 100.600.216 Pr ogrz?r‘n DP-II  Teknike Instansi 519212
Pemerintah
274 2.100.600,217 | Frogram DP-1l Nautika 219212
. 3— ‘ M .
75 1 9 100.600.218 Pr ogre?.m. DP-II  Nautika Instansi 519212
Pemerintah
2761 2.100.600.219 | Program DP-II Teknika 219212
3 T N P- e ] :
277 1 9.100.600.220 Pr agr%m_ DP-1  Teknika Instansi 219212
Pemerintah
2781 2.100.600.221 | Program DP-1 Nautika 219212
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{DKKP) 1

79 | 2.100.600.292 Pr{)gra’m BP-1  Nautika Instansi 219219
Pemerintah
250 | 2.100.600.223 | Program DP-I Teknika 219212
181 | 2.100.600.224 | Program  DP-T Teknika  Instansi | 4, ),
Pemerintah
582 | 2.100.600.299 Penfiapatat‘rl Dltc.arima Dimuka Program 219212
_ Penjeniangan lainnya
253 1 9.100.600.300 E)@nddpatan Diterirna Dimuka Crash 219919
rogram . . .
24 12.100.600.301 Flj’e-ndapa&an Dﬁ_;el:l;_rna Dimuka Crash 219212
Program Semester [
a5 1 9.100.600.307 Pendapatan leefl}na Dimuka Crash 519212
Progrom Semester 11
926 19 100.600.303 Pendapatan Dr_te1r1ma Dimuka Crash 219212
Program Semester 1
257 1 9 100.600.304 E“endapatan D1‘_te1:1:ma Dimuka Crash 519212
Program Semester 1V
228 19.100.600.305 Pendapatan Diterima Dimuka Crash 519212
) Program Semester V
120 | 2.100.600.306 Pendapatan Dl’vcel:z:ma Dimuka Crash 519212
Program Semester VI _
A Pendapatan Diterime Dimuka Program
0 100.600.400 Diklat Penyegaran Pernutakhiran 219212
291 12.100.600.401 | Program DP-V Nautika 219212
292 12.100.600.402 | Program DP-V Teknika 219212
293 12.100.600.403 | Program DP-IV Nautika 219212
294 1 2.100.600.404 | Program DP-IV Teknika 219212
2951 2.100.600.405 | Program DP-UI Nautika 219212
296 1 2.100.600.406 | Program DP-III Teknika 219212
297 12.100.600.407 | Program DP-II Nautika 219212
298 1 2.100.600.408 | Program DP-1I Teknika 219212
299 1 2.100.600.409 | Program DP-1 Nautika 219212
5001 2.100.600.410 | Program DP-I1 Teknika 219212
201 | 2.190.600.500 Pq?nde.ajpatan Dlt@%‘ll’rla Dnﬁnyf&a Program 519212
Diklat Penyegaran Retraining
502 1 2.100.600.501 | Program DP-IV Nautika 219212
03 1 2.100.600.502 | Program DP-IV Teknika 219212
104 1 2.100.600.503 | Program DP-III Nautika 219212
{051 2.100.600.504 | Program DP-1II Teknika 219212
— NP - -
<06 | 2.100.600.600 1&Tr1da_1jpata‘n Diterima Dvlmugal Program 5192192
Diklat Penyegaran Penyetaraan
507 12.100.600.601 | Program DP-IV Nautika 219212
508 1 2.100.600.602 | Program DP-IV Teknika 219212
5009 1 2.100.600.603 | Program DP-III Nautika 219212
210 1 2.100.600.604 | Program DP-III Teknika 219212
511 | 2.100.600.700 P@ndggata._n Diterima Dﬁzmurkra Program 919212
V Diklat Penyegaran Penyesuaian
112 1 2.100.600.701 | Program DP-IV Nautika 219212
%131 2.100.600.702 | Program DP-III Nautika 219212 |
. Pendapatan Diterirna Dimuka Program 519
141 2.100.610.000 Dilklat DKKE | 2192172
Pendapatan Diterirna Dimuka Program
151 2.100.610.800 | Diklat Ketrampilen Khusus Pelaut) 219212
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516 12.100.610.801 | DEKP BST Taruna/siswa 219212
517 12.100.610.802 | DEKF BST 219212
;_f--; 1812.100.610.803 | DEXP B3T Instans: Pemerintah 219212
~31912.100.610.804 | DEKP SCRB Taruna/siswa 219212
- 52012.100.610.805 | DEXP SCRB 219212
. 521 12.100.610.806 | DEKP SCRB Instansi Pemerintah 219212
2 12.130.610.807 | DKKP AFF Taruna/siswa 219212
31 2.100.610.808 | DEKP AFF 219212
524 12.100.610.509 | DKKP AFF Instansi Pemerintah 219212
2251 2.100.610.810 | DEKP MC Taruna/siswa 219212
5261 2.100.610.811 | DEKP MC 219212
527 12.100.610.812 | DEKKF MC Instansi Pemerintah 219212
=28 1 2.100.610.813 | BKKF MEFA Taruna/siswa 219212
29 12.100.610.814 | DEKP MEFA 219212
. 2.100.610.815 | DEKF MEFA Instans: Pemerintah 219212
2.100.610.816 | DEKP TFC Taruna/siswa 219212
2.100.610.817 | DEKKFP TIFC 219212
2.120.610.818 | DEXP TFC Instans: Pemerintah 215212
4 12.120.610.819 | DKKP S50 Taruna/siswa 219212
551 2.100.610.820 | DKKP 880 219212
56 12.100.610.821 | DEKF 830 Instansi Pemerintah 219212
37 12.100.610.822 | BEKKF CCM Taruna, siswa 219212 _;
38 12.100.610.823 | DEXP CCM 219212 a
32 12.100.610.824 | DEXF CCM [nstansi Pemeriatah 219212
40 12.100.610.825 | DEXF RS Taruna/siswa 219212
L112.100.610.826 | DEXP R3 219212
2.100.610.827 | DKKI RS Instansi Pemerintah 219212
2.100.610.5328 | DEKXP AS Taruna/siswa 219212 .
2.100.610.829 | DEKKF AS 219212
2.100.610.830 | DEKF A3 Instansi Pemerintah 219212
2.100.610.831 | DEKP GMDESES GOC Taruna/siswa 219212
2.100.610.832 | DEKKF GMDISS GOC 219212
2.100.610.833 | PEKF GMDSS GOC Instansi 219212
, Pemeritan B
10.100.610.834 | DEKKP GMDSS ROC Taruna/siswa 219212
2.100.610.835 | DHKP GMDSS ROC 219212 ~
2.100.610.836 | DRKP GMDSS ROC Instanst Perneritah | 219212
2.100.610.837 | DKKP BRM Taruna/siswa 219212
2.100.610.838 | DKXF BRM L 219212
$2.100.610.83¢ | DEKP BRM Instansi Pemerintah 219212
2.100.610.840C | DEKXF BST KLM Taruna/siswa 215212
2.100.610.841 | DEKXP BST KLM 219212
2.100.610.842 | DEXP BST KLM Instansi Pemerintah 219212
2.100.610.843 | DEKF I8M Code Taruna/siswa 219212 |
259 12,100.610.844 | DEKP IEM Code B 219212
501 2.100.610.845 | DKKP ISM Code Instansi Pemerintah 219212 R
1 12.100.610.846 | DKXP ARPA Simulator Taruna/Siswa | 219212
62 12.100.610.847 DF'KP‘ ARPA Simulator 2192172
53 2.100.610.848 | JRKE Arpa Simulator instans: 219212 |
| Pemerintah ;
- 12.100.610.349 | DEKF ERRM Taruna/Siswa 219212
2.100.610.850 | DKKF ERRM 219212 |
2.100.610.851 | DEKP ERRM Instansi Pemenntah 219212 ]

—



402
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DEXP Maritime Insurance Course

2.100.610.887 - o 219212
Instansi Pemerintah
4031 2.100.610.888 | DKKP FST Taruna/Siswa 219212
404 12.100.610.889 | DEKP FST 219212
+05 1 2.100.610.890 | DEKKP F3T Instansi Pemerintah 219212
4061 2.100.610.891 | DKKF Maritime Law Taruna/Siswa 219212
07 1 2.100.610.892 | DRKKP Maritime Law 219212
202 12.100.610.803 DhKf‘-_ Maritime Law Instansi 019212
Pemerintah
409 12.100.610.894 | DEKP Inert Gas System Taruna/Siswa | 219212
=10 12.100.610.895 | DEKP nert Gas System 219212
11 ]2.100.610.896 | DRKP Inert Gas  System  Instansi| 59515
Pemerintah
12 1 2.100.620.000 Pelfzdapatan Diterime Dimuka Program 519219
DEKP II
Pendapatan Diterimna Dimuka Program
131 2.100.620.800 | Diklat Ketrampilen Khusus Pelaut|219212
(DEKP) I
14 1 2.100.620.801 | DERP - Cargo O Handling | 51951,
Faruna/Siswa
2151 2.100.620.802 | DKKP Cargo Cil Handling 219212
16 | 2.100.620.803 DM{F_] ) t.',argo Oil Handling Instansi 219212
Pemerintah
417 12 100.620.804 DEXP J?fectncal Engineer Course 519212
Taruna/Siswa
2181 2.100.620.805 | BKKF Electrical Engineer Course 219212
19| 2.100.620.806 | DRKP  Bledirical Engineer  Course | 51951
Instansi Pemerintah
90 1 2.100.620.807 DETKP_ bf'eam’ Zju;"bme For Operational 219219
Level Taruna/Siswa
K S ‘urbi : [
21 12.100.620.808 }5;;{;13 team Turbine For Operational 219212
= G g -
259 19.100.620.809 DE%KP ._i‘eam. 'I"urbm'evv For Operational 219212
) Level Instansi Pemerintah
. DKXF Diesel Engineering For
2 ]
2812.100.620.810 Operational Level Taruna/Siswa 219212
- Nion T -
54 19100.620.811 DM{‘]?T N Diesel ngineering For 919212
Operational Level
- .~ | DEKP Diesel Engineering For
) { fe
251 2.100.620.812 Cperational Level Intansi Pemerintah 219212
26 2 100.620.813 DEXP Ibfafntenance . and Repair 219212
B Management Taruna/3iswa
29719 100.620.814 D}:J{P ‘ Malmtenance ard  Repair 219212
Monagement
r .« | DEKP  Maintenance and  Repair
__"2 812.100.620.815 Meanagement Intansi Pemerintah 219212
256 | 2.100.620.816 DEKP WI‘Wc.mfzme FEnglish Course 219212
, Taruna/Siswa
£30 1 2.100.620.817 | DRXF Maritime English Course 219212
31 12.100.620.818 DEs.%(IiMarsnm,e English Course Instansi 219212
Pemerintah
39 | 2.100.620.819 DEKP l?gngerous Goods Handling 219219
Taruna/Siswa
33 12.100.620.820 | DKKP Dangerous Goods Handling 219212
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357 12.100.610.852 | DKKP OT Taruna/Siswa 219212
368 12.100.610.853 | DEKP OT 219212
569 12.100.610.854 | DKKP OT Intansi Pemerintah 219212
3701 2.100.610.855 | DKKF Chemical Tanker Taruna/Siswa | 219212
711 2.100.610.856 | DEKP Chemical Tanker 219212
7519 100.610.857 DE_I{P .L,]ftemzcal Tanker Instansi 519219
Pemerintah
3731 2.100.610.858 | DKKP BWM Taruna/Siswa 219212
740 2.100.610.859 | DEKP BWM 219212
75 12.100.610.860 | DEKP BWM Instansi Pemerintah 219212
576 12.100.610.861 | DKKP PFSO Taruna/Siswa 219212
77 12.100.610.862 | DEXP PFSO 219212
578 12.100.610.863 | DKKP PFSO Instansi Pemerintah 219212
179 12.100.610.864 | DKKP Ship Handling Taruna/Siswa 219212
380 12.100.610.865 | DKKP Ship Handling 219212
21 12.100.610.866 DM{I—"-’—' Ship Handling Instansi 219212
Pemerintah
282 2.100.610.867 | DEKP - Port o Coptain - Course | 51551,
Taruna/Siswa
231 2.100.610.868 | DRKP Port Captain Course 219212
254 1 2.100.610.869 Dh_KP_‘ Port Captain Course Instanst 519212
i Pemerintah
.35 | 2.100.610.870 ’DE%_KP Cn'yod and Crisis Management 219212
& Taruna/Siswa
386 1 2.100.610.871 | DEKF Crwod and Crisis Management 219212
27 92.100.610.872 DEXP Q’U}Od qndr Crisis Management 219212
Instansi Pemerintah
128 | 2.100.610.873 | DR8P Port - Engineer  Course | 51951
Taruna/Siswa
520 1 2.100.610.874 | DKKP Port Engineer Course 219212
90 | 2.100.610.875 DK.KP;FC?TT Engineer Course Inistansi 219212
Pemerintah
51 19.100.610.876 ghKPT B T}iammg_ For  Instructur and 219212
oard Taruna/Siswa
.92 1 9 100.610.877 DRKPﬂ Training For Instructur and 2192192
Board
93 1 9.100.610.878 DM{P_ . Trgmzr_mg }*c‘i Instructur and 2192192
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Board Instansi Pemernintah
. DKXP  Electronic  Chart  Display
124 ! s . f v
941 2.100.610.879 Information System Taruna/Siswa 219212
405 | 9.100.610.880 DI}KP ! Electronic Chart  Display 519217
Information System
DREKF  Electronic  Chart  Display
296 | 2.100.610.881 | Information System Instansi | 219212
Pemerintah
597 12.100.610.882 | DKKP Ship Stability Taruna/Siswa 219212
e SR AT
08 | 2.100.610.883 | DEKF Shup Stability 219212
- e EISERCT ;
1399 1 9.100.610.884 DRKP , Ship Stability Instansi 519212
Pemerintah
.50 1 2.100.610.885 DM{P j‘Ldfeajfatzme Insurance Course 219212
B Faruna/Siswa
01 1 2.100.610.886 | DEKKFP Maritime Insurance Course 219212
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34 12.100.620.891 DP%TI;{F' . Dcmget.’ous Goods Handling 5192192
Instansi Pemerintah
35 | 2.100.620.822 | DERP Shipping Management | ) 4519
) Taruna/Siswa
©36 1 2.100.620.823 | DEKF Shipping Management 219212
237 | 2.100.620.824 DKKP; S?_*szping Management Instansi 519212
‘ Pemerintah
238 19 100.620.895 DKKP_’ Globai’ Maf.'itime _ Distress and 2192192
Scfety System Taruna/Siswa
239 | 2.100.620.826 DKXP Globai Maritime Distress and 219212
Scfety System
DEKFP Global Maritime Distress and | ..
40 12.100.620.827 Safety System Instansi Pernerintah 219212
41]2.100.620.828 | DIiE S Piping - System | 51951
aiuna/Siswa
42 12.100.620.829 | DEKFP Ship Piping System 219212
<4319 100.620.830 DKKP‘. Ship Piping System Instansi 219219
4 Pemerintah
44 1 2.100.620.831 | DEKKP Welding Course Taruna/Siswa 219212
=451 2.100.620.832 | DEKP Welding Course 219212
46 | 9.100.620.833 ?KI{P . Welding  Course  Instansi 519219
emerintah
447 | 2.100.620.834 | DIE | futomatic - Control - System | 5,955
aruna/Siswa
48 1 2.100.620.835 | DKXP Automatic Control System 219212
49 | 92.100.620.836 DIFKP . Amfom.atic Control  System 519212
Instansi Pemerintah
{ Pendapatan Diterimnea Dimuka Program
50 | 2.100.630.000 PDEKP Revalidasi 219212
2511 2.100.630.100 | DEXF Kevalidasi 219212
4521 2.100.630.101 | DEKP B3T Taruna/siswa 219212
453 12.100.630.102 | DEKP BST 219212
234 1 2.100.630.103 | DEKF BST Instansi Pemerintah 219212
=55 12.100.630.104 | DKKP SCRB Taruna /siswa 219212
%56 1 2.100.630.105 | DEKP SCRB 219212
57 1 2.100.630.106 | DKKP SCRB Instansi Pemerintah 219212
+38 1 2.100.630.107 | DKXP AFRF Taruna/siswa 219212
259 12.100.630.108 | DEKP AFF 219212
=501 2.100.630.109 | DRKF AFF Instansi Pemerintah 219212
51 12.100.630.110 | DEKF MC Taruna/siswa 219212
462 12.100.630.111 | DEKP MC 219212
4631 2.100.630.112 | DEXP MC [nstansi Pemerintah 219212
=54 12.100.630.113 | DEKP MEFA Taruna/siswa 219212
4651 2.100.630.114 | DEKKP MEFA 219212
4656 12.100.630.115 | DKKP MEFA Instansi Pemerintah 219212
=57 12.100.630.116 | DEXP TFC Taruna/siswa 219212
468 12.100.630.117 | DEKF TFC 219212
=659 1 2.100.630.118 | DKKP TFC Instansi Pemerintah 219212
47012.100.630.119 | DKKP 830 Taruna/siswa 219212
471 12.100.630.120 | DEXF 880 219212
4721 2.100.630.121 | DRKP S50 Instansi Pemerintah 219212
473 12.100.630.122 | DEKP CCM Taruna/siswa 219212
=74 12.100.630.123 | DEKP CCM 219212
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Pemerintah

4751 2.100.630.124 | DEXP CCM Instansi Pemerintah 219212
476 12.100.630.125 | DKKP RS Taruna/siswa 219212
477 12.100.630.126 | DKKP RS 219212
478 12.100.630.127 | DKXP RS instansi Pemerintah 219212
479 12.100.630.128 | DKKP AS Taruna/siswa 219212
480 12.100.630.129 | DKKP AS 219212
251 12.100.630.130 | DEKP AS Instansi Pemerintah 219212
821 2.100.630.131 | DEKF GMDSS GOC Taruna/ siswa 219212
483 12.100.630.132 | DEKP GMDSSE GOC 219212
341 2.100.630.133 | DRKP  GMDSS GOC - lnstansi | 5145,
Pemerintah
4851 2.100.630.134 | DEKP GMDSS ROC Taruna/siswa 219212
=86 12.100.630.135 | DKKP GMDSS ROC 219212
257 1 9.100.630.136 DKKE . GMDSS ROC Instansi 219212
Pemerintah
488 12.100.630.137 | DKKP BRM Taruna/siswa 219212
4589 12.100.630.138 | DKKP BRM 219212
490 12.100.630.139 | DKKF BREM Instansi Pemerintah 219212
491 12.100.630.140 | DKKP BST KLM Taruna/siswa 219212
292 12.100.630.141 | DKKP BST KILM 219212
453 12.100.630.142 | DEXP BST KLM Instansi Pemerintah 219212
1941 2.100.630.143 | DKKP 1SM Code Taruna/siswa 219212
495 12.100.630.144 | DEKP ISM Code 219212
496 12.100.630.145 | DEKF ISM Code Instansi Pemerintah 219212
<87 12.100.630.146 | DKXP ARPA Simulator Taruna/Siswa | 219212
228 12.100.630.147 | DEKP ARPA Simulator 219212
.59 | 2.100.630.148 DKK}ifir-pa Simulator Instans: 519212
‘ Pemerintah
500 1 2.100.630.149 | DKKP ERRM Taruna/Siswa 219212
501 12.100.630.150 | DEKFP FERRM 219212
502 12.100.630.151 | DKKP ERRM Instansi Pemerintah 219212
5031 2.100.630.152 | DEKF OT Taruna/Siswa 219212
504 1 2.100.630.153 | DKKP OT 219212
5051 2.100.630.154 | DKKP OT Intansi Pemerintah 219212
5061 2.100.630.155 | DKKP ECDIS Taruna/Siswa 219212
507 12.100.630.156 | DRKP ECDIS 219212
508 12.100.630.157 | DEKKP ECDIS Instansi Pemerintah 219212
509 | 2.100.630.158 | DKKFP BWM Taruna/Siswa 219212
5101 2.100.630.159 | DKKF BWM 219212
11 12.100.630.160 | DEXP BWM Instansi Pemerintah 219212
5121 2.100.630.161 | DEKP PESO Taruna/Siswa 219212
131 2.100.630.162 | DEKP PFSO 219212
514 12.100.630.163 | DRKF PFSQ Instansi Pemerintah 219212
7151 2.100.630.164 | DEKP Ship Handling Taruna/Siswa 219212
5161 2.100.630.165 | DKKP Ship Handling 219212
17 1 2.100.630.166 EKKIi | Ship  Handling  Instansi 519212
Pemerintah
““““ 12 12.100.630.167 | DEEP  Port - Caplain  Course| 5,q5 4,
Faruna/Siswa
719 12.100.630.168 | DEKP Port Captain Course 219212
50 | 2.100.630.169 DEXP Port Captain Course Instansi 219212
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DEKP Crwod and Crisis Management

Instansi Pemerintah

5211 2.100.630.170 ] - 219212
- Taruna/Siswa
- 52212.100.630.171 | DKKP Crwod and Crisis Management | 219212
=951 9.100.630.172 DKKP L}rwod l.cmd Crisis Management 219212
Instansi Pemerintah
224 | 2.100.630.173 | DEXE - Port - Engineer  Course| 5,451,
Taruna/Siswa
5251 2.100.630.174 { DKKP Port Engineer Course 219212
Y= ——" 's -
596 | 2.100.630.175 DKKP" 4 qrt Engmeer Course Instansi 219212
Pemerintah
=57 12 100.630.176 D};KP_ melmngz_ For  Instructur and 5192192
Board Taruna/Siswa
58 | 2.100.630.177 DEKKFP Training For Instructur and 519212
Board
559 12 100.620.178 DEKP I‘rauur.ig FOI—‘. 1_1'1311"11(’:‘5111‘ and 219219
Board Instansi Pemerintah
520 | 2.100.630.179 DI%s.KP E,Zeftrontc ‘ Chart . Display 219212
Information System Taruna/Siswa
DKKP  Electronic  Chart  Display
5311 2.100.630.180 | Information System 219212
DKXP  Electronic  Char:  Display
5321 2.100.630.181 | Information System instansi | 219212
Pemerintah
533 12.100.630.182 | DEKP Ship Stability Taruna/Siswa 219212
534 1 2.100.630.183 | DEKKP Ship Stability 219212
235 | 9 100.630. 184 DKK?_-, — Ship Stability Instansi 5192192
- Pemerintah
536 | 2.100.630.185 ’DK-.KIT‘ ll/_‘f’.:zrzttme Insurance Course 219212
| Paruna/ Siswa
537 12.100.630.186 | DEKP Maritime Insurance Course 219212
s ( iy P . >
438 | 2.100.630.187 }‘DM‘P . ZV{aﬂtuﬂ?.le Insurance Course 519219
| Instansi Pemerintah
=39 1 2.100.630.188 | DKXP FST Taruna/Siswa 219212
540 1 2.100.630.189 | DEXP 5T 219212
5411 2.100.630.190 | BKKP FST Instansi Pemerintah 219212
542 12.100.630.191 | DKKP Maritime Law Taruna/Siswa 219212
543 12.100.630.192 | DKKP Maritime Law 219212
244 | 2.100.630.193 DK.E{P_‘ Maritime Law Instansi 519212
Pemerintah
5451 2.100.630.194 | BKKP Inert Gas Systemn Taruna/Siswa | 219212
546 | 2.100.630.195 | DKKP Inert Gas System 219212
547 | 2.100.630.196 | DEKP ~ nert  Gas - Systern Instanst | 51955
) Pemerintah
a8 | 2.100.630.107 | DEKP - Cergo O Handling | 51951,
Taruna/Siswa
549 12.100.630.198 | DEKF Cargo Oi Handling 219212
50 | 9.100.630.199 DE\_KP'"‘V Cargo Oil Handling Instansi 519219
Pemerintah
251 | 2.100.630.200 }?Es:hp Eji.e?cmcal Engineer Course 519210
) Taruna/Biswa
5521 2.100.630.201 | DKKFP Electrical Engineer Course 219212
ey e R
553 9.100.630.202 DKKF  Electrical Engineer Course 019212




BEKF Steam Turbine For Operational

2.100.630.203 e 219212
Level Taruna/Siswa
555 | 2.100.630.204 Ei\ji}:’ Steam Turbine For Operational 219212
- p N :
536 1 9 100.630.205 D}\_.KP Steamn Tu: i::m_e For Operational 919212
Levpel Instansi Pemerintah
557 | 9 100.630.206 DEKKFP .' Diesel li-ngmee:nng For 219212
Operational Level Taruna/Siswa
5581 2.100.630.207 | DEKP - Diesel - Engineering  For| 514549
Opercational Level
. DEKP Diesel Engineering For
______ 29 | 2.100.630.208 Cperational Level Intansi Pemerintah 219212
560 | 2.100.630.209 | DEKP  Maintenance — and  Repair| , 45,
7 Menagement Taruna /Siswa
561 2.100.630.210 | DEEEP - Maintenance  and  Repair| 519519
Management
462 | 2.100.630.211 | PRKF  Mointenance and  Repair| 519545
Monagement Intansi Pemerintah
=53 | 2.100.630.212 DKKP Mc-mtzme English  Course 219212
B Taruna/Siswa
_______ 5654 |1 2.100.630.213 | DEKP Maritime Engiish Course 219212
65 | 2.100.630.214 DEKP ‘Mfzr;ittme English Course Instansi 519212
Pemerintah
=66 1 9.190.630.215 Dixf.KP .l?_aﬁ,gerous Goods Handling 219212
7 Taruna/Siswa
______ 5067 12.100.630.216 | DKKP Dangerous Goods Handling 219212
68 | 2.100.630.217 | DEKF  Dangerous  Goods  Handling | 51g5 15
Instansi Pemerintah
50 | 2.100.630.218 D%ijP - ;thpmg Management 519212
Taruna/Siswa
70 1 2.100.630.219 | DKKP Shipping Management 219212
XE Shinping Mar ' - ,
271 | 9.100.630.220 DL}\P: Shipping Management Instansi 219212
Pemerintah
75 19 100.630.221 EDEQ%{P E'Zcbat ﬁﬁicqz;1tzmeﬂ_ Distress and 019212
Safety System Taruna/Siswa
272 | 5 100.630.222 DEKKP (;Zobar. Maritime Distress and 919212
Safety System
— DEKP Global Maritime Disiress and
) i 2 . .
74| 2.100.630.223 Scfety System Instansi Pemerintah 219212
: s ——
575 12.100.630.204 | DEKP  Ship - Piping - System | 519519
Farmina/Siswa
576 1 2.100.630.225 | DRKP Ship Piping System 219212
{ k) pay m ins i
7 15 100.630.226 DM{P"; Ship Piping  System  instansi 5192192
Pemerintah
5781 2.100.630.227 | DEKKP Welding Course Taruna/Siswa 219212
579 | 2.100.630.228 | DEKXP Welding Course 219212
520 | 2.100.630.229 D—h}xF.’;‘ Welding  Course  Instansi 219212
Pemerintah
481 12.100.630.230 | PEKP  Automatic  Control  System | 51951,
Taruna/Siswa
582 12.100.630.231 | DEKP Automatic Control System 219212
223 | 2 100.630.232 DRKKP  Automatic Control System 919219

Instansi Pemerintah
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Pendapatan Diterirna Dimuka Program

2.100.630.999 - . 219212
DEXP lainnya
585 12.100.650.199 | Pendapatan Program Diklat Lainnya 219212
26 | 9.100.660.000 Penhd&patan_ Dlte-:rzn’}a Dzm.ul{a Hasil 519219
) Kerjasame dengan Pihak Lain
537 | 2.100.660.100 | Lendapatan  Diterima Dimuka  Hasil | 55,1,
‘ Kerjasamea dengan Pihak Lain
oy o ey 3 ey |
288 1 92.100.660.101 Pend_'apatan A Dil;lat Fr a-_f:tekﬁ Tambahan 519219
Nautika Instansi Pemerintah
» oty '{.—- ey et E
526 1 9.100.660.102 1 elldf:Lpat_an | Dil }di Pr aif:Lek_ Tambahan 219212
] Teknika Instansi Pemerintah
290 | 2.100.660.103 Pendgpatan D1k'lat Praktek Tambahan 519212
) Nautika Instansi Swasta
»J ol Lt ’ 3
=51 |12 100.660.104 } end‘cf;paatan _ le.lat Praktek Tambahan 019212
l'eknika Instansi Swasta
. Pendapatan Diklat Penilaian Paket
12 2.1
72 12.100.660.105 Parala Akademi Maritim Swasta 219212
- . Pendapatan Kerjasama Kursus
0 .100. . . . :
B 3| 2.100.660.106 | by iinan Praitek Simulator/Lab 219212
- 594 12.100.660.107 | Pendapatan Kerjasama Xursus 380 219212
595 | 2.100.660.108 | Pendapatan Kerjasama Kursus C30 219212
5961 2.100.660.109 | Pendapatan Kerjasama XKursus PFSO 219212
597 1 2.100.660.110 | Praktek Taruna Swasta 219212
598 1 2.100.660.111 | Pendapatan Kerjasama Kursus ECDIS 1219212
59 | 2.100.660.112 Pef'ade%patan Kerjasama Kursus Lathe 219212
Muochine
50 1 2.100.660.113 Pe?ldapa_tan Kerjasama Kursus LNG 919212
) Tanker
~01 1 2.100.660.114 Pendapeatan Kerjasama Kursus Risk 019212
- Awareness and Management
. . Pendapatan Kerjasama Kursus
>’)2 2.100.660.115 Welding Machine 219212
502 1 1.190.660.116 Penda_p‘e%tan Kerjasama Kursus Marine 519212
Electricity
Pendapatan Kerjasama Kursus
504 12.100.660.117 | International Standard Port Shiping | 219212
Code
Pendapatan Kerjasame 1TS :
05 12 100.660.118 lsa;ilz?lcipc tan Kerjasama Kursus Deck 519217
- e . Pendapatan Kerjasama Kursus
m:.u)@ 2.100.660.119 SIGGTO 219212
S07 1 9.100.660.120 Pend‘a.pat.an Kerjasama Kursus LNG 519212
Fomilization
» Pendapatan Kerjasama Kursus Pallast
.'_T,ng 2.100.660.121 Handling & Pump Operation 219212
400 | 2.100.660.122 Pend‘a‘pat'an Kerjasama Kursus ISM 519212
B Foamilization
. . Pendapatan Kerjasama Kursus
! e
| 4\7__:'10 2.100.660.123 COXWAIN 219212
~51112.100.660.124 | Pendapatan Kerjasama Kursus FRB 219212
Pe 8L {erjasa irsus Basi
112 | 2.100.660.125 | Lendapatan Kerjasama Kursus Basic| g5
N Sea Survival
5131 2.100.660.126 | Pendapatan Kerjasama Kursus HST 219212
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Pendapatan Diterime Dimuka Hasil

514 12.100.660.199 | [, . \ o . . 219212
Kerjasama dengan Pihak Lain Lainnya
415 | 2.100.670.000 | Cendapatan Non Layanan Pendidikan | g4,
Diterima Dimuka
16 | 9.100.670.100 Pi-‘_:]_ld.apata:r_l Non Layanan Pendidikan
Diterima Dimuka
17 12.100.670.101 P;ndapatan Sewa  Gedung Diterima 219211
Dimuka
18 1 2.100.670.102 Pefndapatan Sewa Ruangan Diterima 219911
Dimuka
19 192 100.670.103 Px?nc_lap&tan Sewa Peralatan Diterima 210211
Dimuka
520 | 2.100.670.104 Pa:f:ndgpatn Sewa Kendaraan Diterima 919511
N Dimuka
421 | 2.100.670. 190 | Pendapatan Non-layanan  Pendidikan | 515514
A Diterima Dimuka lainnya
522 12.100.680.101 | Program DP-IV MKTJ Semester 1 219211
523 12.100.680.162 | Program DP-IV TKO Semester 1 219211
2241 2.100.680.103 | Program DP-1V MKTJ Semester 1T 219211
5251 2.100.680.104 | Program DP-1V TKO Semester II 219211
526 1 2.100.680.105 | Program DP-IV MKTJ Semester I 219211
H27 1 2.100.680.106 | Program DP-IV TKO Semester 111 219211
28 | 2.100.680.107 | Program DP-IV MKTJ Semester IV 219211
29 1 2.100.680.108 | Program DP-IV TKO Semester IV 219211
20 1 2.100.680.109 | Program DP-IV MKTJ Semester V 219211
531 12.100.680.110 | Program DP-IV TKO Semester V 219211
032 12.100.680.111 | Program DP-IV MKTJ Semester VI 219211
033 12.100.680.112 | Program DP-IV TKO Semester VI 219211
534 12.100.680.113 | Program DP-IV MKTJ Semester VII 219211
53512.100.680.114 | Program DP-IV TKO Semester VI 219211
536 12.100.680.115 | Program DP-IV MKTJ Semester VIII 219211
237 1 2.100.680.116 | Program DP-IV TKO Semester VIII 219211
038 12.100.680.117 | Program DP-HI PKB Semester | 219211
035 12.100.680.118 | Program DP-III PKB Semester [ 219211
5401 2.100.680.119 | Program DP-1II PKB Semester I 219211
541 12.100.680.120 | Program DP-11I PKB Semester IV 219211
542 12.100.680.121 | Program DP-I[1 PKB Semester V 219211
543 12.100.680.122 | Program DP-I{T PKB Semester VI 219211
544 12.100.680,123 | Program DP-III PKB Semester VII 219211
545 1 2.100.680.199 | Program DP-III lainnya 219211
546 | 9.100.690.199 Pendape}ta? _ 'Pr‘ogram Diklat 519211
Pembentukan Lainnya
247 12.100.700.000 | Hutang Jangka Pendek lainnya 219912
548 | 2.100.700.100 | Hutang Jangka Pendek lainnya 219912
549 1 2.100.700.101 | Hutang Jengka Pendek lainnya 219912
- 550 12.200.000.000 | Kewajiban Non Lancar
251 1 2.200.100.000 | Kewajiban Non Lancar
552 1 2.200.100.100 | Hutang Bank
5531 2.200.100.101 | Hutang Bank BNI 46 Cab.
554 1 2.200.100.102 | Hutang Bank BRI
155 | 2.200.100,199 | Hutang Bank Lainnya
56 1 2.200.100.200 | Hutang Obligasi
257 1 2.200.100.201 | Huteng Obligasi
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- 558 12.200.100.300 | Kewajiban Non Lancar Lainnva
559 12.200.100.301 | Kewajiban Non Lancar Lainnya
550 ] 3.000.000.000 | EKUITAS 391111
o561 13.100.000.000 | Ekuitas Tidak Terikat 391111
- 5562 13.100.100.000 | Ekuitas Awal 391111
. 063 1 3.100.100.100 | Ekuitas Awal 391111
a4 13.100.100.101 | Ekuitas Awal 391111
565 13.100.200.000 | Surplus dan Defisit Tahun Lalu 391112
- 066 1 3.100.200.100 | Surplus demn Defisit Tahun Lalu 391112
057 13.100.200.101 | Surplus dan Defisit Tahun Lalu 391112
- 55681 3.100.300.000 | Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 391112
569 1 3.100.300.100 | Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 391112
- 2701 3.100.300.101 | Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 391112
571 13.100.400.000 | Ekuitas Donasi 391111
- 47213.100.400.100 | Ekuitas Donasi 391111
073 13.100.400.101 | Ekuitas Donasi 391111
- 48741 3.100.500.000 | Penghepusan Aset Tetap
- 57513.100.500.100 | Penghapusan Aset Tetap
5761 3.100.500.101 | Penghapusan Aset Tetap
577 13.100.600.000 | Selisih Revaluasi Aset Tetap
578 1 3.100.600.100 | Selisih Revaluasi Aset Tetap
. 579 13.100.600.101 | Selisih Revaluasi Aset Tetap
5801 3.100.700.000 | Penurunan Bersih Aset
- 581 13.100.700.100 | Penurunan Bersih Aset
- u8213.100.700.101 | Penurunan Bersih Aset
- 083 13.100.800.000 | Ekuitas Tidal Terikat Lain-lain 391111
- 5841 3.100.800.100 | Ekuitas Tidak Terikat Lain-lain 391111
5851 3.100.800.101 | Ekuitas Tidak Terikat Lain-lain 391111
556 | 3.200.000.000 | Ekuitas Terikat Temporer 391111
S87 1 3.200.100.000 | Ekuitas Terikat Temporer 391111
- 588 13.200.100.100 | Ekuitas Terikat Temporer 391111
- 689 13.200.100.101 | Ekuitas Awal 391111
- 590 13.200.100.102 | Ekuitas Donasi 391111
- 591 13.200.100.199 | Ekuitas Terikat Temporer Lainnya 391111
5921 3.200.400.100 | Ekuitas Donasi 391111
293 13.200.400.101 | Ekuitas Donasi 391111
594 1 3.300.000.000 | Ekuitas Terikat Permanen 391111
- 595 1 3.300.100.000 | Ekuitas Terikat Permzanen 391111
- 5961 3.300.100.100 ; Ekuitas Terikat Permanen 391111
- 9897 13.300.100.101 | Ekuitas awal 391111
- 098 1 3.300.100.102 | Ekuitas Donast 391111
589 1 3.300.100.199 | Ekuitas Terikat Permanen Lainnya 391111
700 1 4.000.000.000 | PENDAPATAN
701 14.100.000.000 | Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan | 424112
. 70214.100.100.000 | Pendapatan Pendaftaran 424112
703 ]4.100.100.100 | Seleksi Diklat Pembentukan 424112
704 14.100.100.101 | Pembentukan DP-D Nautika Tahap 1 424112
~ 70514.100.100.102 | Pembentuksen DP-D Nautika Tahap Il | 424112
706 [4.100.100.103 | Pembentuken DP-D Teknika Tahapl | 424112
- 707 14.100.100.104 | Pembentuken DP-I) Teknika Tahap 11 424112
708 14.100.100.105 | Pembentuken DP-IV Nautika Tahap I 4247112
7091 4.100.100.106 | Pembentukan DP-IV Nautika Tahap 1 [ 424112
71014.100.100.107 | Pembentuken DP-IV Teknika Tahap1 | 424112
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11 14.100.100.108 | Pembentukan DP-IV Teknika Tahap II [ 424112
712 14.100.100.109 | Pembentukan DP-III Nautika Tahap I 424112
713 14.100.100.110 | Pembentukan DP-III Nautika Tahap Il | 424112
714 14.100.100.111 | Pembentukan DP-III Teknika Tahap 1 424112
¥1514.100.100.112 | Pembentuksn DP-II Teknika tahap Il [ 424112

71614.100.100.113 | Pendapatan Sipencatar-Tahap | 424112
717 14.100.100.114 | Pendapatan Sipencatar-Tahap 11 424112
18 | 4.100.100. 198 Pendap@itan Ef’endaf‘taran Diklat 494119

VVVVVVV Pembentukan Lainnya
“19 | 4.100.100.199 Retur Pgndapatan Pendaftaran Diklat 494112
Pembentukan

"2014.100.100.200 | Seleksi Diklat Penjenjangan 424112

721 14.100.100.201 | Diklat Penjenjangan DP-D Nautika 424112
722 14.100.100.202 | Diklat Penjenjangan DP-D Teknika 424112
723 14.100.100.203 | Diklat Perjenyjangan DP-V Nautika 424112
724 1 4.100.100.204 | Diklat Penjenjangan DP-V Teknika 424112
725 14.100.100.205 | Diklat Pernjenjangan DP-IV Nautika 424112

26 1 4.100.100.206 | Diklat Penjenjangan DP-IV Teknika 424112
727 1 4.100.100.207 | Diklat Penjerjangan DP-III Nautika 424112
28 1 4.100.100,208 ;| Dilldat Penjenjangan DP-III Teknika 424112
729 14.100.100.209 | Diklat Penyesuaiar: DP-IIl Nautika 424112

______ 7301 4.100.100.210 | Diklat Penyesuaiar: DP-IV Nautika 424112
731 14.100.100.211 | Diklat Pemutakhiran DP-V Nautika 424112
77777 732 14.100.100.212 | Diklat Pemutakhiran DP-V Teknika 424112
733 14.100.100.213 | Diklat Pemutakhiran DP-IV Nautika 424112
734 14.100.100.214 | Diklat Pemutakhiran DP-IV Teknika 424112
~ 73514.100.100.215 | Diklat Pemutalkhiran DP-III Nautika 424112
736 14.100.100.216 | Diklat Pemutakhiran DP-III Teknika 424112
 73714.100.100.217 | Diklat Pemutakhiran DP-II Nautika 424112
 73814.100.100.218 | Diklat Pemutakhiran DP-II Teknika 424112
~ 73914.100.100.219 | Diklat Pemutakhiran DP-I Nautika 424112
740 1 4.100.100.220 | Diklat Pemutakhiran DP-I Teknika 424112
741 14.100.100.221 | Diklat Retraining DP-IV Nautika 424112
7421 4.100.100.222 | Diklat Retraining DP-1V Teknika 424112
743 14.100.100.223 | Diklat Retraining DP-1II Nautika 424112

44 14.100.100.224 | Diklat Retraining DP-1II Teknika 424112

7451 4.100.100,225 | Diklat Retraining DP-1I Nautika 424112
746 1 4.100.100.226 | Diklat Retraining DP-1I Teknika 424112

47 1 4.100.100.227 | Diklat Penyetaraan DP-1V Nautika 424112

74814.100.100.228 | Diklat Penyetaraan DP-IV Teknika 424112
749 1 4.100.100.229 | Diklat Penyetaraan DP-1I1 Nautika 424112

750 ] 4.100.100.230 | Diklat Penyetaraan DP-TII Teknika 424112
511 4.100.100.298 genfiapata; Pegéiaf‘e:araz'l Diklat 494119

Penjenjangan Lainnya
+55 | 4.100.100.299 Re‘i:L_lr Pen@e}pa‘tan Pendaftaran Diklat 494112
Penjenjangan
753 1 4.100.100.300 | Diklat DEKP 424112
754 14.100.100.301 | DEXP BST 424112
755 14.100.100.302 | DEKP SCRB 424112

756 1 4.100.100.303 | DKKP AFF 424112
757 14.100.100.304 | DEKP MC 424112
758 14.100.100.305 | DKKFP MEFA 424112
759 | 4.100.100.306 | DKKF TFC 424112
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- 750 | 4.100.100.307 | DKKP S50 424112
. 751 14.100.100.308 | DEKKP CCM 424112
762 14.100.100.309 | DKKP RS 424112
763 4.100.100.310 | DKKP AS 424112
764 [ 4.100.100.311 | DKKP GMDSS 424112
765 14.100.100.312 | DEXKP BRM 424112
. 766 14.100.100.313 | DKXP BST KLM 424112
- 767 14.100.100.314 | DKKF ISM Code 424112
758 14.100.100.315 | DEKP BST Revalidasi 424112
- 769 14.100.100.316 | DKXP SCRB Revalidasi 424112
77014.100.100.317 | DEXF AFF Revalidasi 424112
/7114.100.100.318 | DKKP MC Revalidast 424112
772 14.100.100.319 | DKKP MEFA Revalidasi 424112
~77314.100.100.320 | DEXP TFC Revalidasi 424112
- 774 14.100.100.321 | DKKP 830 Revalidasi 424112
- 77514.100.100.322 | DEKP CCM Revalidasi 424112
77614.100.100.323 | DKKF RS Revalidasi 424112
777 :4.100.100.324 | DKKP AS Revalidasi 424112
778 14.100.100.325 | BKKP GMDSS Revalidasi 424112
779 14.100,100.398 | Program DKKP lainnya 424112
+20 | 4.100.100.399 Rej:i;u' Pendapatan Pendaftaran Diklat
__ DKKP
~21 | 4.100.200.000 Sz&fapata& Jasa Diklat Transportasi
752 1 4.100.200.100 | Pendapatan Program Pembentukan 424112
753 14.100.200.101 | Program DP-D Nautika 424112
"84 1 4.100.200.102 | Program DP-D Teknika 424112
755 14.100.200.103 | Program DP-D KALK 424112
7861 4.100.200.104 | Program DP-IV Nautika Semester | 424112
57 | 4.100.200.105 Program DP-IV Nautika Semester [ 494112
Mengulang
28 14,100.200.106 | Program DP-IV Teknika Semester I 424112
720 | 4.100.200.107 P@*ogram }}P—EV Telknika Semester 1 424112
Mengulang
901 4.100,200.108 | Programm DP-IV KALK Semester [ 424112
51 1 4.100.200.100 ngram DP-IV KALK Semester 1 4941192
) Menguiang
52 14.100.200.110 | Program DP-IV Nautika Semester Il 424112
/93 | 4.100.200.111 Program DP-IV Nautika Semester II 494112
B Mengulang
794 14.100.200.112 | Program DP-IV Teknika Semester Il 424112
95 | 4.100.200.113 Pf"cgr’am DP-IV Teknika bemester 1I 404119
Mengulang
796 | 4.100.200.114 | Program DP-IV KALK Semester [1 424112
57 | 4.100.200.115 P:rr:agram DP-IV  KALK Semester I 424112
Mengulang
'S8 14.100.200.116 | Program DP-IV Nautika Semester [ 424112
59 | 4.100.200.117 Pr.:)griagn DP-IV Nautika Semester [II 494112
Mengulang
00 1 4.100.200.118 | Program DP-IV Teknika Semester [ 424112
501 | 4.100.200.119 P{."ogram DP-IV Teknika Semester II 494112
Mengulang
502 14.100.200.120 | Program DP-IV KALK Semester III 424112
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Mengulang

N DIV AT )
502 1 4.100.200.121 Mt)é,ra;n J?P IV, KALK Semester [l 494112
Menguleng
304 14.100.200.122 | Program DP-IV Nautika Semester IV 424112
[p) =N , P ) -
405 | 4.100.200.123 Program A,-JI [V Nautika Semester IV 494112
N Mengulang
506 1 4.100.200.124 | Program DP-IV Teknika Semester IV 424112
- . 3_TY% P PRSI
507 | 4.100.200.125 Prograrm }Z?I IV Teknika Semester IV 494119
- Mengulang
08 1 4.100.200.126 | Program DP-IV KALK Semester IV 424112
. ” ‘g}__ T A ; o g r
400 | 4.100.200.127 ngrﬂam mD~ IV. KALK BSemester IV 4924112
Mengulang
g J ) P g Ny 1
510 | 4.100.200.128 ‘\E;z}ogmm DP-1V Nautika Semester V & 404119
511! 4.100.200.129 Prograrg DP*I.V Nautika Semester V & 404112
_ VI Mengulang
19 4.100.200.130 leogram DP-1IV Teknika Semester V & 494112
513 | 4.100.200.131 Fl‘{)gra‘m DP-;V Teknika Semester V & 424112
VI Mengulang
- 514 14.100.200.132 | Program DP-IV KALK Semester V& VI 1424112
4151 4.100.200.133 Progmm DP-1V KALK Semester V & VI 494112
- Mengulang
:}.~=, - " P, 11 [ neste
416 | 4.100.200.134 %f;[}grdm DP-IV Nautika Semester VII & 424112
7 Progre -IV Nautika Semester 3
17 1 4.100.200.135 ) rag_r@r)?. PP IV Nautika Semester VII & 494112
VI Mengulang
118 | 4.100.200.136 Ilj’fl;gram DP-1V Teknika Semester VII & 404112
10 | 4.100.200.137 ngrgm DP-IV Teknika Semester VII & 494117
VIII Mengulang
220 | 4.100.200.138 \.P;.;E')Igram DF-IV KALK Semester VII & 494112
o A T ‘J ’e .:r Q st
521 | 4.100.200.139 | Program DP-IV KALK Semester VII & 45,419
T VI Mengulang
. - :
299 4.100.200. 140 Program  DP-IV Nautika Semester 404112
o Pendek
433 1 4.100.200.141 Program DFP-IV  Teknika Semester 494112
777777 . Pendek
241 4.100.200.142 | Program DP-IV KALK Semester Pendek | 424112
251 4.100.200.143 | Program DP-III Naurika Semester 1 424112
I O Tyt e Je; e
96 | 4.100.200.144 ) rogram DP-IIT Nautika Semester 1 494112
) Mengulang
527 14.100.200.145 | Program DP-III Teknika Semester | 424112
- » ’E' P 1 £ (‘1 2
2314 100.200.146 P% ogra;;n DPe-IIT Teknika Semester | 494112
Mengulang
129 1 4,.100.200.147 | Program DP-1II Nautika Semester 11 424112
230 | 4.100.200.148 Program DP-1II Nautika Semester I 494112
Mengulang
531 14.100.200.149 | Program DP-III Teknika Semester 1l 424112
e o LIT PRI o ~
.29 | 4 100.200.150 Prt}gra;ll DP-1I1 Teknika Semester I 494112
Mengulang
533 1 4.100.200.151 | Program DP-III Nautika Semester 111 424112
rogram DP- autika S ‘
=4 | 4.100.200.152 Program DP-III Nautika Semester I 424117
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535 14.100.200.153 | Program DP-III Teknika Semester III 424112
; Ty P P T
36 | 4.100.200.154 ffrogm@ QI I Teknika Sermester 1II 494112
fengulang
27 | 4.100.200.155 \P}rogram DP-III Nautika Semester IV & 4041172
_ . | Program DP-III Nautika Semester IV &
13 .100. . .
- 8 14.100.200.156 V Mengulang 424112
o 5 - P Fed =1 \
429 | 4.100.200.157 i; ogram DP-III Teknika Semester IV & 424112
540 | 4.100.200.158 Prograr_n DP-IIT Teknika Semester 1V & 424112
v V Mengulang
541 14.100.200.159 | Pendapatan Permakanan Taruna 424112
542 14.100.200.160 | Pendapatan Laundry 424112
%43 | 4.100.200.161 ]I?a*ogram Diploma III Nautika Semester 424112
h P : 7T T ;
244 | 4.100.200.162 f’mgram Diploma HI Teknika Semester 49241192
- e
145 4.100.200.163 1_Program Diploma III Elektro Semester 494112
=¥ , 1 7] y 1
46 | 4.100.200.164 ilrogram Diploma 11T Nautika Semester 404112
547 | 4.100.200. 165 ;yogram Diploma Il Teknika Semester 4924112
Y O 15 ;’ ] g
.48 | 4.100.200.166 il ogram Diploma IlI Elektro Semester 494112
3"': - 3 oo 1 =1
149 | 4.100.200.167 l%;}iagrau'n Diploma IIf Nautika Semester 494112
~ 1 ¥ T 11
250 1 4.100.200.168 E;ogram Diploma I Teknika Semester 424112
R W P T : —
=1 4.100.200.169 }?I.Eogmm Diploma III Elektro Semester 494112
Prog i T Nautik
252 | 4.100.200.170 %\,;Jbram BDiploma 11l Nautika Semester 424112
v ; T el
1531 4.100.200.171 i\;f&gram Diploma !II Teknika Semester 494112
- . N b 1alet
54 | 4.100.200.172 ]i\_,l;()grdill Diploma Ill Elektro Semester 494112
1 S AT : : 2 1.
=5 | 4 100.200.173 i;g&g;':iun Diploma III Nautika Semester 424112
56 | 4.100.200.174 ‘l?gbgi"zm Diploma I Teknika Semester 404119
Y. 11 1 E .
257 1 4.100.200.175 ifr;;g;%m Diploma I Elektro Semester 494112
- Retur Pendapatan Diklat
28 | 4.100.200.180 Pembentuken
559 1 4.100.200.199 | Program pembentukan lainnya 424112
560 | 4.100.200.200 | Pendapatan Program Penjenjangan 424112
151 14.100.200.201 | Program DP-D Nautika 424112
460 | 4.100.200.202 Pr{)gralm‘ DP-D  Nautika Instansi 494112
Pemerintah
W03 1 4.100.200.203 | Program DP-D Teknika 424112
54 | 4.100.200.204 P‘f{)gra_m_ DP-D Teknike instanst 404119
) Pemerintah
65 1 4.100.200.205 | Program DP-V Nautika 424112
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Program DP-1I Teknika

e >0 oo 3 ;
156 | 4.100.200.206 | co8Tem | DEV Hautika - instanst| 45419
467 14.100.200.207 | Program DP-V Teknika 424112
ST 53 o .
368 4.100.200.208 | LogTem | DEV. deknika - instanst] 454,45
569 | 4.100.200.209 | Program DP-IV Nautika 424112
570 | 4.100.200.210 | proBram DRIV Nautika - Instanst| 4o
571 14.100.200.211 | Program DP-IV Teknika 424112
e . 3 Toalos ;
572 |4.100.200.212 | Program DIV Aeknika - instansi| 104y
373 1 4.100.200.213 | Program DP-III Nautika 424112
74 | 4.100.200.214 giﬁfgi;;tahDP—m Nautika Instansi 4924112
175 | 4.100.200.215 | Program DP-III Teknika 424112
. 5 — -
576 | 4.100.200.216 | LOSTAm | DRI Teknika — Instansi| 454119
%77 | 4.100.200.217 | Program DP-II Nautika 424112
s NoN : - -
78 | 4.100.200.218 fg; ;%;ir;:tahl)]. I Nautika Instansi 404119
579 14.100.200.219 | Program DP-I1 Teknika 424112
ey — .
580 | 4.100.200.220 | LOBTAm | DF-L Teknika - nstanst| 45055
581 14.100.200.221 | Program DP-1 Nautika 424112
- 1 » TE . - - :
582 | 4.100.200.222 | D0Bram | DR Nawtka - nstanst| 454115
583 | 4.100.200.223 | Programm DP-I Teknika 424112
= TN _ i ;
584 | 4.100.200.294 I mgr.d.m_ DP-1  Teknika Instansi 494119
7 Pemerintah
435 | 4.100.200.290 Peilleal?ata?{)lt\?rlrna Dimuka Program 494112
) Penjeniangan lainnya
556 1 4.100.200.300 | Pendapatan Crash Program 424112
.27 | 4.100.200.301 ;endapatan D1t¢=:r,._nna Dimuka Crash 494112
rogram Semester I
58 | 4.100.200.302 ;endapatan D?teir_?zlaex Dimuka Crash 4941192
rogram Semester 11
LPES = 19 i Ix 1 Y
520 | 4.100.200.303 F t,ndapaECm D}t(ﬁiﬁm Dimuka Crash 494119
Program Semester 111
; > i o ’\“; 7 =3 "‘ Y 3 Y {
400 | 4.100.200.304 F t,nd’apatcun D}YC:I ima Dimuka Crash 494112
Program Semester IV
501 | 4.100.200.305 Pendapatan D}tr?:runa Dimuka Crash 404119
Program Semester V
499 | 4.100.200.306 Pendapatan D%tcir‘:ama Dimuka Crash 424112
Program Semester VI
anata Prog i
493 | 4.100.200.400 Pend'lp'x:tan | roi,‘r‘am Diklat 494119
Penyegaran Pemutakhiran
594 [ 4.100.200.401 | Program DP-V Nautika 424112
395 14.100.200.402 | Program DP-V Teknika 424112
596 | 4.100.200.403 | Program DP-IV Nautika 424112
597 1 4.100.200.404 | Program DP-1V Teknika 424112
%98 14.100.200.405 | Program DP-IIf Nautika 424112
599 1 4.100.200.406 | Program DP-III Teknika 424112
900 | 4.100.200.407 | Program DP-11 Nautika 424112
901 1 4.100.200.408 424112
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- 9021 4.100.200.409 | Program DP-1 Nautika 424112
- 903 14.100.200.410 | Program DP-I Teknika 424112
204 | 4.100.200.500 | Dendapatan Program biklat | 154112
Penyegaran Refraining

9051 4.100.200.501 | Program DP-IV Nautika 424112
- 9061 4.100,200.502 | Program DP-IV Teknika 424112
. 907 0 4.100.200.503 | Program DP-UI Nautika 424112
208 4.100.200.504 | Program DP-UI Teknika 424112
- 2091 4.100.200.505 | Program DP-II Nautika 424112
- 2101 4.100.200.506 | Program DP-II Teknika 424112
11 | 4.100.200.600 Pendapatan Program Diklat 424112

Penyegaran Penyetaraan
212 14.100.200.601 | Program DP-IV Nautika 424112
13 14.100.200.602 | Program DP-IV Teknika 424112
2141 4.100.200.603 | Program DP-1II Nautika 424112
215 14.100.200.604 | Program DP-1II Teknika 424112
216 | 4.100.200.700 | Lendapatan Program biklat | 4h4112

i Penyegararn Penyesuaian
217 14.100.200.701 | Program DP-IV Nautika 424112
218 14.100.200.702 | Program DP-IIf Nautika 424112
119 | 4.100.200.800 _Pendapayan Program ) Diklat 494119

) ) Ketrampilan Khusus Pelaut (DKKP) 1

4.100.200.801 | DEKFP BST Taruna/siswa 424112
4.100.200.802 | DEKP BST 424112
4.100.200.803 | DKKP BST Instansi Pemerintah 424112
4.100.200.804 | DEXP SCEB Tarunsa/siswa 424112
4.100.200.805 | DEXP SCRB 424112
4.100.200.806 | DEXP SCRB Instansi Pemerintah 424112
4.100.200.807 | DKKP AFP Taruna/siswa 424112
4.100.200.808 | DKKP AFF 424112
4.100.200.809 | DKKP AFF Instansi Pemerintah 424112
4.100.200.810 | DKKF MC Taruna/siswa 424112
4.100.200.811 | DEXKP MC 424112
4.100.200.812 | DKXF MC Instansi Pemeriniah 424112
4.100.200.813 | DKKFP MEFA Taruna/siswa 424112
4.100.200.814 | DKXP MEFA 424112
4.100.200.815 | DEKP MEFA Instansi Pemerintah 424112
4.100.200.816 | DEXP TFC Taruna/siswa 424112
4.100.200.817 | DKXP TFC 424112
4.100.200.818 | DKKP TFC Instansi Pemerintah 424112
4.100.200.819 | DEKP 330 Taruna/siswa 424112
4.100.200.820 | DKKP 350 424112
4.100.200.821 | DKKF S30 Instansi Pemerintah 424112
4.100.200.822 | DKKP CCM Tarunea/siswa 424112
4.100.200.823 | DKXP CCM 424112
4.100.200.824 | DKKP CCM [nstansi Pergerintah 424112
4.100.200.825 | DRXP RS Taruna/siswa 424112
4.100.200.826 | DEKF RS 424112
4.100.200.827 | DKKP RS Instansi Pemerintah 424112
4.100.200.828 | DKKP A3 Taruna/siswa 424112
4.100.200.829 | DEKP AS 424112
4.100.200.830 | DEKKP AS instansi Pemerintah 424112
4.100.200.831 | DEXP GMDSS GOC Taruna/siswa 424112
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251 14.100.200.832 | DKKP GMDSS GOC 424112
52 | 4.100.200.833 D%.KP-‘_.* 1 GMDSS GOC instansi 424112
,,,,, Pemeritah
253 14.100.200.834 | DEKP GMDSS ROC Taruna/siswa 424112
954 1 4.100.200.835 | DEKKP GMDSS ROC 424112
551 4.100.200.836 | DEKKP GMDSS ROC Instansi Pemeritah | 424112
256 1 4.100.200.837 | DEKP BEM Taruna/siswa 424112
257 1 4.100.200.838 | DKKF BRM 424112
258 1 4.100.200.839 | DEKKP BRM Instansi Pemerintah 424112
259 1 4.100.200.840 | DKKF BST KLM Taruna/siswa 424112
960 | 4.100.200.841 | DEKP BST KLM 424112
961 14.100.200.842 | DKXP BST KLM Instansi Pemerintah 424112
962 1 4.100.200.843 | DEKP ISM Code Taruna/siswa 424112
03 14.100.200.844 | DEKP ISM Code 424112
64 1 4.100.200.845 | DKKP I8M Code Instansi Pemerintah 424112
265 | 4.100.200.846 | DKKF ARPA Simulator Taruna/Siswa 1424112
966 | 4.100.200.847 | DERKP ARPA Simulator 424112
167 | 4.100.200.848 DKKP: _ Arpa Simulator Instansi 494112
Pemerintah
58 1 4,.100.200.849 | DKKF EREM Taruna/Siswa 424112
559 | 4.100.200.850 | DKKP ERRM 424112
70 1 4.100.200.851 | DEKP ERRM Instansi Pemerintah 424112
171 14.100.200.852 | BEKP OT Taruna/Siswa 424112
272 1 4.100.200.853 | DKKP OT 424112
173 1 4.100.200.854 | DEKP OT Intansi Pemerintah 424112
074 1 4.100.200.855 { DEKKP Chemical Tanker Taruna/Siswa | 424112
75 14.100.200.856 | DEKF Chemical Tanker 424112
176 | 4.100.200.857 DEXP ’ ‘Chemical Tanker Instansi 424112
_ Pemerintah
977 14.100.200.858 | DKKF BWM Taruna/Siswa 424112
978 14.100.200.859 | DRKP BWM 424112
279 1 4.100.200.860 | DEKP BWM Instansi Pemerintah 424112
180 1 4.100.200.861 | DKKP PFSO Taruna/Siswa 424112
81 14.100.200.862 | DEKP PFSO 424112
982 1 4.100.200.863 | DEKP PFSO Instansi Pemerintah 424112
583 | 4.100.200.864 | DKKP Ship Handling Taruna/Siswa 424112
984 14.100.200.865 | DKKP Ship Handling 424112
585 | 4.100.200.866 DEKP A Ship  Handling  Instansi 494119
- Pemerintah
986 | 4.100.200.867 | DERP - Port - Captain - Course| 454419
' Taruna/Siswa
087 14.100.200.868 | DEKKP Port Captain Course 424112
138 4.100.200.869 DKK?” P_‘O;’t Captain Course Instansi 424112
Pemerintah
129 | 4.100.200.870 DEKP C?;tvuad and Crisis Management 424112
Taruna/Siswa
990 1 4,100.200.871 | DEKFP Crwod and Crisis Management 424112
451 | 4.100.200.872 DE{KET Crwod gnd Crisis Management | 44415
Instansi Pemerintah
92 | 4.100.200.873 | DEKP - Port - Engineer  Course | 15,419
faruna/Siswa
95 | 4.100.200.874 DEXP Port Engineer Course 424112
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DEKP Port Engineer Course Instansi

Level Taruna/ Siswa

294 1 4.100.200.875 L 424112
Pemerintah
205 | 4.100.200.876 DEKF Trammg' For Instructur and 494112
" Board Taruna/Siswa
4 yaining For Instruc
196 | 4.100.200.877 DLKP1 Training For Instructur and 424112
Board
197 | 4.100.200.878 Dih.KP1 _ TIi(ll?’Ll?.?.g E*or' Instructur and 404112
- Board Instansi Pemerintah
198 | 4.100.200.879 DP;KP ) Electronic Charfr . -Dzsplay 424112
Information System Taruna/Siswa
599 | 4.100.200.880 ?{?;.KP ] bflei:tromc Chart  Display 494119
Injormation System
: DKKF  Electronic Chart  Display
10001 4.100.200.881 | Information System Instansi | 424112
Pemerintah
1201 14.100.200.882 | DEKP Ship Stability Taruna/Siswa 424112
1002 14.100.200.883 | DKKP Ship Stability 424112
- 1 g q g A
103 | 4.100.200.884 D%diii. - Ship Stability Instansi 40241192
__ Pemerintah
904 | 4.100.200.885 DI%RP JVthmw Insurance Course 494112
Taruna/Siswa
1005 1 4.100.200.886 | DEKP Maritime Insurance Course 424112
906 | 4.100.200.887 E_JE\"KFT ‘ M:antm'le' Insurance Course 424112
Instansi Pemerintah
4.100.200.888 | DEKKP ST Taruna/ Siswa 424112
4.100.200.889 | DKKP FST 424112
4.100.200.890 | DKKP FST Instansi Pemerintah 424112
4.100.200.891 | DEKKP Maritime Law Taruna/Siswa 424112
4.100.200.892 | DEKF Maritime Law 424112
12 | 4.100.200.893 D’K«KP‘. - Maritime Law Instansi 424112
Pemerintah
1013 14.100.200.894 | DEXF Inert Gas System Taruna/Siswa | 424112
13141 4.100.200.895 | DEKF Inert Gas System 424112
ST ; 7 g i
115 | 4.100.200.896 DEXF . Inert Gas System Instansi 494112
B Pemerintah
_ Pendapatan Diklat Ketrampilan
| ( .
1016 4.100.210.000 Khusus Pelaut (DKKP] 1T 424112
_ Pendapatan Diterirmma Dimuka Program
t217 0 4.100.210.100 | Diklat  Ketrampilen Khusus Pelaut| 424112
| (DKKP) 11
1118 | 4.100.210.101 | DEKP - Cargo Qi Handling) 45411
- Taruna/Siswa
101914.100.210.102 | DKKP Cargo Qil Handling 424112
150 | 4.100.210.103 DRKF‘.. ri/c_zrgo Oil Handlhing Instansi 4241192
Pemerintah
KK lectrical  Engi ;
021 | 4.100.210.104 | DREP  Electrical - Engineer  Course | 45411,
o Paruna/Siswa
© 1022 14.100.210.105 | DEXP Electrical Engineer Course 424112
s 7 e ;o } - 1
123 | 4.100.210.106 | DBEP  Electncal Engineer  Course| ;5,4 4,
Instansi Pemeriniah
e 9 - ; e 11,
104 | 4.100.210.107 DKXF Steam Turbine For Operational 494119




DEXKFP Steam Turkine For Operational

.100.210.108 Level 424112
, DEKP Steam Turbine For Operational
-100.210.109 Level Instansi Pemerintah 424112
; DEXP Diesel Engineering For
1100.210.110 Operational Level Taruna/Siswa 424112
190.210.111 ?M{‘P . Diesel Engineering For 424112
Operaticnal Level
, .~ | DEKP Diesel Engineering For
-100.210.112 Operaticnal Level Intansi Pemerintah 424112
100.210.113 DKKF Mamtenancem' ard  Repair 424112
Management Taruna/ Siswa
190.210.114 DEKKP J&fa}ntenance and  Repair 424112
Monagement
100.210.115 | PREP - Maintenance  and  Repair| 45414,
Monagement Intansi Femerintah
4.100.210.116 DEKP Iﬂqnttme English  Course 494112
Taruna/Siswa
4.100.210.117 | DEKP Maritime English Course 424112
4.100.210 118 DM{?:M(_:zrf,tzme English Course Instansi 4924112
Pemerintah
4.100.210.119 DI«.%QP* ?cz@gerous Goods Handling 404119
Taruna/Siswa
4.100.210.120 | DEXP Dangerous Goods Handling 424112
4.100.210.121 D M,{P ' Dangerjous Geods Handling 404112
Instansi Pemerintah
7 o I ———
4.100.210.122 | DBEP Shipping - Management| 45,44,
Faruna/Siswa
4.100.210.123 | DEXP Shipping Mancgement 424112
i [y P 2 " g " ~ A om 3
4.100.210.124 DM—{Q ) ufﬁppmg Management instansi 424112
Pemerintah
100.210.125 DE\%{P Glchal fm’amtzmi- D:fstress and 494112
Safety System Taruna/Siswa
100.210.126 DKKP (E}chaa Maritime Distress and 494112
Sefety Sysiem
DKKFP Globai Maritime Distress and
{ 2 . .
-100.210.127 Safety System Instansi Pernerintah 424112
o - ==
4.100.210.128 | DEKP  Ship - Piping - System| 4044,
Taruna/Siswa
4,.100.210.129 | DEKF Ship Piping System 424112
4.100.210.130 DI-\_I\E . Skip Piping System Instansi 494119
Permerintah
4.100.210.131 | DEKKP Welding Course Taruna/Siswa 424112
4.100.210.132 | DKKP Welding Course 424112
4 100.210.133 DE@.KP" - Welding  Course  Instansi 494112
Pemerintah
451 | 4.100.210.134 DRKP Automatzc Control  System 494119
- Faruna/Siswa
052 1 4.100.210.135 | BKKFP Automatic Control System 424112
153 | 4.100.210.136 | DEKP  Awtomatic — Control - System | 45,117
‘ Instansi Pemerintah
054 1 4.100.220.000 | DEKF Revalidasi 424112
L0551 4.100.220,100 | DKKP Revalidasi 424112
11561 4.100.220.101 | DEKP BST Taruna/siswa 424112
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4.100.220.102 | DKKP BST 424112
4.100.220.103 | DKXP BST Instansi Pemerintah 424112
4.100.220.104 | DEKP SCRB Taruna/siswa 424112
4.100.220.105 | DEXP SCRB 424112
4.100.220.106 | DEKP SCREB Instansi Pemerintah 424112
4.100.220.107 | DEKP AFF Taruna/siswa 424112
4.100.220.108 | DEKP AFF 424112
4.100.220.109 | DKKP AFF Instansi Pemerintah 424112
4.100.220.110 | BKKP MC Taruna/siswa 424112
4.100.220.111 | DKKP MC 424112
4.100.220.112 | DKKP MC Instansi Pemerintah 424112
4.100.220.113 | DEKP MEFA Taruna/siswa 424112
4.100.220.114 | DEXKP MEFA 424112
4.100.220.115 | DEKP MEFA Instans: Pemerintah 424112
4.100.220.116 | DEKP TFC Taruna/siswa 424112
4.100.220.117 | DEXP TFC 424112
4.100.220.118 | DKXP TFC Instansi: Pemerintah 424112
4.100.220.119 | DKXP $80 Taruna/siswa 424112
4.100.220.120 | DKXF S350 424112
4.100.220.121 | DEKF 830 Instansi Pemerintah 4241172
4.100.220.122 | DKKP CCM Taruna /siswa 424112
4.100.220.123 | DEKP CCM 424112
4.100.220.124 | DKXP CCM I[nstansi Pemerintah 424112
4.100.220.125 | DKXF RS Taruna/siswa 424112
4.100.220.126 | DEXP RS 424112
4.100.220.127 | DEKXP RS Instansi Pemerintah 424112
4.100,220.128 | DKKP AS Taruna/siswa 424112
4.100.220.129 | DEKF AS 424112
4.100.220.130 | DKXP AS Instansi Pemerintah 424112
4.100.220.131 | BEKF GMDSS GOC Taruna/siswa 4241172
4.100.220,132 | DKKP GMDSS GOC 424112
4.100.220.133 | DEKP GMDSS GOC Instansi Pemeritah | 424112
4.100.220.134 | DEKKP GMDSS ROC Taruna/siswa 424112
4.100.220.135 | DEKXP GMDSS ROC 424112
4.100.220.136 | DEKP GMDSS ROC Instansi Pemeritah | 424112
4.100.220.137 | DKKP BRM Taruna/siswa 424112
4.100.220.138 | DEXP BRM 424112
4.100.220.139 | DKKP BRM instansi Pemeriatan 424112
4.100.220.140 | DKKP BST KLM Taruna/siswa 424112
4.100.220.141 | DEKKF BST KLM 424112
4.100.220.142 | DKXP BST KLM Instansi Pemerintah 424112
4.100.220.143 | DEKP 15M Code Taruna/siswa 424112
e 4.100.220.144 | DKKP ISM Code 424112
4.100.220.145 | DEXP I5M Code Instansi Pemerintah 424112
101 ]4.100.220.146 | DKKP ARPA Simulator Taruna/Siswa | 424112
1102[4.100.220.147 | DKKP ARPA Simulator 424112
1103 |4.100.220.148 | PKKP  Arpa Simulator - Instansi) 15,44,
o Pemerintah
' 1104 4.100.220.149 | DEKP BRRM Taruna/Siswa 424112
1105 14.100.220.150 | DEKP ERRM 424112
1106 | 4.100.220.151 | DRKP ERRM [nstansi Pemerintah 424112
1107 14.100.220,152 | DKKP OT Taruna/Siswa 424112
1108 14.100.220.153 | DEKP OT 424112
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L 4.100.220.154 | DKKF OT Intensi Pemerintah 424112
e 4.100.220.155 | DKXP ECDIS Taruna/Siswa 424112
Ny 4.100.220.156 | DEKP ECDIS 424112
1 4.100.220.157 | DKKFP ECDIS Instansi Pemerintah 424112
" 4.100.220.158 | DKKP BWM Taruna/Siswa 424112
i 4.100.220.159 | DKKP BWM 424112
4.100.220.160 | DEXP BWM Instansi Pemerintah 424112
i 4.100.220.161 | DKKP PFSO Taruna/Siswa 424112
4.100.220.162 | DEXF PFSO 424112
Ny 4.100.220.163 | DKKF PFSO Iastansi Pemerintah 424112
1 4.100.220.164 | DEXF Ship Handling Taruna/Siswa 424112
1120 14.100.220.165 | DEKP Ship Handling 424112
1 4.100.220.166 DM{;‘ o Ship Harndling  Instansi 494112
Pemeriniah
‘e e e r‘, 3 ; )
1122 4.100.220.167 | DEEE - Port - Coptain - Course | 40441,
: Taruna/Siswa
1123 14.100.220.168 | DKKP Port Captain Course 424112
{194 | 4.100.220. 169 DM{P_ Port Captain Course Instansi 424112
) Pemerintah
195 1 4.100.220.170 FD}?.KP' Crwod and Crisis Management 404112
o Faruna/Siswa
112614.100.220.171 | DRKKP Crwod and Crisis Management | 424112
57 1 4.100.220.172 D}E-KP Qwoa gnd Crisis Management 424112
Instansi Pemerintah
(128 | 4.100.220.173 | DEEP - Port - Engineer  Course| 45411,
T Taruna/Siswa
0 112914.100.220.174 | DKXP Port Engineer Course 424112
1 rt Engineer Course Ins i
1130 | 4.100.920.175 DE\KP_ Pio: t Engineer Course Instansi 424112
o Pemerintah
> P = —
1131 | 4.100.220.176 DM{P—; ) }T‘%ammg_ For Instructur and 494112
Board Taruna/Siswa
{ roint i st )
1135 | 4.100.220.177 DEKP  Troining Feor Instructur and 404112
Board
o T = s
123 14.100.220.178 DEKP .Tr_amu_mg }. o’?:‘ Instructur and 424112
Board Instansi Pemerintah
1134 | 4.100.220.179 | DBKP Electronic ~ Chart = Display | 454415
- Information System Taruna/Siswa
135 1 4.100.220.180 DI?KP ) EZeftromc Chart  Display 4924112
Information System
DEKF  Electronic  Chart  Display
136 |1 4.100.220.181 | Information System Instansi { 424112
Pemerintah
1137 14.100.220.182 | DEXKP Ship Stability Taruna/Siswa 424112
113814.100.220.183 | DEKFP Ship Stability 424112
ra N ‘1"( . S ] I 3
1139 | 4.100.220.184 | DEKP - Ship - Stability - Instansi| 5,4,
o Pemerintah
Fa 1 wpd g 1Y
1140 | 4.100.220.185 | DEKP - Maritime  Insurance  Course| 404145
: Taruna/Siswa
1141 14.100.220.186 | DEXP Maritime Insurance Course 424112
42 14.100.220.187 }'DE-KP' ' fl/z'mm?te‘ Insurance Course 424112
B Instansi Pemerintah
1143 14.100.220.188 | DRKF FST Taruna/Siswa 424112
1144 14.100.220.189 | DEKKP F3T 424112
1145 14.100.220.190 | DEKP F3T Instansi Pemerintah 424112
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Scfety Sysiem Taruna/Siswa

1146 4.100.220.191 | DKXP Maritime Law Taruna/Siswa 424112
1147 4.100.220.192 | DKKP Maritime Law 424112
48 | 4 100.220.193 DB.K?. - Marittime Law Instansi 494112
Pemerintah
49 14.100.220.194 | DEKF Inert Gas System Taruna/Siswa | 424112
1501 4.100.220.195 | DEKFP Inert Gas System 424112
151 | 4.100.220.196 DEXF . Inert Gas System  Instansi 424112
Pemerintah
| 152 | 4.100.200.197 | DR Cargo Qi Handling | 454119
i Taruna/Siswa T
1153 14.100.220.198 | DEKF Carge Cil Handling 424112
ra M 171 f -
541 4.100.9920.199 DE&.KF-’; Carg‘o Oil Handling Instansi 494119
Pemerintah
KPP Elecirical nea —
551 4.100.220.200 }DZTKI .?Eefzrzca Engineer Course 424112
Faruna/Siswa
1156 14.100.220.201 | DEKF Electrical Engineer Course 424112
Py, e e
57 | 4.100.220.202 DPE.KP ’ Ef.ez,trf'ca.l Engineer Course 404117
Instansi Pemerintah
TR S
58 1 4.100.290.203 D}%I{I“ 1ufef:zm1 Y_urizme For Operational 494112
Level Taruna/Siswa
56 | 4.100.920.204 ?jfeﬁ? Steam Turbine For Operational 424112
> o -~ - : '
150 | 4.100.990.205 Dh._KP .Jteum' i’rurbmﬂe For Operational 424112
) Level Instansi Pemerintah
a1 | 4.100.220.206 DEXP . Diesel bngmeejnng For 424112
Operational Level Taruna /Siswa
1152 | 4.100.220.207 DEKP . f?zesel Engineering For 424112
Operaticnal Level B
53 1 4.100.220 208 DEKXP ‘ Diesel Engt_nee’nngff_ For 424112
) Operational Level Intansi Pemerintah
24 | 4.100.220.200 DKEKP M&:ztlfena}j.cew and  Repair 4941190
Management Taruna/Siswa
551 4.100.220.210 DEE,ExF‘ Ma;ntenance and  Repair 4924112
Menagement
166 | 4.100.220.211 | DEKP  Mointenance  and  Repair|gogq 49
Menagement Intansi Pemerintah
57 1 4.100.220.212 DE}KP Mcgntzme English ~ Course 494112
Taruna/Siswa
68 14.100.220.213 | DKKP Maritime English Course 424112
T e ™ :_ .
60 | 4.100.220.214 DM{E .ﬁﬂc?n—car"tzme English Course Instansi 494112
Pemerintah
701 4.100.220.215 D,}S.EQP D‘aﬁgemus Goods  Handling 494119
‘ Taruna/Siswa
117114.100.220.216 | DKKP Dangerous Goods Handling 424112
L7511 4.100.020.217 DI'E,I.CP .l‘)angei.'ous Goods Handling 494112
Instanst Pemerintah
K Shippir ia
173 4.100.220.218 | PEEP - Shipping Management | ;54119
Taruna/Siswa
741 4.100.220.219 | DEKP Shipping Management 424112
- T " et Ina -
e | 4 100.220.220 DM{? .:nthgmg Management Instansi 424112
Pemerintah
4.100.220.221 DEKF Global Maritime Distress and 454112
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DKXP Global Maritime Distress and

L1770 4.100.220.222 . 424112
Safety System
- , mma | DEKP Global Maritime Distress and
178 4.100.220.223 Safety System Instansi Pernerintah 424112
1179 | 4.100.220.224 | DFEV Ship  Piping  System | 454415
aruna/Siswa
1180 ]4.100.220.225 | DEKF Ship Piping System 424112
21 1 4.100.220 226 DKKP’ Ship Piping System Instansi 494112
) Pemerintah
1182 14.100.220.227 | DRXP Welding Course Taruna/ Siswa 424112
1183 14.100.220.228 | DEKKP Welding Course 424112
1184l 4.100.220.2920 DKKP‘_ ' Welding  Course  Instansi 424119
Pemerintah
135 | 4.100.220.230 DKKP {%u?omatic Control  System 404112
) Taruna/Siswa
26 1 4.100.220.231 | DEXP Automatic Control Systemn 424112
87 | 4.100.220.232 | DRKP - Automatic — Control — System | 454449
Instansi Pemerintah
4.100.220.900 | DKXP Revalidasi Lainnva 424112
4.100.220.999 | Pendapatan Program DKKP lainnvya 424112
4.100.230.101 | Program DP-IV MKTJ Sermester 1 424112
4.100.230.102 | Program DP-IV TKO Semester 1 424112
4.100.230.103 | Program DP-IV MKTJ Semester 11 424112
4.100.230.104 | Program DP-IV TKO Semester II 424112
4.100.230.105 | Propram DP-IV MKTJ Semester IIT 424112
4.100.230.106 | Program DP-IV TKO Semester IIl 424112
4.100.230.107 | Program DP-IV MKTJ Semester IV 424112
4.100.230.108 | Program DP-IV TKO Semester IV 424112
4.100.230.109 | Program DP-IV MKTJ Semester V 424112
4.100.230.110 | Program DP-IV TKO Semester V 424112
4.100.230.111 | Program DP-IV MKTJ Semester VI 424112
4.100.230.112 | Program DP-IV TKO Semester VI 424112
4.100.230.113 | Propram DP-IV MKTJ Semester Vil 424112
4.100.230.114 | Program DP-1IV TKO Semester VII 424112
4.100.230.115 | Program DP-1V MKTJ Semester VIII 424112
4.100.230.116 | Program DP-IV TKO Semester VIII 424112
4.100.230.117 | Program DP-III PKB Semester 1 424112
4.100.230.118 | Program DP-I{I PKB Semester II 424112
4,.100.230.119 | Program DP-1[I PKB Semester 111 424112
4,100.230.120 | Program DP-I1I PKB Semester IV 424112
4.100.230.121 | Program DP-III PKB Semester V 424112
4.100.230.122 | Program DP-III PKB Semester VI 424112
4.100.230.123 | Program DP-III PKB Semester VII 424112
131 4.100.230.199 | Program Permbentukan Lainnya 424112
. : Pendapatan Program Diklat I Il Lalu| .,
L2141 4.100.240.101 Fintas Udsara Semester 1 424112
215 | 4.100.240.102 lés;zl.gaggtan Program lDi}daﬁ; D Il Lalu 4941192
Lintas Udara Semester II
- . Pendapatan Progrem Diklat D III Lalu
#1614.100.240.103 Lintas Udara Semester 111 424112
Pendapatan Progrem Diklat D III Lalu
1217 14.100.240.104 | Lintas Udara Semester IV 424112
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Pendapetan Progrem Diklat D I Lalu

1218 14.100.240.105 Lintas Udara Semester V 424112
) Pendapatan Progrem Diklat D III Lalu
| 219 14.100.240.106 Lintas Udara Semester VI 424112
Pendapaten Program Diklat D 1II
120 14.100.240.107 | Teknik Telkermn dan Navigasi Udara | 424112
Semester [
Pendapatan Program Diklat D I
2211 4.100.240.108 | Teknik Telkerm dan Navigasi Udara | 424112
Semester 11
Pendapatan Programn Diklat D I
{222 14.100.240.109 | Teknik Telkera dan Navigasi Udara | 424112
Semester HI
Pendapatan Programn Diklat D I
12231 4.100.240.110 : Teknik Telkom dar Navigasi Udara | 424112
Semester IV
Pendapatan Program Diklat D I
1224 14.100.240.111 | Teknik Telkem dan Navigasi Udara | 424112
Semester V
Pendapatan Program Diklat D I
125 14.100.240.112 | Teknik Telkom dan Navigasi Udara | 424112
Semester VI
Pendapatan Programn Diklat D I
1426 14.100.240.113 | Teknik  Listrik  Bandara  Udara | 424112
Semester I
Pendapatan Program Diklat D 1II
L2271 4.100.240.114 | Teknik  Listrik  Bandara  Udara | 424112
Semester ]l
Pendapatan Program Diklat D 1
1228 4.100.240.115 | Teknik Listrik Bandara Udara | 424112
Semester {H
Pendapzstan Program Diklat D I
1729 14.100.240.116 | Teknik  Listrik  Bandara  Udara | 424112
Semester IV
Pendapatan Program Diklat D Il
14301 4.100.240.117 | Teknik Listrik  Bandara  Udara | 424112
Semester V
Pendapatan Programm Diklat D I
[23114.100.240.118 | Teknik Listrik Bandara  Udara | 424112
Semester VI
Pendapatan Program Diklat D 11
1432 1 4.100.240.119 | Meanajemen Transportasi Udara | 424112
Semester I
Pendapatan Program Diklat D I
[ 2331 4.100.240.120 | Manajemen Transportasi Udara | 424112
Semester il
Pendapatan Program Diklat D 11
1234 14.100.240.121 | Manajernen Trensportasi Udara | 424112
Semester IiI
Pendapatan Programm Diklat D 1lI
25 1 4.100.240.122 Menajermen Traensportasi Udara 494112

Semester IV
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Pendapaten Program Diklat D I
- 1436 1 4.100.240.123 | Manajemen Trensportasi Udara | 424112
semester V
_ Pendapatan Program Diklat D 1l
L1237 1 4.100.240.124 | Manajemen Transportasi Udara | 424112
Semester VI
_ Pendapatan Prograrn Diklat D I
- 12381 4.100.240.125 | Teknik Bangunan Landasan Semester | 424112
I
Pendapatan Program Diklat D I
12391 4.100.240.126 | Teknik Bangunan Landasan Semester | 424112
11
Pendapatan Programn Diklat D I
12401 4.100.240.127 | Teknik Bangunan Landasan Semester | 424112
111
Pendapaten Program Diklat D [l
£24114.100.240.128 | Teknik Bangunan Landasan Semester | 424112
Y
Pendapatan Program Diklat D III
1242 14.100.240.129 | Teknik Bangunan Landasan Semester | 424112
'i‘] .
Pendapatann Program Diklat D I
2431 4.100.240.130 | Teknik Bangunan Landasan Semester | 424112
V1
Pendepatan Program Diklat D I
P 244 1 4.100.240.131 | Komunikasi Penerbangan Semester [ 424112
oy P s 4 - 11~
1245 | 4.100.240.132 | Pendapatan Program Diklat DI 45,9
Komunikasi Penerbangan Semester I1
Pendapatan Togra: iklat I
246 | 4.100.240.133 | Pendepatan Program Diklat D 145,04,
Komunikasi Penerbangan Semester 11
, Pendapatan Program Diklat D 11
4 00. 4 o =
47 14.100.240.13 Komunikasi Penerbangan Semester IV 424112
) P | - sy 3 (;i - 1
| 248 | 4.100.240,135 | Jendapatan Program  Dildat D 45,445
Kemunikasi Penerbangan Semester V
Pendapatan  Prograr ildat !
249 | 4.100.240.136 | Londapaten Program Dildat D 1,5, 45
) Komunikasi Penerbangan Semester VI
- Pendapatan Program Diklat D I
1450 1 4.100.240.137 Teknik Pesawat Udara Semester 1 424112
= o | Pendapatan Program Diklat D 1
ool | 4.100.240.138 |y 0 pecawat Udara Semester IT 424112
- . Pendapaten Program Diklat D 1I
152 4.100.240.139 Teknik Pesawat Udara Semester I 424112
, Pendapatan Program Diklat D 1
4.100.240.140 Teknik Pesawat Udara Semester IV 424112
4.100.240.199 | Pendepatan Program Dxlat Lainnya 424112
= P P it » 211711 T { =
1955 14 100.250.101 11§>grdzj11 Diklat Penguilan Kendaraan 494112
Bermotor
4.100.250.102 | Program Diklat PKB Lanjutan 1 424112
4.100.250.103 | Program Diklat PKB Lanjutan 2 424112
4.100.250.104 | Program Diklat PKB Lanjutan 3 4241172
| Program Dik \nalisis Dampak
4 100.250.105 }i‘?tgaram Diklat Analisis Dampak Lalu 494119
4.100.250.106 | Program Diklat Administrasi PKB 424112
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_____ 1261 14.100.250.107 | Program Diklat Mekanika Dasar 424112
1262 14.100.250.108 | Program Diklat Mekanika Lanjutan 424112
1263 14.100.250.109 | Program Diklat Mekanika Ahli 424112

64 | 4.100.250.110 | Erosram Pengawasar dan | 404119

Pengendalian LLAJ

Program Diklat sistem Manajemen

' jBS 4.100.250.111 | s lamatan Angkutan B3

424112

Program Diklat 3Sistern Manajemen

12561 4.100.250.112 Keselamatan Angkutan AU

424112

Program Diklat 3istem Manajemen

12071 4.100.250.113 Keselamatan Anglkuatan AB

424112

o481 4.100.250.114 Program Diklaft Teknisi Alat Pengendali 4947119
Isvarat Lalu Lintas

- 1269 14.100.250.115 | Program Diklat Manager DAMRI 424112

12701 4.100.250.116 | Program Diklat Manajemen Terminal | 424112

Pendapatan Program  Diklat Non
1271 14.100.260.101 | Diploma Teknik Pesawat Udara Phase | 424112
I

Pendapatan Program Diklat Non
1472 14.100.260.102 | Diploma Teknik Pesawat Udara Phase | 424112
' i

: Pendapeatan Program Diklat Non

L2731 4.100.260.103 | Diplorma Teknik Pesawat Udara Phase | 424112
11
Pendapatan Program  Diklat Non
L2740 4.100.260.104 | Diploma Teknik Pesawat Udara Phase | 424112
v
Pendapatan Program Diklat Non
- 12751 4.100.260.105 | Diploma Teknik Pesawat Udara Phase | 424112
i

Pendapatan Program Diklat Non

(6 4.100.260.106 Diploma Lalu Lintas Udara Phase [ 4edllz
- Pendapatan Program Diklat Non
e 4.100.260.107 Diploma Lalu Lintas Udara Phase II 424112
R A - Pendapatan Program Diklat Non
o 78 | 4.100.260.108 Diploma Lalu Lintas Udara Phase III 424112
R s r Pendapatan Prograrmn Dikiat Non
79| #-100.260.109 Diploma Lalu Lintas Udara Phase IV 424112
e A Pendapatan Program Diklat Non
_ A}O 4.100.260.110 Diploma Lalu Lintas Udara Phase V A24112
.y ; Pendapatan  Program Diklat Non
31 4.100.260.111 Diploma Penierbang Phase I 424112
1282 | 4.100.260.112 | Lendapaten  Program  Dikdat - Non| o445
S Diploma Penerbang Phase I
e R .~ | Pendapatan  Program Dikilat Non
28314.100.260.113 Diploma Perierbang Phase 11 do4112
, .. | Pendapatan Program  Diklat Non
‘ g__'_’")ﬁ 4.100.260.11 Diploma Penerbang Phase IV 424112
o ae Pendapatan Program Diklat Non
e 4.100.200.115 | i1 i6ma Penerbang Phase V 424112
26 4.100.960.116 Pendapatan Program Diklat Teknik 424119
N Genset dan Acos
o apata 2 oF ors )
57 | 4.100.260.117 Pendapatan Program Diklat 4941172

Menajemen Bandara Udara
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Pendapatan Program Diklat Instruktur

Welding Machine

i.-ﬁ,,gbg 4.100.260.118 | 0 "0 S ot Udara 424112
1280 | 4.100.260.119 Pel,‘ld&}pa’tan __ _ng:ram Diklat Basic 4541192
_ Aviation Security
= . O P —
590 | 4.100.260.120 ); m_}dgpata%l 'E.Drogram Diklat Junior 404112
_ Aviation Security
591 | 4.100.260.121 Pel?de'ilc?atan_ ‘I_Z’rogram Diklat Senior 404112
Aviation Security
59 | 4.100.260.122 g‘;}dapatan Pregram Diklat Basic PKP- 494112
. Pendapatan Program Diklat Initial
j10] {
93 1 4.100.260.123 Dangerous Goods Type A 424112
apata b sy - 1 13._
204 | 4.100.260.124 Peildfipat n Program Diklat Inspector 494112
) Aerodrome
) . o T »
295 | 4.100.260.125 f,_i?gﬁpata“ Program  Diklat  TCC| 14119
e endapatal i
196 | 4.100.260.126 | Londapatan Program biklat| 454112
Programmable Logic Control
o NP in) ~ M e
1207 | 4.100.260.127 ?eh?g;ig"m“ Program Diklat TCC CCR | 454119
Penda - oram Diklat 7 X
298 | 4.100.260.128 Jlﬁzliiapatan FProgram Diklat 7CC X 494119
’ . E: 1 ¥ . i -
299 14.100.260.120 | Pendapatan  Program  Diklat  TCC| 54045
Teieprinter
300 14.100.260.199 | Pendapatan Program Diklat Lainnya 424112
D [# [l i \. ; < « {
251 1 4.100.270.000 I §f.1d¢§pcwt_an Hasil Kerjasama dengan 424311
- Pilkak Lain
> - ST 7 . .
1502 | 4.100.270.100 ; ;nchp@an Hasil Kerjasama dengan 494311
Pihak Lain
5, ey 4 21T ey T -
93 14.100.270.101 ; enditpatan | Dz.k‘lat }3’1 a_-‘cLekj Tarmbahan 404211
Nautikg Instans: Pemerintah
) =% 3 -y ~y 1o -
04 | 4.100.270.102 l mlci‘j:}p_cfga_n-Dll(.ldt Pr a:.;tek? Tambahan 4924311
l'eknika Instansi Pemerintah
Pendapatan Dildat Prakiele T:
05 | 4.100.270.103 I Lllq.fpdt 1’1'_)11{.181: %P;, akiek Tammbahan 424311
Nautika Instansi Swasta
06 | 4.100.270.104 Pendgpa’can ' Dﬂ{.latA Praktek Tambahan 424311
Teknika Instansi Swasta
. Pendapatan Diklat Penilaian Paket
30 00.2 . . -
2071 4.100.270.105 Parala Akademi Maritim Swasta 424511
~ Pendapatan Kerjasama Kursus n
_’:”8 4.100.270.100 | 1o tinan Praktek Simulator/Lab 243t
509 14.100.270.107 | Pendapatan Kerjasama Kursus S8O 424311
510 14.100.270.108 | Pendapatan Kerjasama Kursus C30 424311
5111 4.100.270.109 | Pendapatan Kerjasama Kursus PFS0O 424311
512 14.100.270.110 | Praktek Taruna Swasta 424311
1513 14.100.270.111 | Pendapatan Kerjasama Xursus ECDIS | 424311
e c = 1 $a; TS1S ] ]
414 | 4.100.270.112 k \,Eldcfpatan Kerjasama Kursus Lathe 424211
) Meachine
o1 e ey G TS i
151 4.100.270.113 rPex_ldapatan Kerjasama Kursus LNG 404311
Tanker
16 |1 4.100.270.114 Pendffipatan Kerjasama Kursus Risk 424311
Awareness and Management
np - oo
17 14.100.270 115 Pendapatan Kerjasama Kursus 424311
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Pendapatan Kerjasama Kursus Marine

4.100.270.116 e 424311
Electricity
Pendapatan Kerjasama Kursus
1519 14.100.270.117 | International Standard Port Shiping | 424311
Code
20 | 4.100.270.118 i«z&?apatan Kerjasama Kursus Deck 494311
521 | 4.100.270.119 ljg}}da}patan Kerjasama Kursus 494311
) SIGGTO
59 | 4.100.270.120 Pend‘a‘patfan Kerjasama Kursus LNG 494311
Fomilization
= - s 7 .
531 4.100.270.121 P:;;ddpatap Ler;aagma I*i.igrsus Eallast 404311
Handling & Pump Operation
1424 | 4.100.270.129 | Pendapatan Kepasama  Kursus ISM ) 50,4
Familization
- ~ | Pendapatan Kerjasama Kursus
1525 14.100.270.123 COXWAIN 424311
1526 14.100.270.124 | Pendapatan Kerjasama Kursus FRB 424311
57 | 4 100.270.125 Pendgpatlan Kerjasama Kursus Basic 424311
Sea Survival
128 1 4.100.270.126 | Pendapatan Kerjasama Kursus HST 424311
50 | 4.100.270.199 Pr:efldapa?an a Hasil Kerjasama dengan 404211
Pilhak Lain Lainnye
530 14.100.280.000 | Pendapatan Non Layvanan Pendidikan | 424311
31 14.100.280.100 | Pendapatan Non Layanan Pendidikan | 424311
) e v : T iteri
29 14.100.280.101 l;ndqpatan Sewa Gedung Diterima 404311
Dimuka
23 | 4.100.280.102 P{:mjlapatan Sewa Ruangan Diterima 494311
Dimuka
3 - P ) y ™ - ’ -
534 | 4.100.280.103 ; gnd@patan Sewa Peralatan Diterima 424311
Dimuka
35 | 4.100.280.104 Ps-:jndapatrz Sewa Kendarazn Diterima 4924311
) Dimuka
436 | 4.100.280.105 iﬁf}i’ﬁma“ Non-layanan Pendidikan | ;544
15337 14.100.280.106 | Pendapatan Foto 424311
138 1 4.100.280.107 | Pendapatan Legalisir 424311
539 1 4.100.280.108 | Pendapatan Revalidasi 424311
40 1 4.100.280.199 Peildapatan non Layanan Pendidikan 494311
Lainnya
4.200.000.000 | Pendapatan Hibah 424311
4.200.100.000 | Hibah Layanan Pendidikan 424311
4.200.100.100 i Hibah dari Pemerintah 424311
544 | 4.200.100,101 | Hibab  Layanan - Peadidikan dari| 4545y
pemerintah Terikat
545 | 4.200.100.102 I—Izii)_ah —Layanan dari Pemerintah Tidak 424311
Terikat
L5446 | 4.900.100.199 Hlbual?.“ L;ayal?an Pendidikan dari 494311
Pemerintah Lainnya
4.200.100.200 | Hibah Non Pemerintah 424311
4.200.100.201 | Terikat 424311
4.200.100.202 ; Tidak Terikat 424311
4,200.100.299 | Hibah Lain-lain 424311
4.200.200.000 | Hibah nor Layanan Pendidikan 424311
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1252 14.200.200.100 | Hibah dari Pemerintakh 424311
- i Hibah Layanan Dari Pemerintah Non
L5053 14.200.200.101 Pendidilan Terikat 424311
- : Hibah Layanan Dari Pemerintah Non
1954 4.200.200.102 | p. ) Gidikan Tidak Terikat 42401l
i ~ 1 D =9 v t
1455 | 4.200.200.109 | Hibah Layanan Dari Pemerintah Non | 1 15,4
Pendidikan Lainnya
1556 1 4.200.200.200 | Hibah Non Pemerintah 424311
- Hibah Layanan Deari Non Pemerintah
Pas { 2 < )
57 4.200.200.201 Non Pendidikan Terikat 424311
- ) Hibah Layanan Dari Non Pemerintah
e .200. 2 s . : 3
o 58 | 4.200.200.202 Non Pendidikan Tidak Terikat 42431l
1559 | 4.200.200.299 Hibah .Laya.a}an D'arl Non Pemerintah 404311
Non Pendidikan Lainnya
1580 | 4.300.000,000 | Pendapatan APBN 424311
1561 14.300.100.000 | Pendapatan APBN 424311
1362 14.300.100.100 | Penndapatan APBN 424311
15531 4.300.100.101 | Operasional 424311
1064 1 4.5300.100.102 | Investasy 424311
18651 4.500.100.199 | Pendapatan APBN Lain-lain 424311
13566 1 4.400.000.000 | Pendapatan Usaha Lainnya 424311
1567 1 4.400.100.000 | Pendapatan Sewa 424311
1568 1 4.400.100.100 | Pendapatan Sewa 424311
15691 4.400.100.101 | Pendapatan Sewa 424311
10701 4.400.100.199 | Pendapatan Sewa Lainnya 424311
1571 14.400.200.000 | Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 424311
: 3 arata %y afrs . .
579 | 4 400.200.100 I tendc&pa‘tﬂ n Pendafraran Diklat 404311
N Pralktek Tambahan
: Bralerals T - ; -
1573 | 4.400.200.101 Dilclg,t. : ra_melﬁ 1 ambahan Instansi 424311
Pemerintah Nautika
574 | 4.400.200.102 lelaf_’ }-iﬁzj;alf:tek 7 ambahan Instansi 424311
Pemerintah Teknika
iklat Praktek Ta ; .
575 | 4.400.200.103 D;iqm 13 _ra{ ek Tambahan Instansi 494311
Swasta Nautika
76 | 4.400.200.104 Dll:iiaﬁ ' ?ral'it‘ek Tambahan Instansi 424311
o Swastaleknika
L, Pendapatan Pendaftaran Diklat
) zf : -r . -
7 4.400.200.105 Praktek Tambahan Lainnya 424311
f Penidapatan Pendaftaran i
578 | 4.400.200.106 R?,w_n Eﬁud‘apfztar Pendaftaran Diklat
Praktek Tambahan
iklat Prakek T 1
1579 | 4.400.200.107 | Dildat Prakick Tambahan Instansi| ;o4
Pemerintah Nautika
iklat Prakt T 3 I
330 | 4.400.200.108 Dikl .1;1‘, _ ra’»:yel{ . ambahan Instansi 404211
Pemerintah Teknika
ikle Prakek Ta € 3 i
1521 | 4.400.200.109 Dz—_k-j,t ; f'l{ ek Tambahan Instansi 494311
Swasta Nautika
1589 1 4.400.200.110 [}{lleé't P;rag%_:ek Tambahan Instansi 424311
_ SwastaTeknika
231 4.400.200.111 | Diklat Praktek Tambahan Lainnoya 424311
54 | 4.400.200.199 ’Re-'cur Pendapatan Diklet Prakick | 4311
Tambahan
Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
1585 1 4.400.200.200 | Lainnya 424311
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Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

- 13861 4.400.200.201 |, . 424311
T Lainnya
1527 | 4.400.200.202 I—Iasil Kerjasama Jasa Studi dan 494311
Kensultasi
3858 1 4.400.300.000 | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan | 424311
1389 1 4.400.300.100 | Pendapatan Jasa Lemnbaga Keuangan | 424311
590 | 4.400.300.101 | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan |424311
91 | 4.400.300.199 Pepdapatan Jasa Lembags Keuangan 424311
Lainnya
4.400.400.000 | Pendapatan Usaha Lain-lainnya 424311
4.400.400.100 | Pendapatan Usaha Lain-lainnya 424311
4.400.400.101 | Pendapatan Usaha Lain-lainnya 424311
4.400.400.102 | Pendapatan Bengkel (Workshop) 424311
5.000.000.000 | BIAYA
5.100.000.000 | Biaya Layanan
5.100.100.000 | Biayva Pegawai 5235111
5.100.100.100 | Biaya Pegawai 525111
5.100.100,101 | Gaji Pegawai 525111
5.100.100.102 | Honor Penyelenggara 525111
5.100.100.103 | Honor Penyelenggara Asrama 525111
5.100.100.104 | Honor Lenzbur 525111
5.100.100.105 | Honor Mengaiar 025111
5.100.100.106 | Honor Ko-Kurikuler 525111
5.100.100.107 | Honor Panitia Prala 525111
5.100.100.108 | Honor Ekstrakurikuler 525111
5.100.100.109 | Honor Pawastar 925111
5.100.100.110 | Honor Dosen Wali 525111
5.100.100.111 | Honor Petugas Piket 525111
_ Honor Ka. Unit dan Pengelola -
5.100.100.112 Administrasi, OMR 525111
5.100.100.113 | Honor Pelaksana MOD 525111
5.100.100.114 | Honor Pengawas MOD 525111
5.100.100.115 | Honor Instruktur OMT 525111
5.100.100.116 | Honor Pelaksana Inagurasi 525111
5.100.100.117  Honor Bon Voyage 525111
5.100.100.118 | Honor Mabintal Pasca Prala 525111
1 5.100.100.119 | Honor Pembantu Praktek 525111
5.100.100.120 | Honor Pemeriksa Hasil Ujian 525111
5.100.100.121 | Honor Penceramszh 525111
5.100.100.122 | Vaekasi Ujlan Semester 525111
5.100.100.123 | Vakasi Ujian Mid Semester 525111
5.100.100.124 | Vakasi Si Pencasis 525111
5.100.100.125 | Vekasi Ujian; Akhir Pasca Prala 525111
5.100.100.126 | Vakasi Ujian Pra Prala 525111
615 100.100.127 gﬁiim Bimbingan dan Pembekalan 525111
2715 190.100.128 ‘;iézm Perneriksaan dan Penguji Paket 505111
28 | 5.100.100.129 | Vakasi DKKP 525111
29 15.100.100.130 | Honor Pengawas Ujian 525111
1301 5.100.100.131 | Honor Evaluasi 525111
131 15.100.100.132 | Honer Pelatih Drumband 525111
2321 5.100.100.133 | Honor Tun Permakanan 525111
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5.100.100.134 | Honor Pembantu Pelatih 525111
5.100.100.135 | Honor Satkam 525111
5.100.100.136 | Honor Dosen Terbang 525111
5.100.100.137 | Honor Lembur 525111
5.100.100.138 | Honor Mengaiar 525111
5.100.100.139 | Honor Penyusun Naskah 025111
5.100.100.140 | Honor Pembina Taruna 525111
5.100.100.141 | Honor Ekstrakurikuler 925111
5.100.100.142 | Honor Penguji Praktek 525111
5.100.100.143 | Honor Pembimmbing Proposal TA 525111
5.100.100.144 | Honor Petugas Piket 525111
5.100.100.145 | Honor  Ka. Unit dan  Pengelola | 5no
Acministrasi
5.100.100.146 | Honor Penguji Seminar TA 525111
5.100.100.147 | Honor Penguiji SKP 025111
5.100.100.148 | Honor Penguji NEP 525111
5.100.100.149 | Honor Kegiatan Medical Checlk Up 525111
5.100.100.150 | Honor Kegiatan Mabintal 025111
5.100.100.151 l;ioanl' Kegiatan Jungle Sea And 505111
Survival
5.100.100.152 | Honor Pemeriksa Hasil Ujian 525111
5.100.100.158 | Vakasi Ujian Semester 525111
5.100.100.154 | Honor Kegiatan Pemantapan 525111
5.100.100.155 | Honor Pengoreksi Naskah 525111
5.100.100.156 | Honor Kegiatan Short Course 525111
5.100.100.157 | Honor OJT 525111
5.100.100.199 | Honor Lain-lain 525111
5.100.200.000 | Biaya bahan
5.100.200.100 | Bigya bahan
5.100.200.101 Pemakgian Bahan Kebutuhan 525112
Operasional
5.100.200.102 | Pemakaian Bahan Praktek 525112
5.100.200.108 | Pemakaian ATK 525112
5.100.200.104 | Pengandaan Modul/Bahan Ajar 525112
5.100.200.199 | Pemakaian Biaya Bahan Lainnya 525112
5.100.300.000 | Biaya Perjalanan Dinas
5.100.300.100 | Biaya Perjalanan Dinas
5.100.300.101 | Uang Harian 525115
5.100.300.102 | Penginapan 525115
9.100.300.103 | Transport 525115
5.100.300.199 | Biaya Perjalanan Dinas Lainnya 525115
5.100.400.000 | Biaya Pemeliharaan
5.100.400.100 | Biaya Pemeliharaan
5.100.400.101 | Pemeliharaan Gedung Pendidikan 525114
5.100.400.102 | Pemeliharaan Asrama 525114
5.100.400.103 | Sarana dan Prasarana Diklat 525114
5.100.400.104 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas 525114
5.100.400.105 : Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 525114
5.100.400.106 | Pemeliharaan Gedung Perkantoran 525114
5.100.400.107 | Pemeliharaan Inventaris Perkantoran 525114
5.100.400.199 | Biaya pemeliharaan Lainnya 525114

5.100.510.000

Biaya Daya dan Jasa

5.100.510.100

Biaya Daya dan Jasa
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5.100.510.101 | Listrik 525113
5.100.510.102 | Air 525113
5.100.510.103 | Telepon 525113
5.100.510.104 | Internet 525113
5.100.510.199 | Biaya Daya dan Jasa Lainnva 525119
5.100.520.000 | Biaya Jasa Leyanan
5.100.520.100 | Biaya Jasa Lavanan
5.100.520.101 | Uang Makan: 525112
5.100.520.102 | Laundry 525119
5.100.520.1083 | Konsumsi DKKP 525119
5.100.520.104 | Asuransi DKKP 525119
5.100.520.105 | Konsumsi 525112
5.100.520.106 | Poliklinik 525112
5.100.520.107 | Bahan Praktek 525112
5.100.520.108 | Buku Wajib 525112
5.100.520.109 | Serufikat 525112
5.100.520.199 | Biaya Jasa Leyanan Lainnya 025119
5.100.530.000 | Biaya Utilitas 525119
5.1900.530.100 | Biaya Utilitas 525119
5.100.530.101 | Biaya Utilitas 525119
5.100.530.199 | Biaya Utilitas Lainnya 525119
5.100.600.000 | Biaya Peningkatan SDM 525119
5.100.600.100 | Biaya Peningkatan SDM 525119
5.100.600.101 | Pelatihan SDM 525119
5.100.600.102 | Pelatihan Jenjang Pendidikan SDM 525119
5.100.600.199 | Biaya Peningkatan SDM Lainnya 525119
5.100.700.000 | Biaya Promosi 525119
5.100.700.100 | Biaya Promosi 525119
5.100.700.101 | Media cetak 525119
5.100.700.102 | Media elekironik 525119
5.100.700.103 | Pengabdian Kepada Masyarakat 525119
5.100.700.199 | Media Lainnya 525119
5.100.800.000 | Biaya Lain-lain 523119

5 5.100.800.100 | Biaya Lain-lain 525119

517 1 5.100.800.101 | Biaya Lain-lain 525119

5.100.900.000 | Biaya Penyusutan

519 15.100.900.100 | Biaya Penyusutan

1520 | 5.100.900.101 ifg; Penyusutan  Peralatan  dan | gq) 5,
591 | 5.100.900.102 Biaya | Penyusutan  Gedung dan 501221
Bangunan
5.100.900.103 | Biaya Penyusutan JIJ 591321
5 100.900.104 Big‘ya Pernyusutan  Aktiva  Tetap 501421
Lamnnya

5.100.900.105 | Biaya Amortisasi Software 592121
5.100.900.106 | Biaya Amortisasi Aset Tak Berwujud
5.100.900.199 | Biaya Penyusutan Lainnya 592241
5.200.000.000 | Biaya Umum dan Administrasi
5.200.100.000 | Biaya Pegawai
5.200.100.100 | Biaya Pegawai
5.200.100.101 | Gajt Pegawal 525111
5.200.100.102 | Honor Penvelenggara 5925111
5.200.100.103 | Honor Kegiatan Kerohanian 525111
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5.200.900.104

Lainnva

5.200.100.104 | Honor Cuiput Kegiatan 525111
5.200.100.199 | Biaya Pegawai Lainnya 525111
5.200.200.000 | Biaya bahan
5.200.200.100 | Biaya bahan
5.200.200.101 | Pemakaian ATK Perkantoran 525112
5.200.200.1072 | Pemakaian Bahan Operasional 525112
1539 | 5.000.200.103 Pemakaﬁam Bahan Operasional 525112
) Lainnya
1540 1 5.200.200.104 | Percetakan 525112
co41 1 5.200.200.105 | Penggandaan 525112
1542 1 5.200.200.106 | Jasa Pos 523112
i 5.200.200.199 | Biaya Bahan Lainnvya 525112
5.200.300.000 | Biaya Perjalanan Dines
5.200.300.100 | Biaya Perjalanan Dinas
5.200.300.101 | Uang Harian 525115
5.200.300.102 | Penginayan 525115
5.200.300.103 | Transport 525115
5.200.300.199 | Biaya Perjalanan Dinas Lainnya 525115
5.200.400.000 | Biaya Pemeliharaan
5.200.400.100 | Biaya Pemeliharaan
5.200.400.10] | Pemeliharaan Gedung Perkantoran 1.200.200
5.200.400.102 | Pemeliharaan Inventaris Perkantoran 1.200.200
5.200.400.199 | Biaya pemeliharaan Laimnnya 1.200.200
5.200.500.000 | Biaya Daya dan Jasa
5.200.500.100 | Biaya Daya dan Jasa
5.200.500.101 | Listrik 525113
5.200.500.102 | Air 525113
5.200.500.103 | Telepon 5925113
5.200.500.199 | Biaya Daya dan Jasa Lainnya 5235113
35.200.600.000 | Biaya Peningkatan SDM
5.200.600.100 | Biaya Peningkatan SDM
5.200.600.101 | Pelatihan SDM 525119
5.200.600.102 | Pelatihan Jenjang Pendidikan SDM 525119
5.200.600.199 | Biaya Peningkatan SDM Lainnya 525119
5.200.700.000 | Biaya Utilitas
5.200.700.100 | Biaya Utilitas 525119
5.200.700.101 | Biaya Utilitas 525119
5.200.700.102 | Administrasi Perkantcran 525119
5.200.700.199 | Biaya Utilitas Lainnya 525119
5 5.200.800.000 | Biays Lain-lain 525119
(5721 5.200.800.100 | Biayva Lain-lain 525119
1573 15.200.800.101 | Beban Kerugian Pencadangan Piutang | 525119
174 | 5.200.800.102 | Biaya Promosi 525119
575 1 5.200.800.199 | Biaya Lain-lain lainnya 525119
15761 5.200.900.000 | Biaya Penyusutan
577 1 5.200.900.100 | Biaya Penyusutan
| "1‘--378 5200.900.101 f/{ifa‘_g{a Penyusutan Peralatan dan 501121
_ fEsITL
570 | 5.900.900.102 g:iaya Penyusutan  Gedung dan 591921
angunan
Ef}_{;‘?O 5.200.900.103 | Biaya Penyusutan JIJ 591321
581 Biaya Penyusutan  Aktiva Tetap 501491
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Biaya Amortisasi Software

592121

5.200.900.199

Biaya Penyusutan Lainnya

592241

5.300.600.000

Biaya Lainnva

5.300.100.000

Biaya Lainnva

5.300.100.100

Biaya Lainnya

5.300.100.101

Biaya Bunga

1.200.200

5.300.100.102

Biaya Administrasi Bunga

1.200.200

5.300.100.199

Biaya Lainnva lain-lain

1.200.200

6.000.000.000

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN

6.100.000.000

Keuntungean

6.100.100.000

Keuntungan Aset Non Lancar

6.100.100.100

Keuntungan penjualan Aset Tetap

6.100.100.101

Keuntungan penjualan Tanah

6.100.100.102

Keuntungan penjualan peralatan dan
mesin

6.100.100.103

Keuntungan
kantor

penjualan  peralatan

6.100.100.104

Keuntungan penjualan kendaraan

6.100.100.199

Keuntungan Aset

Lainnya

penjualan Tetap

6.100.200.000

Keuntungan Selisih Kurs Valas

6.100.200.100

Keuntungan Selisih Kurs Valas

6.100.200.101

Keuntungan Selisih Kurs Valas

6.200.000.000

Kerugian

6.200.100.000

Kerugian Aset Non Lancar

6.200.100.100

Kerugian Aset Non Lancar

6.200.100.101

Kerugian peniualan Tanah

6.200.100.102

Kerugian penjualan perzlatan dan
mesin

6.200.100.103

Kerugian penjualan peralatan kantor

6.200.100.104

Kerugian penjualan kendaraan

6.200.100.199

Kerugian peniualan Aset Tetap lainnya

6.200.200.000

Kerugian Penurunan Nilai Aset Tetap

6.200.200.100

Kerugian Penurunan Nilai Aset Tetap

6.200.200.101

Kerugian Penurunan Nilai Tanah

6.200.200.102

Kerugian Penurunan Nilal Gedung dan
Bangunan

6.200.200.103

Kerugian Penurunan Peralatan Kantor

.200.200.104

Kerugaian Penurunan Kendaraan
£

6.200.200.105

Kerugaian Penurunan Nilai jalan

16

6.200.200.106

Kerugaian Penurunan Nilai Jaringan

6.200.200.199

Kerugaian Penurunan Nilai Aset Tetap
Lainnya

6.200.300.000

Kerugian Fontinjensi

6.200.300.100

Kerugian Kontinjensi

6.200.300.101

Kerugian Kontinjensi

6.200.400.000

Kerugian Selisih Kurs Valas

6.200.400.100

Kerugian Selisih Kurs Velas

6.200.400.101

Kerugian Selisih Kurs Valas

7.000.000.000

POS LUAR BIASA

7.100.000.000

Keuntungan Pos Luar Biasa

7.100.100.000

Keuntungan Pos Luar Biasa
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Keuntungan Pos Luar Biase

7.100.100.101

Hadiah

7.100.100.102

Keuntungan Pelepasan Aktiva Tetap

7.100.100.199

Keuntungan Pos Luar Biass Lainnya

7.200.000.000

Kerugian Luar Biasa

7.200.100.000

Kerugian Luar Biasa

7.200.100.100

Kerugian Luar Biasa

7.200.100.101

Kerugian Pelepasan Aktiva Tetap

7.200.100.102

Kerugian Aset Akibat Bencansa

7.200.100.199

Kerugian Luar Biasa Lainnya

7.300.600.000

Penyetoran (Penarikan) Ke Kas Negara

7.300.100.000

Penyetoran (Penarikan) Ke Kas Negara

7.300.100.100

7.300.100.101

( )
Penyetoran (Penarikan) Ke Kas Negara
Penyetoran (Penarikan) Ke Kas Negara
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BAB IH
SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

PENGERTIAN SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

Sistern akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampeai dengan pelapcran posisi keuangan.

Aset tetap (fixed asset) adalah aset yang dipercleh dalam bentuk siap
pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam
operasi entitas, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan
normal entitas dan mermpunyai masa rmanfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Sistem akuntansi aset tetap adalah sistemn akuntansi vang mengolah
transaksi yang mengubah aset tetap yang melibatkan bagian-bagian
yang saling berkaitan satu sama lain, untuk menghasilkan informasi
akuntansi yang dibutuhkan berbagai tingkat manajemen pada suatu

entitas.

PROSEDUR DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP
1. Tanah
a. Klasifikasi

Tanah vang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Politeknik Pelayaran Surabaya dan dalam kondisi siap
dipakai.
Mapping PMEK. Nornor 29/PMEK.06/2C10 dan perubahannya
KMK Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Ke-empat Atas
PMK Nomor 29/PMK.C6/2010 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Negara ke Perkiraan-perkiraan Aset Tetap

berupa Tanah dalam Neraca.

Kode ‘Nama
Bidang Bidang

Kode BB Nama Perkiraan
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b. Pengakuan Tanah
Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengen adanya bukti bahwa
telah terjadi perpindahan hak kepemiliken dan/atau penguasasn
secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah
belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut
harus diakui pada saat terdapat bukti bshwa penguasaannya
telah  berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan
penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
c. Pengukuran Tanah
Tanah dinilai dengan bisya perclehan. Biaya perolehan mencakup
harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan hiaya lainnya yang dikeluarkan
sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai
bangunan tus yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika
bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan
tidak memungkinkan meska nilai tanah didasarkan pada nilai
wajar/harga taksiran pada saat perolehan.
d. Pengungkapan Tanah
Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu
di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula:
1) Dasar penilaian yang digunakan.
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir pericde
menurut jenis tanah yang menunjukkan:
a} Saldo awal;
b) Mutasi tambah/penambahan dan jenis transaksi untuk
penambahannya;
¢) Mutasi kurang beserta jenis transaksi untulk
pengurangannya.
2. Perglatan dan Mesin
a. Klasifikasi.
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat =lektronik, dan seluruh inventaris kantor yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan

Mesin bisa meliputi: Alet Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan
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Alat Ukur, Alat Pertanien, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat
Stadio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Xedokteran dan
Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat
Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan
Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat
Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

Klasifikasi peralatan dan mesin diatas dapat di mapping seperti
pada tabel di bawah ini;

Mapping PMK Nomor 29/PMK.06/2010 dan Perubahannya KMK
Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Ke- Empat atas PMK
Normor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Negara ke Perkiraan Perkiraan Aset Tetap Berupa

Peralatan dan Mesin dalam Neraca.

Klasifikasi BMIN Menurut Parkiraan Buku Besar
PMEK No.29/PMK.06/2010 Aset dalam BAS

Kode Kode Nama
_ Mema Bidang _ i
Bidang BB Perkiraan

Peralatan -
dan.

301
302

Alat Angkutal
Alit B"Jngkel ‘dan
Alat Uleur

‘Rumah Tangga

lat Studio,

3.06

| Komunikesi da
307 | Alat¥e

L
309 | AlatPe
g

312 |
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Klasifikasi BMN Menurut Perkiraan Buku Besar
PMK No.29/PMK.06/2010 Aset dalam BAS
8 813 “""'--A]atf_}?rodizlg"“’ g R e '

b. Pengakuan Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada
periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan
berdasarkan jumlah belanja rnodal vang diakui untuk aset
tersebut. Peralatan dan Mesin yveang diperoleh dari donasi diakui
pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hsak
kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Ms=sin ditentukan jenis

transaksinya meliputi:

1} Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin
vang disebabkan pengadaan baru, ciperiuas atau diperbesar.
Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga
perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.

2) Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin
karena peningkatan manfaat vang berakibat pada: durasi masa
manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya
pengoperasian,

3] Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin
dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

c. Pengukuran Peralatan dan Mesin.
Peralatan dan mesin diukur sebesarbiaya perolehannya

vangmenggarabarkan seluruh jumlah pengeluaran yang telah



dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut
sampai siap pakal. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin
vang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya
penganglkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya
untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan
Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa
konsultan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi biava langsung untuk tenaga kerja, bahan
bhaku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi  berkenaan dengan
pembangunan Peralatar dan Mesin tersebut.
d. Pengungkapan Peralatan dan Mesin.
Peralatan dan Mesin diungkapkan (disgjikan) di Neraca sebesar
nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan
keuangan diungkapkan pula:
1} Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
2} Rekonsiliasi jumlah tercatat pada aweal dan akhir periode yang
menunjukkan:
a) Saldo awsal;
b} Jumlah penambahan dan jenis transaksinya;
¢) Jumlah mutasi xurang beserta jenis transaksi untuk
pengurangannya;
d) Kebijeakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan
dengan Peralatan dan Mesin.
Gedung dan Bangunan
a. Klasifikasi
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
vang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang
bertpa Bangunan Gedung, Bangunan Msnara serta Tugu Titik

Konirel.
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Mapping PMK Nomor 29/PMK.06/2010 dan Perubahannya KMK
Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubshan Ke-empat atas PMK Nomor
29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Negara ke Perkiraan Perlkiraan Aset Tetep berupa Gedung dan

Bangunan dalam Neraca.

Klasifikasi BMN
Menurut PMK
No.29/PMK.06/2010

Perkiraan Buku Besar

Aset dalam BAS

Kode Nama
i ) Kode BB Nama Perkiraan
Bidang Bidang

Bengunan

b. Pengakuan Gedung dan Bangunan.

Gedung dan Bangunanyvang diperoleh dari pembelian diakui/dicatat

pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan

berdasarkan jumlal belanja modal yang dikeluarkan sampai dengan

aset tersebut siap digunaken, sedangkan Gedung dan Bangunan

yvang diperolel: dari donasi dicatat/diakui pada saat Gedung dan

Bangunan tersebut diterirna dan hak kepemilikannya berpindah

berdasarkan berita acara serah terima donasi/hibah.

Pengaltuan atas Gedung dan Bangunan berdasarkan jenis

transaksinya melipuii

1} Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan
yang disebabkan pengadasn baru, diperluas atau diperbesar.
Biaya penambeahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga
perolehan Gedung dan Bangunan tersebul.

2} Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan
karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa
manfaat, peningkatarn  efisiensi dan  penurunarn  biaya

pengoperasiar:.
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3) Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan
dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran Gedung dan Bangunan.

Gedung dan Bangunan diukur dari penilaian/pencatatansebesar
biaya perolehan, Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset
tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibengun dengan cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,
dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua
biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset
tetap tersebut.Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak,
biaya perolehan meliputi nilai koatrak, blaya peréencanaan dan

pengawasan, biava perizinan, serta jasa konsultan.

. Pengungkapan Gedung dan Fangunan.

Gedung dan Bangunan disgjikan di Neraca sebesar nilai moneternya.
Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
1) Dasar penilaian yvang digunakan untuk menentukan nilai.
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
a) Penambahan;
b} Pengembangan; dan
c) Penghapusan.
3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan

Gedung dan Bangunan.

+ Jalan, lrigasi dan Jaringan

k.

Klasifikasi.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringsn
yvang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset
ini adalah Jalan dan Jerabatan, Bangunen Air, Instalasi, dan
Jaringan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yaitu Aset tetap, semua

jalap, irigasi dan jaringan harus dibultuken dalam Daftar Barang
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Intrakomptabel, dan dilaporkan dalam Neraca berapapun nilai Jalan,

Irigasi dan Jaringan tersebut.

Mapping PMK Nomor 29/PMK.06/2010 dan Perubahannya KMK
Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Ke-empat atas PMK Nomeor
29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dar: Kodefikasi Barang Milik
Negara ke Perkiraan-perkiraan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan

Jaringan dalam Neraca.

Klasifikasi BMN
Menurut PMK
No.29/PMK.06/2010

Perkiraan Buku Besar
Aset dalam BAS

Kode Nama
. Nama Bidang Kode BE
Bidang Perkiraan

 Jalan dan Jalan, Irigasi

~dan Jaringan "

Instaiasi

| Jaringan

b. Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan diukur sebesar biaya
yvang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan
sampail siap digurnakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau
biava konstruksi dan biaya-biayae lain yang dikeluarkan sampai
dengan jalan, irigasi dan jaringan siap digunakan.

c. Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Jalen, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari pembelian diakui
pada periode akuntansi ketika aset siap digunakan berdasarkan
jumlah belanja modal yang dikeluarkan untuk aset tersebut.
Jalen, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada
saal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak
kepemilikannya berpindah.
Pengakuan atas .Jalan, I[rigasi dan Jaringan ditentukan jenis
transaksinva meliputi:
1) Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan

Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau
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diperbesar. Biaya penambahar dikapitalisasi dan ditambahkan
pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut.

2} Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan
Jaringan kerena peningkatan manfaat yang berakibat pada:
durasi masa manfaat, peningkatan efizsiensi dan penurunan
biaya pengoperasian.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh

melalul kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya

perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran
bangunan lama.

Biaya perolehar untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun

secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang

terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan,
biayva perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya
pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

d. Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan diungkapkan/dicatat di Neraca sebesar

nilai moneternya. Selain itu di dalars catatan atas laporan keuangan

diungkapkan pula:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.

2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:

a} Penambahan;
b} Pengembangan; dan
¢) Penghapusan.

3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan
Jalan, Irigasi dan Jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya
a. Klasifikasi.
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelornpok Tanah, Peralatan dan Mesin,
Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Asct
Tetap dalam Renovasi yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
Jcegiatan operasional pemerintah dan dalara kondisi siap dipakail.
BMN vang termasuk dalam kategori aset ini adalah
Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak

Kesenian /Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman
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Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
120/PMK.06/2C07 tentang Penatausahean Barang Milik Negara
vaitu Aset tetap, semua aset tetap lainnya harus dibukukan
dalam daftar barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam
Neraca berapapun ailai Aset Tetap Lainnya tersebut.

Mapping PMK Nomor 29/PMEK.06/2010 dan Perubahannya KMK
Nomor 14/KM.6/2015 teritang Perubahan Ke-empat Atas PMK
Nomor 29/PME.C6/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Negara ke Perkiraan-perkiraan Aset Tetap berupa

Aset Tetap Lainnya dalam Neraca.

. ) A Perkiraan Buku
Klasifikasi BMN Menurut
) ) Besar
PMEK No.29/”MEK.06 /2010
| Aset dalam BAS
 Kode Kode Nama
Narma Bidang ]
Bidang . BB Perkiraan
602 -
6.03
.04 | Tkem
505 | Tanamen
Hewan, ikan dan tanaman yang dimasukkan ke dalam Aset Tetap
Lainnya adalah yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2002.
Untuk yang diperoleh setelah tanggal tersebut dibukukan dalam
Daftar Barang FREhkstrakoemptabel dan tidak dilaporkan dalam
Neraca.
b. Pengakuan Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap Lainnya vang diperoleh dari pembelian diakui pada
periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan
herdasarkan jumlah belanja medal yang diakui untuk asct

tersebut. Aset Tetap Lainnva yang diperoleh dari donasi diakui



pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak
kepemilikannya berpindah.
Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya
rneliputi:
1) Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya
yvang disebabkan pengadasn baru, diperluas atau diperbesar,
Biaya penambahan dikapiralisasi dan ditambahkan pada
harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut.
2} Pengurangan adalsh penurunan nilai Aset Tetap Lainnya
dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.
c. Pengukuran Aset Tetap Lainnya.
Aset  tetap lainnya vang diukur/dicatat sebesar harga
perolehannya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarken
untuk mempercleh aset tersebut sampai siap digunakan.
Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak
meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, serta biaya perizinan,
Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui
swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang
terdiri dari biava bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa
konsultan.
d. Pengungkapan Aset Tetap Lainnya.
Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya.
Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan
pula:
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
2} Rekonsiliasi jumlah tercarat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan Penarmbahan dan Penghapusan.
3} Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan
Aset Tetap Lainnya,
6. Konstruksi Dalarm Pengerjaan
a. Klasifikasi.
Konstruksi dalarn pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam
proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi
Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya
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yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Mapping PMK Nomor 29/PMK.06/2010 dan Perubahannya KMK
Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Ke-empat atas PMK
Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Negara ke Perkiraan-perkiraan Aset Tetap berupa

Konstruksi Dalarn Pengerjaan dalam Neraca.

Klasifikasi BMIN

Menurut Perkiraan Buku Besar
PN Nomor Aset dalam BAS
29/PMEK.06/2010
Kode Nama Nama
Kode BB
Golongan Golongan 5 Perkiraan

| Konstruksi LK’OHSt@kélﬁ i

| Peng

Pengerjaan

b. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset vang dimaksudikan
untuk  digunskan dalam  operasional pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh
karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
Suatu aset berwujud harus diakul sebagsi Konstruksi Dalam
Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara
andal dan masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap apabila

pekerjaan telah selesai 100% (seratus) prosen fisik dan telah

[xa)
!

dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa
(Physics Hand Owver/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) dan
siap digunakan sesuai dengan fujuan perolehannya.

c. Pengukuran Konstruksi Dalam Fengerjaan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan diukur/dicatat sebesar biaya

perclehannya.



Biaya perolehan konstruksi vang dikerjakan secara swakelola

meliputi:

1} Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi
vang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
biaya bahan; pemindahian sarana, peralatan dan bahan-bahan
dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan
peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang
berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

2} Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya
dan dapat dislokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya
asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak
secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan
biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan
konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontraktual

rneliputi:

1} Termin yang telah dibayarkan kepada kentraktor sehubungen
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.

2} Pembayaran klaim kepada kontrakior atau pihak ke-tiga
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

d. Pengungkapan Konstrulsi Dalam Pengeriaan.

Konstruksi dalam pengerjaan diungkapkan/disajikan di Neraca

sebesar nilai rooneternya. Selain itu di dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan diungkapkan pula:

1) Rincian kontrak kenstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.

2] Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya.

3} Jumlah bisya yang telah dikeluarkan.

4] Uang muka kerja vang diberikan.

5} Retensi.

7. Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan
tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing asct
yang bersangiqitarn.

Sebagai contoh:
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Kuasa POLTEKPEL Surabaya membeli PC Unit dan Printer dengan
harga gabungan seharga Rp. 10.500.000,- [sepuluh juta lima ratus
ribu) rupiah. Jika ke-dua barang tersebut dibeli secara terpisah,
maka harga PC Unit sejenis seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta)
rupiah, dan harga printer sejenis scharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta)
rupiah. Karena pencatatan akuntansi untuk PC Unit dan Printer
dilakukan secara terpisah, maka perhitungan harga untuk masing-

masing barang tersebut adalah sebagai berikut:

Kp 9.000.000
PC REp Rp

. . x =
Urnit Rp 9.000.600 + Rp 10.500.000 7.875.000
3.000.000

Rp 3.000.000
Kp Rp

Printer | : , 0 X -
Rp 9.000.C00 + Rp 10.500.000 2.625.000
3.000.000

&. Aset Tetap dalam Renovasi.
Aset tetap dalam renovasi terjadi, bila instansi telah melakukan
rencvast atas gedung kantor yang bukan miliknya. Secara umurg,
apabila renovasi gedung kantor telah mengakibatkan peningkatan
manfaat dan nilai teknis gedung kantor, maka pengeluaran belanja
tersebut akan disajikan oleh instans: yang melakukan renovasi
terscbut sebagai aset tetap dalam renovasi pada akun aset tetap
lainnya di neraca instansi vang bersangkutan.Perlakuan atas
rencvasi pada gedung dan bangunan vang bukan milik instansi yang

melaksanakan renovasi, sebagai berikut:

a. Apabila renovasi di atas meningkatkan manfaat ekonomik gedung,
misalnya perubzhan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan
kerja dan kapasitasnya naik, malka renovasi tersebut dikapitalisasi
sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apebila rencvasi atas aset tetap yang
disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap tidak
disajikan sebagai aset tetap dalam renovasi.

b. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari 1 (saty)

tehun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya rencuvast
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dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila
manfaat ekoronik rencvasi kurang dari 1 (satu} tahun bukuy,
maka dianggap tidak disajikan sebagai aset tetap dalam renovasi.

Mapping PMK Nomor 29/PMK.06/2010 dan Perubahannya KMK
Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Ke-empat Atas PMK
Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Negara ke Perkiraan-perkiraan Aset Tetap berupa

Aset Tetap dalam Renovasi dalam Neraca.

Klasifikasi BMN Menurut Perkiraan Buku Besar
FMK Nomor 29,/ PME.06/2010 Aset dalam BAS
 Kode Nama
Nama Bidang Kode BE _ )
Bidang Perkiraan
¥$5i11_w

506 | sctTetap dalam

“Renovasi

9. Aset Tak Berwujud.
Aset Tsk Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidalk mempunval wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghas:lkan barang/iasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya terrnasuk hak atas kekayaan intelektual. Umumnya
untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud, instansi harus dapat
membuktikan bahwa pengeluaran atas kegiatan tersebut telah

memenuhi :

1. Kriteria Aset Tak Berwujud
Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi
yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan sscara jelas dari aset-aset
yvang lain, dapat dikendalikan dan memenuhi potensi manfaat
ekonomi masa. depan.

2. Kriteria Pengakuan.
Aset takt berwujud diskui pada ssat perolehan awal dan biaya
pengeluaran pada saat perolehan. Nilai yang dipakai adalah nilai
wajar pada saat perolehan aset tak berwujud. Apabila ada biaya

pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh, maka biaya
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tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tak Berwujud
dimaksud.

Untuk Penatausahaan Aset Taek berwujud di POLTEKPEL Surabaya

mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 251/PMK.06/2015
tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset
Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat, dan

2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 620/KMK.6/2015
tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik
Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah

Fusat.

Klasifikasi dan Kodefikasi.

Untuk  memudahkan identifikasi, maka setiap Aset Tetap
diklasilikasikan dengan cara tertentu sehingga memberikan kemudahan
dalam pengelolaannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2015 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Aset Tetap, sebagai pengganti Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.C6/2015 tentang Kiasifikasi dan
Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara membagi BMN
dalam klasifikasi Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok, dan

Sub-sub kelompok.

T,
Jiongan %3

Kelom pok Qﬁ Semakin

W&a&m&m&#%m izt finc:

s e

Sub Kelompok g e
mm

Luubmsub Kelompok i

prashssisnereiibtaisal et Saaaisa

P

s

Semakin §

giobal

&

Gambar 3.1 Klasifikasi dan Kodefikasi Aset Tetap

(olongan Aset Tetap meliputi: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan
Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan
Konstruksi Dalam Pengerjaan. Dari masing-masing Golongan tersebut
selanjutnya dirinci lagi ke dalam klasifikasi bidang, kelompok, sub
kelompok, dan sub-sub kelompok. Dengan demukian, klasifikasi paling

rinci {detail) ada di level Sub-sub kelompok.
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Untuk memudahken pencatatan dan pengendalian, Aset Tetap selain
diberikan identifikasi berupa nama, juga diberikan identifikasi dalam
bentuk kode. Pemberian kode Aset Tetap sepenuhnya mengacu kepada
PMK Nomor 14/PMK.06/2015.Untuk memberikan identitas, Aset Tetap
diberikan nomor kode barang {ditammbah nomor urut pendaftarannys)

dan kode lokasi (ditambah tahun peroiehannyaj.

Skema kode identifikasi barang adalah sebagai berikut:

X . XX . XX . XX . XXX

Sub sub kelompok

Sub kelompok

Kelompolk

Bidang

Golongan

Sebagai contoh: komputer Note Beok, untuk urutan yang ke-37

diberikan kode sebagai berikut :
3. 10. 01. 02, 003. 000037

Sedangkan kode lokasi, diskemakan sebagai berikut:

XXX . XX . XKL EXKXXX XXX

UAPKPE

UAKPB
UAPPB-VY

UAPPB-E1
UAPB

Sebagai contoh: POLTEKPEL Surabaya {(kode kantor 531954) diberikan
kode lokasi sebagai berikut:

022. 12. 05, 531954. 000
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Pembuatan Label Aset Tetap dilakukan dengen menggabungkan kode

lokasi (ditambah dengan tahun perolehan} dan kode barang (ditambah

dengan nomor urut peandaftaran).

Skema label Aset Tetap digambarkan sebagai berikut:

UAPB
UAPPB -E1
| UAPPB -W

| UAKPB  yapkeB
' ] ] Tahun Peroiehan
| 3

[ |
| ]

L0 SN & G ¢ SR ¢ 5,00 QNI & 6 S ¢4 4
P A ¢ G ¢ S S 4 ¢ S .6 4 4.4

Sub-sub Kelompok

H i ;
’ ; ] \ Nomor Urut Pendaflaran
i Sub Aalompek

Bidang
Golongan

Contoh:

Pada tahun 2011, POLTEKPEL Surabaya (kode kantor 531954)
melakukan pernbelian Kemputer Note Book. Pada saat perolehan barang
tersebut, nomor pencatatan terakhir untuk Note Book vyang dikuasai
Satuan Kerja yang bersangkutan adalah 000037. Berdasarkan hal

tersebut, POLTEKPEL Surebaya dapsat memberikan label pada Note

Book tersebut sebagai berikut:

022, 12. 05. 531954.000.
2011
3. 10. 01. 02. 003. 000037

Setiap Aset Tetap dibukultan dengan mengacu pada kode Barang Milik
Negara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI

Nomor 29/PMK.06/201C tentang Penggolongan dan Kodefikas: Aset
tetap.

Berikut adalah contoh kode BMN pada PMK tersebut :
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TANAH
TANAH
Tanah Persil

Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat

Tinggal

Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan |
I

Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan -
I

Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan |

I

Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa

Golongan

JALAN DAN JEMBATAN

Jalan

Jalan Nasional

Jalan Nasional Arteri

Jalan Nasional Kolektor

Jalan Nasional Bernilai Strategis Nasicnal
BANGUNAN AIR

Bangunan Air Irigasi

Bangunan Wacuk Irigast

Waduk dengan Bendungan, Tanggui;é




(1701

Menara Pengambilan Pelimpah Banjir dan

Terowongan Pengelak

S 02 101 01 {002 Waduk dengan Bendungan, Tanggul dan
Menara Pengambilan

5 02 101 101 1003 Waduk dengan Menara Pengambilan

5 02 |01 |01 | 004 Waduk dengan Tanggul, dan Pintu

Air /Menara Pengambilan

5 lo3 |00 |00 | 000 INSTALASI

5 103 )06 |00 |000 |Instalasi Gardu Listrik

5 03 |06 |01l | 00C Instalasi Gardu Listrik Induk

5 03 106 |01 |001 Instalast Gardu Listrik Induk Kapasitas
Kecil

S 03 |06 |01 | 002 Instelasi Gardu listrik Induk Kapasitas
Sedang

5 103 |06 |01 {002 |Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas |

Besar

5 04 103 (01 1DG3 Jaringan Telepon di atas Tanah Kapasitas |

Hesar

Tabel 3.1 Penggeolongan dan Kedefikas: Aset Tetap

Daftar dan Taksirann Umur Ekonomis Aset Tetap.
Adalah daftar yang digunakan untuk mencatat mutasi Aset Tetap secara
berkesinambungan mulai dari Aset Tetap itu pertama kali ada sampai

dengan dihapuskannya.
Adapun jenis Aset Tetap BLU POLTEKPEL Surabaya:

1} Tanah (tidak disusutkan).
2} Gedung dan Bangunan.

Peralatan Darn Mesin.

R

Kendaraan.

Jalan dan Jembatan.

o Ui
N S

Irigasi.
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7) Jaringan.
8} Aset Tetap Lainnya.
9} Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Cibawah ini merupakan Taksiran Umur Ekonomis Aset Tetap:

Umuar
NO Jenis Aset
Ekonomis {tahun)

1. | GEDUNG DAN BANGUNAN:

a. Permanen 20
b. Semi Permanen 10
2. | PERALATAN DAN MESIN:
s/d 5

a. Kelompok 1

b. Kelompok 2

c. Kelompok 3 10 s/d 13
d. Kelompok 4 20
3 | KENDARAAN:
a. Roda 2 s/d 3
b. Diatas Roca 2 Ss/d 10
4 | JALAN DAN JEMBATAN: 10s/d 15
Irigasi 5s/d 10
5. | JARINGAN: |
a. Kelompok 1 s/d S
b. Kelompok 2 5s/d 10
6. | ASET TETAP LAINNYA | 575
7. ASET TAK BERWUJUD 57d 10

Tabel 3.2 Taksiran Umur Ekonomis Aset Tetap
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¥, Jenis-jenis Transaksi Dalam Akuntansi Aset Tetap

Jenis — jenis transaksi dalam akuntansi aset tetap sebagai berikut:

1. Saldo Awal, merupakan saldo aset tetap pada awal tahun anggaran
berjalan atau awal tahun rnulai diimplementasikannya SIMAK-BMN
vang merupakan akumuiasi dari seluruh transaksi BMN tahun
sebelumnya.

2. Perolehan Aset Tetap, merupakan transaksi penambahan Aset Tetap
vang tahun tanggsl perolehannya sama dengan tahun anggaran
berjalan. Transaksi perolehan Aset Tetap meliputi:

a) Pembelian, merupakan transaksi perolehan Aset Tetap dari hasil
pembelian;

b) Transfer Masuk, merupsakan transaksi perolehan Aset Tetap dari
hasil transfer raasuk dari Entitas yang lain dalam lingkup APBN.

¢) Hibah, merupakan transaksi perolehan Aset Tetap dari hasil
penerimaan dari pihak ke-tiga;

d) Rampasan, merupakan transaksi perolehan Aset Tetap dari hasil
rampasan bercdasarkan putusan pengadilan;

e) Penyelesaian Pembangunan, rmerupakan transaksi perolehan Aset
Tetap dari hasil penyelesaian. pembangunan berupa
bangunan/gedung dan BMN lainnya vanyg telah diserahterimalkan
dengan Berita Acara Serah Terima;

f) Pembatalan Penghapusan, rnerupakan pencatatan Aset Tetap dari
hasil  pembatalan  penghapusan vang sebelumnya  telah
dihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuan;

Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi Aset Tetap yang

90,

sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi Aset Tetap yang lain.
Transaksi ini Dbiasanya digunakan karena adanya perubahan
peruntukan Aset Tetap, atau untuk mengoreksi kesalahan
kodifikasi pade pembukuan Aset Tetap sebelumnya;

h) Pelaksanaan dari  Perjanjian/Kontrak, merupakan transaksi
perolehan barang dari pelaksanasn kerja sama pemanfaatan,
bangun guna serah/bangun serah guna, tukar menukar, dan
perjanjian kontrak lainnya.

3. Perubahan BMN Transaksi Perubahan BMN meliputi:
a) Pengurangan Kuantitas/Nilai, merupakan transaksi pengurangan

kuantitas/nilai BMN varg menggunakan satuan luas atau satuan
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lain yvang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN
hilang;

b} Pengembangan, merupakan fransaksi pengembangan BMN yang
dikapitalisir  yvang mengakibatkan pemindahbukuan  dari
pembukuan Ekstrakomptabel ke pembukuan Intrakomptabel atau
perubahan nilai/satuan BMN dalam pembukuan Intrakomptabel;

c) Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi
BMN;

d) Koreksi  Perubahan  Nilai/Kuantitas, merupakan  koreksi
pencatatan atas nilai BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan
sebelumnya;

¢) Perubahan/Pengembangan BMN dari penyerahan Aset Tetap Hasil
Renovasi, merupakan transaksi perubahan BMN suatu UAKFB
karena adanya penyerahan aset tetap hasil renovasi dari
Satker/pihak lain yang felah mengembangkan BMN UAKPB
tersebut;

f) Penghentian BMN dari Penggunaan Aktif, merupakan transaksi
vang menyebabkan perubahan klasifikasi BMN dalam neraca
umumnya dari aset tetap menjadi aset lainnya.

4. Penghapusan BMN Transaksi Penghapusan BMN meliputi:

a} Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari
pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan
oleh instansi yang berwenang;

b} Transfer Keluar, merupakean transaksi penyerahan BMN ke
UAKPRB lain.

c} Hibah, merupakan transaksi penyerahar BMN kepada pihak ke-
tiga.

d) Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN ke dalam
klasifikasi BMN vang lain. Transaksi ini berkaitan dengan
iransaksi Reklasifikasi Masuk.

e) Koreksi Pencatatan, merupaxan transaksi untulk
mengoreksi/mengurangi jumlah barang pada catatan BMN karena
kelebihan catat pada pelaporan BMN sebelumnya.

Metode Penyusutan.
Metode Penyusutan yvang digunaikan adalah Metode Garis Lurus (Straight-

Line Method), metode depresiasi ini yang paling sederhana dan paling
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sering digunakan. Dengan cera ini beban depresiasi tiap periode
jumlahnya sama.

Metode garis lurus menggunakan rumus sebagai berikut:

Depresiasi =  HP-NS
N
Keterangan:
HP = Harga Perolehan (Cost)
NS = Nilai 3isa (residuj
n = Taltsiran Umur Ekonomis

Dokumentasi Aset Tetap

Prosedur akuntansi Aset Tetap pada UAKPB berawal dari input yang

berupa dokumen sumber. Dokumen sumber yang benar diproses

melalul mput data, yang akan menghasilkan keluaran berupa berbagai

macam buku/daftar, kartu dan laporan, pui/Dokumen sumber :

1. Untuk transaksi Saldo Awal, dokumen sumber yang diperiukan
meliputi catatan dan/atau Laporan BMN operiode sebelumnya dan

apabila diperlukan dapat dilakukan inventarisasi.

I::Q

Untuk transaksi Perolehan/Pengembangan/Penghapusan, dokumen
sumber yang diperlukan meliputi Berita Acara Serah Terima BMN,
Bukti Kepemilikan BMN, SPM/SP2D, Fakiur pembelian, Kuitansi,
Surat Keputusan Penghapusan, dan dokumen lain yang sah.
Formulir  merupakan dokumen vyang digunekan untuk merekam
terjadinya transaksi. Forraulir sering disebut dengan istilah dokumen,
karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi
direkam {didokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering pula
disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk
mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan.
Berikut ini adalah dokumen sumber untuk dokumentasi Aset Tetap:

a)  Surat Permintaan Pengadaan Aset Tetap (Expenditure Authorization
Request atau Authorization For Expenditure):

Karena investasi dalam Aset Tetap (belanja medal) meliputi jumlah
rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana dalam
jangka wektu yang relatif panjang, maka pengendalian aset tetap

dilakukan melalul perencanaen yang matang.
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Dokumen vyang digunakan untuk meminta persetujuan
pelaksanaan investasi dalam Aset Tetap disebut surat permintaan
otorisasi investasi,

Surat Permintaan Pemelineraan vang dikapitalisasi (Authorization
For Repair):

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya
pemeliharaan yang merupakan pengeluaran modal.

Dokumen Pengadaan Aset Tetap:

Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi bagian umum yang
merupakan surat untuk memesan Aset Tetap kepada pemasok.
Untuk pembelian Aset Tetap yang melibatkan jumlah investasi yang
besar, umumnysa penilaian permasok dilakukan melalui proses tender
sesual  ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan
Peraturan Presidenn Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tehun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).

Surat Perintah Kerja (Work Order):

Dokumen ini memiliki 2 (dua) fungsi vaitu sebagai perintah
dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai Aset Tetap, dan
sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya
pembuatan Aset Tetap. Dokumen ini digunakan sebagai perintah
kerja pemasangan Aset Tetap yang dibeli.

Surat Keputusan {8K) Penghentian Pemakaian Aset Tetap:

Dokumen ini digunakan sebaga: permintaar. dan pemberian otorisasi
penghentian pernakaian Aset Tetap.

Laporan Penerimaan Barang/Berita Acara Serah Terima:

Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi int
melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu dan spesifikasi Aset Tetap
yvang diterima dari pernasok.

Berita Acara Transfer Aset Tetap:

Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen permintaan dan
pemberian otorisasi transfer Aset Tetap.

Berita Acara Hibah Aset Texap:

Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen permintaan dan

pemberian hibah Aset Tetap.
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Faktur Dari Pemasok:
Dokumen ini merupakan tagilan dari pemasok untuk Aset Tetap
yvang dibeli.
Bukti Kas Keluar/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Data
dukung:
Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yvang dibuat
oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi
investasi, surat order pemnbelian, laporan penerimaan barang dan
faktur dari pemasok diterima dan diperiksa cleh fungsi akuntansi
tersebut.
Daftar Depresiasi Aset Tetap:
Daftar ini beris: jumlah biaya depresiasi aset tetap yang
dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Dokumen ini
merupakan dasar untulk pembuatan bukti memorial untuk
pencatatan biaya depresiasi yang dibebankan dalam periode
akuntansi tertentu.
Bukti Memorial/Jurnal Voucher:
Dokumen ini digunakan sebagal dokumen sumber untuk
Pencatatan Transaksi Depresiast Aset Tetap, Harga Pokok Aset
Tetap yang telah selesai dibangun, Pemberhentian Pemakaian Aset
Tetap, dan Pengeluaran Modal (Belanja Modal).
Catatan Akuntansi Aset Tetap:
Catatan akuntansi merupakan salah satu unsur dari suatu sistem
akuntansi pokok vang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku
pembantu. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat
transaksi Harga Pokok Aset Tetap dan Akumulai Depresiasi Aset
Tetap, terdiri dari:
a} Kartu Aset Tetap:
Catatan akuntansi ini  merupakan buku pembantu yang
digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang
bersangkutan dengan aset tetap tertentu.
b} Jurnal Umun:
Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga
pokok Aset Tetap yvang teiah selesai dibangun, biaya-biaya untuk
pemasangan <dan pembongkeran Aset Tetap, penghentian

pemakaian Aset Tetap dan depresiasi Aset Tetap.
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Register Bukti Kas Keluar:
Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian Aset

Tetap dan pengeluaran rnodal yang berupa pengeluaran kas.

Fungsi yang terkait dalam transaksi yang menggugah harga pokok

asel tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap adalah:

a)

Fungsi pemaleai:

Dalam akuntansi Aset Tetap, fungsi pemakai bertanggungjawab
mengajukan usulan investasi dalam Aset Tetap dan mengajukan
surat permintaan otorisasi investasi.

Fungsi Riset dan Pengernbangan:

Fungsi ini bertanggungjawab mengajukan usulan investasi aset
tetap yang dimanfaatken bersams oleh lebih dari 1 (satu) fungsi.
Di samping itu, fungsi ini bertanggungjawab melakukan studi
kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi lain dalam
entitas.

Pejabat Yang Bersangkutan:

Pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan
investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajulan
cleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya.

Pimpinan tertinggi:

Pejabat ini yang memberikan otorisasi terhadap semua mutasi
Aset Tetap. Otorisasi ini dicantumkan dalam formulir surat
permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan otorisasi
reparasi.

Fungsi Pengadaan/Pembelian:

Fungsi ini bertanggungjawab memilih pemasok dan menerbitkan
surat order pembelian untuk pengadaan Aset Tetap.

Fungsi Penerimaan:

Fungsi ini bertanggungjawab melekukan perneriksaan terhadap
Aset Tetap yang diterima dari pemasok. Hasil
pemeriksaan terhadap Aset Tetap tersebut dicantumkan dalam
lLaporan Penerimaan Barang,

Fungsi Asetl Tetap:

Fungsi ini bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Tetap
Entitas. Fungsi ini memiliki wewenang dalam penempatan,

pemindahan, dan penghentian pernakaian Aset Tetap.
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h) Fungsi Akuntansi:
Fungsi ini bertanggungjawab dalam pembuatan dokumen sumber
(bukti kas keluar dan bukti memorial} untuk pencatatan mutasi
aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu Aset Tetap.
Fungsi akuntansi bertanggungjawab atas
penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan dengan aset
tetap (register bukti kas keluar dan bukti memorial).

Pengelolaan Aset Tetap

Pengelolaan Aset Tetap merupakan suatu rangkaian yang dimulai

dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian,

pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan

penghapusan, dimana seluruh kegiatan ditatausahakan dengan baik

disertai dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian seperti

yang ada pada gambar 3.2 :

AWALAN

Gambar 3.2 Siklus Pengelolaan Aset Tetap

1. Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Aset Tetap:
Perencanaan kebutuhan aset tetap adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan aset tetap untuk menghubungkan pengadaan
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan
sebagai dasar dalam melakukan tindakan di masa yang akan
datang. Perencanaan kebutuhan aset tetap disusun dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-

K/L) setelah memperhatikan ketersediaan Aset Tetap yang ada.
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Perencanaan kebutuhan Aset Tetzp tersebut berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

Rencana kebutuhan diformulasikan dari barang-barang apa
saja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi POLTEKPEL Surabaya dikurangi dengan barang-barang
apa saja yang saat itu telah tersedia dan siap digunakan. Gap
(kekurangan) antara kebutuhan dan ketersediaan barang tersebut
yvang selanjutnya diusulkan untuk dianggarkan dalam DIPA baik
yvang bersumber dari APBN ataupun pendapatan operasional BLU.

Perencanaan kebutuhan yang merupakan langkah awal
pengelolaan Aset Tetap sangat penting dan berpengaruh besar
pada proses pengelolaan selanjutnya. Proses perencanaan yang
baik dengan sendirinya akan berdampak baik pula pada proses
pengelolaan secara keseluruhan, sementara perencanaan yang
tidak tepat sudah pasti akan berdampak tidak baik pada proses
pengelolaan selanjutnya.

Pengadaan Aset Tetap adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa berupa Aset Tetap yang dibiayai dengan APBN dan
pendapatan operasional BLU, baik yang dilaksanakan secara
swakelola, maupun cleh Penyedia Barang/Jasa.

Penggunaan aset tetap adalah kegiatan vang dilakukan oleh
POLTEKPEL Surabaya dalam mengelola dan menatausahakan
Aset Tetap yang sesual dengan tugas dan fungsi POLTEKPEL
Surabaya. Mekanisme perencanaan, pengadaan dan penggunaan
Aset Tetap secara terinci akan ditetapkan dengan Surat

Keputusan Direlctur POLTEKPEL Surabaya.

Pemanfaatan Aset Tetap:

Pemanfaatan Aset Tetap adalah pendayagunaan Aset Tetap yang

tidak dipergunakan sesuai Tugas dan Fungsi POLTEKPEL Surabaya

dalam bentuk Sewsa, Pinjem Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, dan

Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah, dengan tidak mengubah

Status Kepemilikan:

Sewa
Sewsa adalah pemanfaatan Aset Tetap POLTEKPEL Surabaya oleh
pihak lain dalarn jangka waktu tertentu dan menerima imbalan

vang tunai. Dasar pertimbangan sewa Asct Tetap sebagai berikut:
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1) Optimalisasi Aset Tetap yang belum/tidak dipergunakan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan;

2} Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
Perhubungan;

3} Mencegah penggunaan Aset Tetap oleh pihak lain secara tidak

sah.

Gambar 3.3 Bagan Pengelolaan Sewa Dalam Proses Penyewaan

Sebagian Tanah dan/atau Bangunan dan Selain Tanah dan/atau
Bangunan oleh POLTEKPEL Surabaya.

Objek Sewa Aset Tetap meliputi:
1) Tanah dan/atau bangunan yang idle.
2) Sebagian tanah dan atau bangunan.
3) Selain tanah dan atau bangunan.
Pihak yvang dapat menyewa Aset tetap meliputi:
1) Badan Usaha Milik Negara.
2] Badan Usaha Milik Daerah.
3) Badan Hukum lainnya.
4}  Perorangan.

Ketentuan Sewa Aset Tetap sebagai berikut:
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Aset tetap vang dapat disewakan adaleh Aset Tetap yang dalam
kondisi belum atau tidak digunakan cleh POLTEKPEL Surabaya
atau oleh Kementerian Keuangan.

Jangka walctu sewa Aset Tetap paling larma 5 (lima) tahun sejak
ditandanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.
Perpanjangan jangka waktu sewa Aset Tetap dilakukan oleh
POLTEKPEL Surabava, setelah dievaluasi oleh POLTEKPEL
Surabaya, dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Besaran sews Aset Tetap sebagian tanah dan/atau bangunan
yang herada pada POLTEKPEL Surabaya dan Aset Tetap selain
tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh POLTEKPEL
Surabaya, setelah mendapat persetujuan Kementerian
Keuangan.

Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling
lambat pada saat penancatanganan Kontrak.

Selama masa sewa, pihek penyswa atas persetujuan
Kementerian Keuangan hanya dapat mengubah bentuk Aset
Tetap tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan dengan
ketenituan bagian vang ditambahkan pada bangunan tersebut

menjadi Aset Tetap.

b} Pinjam Pakai:

Pinjam pakai adalah penyverahan penggunaan Aset Tetap antara

POLTEKPEL Surabava dengan Pemerintah Daerah dalam janglka

waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka

waktu berakhir Aset Tetap tersebut, diserahkan kembali kepada

Pemerintah Pussat.

Pertimbangan Pinjam Pakai Aset Tetap, dilakukan untuk:

)

2)

Mengoptirnaikan penggunaan Aset Tetap yang belum/tidak
dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintah Pusat.

Menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daeran.

Jenis Aset Tetap yang dapat dipinjam pakai terdirt dari:

8

Tanah dan/atau bangunan.

2) Selain tanah dan/atau bangunan.

Subjek Pelaksanaan Pinjam Pakai:
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Pihak vang dapat meminjam pakaikan Aset Tetap adalah

POLTEKPEL Surabaya dengan persetujuan Kementerian

Keuangan untuk:

a) Sebagian tanah dan/atau bangunan yang status
penggunaannya ada pada POLTEKPEL Surabaya;

b} Aset Tetap selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak yang dapat meminjam Aset Tetap adalah Pemerintah

Daerah.

Ketentuan dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Aset Tetap:

1)

3)

4)

I
e
S’

6)

Aset Tetap dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh
POLTEKPEL Surabaya untult penyeienggaraan tugas dan
fungsi pernerintahar.

Tanah dan/atau bangunan yang dapat dipinjam pakaikan
meliputi sebagian tanah dan/atau bangunan yang merupakan
sisa dari tanah dan/atau bangunan yang sudah digunakan
oleh POLTEKPEIL Surabaya dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsinya.

Jangka waktu peminjaman Aset Tetap paling lama 2 (dua)
tahun sejak ditandatenganinya perjanjian pinjam pakai, dan
dapat diperpanjang.

Dalam hal jangka waktu peminjaman Aset Tetap akan
diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam
pakai dimaksud sudah diterima oleh Kementerian Keuangan
paling larmnbat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam
pakai berakhir.

Tanah dan/ataw.  bangunan vang dipinjam pakaikan
digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian pinjam palkai
dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah
dan/atau mengurangi bentuk bangunan.

Pemeliharaan dan segala biayva yvang timbul selama masa
pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjarn.
Setelah masa pinjam pakai berakhir, pemninjam  harus
mengembalikan Aset Tetap yang dipinjam dalam kondisi
sehagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama

dan dituangkan dalarc Berita Acara Serah Terima.
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Gambar 3.4 Bagan Pengelolaan Pinjam Pakai Yang Dilaksanakan
Oleh POLTEKPEL Surabaya

c) Kerjasama Pemanfaatan:

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Tetap oleh

pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

peningkatan Penerimaan POLTEKPEL Surabaya.

Pertimbangan kerjasama pemanfaatan Aset Tetap, dilakukan

untuk:

1) Mengoptimalkan pemanfaatan Aset Tetap yang belum/tidak
dipergunakan dalam pelaksanaan ftugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan;

2) Meningkatkan penerimaan POLTEKPEL Surabaya, dan

3) Mengamankan Aset Tetap, dalam arti mencegah penggunaan
Aset Tetap dengan didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jangka walktu pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan paling lama
30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Tahap persiapan
dan pelaksanan Kerjasama Pemanfaatan menjadi tanggung jawab
mitra  Kerjasama  Pemanfaatan. Kerjasama  Pemanfaatan
memberikan hasil kepada Negara berupa kontribusi tetap,
pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan, dan dapat
menerima kontribusi barang untuk TUSL

Objek Kerjasama Pemanfataan oleh Penggunaan adalah:

1) Sebagian tanah dan/atau bangunan, yang status

penggunaannya ada pada POLTEKPEL Surabaya/Kuasa
POLTEKPEL Surabaya, serta
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2) Selain tanah dan/atau bangunan.

3) Penerimaan hasil penjualan barang Inventaris/Aset Tetap
merupakan pendapatan BLU POLTEKPEL Surabaya.

Subjek Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan Aset Tetap yaitu:

1) Kementerian Keuangan/ POLTEKPEL Surabaya.

2) Badan Usaha Milik Negara.
3) Badan Usaha Milik Daerah.
4) Badan Hukum Lainnya.

@Wm\gﬂg&—wg ‘(""{g' B SR il 7- :
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Gambar 3.5 Bagan Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Atas Selain Tanah
dan/atau Bangunan
3. Penilaian Aset Tetap:
Penilaian Aset Tetap dilakukan dalam rangka untuk mengetahui
nilai wajar Aset Tetap, pemanfaatan, dan pemindahtanganan aset
tetap. Penilaian Aset Tetap dapat melibatkan penilai Independen.

Penilaian Aset Tetap meliputi:

a) Tanah dan/atau bangunan, untuk mendapatkan nilai wajar,
dengan estimasi terendah menggunakan NJOP;

b) Selain tanah dan/atau bangunan untuk mendapatkan nilai
wajar.

4. Pengamanan dan Pemeliharaan:

Pengamanan meliputi pengaman administrasi fisik dan hukum, yang

berupa sertifikasi, bukti kepemilikan bangunan atas nama

Pemerintah Indonesia, dan disimpan oleh pengelola, bukti

kepemilikan selain tanah/bangunan atas nama pengguna dan

disimpan oleh Pengguna.

POLTEKPEL Surabaya/Kuasa POLTEKPEL Surabaya

bertanggungjawab atas pemeliharaan Aset Tetap yang dikuasainya,
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dengan berpedorman pads Daftar Kebutuhan Perneliharaan Barang
(DKFB), yang dibebankan pada DIPA. POLTEKPEL Surabaya wajib
membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada pada
kewenangannya dan rmelaporkan kepada Menteri Perhubungan
secara berkala. Mernteri atat pejabat yang ditunjuk meneliti laporan
dan menyusun daftar hasil pemeliharaan tahunan sebagai bahan
evaluasi mengenal efisiensi pemelihaaan.
Pemindahtanganan:
Pemindahtanganan merupakan suatu tindakan  pengalihan
kepemilikan Aset Tetap sebagai tindak lanjut dari penghapusan
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahken/disertakan.
Berikut ini penjelasan mengenai pemindahtanganan Aset Tetap.
a) Penjualan:
Penjualan adaleh pengalihan kepemilikan Aset Tetap kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
Pertimbangan Penjualan Aset Tetap:
1) Dalam rangka cptimalisasi Aset Tetap yang berlebih atau idie;
2) Karena secara ekonornis lebih menguntunglkan bagi Negara,
3) Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Aset Tetap vang dapat dijual:
1} Tanah dan/stau Bangunan:
(a) yang berada pada Kementerian Keuangan; dan
(b) yang status penggunaannya ada pada POLTEKFPEL
Surabaya.

2) Selain tanal: dan/atau bangunan.

Fetentuan dalam Pelaksanaan Penjualarn:
1) Pelaksanaan penjualan Aset Tetap, tidak boleh mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
2) Penjualan Aset Tetap dilaksanekan dengan cara:
(a) Melalui leleng, dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangan-undangan;
(b} Tanpa rmelalha lelang;
(c) Aset Tetap vang bersifat khusus sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan yaitu:



[186]

(1) Rumah Negara Golongan I vang dijual kepad:
penghuninva, diatur tersendiri dalam tata cara
pengalihan  status rumab  Negara Golongan 11
menjadi rumah Negera Golongan I,

(2} Kendaraan dinas perorangan pejabat Negara yang
dijual kepada pejabat Negara.

(d} Aset Tetap lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh
Kementerian Keuangan berdasarkan pertimbangan yang
diberikan cleh POLTEKPEL Surabaya dan Instansi Teknis
terkait, yaitu:

(1} Berupa tanan dan/atau bangunan yang akan
digunakan untuk kepentingan umum.

(2} Berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang
menurut perericanaan awal pengadaannya
digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai
Megeri, sebagaimana tercantum dalam dokumen
penganggarannya.

(e} Tindak lanjut pecjualan Aset Tetap vang tidak laku dijual
secara lelang:

(1) Dilakukan  pemindahtanganan  dalam  bentuk
lairnya.

{2y Dalam hal tdak dapat dipindahtangankan dalam
bentuk lain, Aset Tetap dimaksud dimusnahkan.

(3] Pemusnpahan dilakukan setelah mendapat
persetuinan dari Kementerian Keuangan.

3} Persyaratan untuk dapat dilakukannya penjualan Aset Tetap
selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

(a} Memenuhi persyaratan teknis:

(1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena
rusak, dan tidak ekonornis apabila diperbaiki.

(2} Becara teknis barang tidak dapat digunakan lag:
akibat ronodernisasi.

(3) PRarang mengalami perubahan dalam spesifikas:
kerena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-
lain sejenisnya; atau berkurangnya barang dalam
timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susui

delam penyimpeanan/ penganglkutan.
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(b) Memenuhi persyaratan ekxonomis:

{1} Becara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara
apabila barang dijual, karena biaya operasional dan
pemeliharaan barang lebih besar daripada manfast
vang diperoleh.

(2) Perjualan Aset Tetap berupa kendaraan bermotor
dinas operasional diatur dengan ketentuan sebagai
Lerikut:

(2.1} Kendaraan bermoior dinas operasional
hanya dapat dijual apabila:

(2.1.1) Tidak akan mengganggu

penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kementerian /Lembaga vang

bersangkutan.

2.1.2) Telah berusia paling sedikit 10

—

(sepuluh) tahun.

s
]
[y
b
! )
p—g

Terhitung mulai tanggal, bulan,
tahun pembuatannya, untuk
peroichan cdalam kondisi baru.
{2.1.2.2) Terhitung mulail tanggal, bulan,
tahun pembuatannya, untuk
perolehan selain tersebut  pada
butir (2.1.2].

12.27)  Penjualan kendarzan bermotor selain
rersebut butir (2.1.2). Dapat dilakukan
apabila kendaraan bermotor tersebut:

{
(-

o
Ao

.1} Hilang;

)
B
nD

) Rusak berat akibat kecelakaan
atau force majeure dengan kondisi
paling tinggi 30 % (tiga pulubj
persen berdasarkan keterangan
instansi yang berkompeten.

Persyaratan untuk dapat dilakukan penjualan Aset Tetap

berupa tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

1} Lokasi tenah dan/atau bangunen menjadi tidak sesuai

dengan RUTR disebabkan perubahan tata ruang kota.
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2) Lokasi dan/atau luas tanah dan/atat bangunan, tidak
memungkinkan  uniuk  digunakan dalam  rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi. atau

3) Tanah dan/atau bangunan vyang menurut awal
perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi
pembangunan perumahan Pegawsai Negeri.

Penjualan Aset Tetap berupa tanah kaviing yang menurut awal

perencanaar: pengacaannya digunakan untuk pembangunan

perumahan Pegawai Negeri dilakukan dengan ketentuan
sebagal berilcut:

1)  Pengajuan usul penjualan disertai dengan dokurnen
penganggaran yarng menyatakan bahwa tanah tersebut
akan digunakan untuk pembangunan perumahan
Pegawai Negeri.

2) Penjualan dan pengalihan kepemilikan dilaksanakan
langsung kepada masing-masing Pegawai Negeri.

Subjek Pelaksana Penjualan:

1) EKementerian Keuangan untuk tanah dan/atau bangunan.

2}  Penggura Barang scetelah  mendapat persetujuan
Pengelola Barang untuk:

{a) Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran
uniuk bangunan pengganti sudah disediakan
dalam dokumen pengganggaran;

(b}  Aset Tetap selain tanah dan/atau bangunan.

8

Menteri Pekerjean Umum dan Perumahan Rakyat untuk
penjualan tanah dan/stsu bangunan yang merupakan
kategor: rumah Negara Golongan II1.
b) Tukar Menukar:
Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Tetap yang
dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daeran,
atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian  dalam  bentuk barang sekurang-
kurangnya dengan nilai seimbang. Pertimbangan/Alasan Tukar
Menukar Aset Tetap dilakukan dalam rangka:
1) Memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraen

pemerintaharn.
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2) Optimalisasi penggunaan Aset Tetap.
3} Tidak tersedia dana dalam APBN.
Objek Tuker-menukar Aset Tetap:

1)  Tanah dan/atau Bangunan.

(a) yang berada pada Kementerian Keuangan;

(b) yang status penggunaanya ada pada POLTEKPEL
Surabaya.

2)  Selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak-pihak vang dapat melaksanakan tukar-menukar

aclalah:

1} Kementerian Keuangan, untuk: tanah dan/atau
bangunan yang berada pads Kementerian Keuangan.

2) POLTEKFPEL Surabava dengan persetujuan Kementerian

Keuangan, untuk:

[a) Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang
berada pada POLTEKPEL Surabaya, akan tetapi tidal
sesual dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

(b) Aset Tetap selain tanah dan/atau bangunan.

Mitra tukar-menukar adalah:

—_

Pemerintah Daerah,

)
2)  Badan Usaha Milik Negara.
3} Badan Usaha Milik Daerah.
4)  Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya.
5) Swasta, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun
Perorangan.
Hibah:

Hibah adalah pengalihan keperailikan Aset Tetap dari Pemerintan
Pusat kepada Pemerinteh Daerah, atau kepada pihak lain,
dan/atau sebaliknya tanpa memperoleh penggantian.
Pertimbangan Hibah Aset tTtap dilakukan untuk:

1) Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan.

2) Penyelenggaraan Pemerintan Daerah.

Pihak vang dapat melaksanakan Hibah Aset Tetap adalah:

1) Kementerian  Keuangan, untuk tanah dan/atau

bangunan;
2) POLTEKPEL Surabava, dengan persetujuan Kernenterian

Keuangan, untuk:
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() Tenah dan/atan  bangunan vyang dari awal
pengadaannya, direncanakan untuk dihibahkan
sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Penganggaran;

(b} Tanrah dan/atau bangunan yang diperoleh dari dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

{c) Sebagian tanah yang berada pada POLTEKPEL

Surabaya.

Pihak yang dapat menerima Hibah adalah:

1) Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan Organisasi

Kemanusiaan, vang mendapatkan pemyataan tertulis dari
instansi teknis vang kompeten bahwa lembaga yang

bersangkutan adalah sebagai iembaga termaksud.

2) Pemerintah Dacrah.

6. Penghapusan

Penghapusan merupakan suatu tindakan rnenghapus Aset Tetap

dari daftar Aset Tetap dengan menerbitkan Surat Keputusan dari

pejabat yang berwenang untuk membebaskan POLTEKPEL

Surabayva dan/atau Kuasa POLTEKPEL Surabaya dan/atau

Eementerian Keuangan dari tanggung iawab administrasi dan

fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan ini dilalkukan dalam hal Aset Tetap sudah tidak

berada dalam penguasaan PCLTEKPEL Surabaya karena salah

satu hal:

&

)
)
)

o o

]

)

Penyerahan Aset Tetap kepada Kementerian Keuangan;
Pengalihgunaan Aset Tetap kepada Entitas lain;
Pemindahtanganan Asst Tetap kepada pihak lain;

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau
menjalanksn ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemusnahan.

Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan
wajar meniadi penyebab penghapusan, antara lain hilang,
kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena
bencana alam, kadaluarsa, dan mati/cacat berat/tidalk
produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena

dampak dari terjadinya force majeure.
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Persyaratan peaghapusan Aset Tetap selain tanah dan/atau

bangunan harus memenuhi :

a) Persyaratan teknis yaitu secara fisik barang tidak dapat
digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila
diperbaiki, secara toknis barang tidak dapat digunakan lagi
akibat modernisasi, barang telah melampaui batas waktu
kegunaannya/ kadaluarsa, barang mengalami perubahan
dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dll
sejenisnya, atau berkurangnva barang dalam
timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam
penyimpanan/pengangkutan.

b) Persyaratan ekonorais, yaitu lebih menguntungkan bagi
Negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan
pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang
diperoleh; atau

¢) Barang  hilang, atau  dalam  kondisi  kekurangan
perbendaharaan atau kerugian.

Penghapusan Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan harus

memenuhi persyaratan yaitu:

a) Aset tetap dalam kondisi rusak berat karena bencana alam,
atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (force

majeure);

b) Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana
Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan
tata ruang kota;

¢}  Sudah tidak memenuhi kebutunan organisasi karena
perkembangan tugas, penyatuan lokasi barang dengan
barang lain milik Negara dalem rangka efisiensi.

Khusus untuk kendaraan berraotor dinas operasional hanya

dapat dihapusken apabila telah berusia paling sedikit 10

(sepuluh) tahun, dengan ketentuan untuk kendaraan dengan

perolehan dalam kondisi baru, terhitung mulai tanggal, bulan,

tahun perolehannya, dan untuk kendaraan untuk perolehan
dalam kondisi tidak baru terhitung mulai tanggal, bulan, tahun
pembuatannya. Penghapusan kendaraan bermotor dinas
dimaksud sebagaimana tercatat sebagei Aset Tetap dan tidak

zkan mengganggu penyelenggaraan  tugas dan fungsi
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Kementerian/Lembaga  vang  bersangkutan. Penghapusan
kendaraan bermotor selain tersebut di atas, dapat dilakukan
apabila kendaraan bermotor tersebut hilang atau rusak berat
akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi
30% {tiga puluh) persen berdasarkan keterangan instansi yang
kompeten.

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

a} Dibakar;

b} Dihancurkan;

¢} Ditimbun;

d) Ditenggelamkan dalam laut; atau

e) Sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

!

Cleh Pengguna
Barangy / Kuasa
Panggune Barang

R

Oleh Pengelota
Barang

bl

Gambar 3.6 Bagan Alur Penghapusan Atas Aset Tetap

Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap

Pengguna/Kuasa POLTEKPEL Surabaya bertugas melakukan
pemantauan dan penertiban terhadap Aset Tetap yvang dikuasainya.
Kemudian dapat meminta Aparat Pengawas Fungsional untuk
melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.
Selanjutnya menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kementerian Keuangan berwenang melakukan
pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan pengelolaan dalam
rangka penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dapat meminta Aparat Pengawas Fungsional untuk
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melakukan audit. Lalu hasil audit yarng dimaksud disampaikan kepada
Pengelola Anggaran untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangarn.

Kondisi Aset Tetap
Kondisi Aset Tetap dapat dikategorikan dalam 3 {tiga) kategori yaitu

baik, rusak ringan, dan rusak berat.

Tabel berikut ini menyajikan indikasi yang menentukan 3 {tiga) kondisi

Aset Tetap sebagai berikut:

- Apabila ) barang
tersebut masih dalam
keadaan utuh dan berfungsi

dengan baik.

Rusak Apabila kondisi barang
Ringan tersebut masih dalam
(RR) ' keadaan utuh tetapi kurang

berfungsi dengan baik. Untuk
berfungsi dengan baik
memerlukan perbaikan ringan
dan tidak memerlukan
penggantian bagian

utama/komponen pokok.

Rusak | Apabila kondisi barang
Berat {(RB) tersebut tidak utuh dan tidak

berfungsi lagi atau
memerlukan perbaikan
besar/penggantian bagian
utama/komponen pokok,

sehingga  tidak  ekonomis
untuk diadakan

perbaikan/rehabilifast.




{194]

Tanah

Baik (B)

- Apabila kondisi tanah
- tersebut siap dipergunakan
- dan/atau dimanfaatkan
sesuai dengan

~ peruntukannya.

Rusak
Ringan

(RE)

- Apabila kondisi tanah
tersebut  karena = sesuatu
' sebab tidak dapat
dipergunakan dan/atau
- dimanfaatkan dan  masih
~ memerlukan

- pengolahan /perlakuan

| (misalnya pengeringan,
. pengurugan, perataan dan
pemadatan) untuk  dapat
' dipergunakan sesuai dengan

- peruntukannya.

Rusak
Berat (RB)

Apabila kondisi tanah

tersebut tdak dapat lagi
dipergunakan dan/atau
" dimenfastkan sesuai dengan
| peruntukannya karena
' adanya bencana alam, erosi

- dan sebagainya.

Jalan dan

Jembatan

Baik (B)

- Apabila kondisi fisik barang
- tersebut dalam keadaan utuh

- dan berfungsi dengan baik.

Rusak
Ringan

(RR)

Apabila kondisi fisik barang
- tersebut dalam keadaan utuh
narnun memerhikan
- perbaikan ringan untuk dapat
dipergunakan sesuai dengan

- fungsinya.

Rusak
Berat (RB)

T Apabila kandisi fisik barang
tersebut dalam keadaan tidak

utuh/tidak berfungsi dengan
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Tanah

Baik (B)

- Apabila kondisi tanah

- tersebut siap dipergunakan

dan/atau dimanfaatkan

. sesuai dengan

peruntukannya.

Rusak
Ringan

(RR)

- Apabita kondisi tanah
tersebut  karena = sesuatu
 sebab tidak dapat
dipergunakan dan/atau
dimanfaatkan dan  masih
memerlukan
pengolahan/perlakuan
(misalnya pengeringan,
pengurugan, perataan dan
 permmadatan) untuk  dapat
- dipergunakan sesuai dengan

 peruntukannya.

Rusak

Beral (RB)

| Apabila kondisi tanah
tersebut tidak dapat lagi
dipergunakan dan/atau
- dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya karena
adanya bencana alam, erosi

- dan sebagainya.

Jalan dan

Jembatan

Baik (B)

Apabila kondisi fisik barang
tersebut dalam keadaan utuh

| dan berfungsi dengan baik.

Ruszlk
Ringan

(RR)

Apabila kondisi fisik barang

tersebut dalam keadaan utuh
namun memerlukan
perbaikan ringan untuk dapat
' dipergunakan sesuai dengan

- fungsinya.

Russak

Berat (RB)

© Apabila kondisi fisik barang
- tersebut dalam keadaan tidak

. utuh/tidak berfungsi dengan
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baik

perbaikan

dan memerlukan

dengan  biaya

besar.

Bangunan

Baik (B)

Apabila bangunan tersebut
utuh dan tidak memerlukan
yang berarti

kecuali pemeliharaan rutin.

perbaikan

Rusak
Ringan

(RR)

Apabila bangunan tersebut

masih  utuh, memerlukan

pemeliharaan rutin dan

perbaikan ringan pada
komponen-komponen bukan

konstruksi utama.

Rusalk
Berat (RB)

Apabila bangunan tersebut
tidak utuh dan tidak dapat
dipergunakan lagi.

Tabel 3.3 Kondisi aset tetap

K. Format Laporan Aset Tetap

1. HARGA
PEROLEHAN
MUTASI
SALDO
SALDO AWAL REKLASIFIK
TAMBAH KURANG AKHIR
URAIAN ASI
KU
KUA
KUAN NILA | KUAN | NILA | KUAN | NILA | AN | NiL
NILAI | NTIT
TITAS AS I TITAS 1 TITAS I TIT | Al
AS

Tanah

Peralatan

dan Mesin

Gedung dan
Bangunan

Jalan,
Irigasi dan

Jaringan
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Aset Tetap

Lainnya

TOTAL

Tabel 3.4 Format Laporan Harga Perolehan Aset Tetap

2. AKUMULASI

PENYUSUTAN
MUTASI
SALDO SALDO
REKLASIFIK
AWAL TAMBAH KURANG AKHIR
ASI
KU
KUA
NILA | KUAN KUAN | NILA ;| KUAN | NILA | AN | NILA
URAIAN | NTIT NILAI
AS I TITAS TITAS I TITAS 1 TIT i
AS
Tanah
Peralatan
dan Mesin
Gedung
dan
Bangunan
Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
Aset Tetap
Lainnya
TOTAL

Tabel 3.5 Format Laporan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

3. NILAI BUKU

MUTAS!

SALDO

URAIA SALDO AWAL REKLASIFIKA
TAMBAH KURANG AKHIR

N 81

KUA KUA | N

KUANTI NILA | KUANTI | NILA | KUANTI | NILA
NILAI | NTIT NTIT | IL

TAS I TAS I TAS I
AS AS 1 A]

Tanah
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: Peralat
- en dan

- hresin

- Gedung
L dan
I Bangun

REER

D lalan,
- Irigasi
dan

| laringa

wrap

CLalnny

CTOTAL

Tabel 3.6 Format Laporan Nilai Buku Aset Tetap
Peraturan tentang Aset Tetap Tehun 2014

PMK Nomor ©20/PMK.06/2014 entang Perubahan Atas PMK Nornor
1/PMEK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas
Pemerintah Pusat.

PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penghapusan BMN.
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SAB IV
SISTEM AKUNTANSI BIAYA

DEFINISI

Sistem  akuntansi biaya adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkompurerisasi mulai dari proses pencatatan,
penggolongan, peringkasan dan penyajian penghitungan unit cost
dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian,
perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang
bersifat rutin strategis.

TUJUAN SISTEM AKUNTANSI BIAYA

Uniuk menentukan harga pokek, sistem akuntansi biaya
menyajikan biaya vang telah terjadi pada masa yang lalu. Untuk
pengendalian biaya sistem akuntansi biaya menyajikan informasi
biava vyang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang
sesungguhnya terjadi, kermudian menyajikan analisis terhadap
penyimpangannya. Untuk pengambilan keputusan khusus sistem
akuntansi biaya, menyajikan biaya yang relevan dengan keputusan
vang akan diambil, dan biaya vang relevan dengan pengambilan
keputusan khusus ini selalu berhubungan dengan biaya masa yang
akan datang.

BIAYA GABUNGAN (JOINT COST)

Mengingat beberapa jenis biaya belum dapat diklasifikasikan secara
tepat antara biaya pelayznan langsung dengan biaya umum, dan
administrasi, maka pembebanannya dilakukan berdasarkan
presentase dengsn perhitungan untuk biaya langsung pelayanan,
dan untuk biayva umum dan administrasi, sebagaimana dapat dilihat

pada table 4.1 berikut ini :

Jenis Biaya Biaya Biaya Umum
Langsung &
Pelayanan Administrasi

BIAYA PEGAWAL

a. | Gaji
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b. | Insentif/Remunerasi

DAYA DAN JASA:

a. | Listrik 70% 30%

b. | Telepon/Faksimili 20% 80%

c. | Air 80% 20%

PENYUSUTAN ASET

TETAP:

a. | Gedung dan Bangunan 70% 30%

b. | Peralatar dan Mesin 90% 10%

c. | Jalan, Irigasi dan 30% 50%
Jaringan

d. | Aset Tetap Lainnya 60% 40%

AMORTISAS!:

a. | Aset Tak Berwujud 7T0% 30%

Tabel 4.1 Pembagian Biaya Yang Dapat Diklasifikasi

PENGGOLONGAN BIAYA

Penggolongan biaya di POLTEKPEL Surabaya dikelompokkan

menjadi 2 (dua) golongan:

1. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-
satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai, jika
sesuatu yang dibiayai itu tidak ada, meka biaya langsung ini
tidak akan terjadi. Dengan demikian biaya langsung akan
mudah diidentifikasikan dengan sesuatu  yang dibiayai
misalnya: biaya hahan diklat, honor pengajar diklat, biaya

konsurnsi peserta diklat dan lain sebagainya.

b

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi yang
disebabkan tidak hanya oleh sesuatu yang dibiayai, biaya tidak
langsung dalam hubungannya dengan jasa disebut dengan

biaya jasa tidak langsung, misalnya: pengembangan sumber
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daya rmanusia, program dan kegiatan, promosi, serta

peningkatan layanan POLTEKPEL Surabaya.

Menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan

volume kegiatan, biaya di POLTEKPEL Surabaya dapat digolongkan

menjadi 4 (empat} golongan

1.

Biaya variabel adalah biaya vang jurnlah totalnya berubah
sebanding dengan perubahan velume kegiatan.

Biaya semi varianel adalah biaya yang berubah tidak sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi wvariabel
mengandung unsur biava tetap dan unsur biaya variabel.

Biaya semi fixed adalah biaya yvang tetap untuk tingkat velume
kegiatan tertenful dan berubah dengen jurmlah yang konstan
pada volume kegiatan tertenitu.

Biaya tetap adalah blaya yang jumlah totalnya tetap dalamn

kisaran volume kegiatan tertentu.

Menurut jangks waktu manfaatnya di POLTEKPEL Surabaya biaya

digolongkan menjadi 2 (dua) golongan :

1.

b

Pengeluaran modal (capital expeditures) adalah biaya yang
mempunyvai meanfaat lebih dari 1 (satu) periode aluntansi.
Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai
harga pokok aset tetap dan dibebankan pada tahun-tahun yang
menikmati adalah biaya yang mermpunyal manfaat lebih dari 1
{satu) periode akuntansi dengan cara didepresiasi, amortisasi
atau dideplesi.

Pengeluaran pendapatan (revenue expeditures) adalah biaya
yang hanya mempunyvai menfaat dalam periode akuntansi
terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya biaya ini
dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan

pendapatan vang diperoieh dari pengeiuaran biaya tersebut.

. STRUKTUR BIAYA POLTEKFEL SURABAYA

1.

Asumsi Perhitungan Biaya:

Berdasarkan tarif layanan yang diterapkan oleh POLTEKFPEL
Surabaya, maka komponen biava yang dibutuhkan untuk
dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan juga terdiri dart = 2
(dua) yaitu biaya pencerimaan peserta diklat bagi calon peserta

diklat, dan Dbiayva untuk mengikuti diklat atau biaya
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pembelajaran, vaitu  biaya yang dikeluarkan mulai dari
pembukaan diklat, proses belajar mengajar, wjian tertulis dan
praktek, sertifikasi can wisuda khususnya bagi diklat
pembentukan.

Pada dasarnya, biaya penyelenggaraan diklat sangat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a} Kapasitas kelas;

b} Jumlah peserta diklat {per periode dan per program);

¢) Tingket inflasi; dan

d} Biaya operasional kantor.

Secara garis besar, biaya penyelenggaraan diklat di POLTEKPEL

Surabaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam

menyelenggarakan seluruh program diklat, antara lain :

a} Biaya pengadaan bahan proses belajar mengajar;

b} Biaya tenaga kependidikan;

c) Biaya sertifikasi kepelautan yang dilakukan oleh lembaga
pendidikan;

d} Biaya pemeliharaan dan perawatan sarsna dan prasarana;

e) Biaya operasional kantor (gaji, ATK, daya jasa, internet);

f) Biaya pembinaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan
pelaporarn.

g} Biaya peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang
pendidikean.

Struktur Biaya Cperasi:

a. Biaya Seleksi Penerimaan Peserta Diklat :
1) Caleon Peserta Diklat Pembentukan ¢

a) Biaya Langsung Tidak Tetap (Variable Cost):

(1) Biaya Pendaftaran;

(2) Biaya Tes Keschatan;

(3) Riaya Psikotes;

(4] RBiaya Ronsumsi Peserta Diklat.

b} Biayva Langsung Tetap (Fixed Cost):
(1} Biaya bahan administrasi;
(2) RBiaya rapat panitia pendaftaran;

(3} Honor panitia panitia pendaftaran.
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2) Calon Peserta Diklat Peningkatan:

a) Biaya Langsung Tidak Tetap (Variable Cost):

(1)
(2)
(3)

Piaya Pendaftaran;
Riaya Seleksi Pendaftaran Diklat;

Biaya Formulir Kesehatan.

b} Biaya Langsung Tetap (Fixed Cost):

(1
(2}
(3)

Biaya bahan administrasi,
Biaya rapat panitia pendaftaran;

Biaya honor panitia pendaftaran.

Biaya Pernbelajaran Program Diklat:

1)  Program Diklat Pembentukan:

a) Biaya Langsung Tidak Tetap (Variable Cost):

1
2

2

WL

)
)
)
)
)

i

~J

(
(
{
{
{
(6}
(7)
(8)
(©)
(1¢
(L

12
1\
14

(12
l
(
(15
(

)
1)

Biaya Perlengkapan Taruna;

Biaya Inaugurasi;

Rizaya Pas Photo;

Riaya Buku Wajib;

Hiaya Binat;

Biaya Tes TOEFLE;

Biaya Sertifikasi DKP;

Biaya Buku DKP;

Biaya Vaksin Hepatitis A dan B;

Biaya Kegiatan Pengabdian Masyarakat,
Biaya Konsumsi dan Transportasi
Bkstrakurilkuler;

Biaya Permakanan;

RBiaya Pemeriksaan Kesehatan Berkala;
Biaya Bound Voyage;

Biaya Mabintal;

16} Riaya Wisuda.

b} Biaya Tidak Langsung:

(1)

()

(3]

Biaya Pengembangan SDM, Program
Kegiatan;
Biaya Promosi;

Biaya Peningkatan lLayvanan.

2) Program Diklet Peningkatan:

a) Biaya Langsung Tidak Tetap (Variable Cost):

dan




(1) Riaya Honorarium Mengajar (Teori &

Praktek);
(2) Biaya Pakalan Seragam & Seragam POD;
(3) Biaya Pas Photo dan Tanda Pengenal;
(4) Biaya Bahan Praktek;
(5) Biaya SPPK;
(6) Biaya Honor Koreksi Ujian (Teori & Praktek],
(7} Biaya ATK Ujian;
(8} Biaya Asuransi;
(9) Biaya Penggunaan Auditorium;

(10} Biaya Pekan Orientasi Disiplin (POD);
(11} Biaya Outdoor Management Training;
(12) Biaya Seminar.

b) Biaya Langsung Tetap (Fixed Cost):

(1} Biaya Honor Pembuat Naskah Ujian;
(2) Riaya Honor Pengawas Ujian Umum,;
(3) Biaya Honor Pengawas Ujian;

(4) Honor Pembantu Pengawas;

(5) Riaya Pelaporan Diklat;

(6) Biaya ATK Sekretariat.

¢} Biaya Tidak Langsung:
(1} Biaya Pengembangan SDM, Program dan
Kegiatan;
(2} Biaya Promosi;
(3}  Riaya Peningkatan Layanan;
{4} Biaya Pengguneaan Ruangan.
3)  Program Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut:
a) Biaya Langsung Tidak Tetap (Variable Cost):
(1) Biaya Honorarium Mengajar (Teori &
Praktek);
2} Biaya Honorarium Pembantu Praktek;
}  Biaya Honorarium Pemeriksa Post Test,
Riaya Pendaftaran dan Seleks;i
Biaya Bahan Praktek;
6) Biaya Permakanan;
7 Biaya ATK Sertifikasi;

8] PRiaya Asuransi Peserta Diklat.
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b}  Biaya Langsung Tetap (Fixed Cost):

(1)
(£)

(5)
(6)
(7)

Biaya Penggunaan Ruang Kelas;

RBiaya Penggunaan Laboratorium &
simulator;

Biaya Penggunaan Speed Boat;

Biaya Penggunaan LCD Prajector
(Multimediaj;

Biaya ATK Sekretariat;

Biaya Diklat DKP;

Biaya Honorarium Penvelenggara Diklat.

¢) Biaya Tidak Langsung:

(1)

b

(
(
(

)
)
)

W

-

Biaya Pengembangan SDM, Program dan
Kegiatan;

Biaya Promosi;

Biaya Peningkatan Layanan;

Biaya Penggunaan Fasilitas.

4)  Program Diklat Pemutalkhiran:

a) Biaya Langsung Tidak Tetap {Variable Cost):

Honorarium

Praktek);

Biaya Mengajar (Teori &
Biaya Honorariim Pembantu Praktek;

Biaya Pendaftaran dan Seleksi;

Biaya SPPE;

Biaya Permakanan;

Biaya Asuransi Peserta Diklat.

b} Biaya Langsung Tetap (Fixed Cost}:

(1)
(2)

Biaya ATK Sekretariat;

Biaya Pelaporan Diklat Pemutalkhiran.

¢) Biaya Tidak Langsung:

(1)

@)
)
)

Biaya Pengembangan SDM, Program dan
Kegiatan;

Biaya Promosi;

Biaya Peningkatan Layanan;

Biaya Penggunaan Fasilitas.

5}  Ujian Keahlian Pelaut (UKP:)

a) Biaya Langsung Tidak Tetap {(Variable Cost):

(1)

Biaya Pendaftaran;




3.

{2) Biaya Persiapan Pelaksanaan Ujian;
{3) Biaya Proses Koreksi/ Penilaian Hasil Ujian.

b} Biaya Langsung Tetap (Fixed Cosi):

(1) Biaya Henorarium Sidang Korektor;
{2) Biaya Honorarium Sidang DPKP;

(3) Biaya Honorarium Sidang PUKP;

{(4) Biaya Dinas Supervisi DPKP;

(5) Biaya Penyusunan Laporan;

(6} Biaya Sertifikasi.
¢} Biaya Tidak Langsung:

Biaya Peningkatan Lavanan.

Formulasi Pernitungan Biaya:

a.

Kegiatan Penyelenggaraan Diklat:

1)

Biaya Langsung:

Biaya Langsung (Direct Cost} terdiri atas biaya variabel
(Variable Cost: dan biaya tetap (Fixed Cost).

Biaya Langsung Variabel adalah biaya yang
dikeluarkan bersifat tidak tetap dan muncul akibat
kegiatan peryelenggaraan diklat.

Biaya Langsung Tetap adalah biaya penyelenggaraan
dikklet yang dikeluarkan bersifat tetap untuk setiap
periode raasing-masing program diklat:

a) Biaya Langsung Variabel (Variable Cost):

(1) BRiaya Langsung Variabel Seleksi Penerimaan

Peserta Diklat:
Adalah biaya vyang dikeluarkan untuk
seluruh kegiatan  yang secara langsung
untuk calen peserta diklat yang digunakan
pada saat seleksi penerimaan calon peseria
diklat antara lain penyediaan bahan bagi
peserta dan honcrarium  seleksi peserta
diklat.

{2} Biaya Langsung Variabel Pembelajaran
Adalah biaya vang dikeluarkan untuk
seitruhn  kegiatan  vang secara langsung
untuk peserta diklet vang digunakan dalam

proses pembelajaran antara lain biaya
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seragam dan atribut lengkap, handbag,
bahan prakiek, paket alat tulis peserta
dilklat, pas foto, STTPK, MOD, honocrarium
Mengajar, Binaw, Biaya ujian, biaya wisuda

21

Formulasi Biaya Langsung Variabel-1

Volume per komponen biaya per paserta ¥ harga per unit

Forrmulast Biaya Langsung Variabel-1:

Volume per komponen biaya x harga per unit

Keterangan:

Formulasi BRiaya Langsung Variabsl-Il digunakan untuk

honorarium mengajar:

1}  Biaya Langsung Tetap (Fixed Costj:

a)

Biaya Langsung Tetap Seleksi Penerimaan -

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk seluruh
kegiatan vang secara langsung untuk calon peserta
diklet yvang digunakan pada saat seleksi penerimaan
calon peserta diklat antara lain penvediaan bahan

administrasi dan honorarium panitia pendaftaran.

Formulasi Biaya Langsung Tetap Pembukaan Diklat :

Biaya Seleksi per kemponen : jumlzb peserta per kelas

Catatan:

Jumnlah peserta diklat dapat dilihat pada daftar
rincian tarif,

Biaya Langsung Tetap Pembeiajaran:

Adalah bilaya vyang dikeluarkan untuk proses
pembelajaran pada setiap periode tertentu masing-
masing prograrn diklat antara lain biaya bahan alat
pendidikan, bahan adniinistrasi, honorarium
penvelenggara diklat, penggunaen fasilitas, biaya

sidang kelulasan, dll.
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Biaya langsung tetao untuk wjian adalah biaya yang
dikeluarkan untuk wjian pacda setiap periode tertentu
masing-masing program diklat antara lain biaya
bahan dan alat tulis ujian, vakasi ujian tertulis,
vakasi ujian fungsi.
¢} Biaya Tidalk Langsung:

Biayva tidal langsung adalah bhiaya vang dikeluarkan
untuk pengembangan sumber daya manusia, program
diklat dan kegiatan-kegiatan, promosi, peningkatan

lavanan serta kegiatan pengabdian masyarakat.

Formulasi Biaya Tidak Langsung Per unit

Total Biaya Tidek Langsung per Tahun : jumlah peserta
per tahun

2)

Biaya Dildat Per Unit:
Biaya Diklat per Unit adalah besaran biaya yang harus
dikeluarkan oleh peserta diklat yang mulai dari biaya

seleksi dikiat sarmpai dengan penutupan diklat,

(Biaya Variabel : Unit } + ((Biaya Langsuag Tetap + Biaya Tidak Langsung) : Jumlah

Formralasi Biaya Diklat Per Unit

Peserta Diklar)

4. Penyelenggaraan Pelavanan Kesehatan:

d.

Biaya Langsung (Direct Cost):
Biaya Langsung adalah hiayva yang dikeluarkan langsung
akibat penyelenggeraan pelayanan kesehatan:
Biaya Langsung Poli Umum:
Adalah  bisyva vang dikeluarkan untuk seluruh
kegiatan vang secara langsung oleh pasien unftulk
mendapatkan pelayanan kesehatan di poll umum,
meliputi
al Jasa perneriksaan/ konsulifasi dokter umum;
b} Jasa tindakan medis;
6] Bahan medis dan obat.

2}  Biaya Langsung Poli Gawat Darurat:




Adalah bisya vang dikeluerkan untuk selurch

kegiatan vang secara langsung oleh pasien untuk

mendapatkan pelayanan keschatan di Poli Gawat

Darurat, meliputi;

{1} Jasa pemeriksaan dokter umum;

(2} Jasa tindakan medis;

(3) Bahan medis dan obat.

Biaya Langsung Poli Gigi:

Adalah biaya vang dikeluarkan untuk seluruh

kegiatan yang secara langsung oleh pasien untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan di Poli Gigj,

metputi;

(1)  Jasa pemeriksaan/ konsultasi dokter gigi
umuim;

2} Jasa tindakan medis;

(3} Bahan medis dan obat.

Biaya Langsung Poli Mata:

Adalah bhiaya vyang dikeluarkan untuk selurch

kegiatan vyang secara langsung oleh pasien untuk

mendapatkan pelayenan keschatan di Poli Mata,

melipuati:

(1} Jasa permeriksaan/ konsultasi dokter spesialis
mata,

{2) Jasa tindakan medis;

(3) Bahan medis dan obat.

Biava Langsung Poli THT:

Adaiah biaya vang dikeluarkan untuk selurvh

kegiatan vyang secara langsung oleh pasien untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan di Poli THT,

meliputi:

(1) Jdasa pemeriksaan/ konsultasi dokter spesialis
THT;

(2} Jasa tindakan medis;

(3) Biaya bahan medis dan obat.
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Forrmulasi Biaya Langsung:

Jenis layanan kesehatan x jumlah pasien

Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost):

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi secara
tidak langsung dalam nubungannya dengan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan, meliputi: biaya

pendaftaran.

Formulasi Biaya Tidak Langsung:

Biaya Tidak Langsung pertahun : jumiah pasien per
tahun

Tarif Layvanan Diklat:

L.

Sistem Pentarifan:
Tarif layanan diklat dan Kesehaten yang diselenggarakan
POLTEKFEL Surabaya vang akan dibebankan kepada
calon peserta diklat dihitung berdasarkan:
1) Biaya Pelayanan (Cost of Service Pricing):
Penentuan tarif layvanan berdasarkan pada biaya
operasy penyelenggaraan diklat yang dikeluarkan
dalam rangks menunjang kelangsungan operasional
POLTEKPEL Surabaya.
Tarif yang ditetapkan berdasarkan biaya pelayanan
adalah tarif kewajaran.
Sedangkan biaya operasi yang dijadikan dasar
penentuan  tarif layanan adalah Biaya Langsung
terdiri <lari biaya variabel dan tetap.
Namun Biave Tidak Langsung dalam tahap awal
POLTEKPEL Surabaya sebagai Lembaga Badan
Layanan Umum, behum kepada peserta diklat. Biaya
Talk Langsung secara bertahap akan dibebankan

kepada peserta dikiat seiring dengan kenaikan tarif.

R

Nilai Pelayanan (Value of Service Pricing}:
Perientuan terif berdasarkan nilai pelayanan yang

disediakan untuk peserta diklat, sehingga besaran
¥




tarii sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait
langsung dengan penyelenggaraan diklat antera lain
kurikulum dan jam pelajaran masing-masing
program diklat yang pada akhirnya akan berpengaruh
kepada besaran biaya-biaya antara lain biaya honor
tenaga pengajar, biaya vakasi, biaya bahan praktek

dan penggunaan laboratorium dan simulator.

Asumsi Taril:

Faktor-faktor yvang mempengaruhi penetapan tarif layanan

diklat di POLTEKPEL Surabaya antara lain:

1)

o

Biaya Operasi:

Penetapan tarif layanan diklat sangat dipengaruhi
oleh tinggli rendahnya biaya operasi yang dikeluarkan
POLTEKPEL  Surabaya, c¢alam penyelenggaraan
prograrn diklat baik biaya langsung (biaya wvariahei
malipun biaya tetap) dan biava tidak langsung.

Biaya Langsung Biaya dibebankan kepada peserta
diklat dalam bentuk taril. Biaya Tidak Langsung
dalam tahap awal POLTEKPEL Surabaya sebagai
Lembaga Badan Layanan Umum, alokas: anggarannya
pada  APBN  (Rupiali Murni). Khusus untulk
remunerasi, alokasi anggaran belanjanya dibebankan
pada peserta diklat (PNBP).

Tingkat Produktifitas:

Penctapen tarif layanan diklat sangat dipengaruhi
oleh tingkat produktifitas antara lain “Tingkat
Occupancy”,  vaitu  jumlah peserta per periode
dibandingkan kapasitas. Tingkat Occupancy akean
mempengaruhi tinggl rendafhnya biaya per peseria
klhususnya biaya langsung tetap dan biaya tidak
langsung. Namun POLTEKPEL Surabaya, berasumsi
bahwa Tingkat Occupancy adalah sebesar 100%
(seratus) persen.

Tujuan utama peneiapan tarif layenan diklat adalah
supaya dapel menutup biaya pada tingkat break even
point atau dapat menutup biaya langsung variabel

dan biaya langsung tetap. serta sebagian biaya




tidak langsung.

Usulan tarif lavanan diklat

Berdasarkan perhitungan masing-masing komponen biaya
operasi penyelenggaraan diklat, dengan
mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
penetapan tarif layanan diklat antara lain biaya operasi,
fingkat occupancy, maka diperoleh tarif layanan diklat per
peserta vang secara rinci akan diusulkan oleh Direktur
POLTEKPEL Surabaya uniuk ditetapkan oleh Menteri
Keuangan menjadi tarif layanan dan akan ditinjau kembali
setiap 3 {tiga} tahun sekali, dan/ atau setiap POLTEKPEL

surabaya mengusulkan untuk peninjauan usulan tarif.
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Lampiran 11

Peraturan Menteri Perhubungan

Republik Indonesia
Nomor

Tanggal

PM. 63 TAHUN 2016
19 Mei 2016

aplikasi perscediaan

{Berita Acara
Serah Terima),
LRI (l.apotan
Penerimaan

persediaan,
LPE

PELAKSANA MUTUO EARKT
NO. HKEGIATAN PENYEDIA ;iﬁilg ? HKEPALA KA. PANITIA UNIT HET.
BARANG /S PENGADAAN KELENGHKAPAN W AKTU OoOUTPUT
REKANAN PETUGAS GUDANG URT BARANG TERKAIT
GUDANG

1 Menyerahkan barang SPK, Surat Jalan {1 hari SPK, Surat
persediaan ke Politeknik Cf\_../ Jalan
Pelayaran Surabaya

2 Menerima barang SPK, Surat Jalan |2 hari SPK, Surat
persediaan dari penyvedia ﬁﬁ Jalan

3 Memverifikasi barang SPK, BAST 3 hari SPK, BAST
persediaan, apabila Tidak {RBorita Acara (Borita
sesuai maka dibuatkan Serah Terima) Acara Serah
laporan pencrimaan \ Terima)
barang (LBP), apabila
tidak maka barang
dikembmlikan kepada Ya
penyedia

4 Mencatat dalam Laporan N SPK, BAST 2 hari LIPE
Penerimaan Barang (LFPI3) (Berita Acara {Laporan
dan meaenyimpan barang Serah Terima) Penerimaan
dalam gudang Barang)

5 Memasukkan dalam I SPK, BAST 2 hari Aplikasi




PELAKSANA MUTY BAKU
MO HEGIATAN PENYEDILA pﬂ?;;:{ﬁiﬂ CEPALA _ PANITIA —— RET
BARANG/ e pnialloipnt Buivaipld PENGADAAT e KRELENGHAPAN | WAKTU CUTPUY
REXANAN EETUGAS GUDANG RT BARANG TERKAIT
GUDANG
& [Mengidentikasi permintaan Nota dinas 1 hari |[Hasil
persediaan permintaan ATK identifikasi
denganmenggunalkan Formualir dari unit lain permintaan
Permintaan wj_{ 77777 X terkait
!
L
7 (Memeriksa permintaan g Nota dinas 3 hari -
persediaan dengan { permintaan ATK
ketersediann dalam gudang L......... dari unit lain
!_ I l I tericait
% |Apabila sesuai dengan program Vs N N SPPE (Surat 2 hari |[SPPB
Lkerja dan berang permintaan ! ! 1 ] Perintah
tersedia, maks memeriksa : ! ; Pengaluaran
stok barang permintaan Barang)
digudang dan menyerahkan
pada peinesarn Darang G unit
¢ (Jika di pudang tidak ada barang W Mota dinas Z hari [Nota dinas

vang sesuai dengan
permintaan maka mengajukan
pembelian barang pada Panitia
pengadaan sesuai Formulir
Permintaan

permintaan
pengadaan
barang
persediaan

permintaan
pengadaan
barang
persediaan




PELAKSANA MUTT BAKY
KO. KEGJATAN wpia | L oNDAMA PANI T
giNﬁTﬁD(;}“ BARANG / EEPALA KA, URT PE_BZZPJA}’;TII?AN URIT RELENGEAPAN | WAKTY OUTPUT o
REEAKAR PETUGAS GUDANG BARANG TEREAIT
GUDANG

10 |Melakukan r'_ SPK 2 hari  [SPK
pemixlian barang \/
sesual dengan T T W
permintaan

7 I

11 iMenerima hasil SPE, BAST 2 hari |[SPK, BAST
pembelian barang {Berita Acara {Berita Acara
dari Panitin Serah Terima) Serah
Pengadaan vang Terima)/
dilengkapi dengan Formulir
Formulir Tand: tanda terima
Terima

12 {Menyerahkan SPPE {(Surat 2 hari (Kartu Barang
barang persediaan / d Perintah
ke unit kerja Pengeluaran
pengguna dengan ' ' Barang)

mencatat pada
Kartu Barang

Iy

C




KEGIATAR iﬁrﬁ?p };T;Z?;f ? KEPALA |, . n_?ﬁ?;”fm ol v coremesamas | womes | owre EET.
Haamaaiuisy . Y A KT DAL WL PRaRiapiinnnlN TREATT s me R e R A WoREREY AL
REKANAR I;fjffrfs GUDANG BARANG | TR

13 |Menyimpan d&i Kartu barang / LPB
gudang persaediaan Q aplikasi (Laporan
yang belum ] persediaan Persediaan
terdistribusi dan 5}5___ Barang)
mencalal pada Kartu l_-:” i
Barang/ aplikasi —
morsediasn

14 IMembuat dan LPB {(Laporan LPB
menyampaikan ¥ Penerimaan (Laporan
Laporan Rekensiliasi CD Barang), SPPB Persediaan
bulanan semua hasil (Surat Perintah Barang)
dari aktivitas Pengeluaran
pembelian barang Barang)
persediaan

15 |Setiap 6bln sekali Kartu barang / Berita
dilakukan stock aplikasi acara
opname persediaan persediaan Stock

Opname




PELAKSANA MUTU BAEY

RO HEGIATAR Direltur B 1?;;‘7 D TIME Klzzsa‘;:;i Kelenglkapan Waktun Qutput Heterangan

1. |Berdasarkan Saldo Dana Saldo Rekrening 1 hari |Pengumuman  danjisi pengunuman memual paling kurang: nama dan
Operasionat  dan  Dana SK Tim surat undangan alamat TIM yang akan mengadakan Kontes,
Pengelolaan  kas  yang uraian  mengenai  Produk/Jasa  yang akan
nifainya minimai Rp 16 M, dikonteskan, nilai /besaran dana yang akan
Direktue membuat diempatkan, ketenman Kontes, pernyataan tidak
pengumuman dan undangan ada pungutan biaya kepada peseria Kontes; dan,
kepada miinimal 3 bank termpat,  tangeal, hari,  dan  wakin  unnik
BUMNAY & wilaysh menvampaikan barang yang akan dikonteskan
kevianva untuk pencmipatan
dana.

2. [Bank  BUMN/D  vang Surat Baksan 3hari  [PDokumen kontes  |Pendafiaran dan pengambilan Dokumen Kontes
divndang mendaftar  dan sesuai  dengan  jadwal  vang  ada  dalam
mengambil dokumen kontes. pengumiman dengan ketentuan bank BUMN/D

mendaffar dan  mengambil  angsung  Dokumen
Kontes kepada Kebmpok TIM.

3. {Pemberian penjelasan SPT/Surat i hari |Daftar hadir Tim menjelaskan selwuh ketentuan  Kontes
kepada bank BUMN/D yang Penugasan kepada bank BUMN/D di icimpat dan wakiyl
telah  mengambi  dokumen yang ditertukan dalam  pengumuman.
ofeh TIM yang ditunjuk oleh Ketidakhadiran bank BUMN/D  pada saat
Direkeur. pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar

untuk menolak/imenggugirkan peserta. Pemberian}
penjelasan  hanya dapat dihadiri oleh  bank
BUMN/D yang terdaftar




Dhada i iv AT A

WATE BaR

Hash Kontes oleh TIM

NG KEGIATAR Bank Kasubag Keterangan
Rirektur TIM Kelenghkapan Waktu Cutput
BUMR/D Heuangan E58p t

4, iPemasukan proposal oleh proposal kontes 2hari [Dokumen kontes  [Dokwmen  Pemawaran  Kontes  terdiri  dari
bank BUMN/D . persyaratan administrasi dan proposal ieknis

5. |Pembukaan proposal oleh } harl jDaftar hadir Dokumen Penawaran Kontes dan/atav Barang
TiM yang akan dionteskan dibuka dihadapan

peserta pada waldtu dan tempat sesuai ketentuan
v . . P B N ‘ - ) " o i . e .

6. |Pemeriicsaan  administrasi 1 hari [Dafiar hadir Pemeriksaan administrasi dilakokan TIHM, Peserla
dan  penihian  proposal vang kilus pemeriksaan adminiiasi akan dilanjutkan
teknis oleh TiM dengan  penflaian  proposal  tekmis.  KPA

mengalokasikan  biaya perjalanan  Tim  untuk
melakekan penilaizn kesesuaian proposal teknis
dengan yang akan dikomteskan

7. iPensbuatan  Berits  Acara T hal (Berlia Acara BAHK disusun oleh TIM merupakan kesimpulan

hasil Dokwmnen  Petawaran
Kontes penempatan dana yang akan dikonteskan
bersama dengan Tim dan ditandatangani oleh
pejabat vang ditunjuk, BAHK bersifat rahasia
sampai dengan pengumuman pemenang, Apabila

tidak ada penawaran yang memenuhi syarat,

dari pemerilsan

BAHK harus mencantumkan pernyataan bahwa
Kontes dan harus segera
dilakukan Kontes ulang, Apabilz peserta yang

dinyatakan gagal,




RO. KEGIATAR Bank Kasubag Keterangan

Direktur TI8d Holengh: gk Outpu

ety BUMN/D t Kenangan ghapan | Waktw put
8. {Penetapan pemenang okh | hari  {Berita Acara TIM  meneiapkan calon  pemenang  yang
TIM menguntungkan bagi negara dalam arti : Proposal

memenuhi syarat administrasi dan teknis yang
ditentukan dalam Bokumen
Koites, tingkat suku bunga yang ditawarkan adalah

nitai yang lertingg,

-0 {Penoumuman Pemenang Vhari  [Suraf ketetapan  {Berdasarkan  Berita  Acara  Hasil  Kontes
oleh Direktur (BAHK) dan  surat  kenetapan  pemenang,

Direktor  mengomamkan pemenang  Kontes  di
website  Poliekpel  Surabaya  dan papan
pengumuman resmi untuk bank BUMN/D peserta
konles, Pemenang diumumkan dan dberfiahukan

oleh TiM kepada para peseria paling lambat 2

{Gua} hart kerja seielab Surat Peneiapan Pemenang,
Keputusan pemenang bersifat final dan tidak dapat

diganggu gugat.
16 iPenyampaian pemenang Zhari  {Surai kepada BankDireltur  meneeliarkan Swat Penunjubant
hepada  bank  BUMN/D pemenang kontes  {Pemenang, Swral Penumukan Pemenang  barus
peserta Kontes dibuar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

pengimnuman  penetapan  pemenang dan  segeta
disampaikan  kepada pemenang, Salah satu
tembusan dari Surat Penuniukan Pemenang
disampaikan paling kurang kepada SPI




NO.

KEGIATAN

Bank Kasubag Heterangan
Divrelbinr T lenglanon 3 " uinn
Direktur | o TIM Kewangan | Foienghene Waktn Cutpnt
11. [kasubag kevangan | minggu {Bukif pengeluaranBerdasarkan  Swral  Penunjukan  Pemenang,

menempatkan dana  pada
bank BUMN/D pemenang
kontes

dana, cek

Kasubag Keuangan menempatkan dana pada bank
BUMN/D pemenang kontes paling fambat 1 minggu
sejak surat penunjukan pemenang disampaiakan




PELAKSANSA FAUTY BARYD
Ko HEEGIATAT PETUGAS HET
LOKET BANK BENDAHARA | AHUNTANSI| HELENGHAPAN | WAKTU SUTPUT
PENDAFTARAN

I {Mengelunarkan slip Dokumen 5 menit | Slip Setoran
pendaftaran yang persyaratan
dibutnhitan cleh pengounsa éilvint;
jusa dan menggunakan Tarif layanan
sigtem yang suds
gisediskan 5

2 |Pengguns jzse melgbkukan N7 - - Slip setoran
pembavaran pads Benk yvang telah
vang ditunjulk divalidasi

3 iBciakukan vexiﬁk&si siip N ‘ Siip scioran yvang |8 menit { Cheokiist
setoran dari pengguns jasa & telah divalidasi fwasilk
yarg sudah divalida Si plek B verifikasi
Bank

4 (|Mencaiat di buku kas/banlk V Sliy setoran yvang |5 menit | BTH

telzh divaiidasi {(Register
Transalksi
Harian}

S (Membuat catatan , Rekening Horgn; D imenit | Beribut Scara
pembubkuan dan bl v Laporan Bank Rekonsiiiasi
membandingkan dokumen Harian Bank
dengan rekening koran dari
bank (membuat

rekonsiliasgi) >

& |Membuat laroran Relkening Horan; |10 L.2¥

rertanggungiawaban/ LPJ W Laporan Bank menit

dan disampailkan kepada
bagian akuntansi antuk

icocokan dengax laporan
arus kas bulanan

Harian;
Berita Acara
Rebkonsitinsi Bank
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PELAKSANA MUTU BAKU
PPE/
NG KEGIATAN PENGGUNA | PANITIA/S — . KET
BENDAHARSA | BANK HKELENGKAPAN WAKTT CUTPUT
DANA PPSPM /
HES

1 |Pihak- pihak yang membutuhkan Dokumen 3 Hari SPK; Kontrak;
dana melengkant dokumen penagihan Datltar
penagihan unmk diserahizan nominaiif
kepada PPK atau Panitia ¥ Penerima (P}
Pengadaan, antara lain: dil
- Vendor / Rekanan / Supplier
- Dosen / Pengajar / Instruktur
- Pegawal / Karyawan

2 IPPK / Panitia Pengadaan melaku Tidak K Dokumen 1 Hari Checklist
renelitian mengenai kelenskapan f penagihan
dokumen dan keabsahan data k‘ﬁf’

| Ya

3 |PPK menerbitkan SPM (Surat v Doltumen 1 Hari SPM
Perintah membayar) untuk o penagihan; SPM
disarnpaikan kepada PPSPM

4 IPPSPM melakukan pengujian SPM Tidak Dokumen 1 Hari SPM vang
yang diajukan oleh PPK penagihan; SPM telah

divaliasi




w

Dokumen 1 Hari SPM
penagihan; SPM

S5PM yang telah diwji oleh PPSPM
disampaikan ke Bendahara

<

penerimaan diseriai dengan data ¥
pendukung lengkap amris
Bendahara melakukan verifikasi data Tidak Dokumen 1 Hari |SPM
SPM dan data dukung < penagihan; SPM
Ya N
Menyampaikan SPM & data dulzung ) _’ ~ {Dokumen {1 Hari SPM
kepada KPA _E penagihan; SPM
8 {KPA menandastengani bukti < Dokumen 1 Hari  {Bukt
mengelnaran dana yang selanjutnya R penaginan; Bulki penyerahan
disampaikan kepada bendahara J penyerahan dana dana

Bendahara menerhitan cek, kemudian Tidald - Dokumen 1 Hari Cek

r

ceK terseiut di validasi olek KPA A penagihan; Bukii

: W penyerahan dana

]

]
10 jMengirim cek yang ielah di validasi Yo e ' —— Dokumen 1 Hari Cek

oleh KPA kepada Bank yang ditunjuk y penagihan
Melakukan pembayaran kepada pihalk- Bokumen | Hari Cek

pihak yang membutuhkan dana

4 penagiban




ekanisme Penarikan Dan

&g
el

a. M eserta Diklat vang Mengundurkan Diri Karena Diklat Gagal Diselenggarakan
PELAHSANA MUTU BAKU
"o REGIATAN PENYELENGG| HASIE. PESERTA | KELENGHA EET
N BEMNIDAY WATY SUTPUT
ARA DIHILAYT PUY &K HARA DIKLAT PAN
1 {Penyelenggara diklat roembuat Py Surat Paling lambat 3 Surat
g
sural pemberitahuan kepadsa { ; pemberitah [Hari sebelum mberita-
< : s i . o
pescerta diklat amhwa hd U&TL pelaksanaan huan
pelaksanaan dilklat tidak bisa diltiat
dilaksanakan dan ditembuskan ¥
Lepada Kasic PUGKK serta 2 R 7
bendaehara penerimaan e
;
1
2 {Peserta diklat menerima £ Surat Paling lambet 3 [ISurat
remberitabuan dari pemberitah {Hari sebeltm pemberita-
penvelanggara diklar bahwa = AT pelaksana-an huan
proses diklat tidak bisa T diklat
dilaksanakan,
3 IPeserta diklat menunjukan d Slip setoran |Paling lambat 1 [SHp
Slip Setoran Bank kepada Hari setelah slip [setoran
penyelenggara diklat. setoran diterima
4 |Bagian Pendaftaran melakukan Slip setoran {Paling lambat 1 |Slip
validasi Slip setoran yvang Hari setelah slip {setoran

disampaikan kepada peserta
diklat

Y

scioran diterima

yang telah
divalidasi




Hix

RO HEGEATAT ERENYRLENGOARS IEE
TR TS m—— ERLENGHKAPAN WARTY QUTFUT
DIRLAT
5 |Slipsetoran yang telah | S Slip setoran vang |Paling lambat 2|Slip setoran
. . . L . . . . .
divalidasi akan \.f‘ telah divalidasi hari setelah yang telah
disampaikan kepada @' SPC [/ slip divalidasi
bendahara penerimaan S setoran
untuk diverifikasi diterima
-

O (Bendabora Penerimaan i Siin setoran, Paling lambat  15Hp setoran
melalkukan verifikast Slin T ¥ Surat 1x 24 jam yvang telah
setoran //' . pemberitahuan; {setelah ship diverifikasi

™ e Daftar peserta getoran
" pese
~ A _ S
};’ ¥ diklat diterima
i

7 iBendahara Penerimaan i Slip setoran yang (Paling lambat |Bukti kas
rmembuat Buki Kas £ ielah diverifikasi; il x 24 jam keluar /
Keluar/ Nota retur g Surat setelah slip Nota retur

pemberitahuan setoran
diterima

8 iMenyampaikan bukt kas Buku kas keluar IPaling lambat {Bukti kas
keluar / Nota Retur / Nota retur 24 jam setelah (keluar /
kepada Kasie PU&K T slip setoran Nota retur

diterima




" g s e, m oy g .y . - BT
re BEGIATAN P}m&fg;gri%@ma B%i‘;;fﬂ ?gf’giiﬁ KELENGEAPAN WAKTU coTPUT |
9 IMenyampaikan rekapitulasi ""“""“‘“*: Rekapitulasi nota [Paling lambat | Nota retur
Nota Retur kepada i\,fj retur 1gl 25 setiap jyang telah di
Kasie PUSK untuic ’ g bulannya validasi
dilakukakan Validasi
10 [Kasie PU&GK menyampaikan Nota retur yvang Malksimal 2 (Nota retur
kembali rekapitulasi Nota telah di validasi hari sctelah [yvang telah di
Retur Kepada Pendahars . “# diterima validas
Penerimaan E
11 |Berdasarkan Rekapitulasi Bukti kas / nota imaks. 1 hart
NE Bendahare Penerimaan rotur; sctolahb
menarils dana ke rekening Wby Relzapitulasi nita (penarikan
dana kelolaan untuk retur dana
mengganti kas kecil vang
sudah dikeluarkan kpd
peseria diklat
12 1Proses pengembalian bhiava

ikiat selesal




PELAKSANA MUTT BARR
ne HEEGIATAN PENYRDLANGRARA BENDAHARA PEE"ER?A HELENGHAPAN | WARTU ouTpUT | OF
DIREAT DIKTLAT

1 {Peserta diklat é‘—""ﬁ Surat Paling Surat
menyampaikan surat M pemberitahuan; lambat pemberita-
pemberitahuan kepada NA A Slip setoran 3 Hari huan
penyelenggara diklat perihal % sebelum
tidak dapal mengiikuati B pelaksana
Diklat sesual dengan jadwal an diklat
vang sudah ditetapkan

2 Penyelenggarz diklat Surat Paling Surat
mempelajari dan g T pemberitalhhuan; lambat 1 pemberita-
mengevaluasi surat /\ Slp sctoran Hari huaan
pemberitahuan dari peseria ™~ / setelah
Hilrlat Y dokumen

e i,

3 |Kasie Penyelenggara diklat Slip setoran Paling Surat
mermbuat SK tentang daftar lambat 3 eputusan
Peseria yang i hari
mengundurkan diri dan g.u..:lf.u..m,g it . # 2 setcioh
menyampalkan kepada " ] i evaluasi
Kasubag TU untuk -
diteruskan kepada
Bendahara Penerimaan

4 iBendahara Penerimaan Slip setoran; Paling Siip
meneruskan kepada Surat keputusan; (lambat setoran;
Bendahara Pengeluaran T Daftar pesceria ix 24 jam |Surat
untuk mencecoklkan dan i dilclat setelah SKlkeputusan
menverifikasi slip setoran "&\__ & slip
dan surat keputusan ‘j, ¥ setoran

diterima




Nota Retur kepada Kasie.
PULK untulk dilakukakan
Vali

Al
PR, S,
i
ke

Py
1
U

pemberitahuan;
Bulkti lras lzeliar/
Nota refor vang
telal divalidasi;
Rekapitulasi nota

retur

tol 25 satiap

bulannya

si nota
retur

RO HEGIATAN SEDTA wET
GARSE o HELENGKAPAN WAKTU SUTPUT
DIRLAT DRELAT

3 Berdasarkan Bukti Kas Slip setoran; Paling lambat |Bukti kas
Keluar/Nota Retur yvang m Surat keputusan; 1 %24 jam keiuar /
sudah di validasi dan SN Bukti kas keluar/ isetelah bukti |[Nota retur
disetujui oleh kasubag Tata i Nota retur kas keluar/ yvang telah
Usaha, bendahara ‘i nota retir divalidasi
pengeluaran membayarkan g“"““‘“‘"""g disetujui
rengembalian lima puluh % e
menggunakan dana kas
keoil danfaiau pemindab
bukuain

5 iBendahara Pengeluaran ¥4 Ship setoran; Paling lambatl iRekapitula
Poobaniu Membaat gty Surat kepuiusan, il 25 setiap si 1k
rekapitulasi setiap bulan [EO— Bukii kas keluar/ bulannya retur
berdasarkan Bukt: Kas Nota reiur yang
Keluar/Nota Retur setiap telah divalidasi
insian schkal

7  [Menyampailkan rekapitulasi Ship setoran; Paling lambat [Rekapilula




SOP Penatausahaan Piutang

a. Pilutang Berdasarkan Pungutan Pendapatan Jasa Layanan Diklat

RMUTUT BAKEY

surat ketetapan

DELANSANA,
NG KEGIATAN PENGGUNA URET BEENDANARA KET
JASA LAYAWAN EENERIM AAN ARUNTANSE HELENGEAFAN WAKTU SUTEUT
DINE. AT

1 Pihak vang Dokuwmmen sesual jadwal 1Surat
roeynbuinhkan jasa %____:, IXITSYATATAD vang di- parianjian
(pelanggan/ peserta i sepakati penvediaan
cillat atay debitur) jana
melaknkan pendaftaran
arau malakukan
perjanjian penyedisan
jasa dengan Poltekpetl
Suraimya

2 |Unitlayanan dikiat A h Dokumen I har Surat
memveri fikast T “;‘\‘L nersyaratan perjanjian
perjanjian penvediaan </ penyediaan

3 iUmitisyanan dikist % Pokrumean sctelah MOA  IMOA/
memberikan jasa £ & persyaratan di tanda- perjanjian
layanan diklat dengan  FRS— tangani atau |atau surat
didahuhai membuat sesuai jadwal |ketetapan
MOA/ perianjian atau g yang

disepakati




PELAKSANA MUTU BAKUY
NG KEGIATAN PRENGGUNS Um? BENDAHARA I . . _ KET
JASA LAYANAN PENERIMAAN | SHUNTANSI L LENGHAPAN WAITU SULEUT
DIKLAT
4 |Bendahara penerimaan membuat r“'i MQA/ perjaniian maks. 1 hari  [Nota tagihan
nota tagihan dan invoice AW atau surat setelah MOA  |dan invoice
i ketetapan di tanda-
¥ tangai
§ &

& engguna jasa diklat, pelanggan/ Nota tagihan/ paling lambat |Nota tagihan/
debitur melalukan pombayaran kuitanst dan 2x24 jam uitansi dan
dengan transfer ke rekening pada invoice seieiah invoice
hank vang ditunjiuk atauv secara . A menerima
tunai kepada hendahara § _._..% tagihan
peneriman sesual nota tagihan R

& Bendabarva Penerimaan menerima L7 Nota wagihan/ sesual dengan [Tanda lerima
uang pembayvaran dari pengguna g“'““"“'—g kuitansi dan dokumen dan bulti
Jjasa dikdat, pelanggan/ debitur P s invoice pendukung seioran
sesuai nota tagihan kemudian {kuitansi}
menerhitkan tanda terima dan
bulkil seioran (kuitansi)

7 (Bendahara penerimaan menyeior - g__f.-..-.._; Tauda terima dan |1 x 24 jam Bukii setoran  |Bank
penerimaan ke rekening £ k; bukti setoran {lauitansi); vang
bendahara penerimaan sesuai i {kuitansip; Nota tagliwan/ [ditung
dengan Bank vang ditunjuk i Nora tagihan/ kuitansi dan uk

ti_' ‘ kuitansi dan invoice adala
U invoice h




. S TNIT -
HEGIATAR PENGGUEA BERDAHARA . HET
LAYAMAWN |, | AEUNTANSE EELENOKAPAN WAKHTU SUTPUT
JASA DIKLAT PENERIMAAN

Unit lavanan diklat merekap Ja— Tanda terima dan  |maks. i Bahan

kuitansi dan nota tagihan P4 bukti setoran hari rekonsiliasi

dalam buku monitoring e (kuitansi); seteiah piutang

piutang dan menyerahkan i Nota tagihan/ diterima

kepada Petugas Akuntansi %- kuitansi dan

sehagai hahan rekonsitiasi | — invoice

phutang B

Berdasarkan kartu piniang, Buku monitoring H+5 Daftar umur

petugas akuntansi A piufang/ kartu piutang;

menyusun daftar urmnur ‘. g piutang Daftar

wiuiang, daltar reklasifikagi reklasilikasi;

saldo piutang, daftar Daftar

rekapitulasi niutang dan rekapituiasi

dafrar saldo piutang piutang

Petugas skuntansi Daftar umur 6 Salinan daftar

mengirimkan salinan daftar Wm;fmm% piutang; reldasifikasi

reklasifikasi saldo piutang g # Daftar saldo plutang;

dan daftar saldo piutang D reldasifikasi; Salinan daftar

kepada unit layanan diklat Daftar rekapitulasi saldo piutang

piutang




PELAKSANA MEYTTT BAKHT
Ko HECIATAR PEGAWAY | PENGELOLA | PETUGAS | o & oo —
(FIHAK RE | BARANG {UNIT| OPERASION HARS ANST HKELENGHAFAN WARKTU CUTPUT
TIGA) HKEUANGAN) AL
1 [Pegawai atau pihak ketiga I Surat pengajuan [sesuai Surat pengajuan
mengajukan untuk Membell | S — jadwal yang
atau memanfaatkan aset 5 disepakati
dengan pola BSK atau KBS
dan akan dproses sesual
keteniuan
2 (Pengelola barang {unit i 1 Surat penetapan |1 hari Surat penetapan
keuvangan} memverifikasi e E nilai BMN; niia: BMN,;
proses penjualan maupin q"m.m P Surat Surat persetujuan
kemitraan = f\/ perseiijuan poemindahan
pemindahan tanganan;
tanganan; Surat perjanjian
Surat perjanjian BKS/ BSK
BKS/ BSK
2 [Bendahara penerimaan A Surat penctapan Imals, 1 Nota tagihan
menerbitkan nota tagihan g H nilai BMN; hari
kepada pegawal setiap bulan 1 Surat setelah
dan kepada pihak ketiga persetujuan MOA
setiap tahun remindahan diterima
TBNEARNALN]

-’
UE

Sural perjanjian
BKS/ B3SK




PENGELOLA

3 Y d bl P PRV e
NS HEGIATAR (?Kﬁiﬁi HE Bf;’f“ﬂﬁe R AKUNTANSI “E"i:;&‘ APl warTs ourpoT |
o A KEUANGAN) e )

4 |Pegawai/ pihak ketiga — Mota tagihan jpaling lambat 2 {Nota
melakukan pembayaran {‘) x 24 jam tagihan
kepada bendahara i setelah
penerimaan sesual nota ‘.Ei menerima
tagihan meirlui rekening i............‘._g tagihan

5 IBendahara penerimaan MNota tagihan [sesuai dengan (Nota
menearbitkan bkt sator i dokimen tagihan
{kuitansi) M peadukung

E—

O iBendabaras peoerimaan o T =~'-~—::-:——-—g Nota tagihain jsesuai dengan [Tanda
menyetor penerimaan ke w dokumen terima
kas negara dalam bentuk i pendukung dan bkt
SSBP dan dicatat dalam ‘Ef setoran
cartu monitoring S58P U (lkurtansi}




: :
1 : o s T e e .
. PR PESAWAL ! PENGELSLA | TETUGAS . I T e
18] HEGIATAN ; . ! EUHTAN | KRLBNGHAT R N
{PIHAN HE BARANG {(UNIT ] CPERASLD - W AITU CSUEPUT
: i 2 B
- - - "

TICA] HEUARGAN] MAL

8 IBendahara penerimaan
hari

menyerahkan SSRBP kepadsa
petuigas SAK sebagal dasar

setclah
diterima

?;4
i
td

188BP° 7 finaxs U japlikasi SAK T

Kuitansi; malks. 1 iMonitoring

ota tagihan: ihari riutang PNBP

N
Baxleyr sctelah

[

g
f
ek

¢iterina

"~
s
o
=8
o
&
i
)
© 2

H
L
! £
i
10 iPe; ! Duku 13+56 Deafltar wmur
cadingr amir plulang, daebiae ! gt FIUOTL WP e RUtANE,

reklasifikasi salde piutang, piutang PNBP Daftar

«Em-ﬂ{

i Gailar rekamitiast paiaity, : reklasiiines
g Tie P SO T ase Jardan amd L as s a e Ty £ ==
GATT GATRAT SailG0 DLUTEnE 5’"’"'% 1FATCATL
£ Jf relapitulasi;
“‘O’

Dafiar saido

i
| ! piatang
]




H
w0 PROAT A P‘Egﬁ:jsg‘;fﬁ FETUGAS | o —
{(PiEAK BE CEFERASIC - AIOIWTANGT | HELENGHATAT WARTY SUTPUT
TIGA) (UNIT NAL HARA
KEUANGAN)
il pPetugas akuntansi Salinan daftar AV Salinan
mengirimkan salinan U reklasifikasi daftar
daftar rekiasifikasi saldo [ 1 saido piutang; rekiasifika
piutang dan daftar saldo g-—-—--éég Salinan daftar s1 saldo
piutang kepada bendahara g__».,..,....w,,,s- saldo pintang piutang;
penerimaan ¥ Salinan
E:E dafiar saldo
piutang
19 P:-!tug;:s akuntansai T o V...:” o S‘F}i‘;ﬂﬂﬂ aarra 1 h;‘l]“: Farmulir -
membuat formulir.JJurnas ] § rekiasifikasi Jurnas
Aset bardasarkan salinan T lsaldo piutane: Aset
daltar reklasiflikasi saldo Salinan daltar
Poulang dan daflar saldo suldo piulag
piutang untuk diinput
dualam aplilkasi SAK
13 iLaporan piutang dan Al Formubr Jurnas (1 haxi Laporan
diserahkan kepada M Aset piutang dan
UUAPPA-W | — ADK




c. Piutang Karena Tuntutan Ganti Rugi

menyerahkan SSEP kepada
petugas SAK sebagat dasay
perekaman dalam aplikasi
SAK

PRELARSANA MUTY BAKU
S HKEGIATAR EENDAHARA PETUGAS KET
PENGELIIANS PESAW AL GEERASICHAL AKEINTANSE HELENGHAPAN WARITY GIFFPUT
1 [Bendahara pengeluaran | 1 ¢yt Surat ketetapan sesual jadwal Nota
menerbitian nora tagihan ' TuntuIan yang telah ragihan
berdasarkan penertapan e perbendaharaan disepakaii
tuntutan porbendaharaan dan dan ganti rnagi
aanti rugl sesuai dengan
ketentuan
2 Pegawail melalg Nota tagihan paling lambat 2 iNota
= 24 jam tagihan
; satalah
sesual nota E menerima
3 [Bendahara pengeluaran x_E._: Nota tagihan scsual dengan (Nota
menerima uang pembayaran g g dokumen tagihan
sesuai nota taginan S pendukung
4 |Bendabara R ) Nota tagihan sesual dengan  |Bukt setor
pengeluaranmenerbitkan W dokumen (kuitansi)
bukti setor (kuitansi) I e pendukung
T (Pendahara pongelaoran Bultl sotor T w29 jaun SeRP
menveror ponerimaan ke kas ls {fetsitansi), Kartu
negara dalam bentuk S58P . — monitoring
dan dicatat dalam kariu
monitoring S5BP
6 (Bendahara pengeluaran S5SBP 1 hari Aplikasi
SAK




™ BENDATARSA PEGAWAY FUGAS AEITHTAREY WeETT LUTRUT
CPERASIONAL
Bendahara pengeluaran Nota tagihan, Tanda |maks. 1 Bahan
pembanty merekap kuitansi m terima dan buleti hari rekongiliasi
dan nota tagihan dalam ‘\/ sctoran {(kuitansi), sctelah piutang
buku monitoring piutang E Buku monitoring, diterima
dan kartu monitoring ¢ Kartu monitoring
phutang PNBP Kerjasama N PNBP
Pemanfaatan dan Bangun
Guna Serah/ Bangun Serah
QGuna serta, menyerahka
kepada potugss akuntansi
sebagai bahan rekonsilisasi
pintang
Potugas akiantansi Bulku monitoring s Daftra umur
menyusun wmur piutang, 9 piutang, Kartu piutang, Daftar
daftar rekiasifikasi saldo - : monitering PNBP reklasiikasi,
plutang, daftar rekapitulast ; Daftar
piutang, dan daftar saldo rekapitulasi,
piutang Daftar saldo
piutang

Petugas akuntansi Salinan daftar H+e Salinan daftar
mengirimkan salinan daftar k. reklasifikasi saide reklasifikasi
iocklasifikasi saldo plutang .4 piutang, Sallnan saldo piutang,
dan daftar salde piutang daftar salde piutang Salinan daftar
i-.cp?da bendshara saldo phutang
pﬁﬂ&’.‘(’ilud]”d]’l §J&’.‘deHiL‘.
Petugas aluntansi membuat Salinan daftar 1 hari Formulir
formulir Jurnas Aset reldasifikasi saldo Jurnas Asct
berdasarkan salinan daftar piutang, Salinan
rekiasifikasi saldo piutang L daftar saldo piutang
dan daftar saldo piutang FTET
untuk dilnput dalam aplikasi ’%@,m,.ﬁﬁ
SAK




d. Piutang Karena Tuntutan Perbendaharaan

MUTU Baiy

NCe HEGIATAN ap PEITUGAS HET
R BENDAHARA OPERASIONAL AHUNTANSE HRELENGHKAPAN WARTU SQUTPUT

1 |Bendahara menerima SKTJM Surat ketetapan sesual jadwal Nota
atas pemeriksaan yang Cw'} funturan yvang telah tagihan
dilakukan oleh BPK - perbendaharaan disepaksati

dan ganti ruagi

% iBendahara pengeluaran/ sds Nota tagihan & paling lambat Mota
renerimaan melakukan grssemm——s SKTUM 40 hari kerja tagihan
pembavaran ke kas B sejak SKTJIM
nepmra rekening operasional citandatangam

3 iBendahara ¥ Bulzti setor 12 24 jam SSBEP
pengeluaran/peonerimaan JEOTRE. A— (lruitanasil, Kartu
menyelor penerimaan ke kas Emm__ ] g monitoring
negara/relkening -’)}'}f:."‘.‘lSiOﬂ:":'l
dalam bentuk S88BP dan
dicatat dalam kartu
menitoring SSBP

4 Petugas operasional SEBP 1 haai Aplikasi
menyerahkan SSBF kepada SAK

peiugas SAK sebagal dasar
perekarmnan dalam aplikasi
SAK

E—Mﬁg
LA




MUTY BAKU

NG KEGIATAN PETUGAS KET
BEENDAHARA ! PEGAWAIL ARUNTANSI ) ERLENCGIHAPAN WAKTY oUTPUT
OPERASIONAL

3 |Petugas aluntansi E"" MNota tagihan, maks. 1 iBahan
menyusun wmur piutang, . V/E Tanda terima dan [har rekonsiliasi
daftar reklasifikasi saldo E bukti setoran setelah |piutang
piutang, daftar !-»----a----———-E {kuitansi), Buku |diterima
rekapitulasi piutang, dan ¥ monitoring, Kartu
daftar saldo piutang E monitoring PNBP

6 [Petugas alkuntansi Buku monitoring 1H+5 Daftra umur
mengirimkan salinan L piutang, Kartu piutang,
daftar reklasifikasi saido e monitoring PNBP Daftar
pitttang dan daftar saldo reldasifileasi
piutang kepada bendahara » Daftar
pengeluaran pembantya rekapituiasi

7 IPctugas akuntansi Salinan daftar Thad  |Foromahir
membuat forraulir Jurnas E, rekiasifikasi salde Jurnas Aset
Asel berdasarkan salinan »ﬂmﬁ% piulang, Salinan

dafiar reklasifikasi saido
piutang dan daftar saldo
piutang untuk diinput
dalam aplikasi SAK

daftar saldo
piutang




&

SAKPA

BENDAHARA §

Menginput data pendapatan dari bagian
verifikator dan belanja dari bagian sakpa ke

Buku Kas Umum

W

eminta rekening koran dari BNl dan
mancecokkan dengan Buku Kas Umum
yang dibuat

]

Rekening Koran

R TG
‘%ﬂlﬂﬂﬂﬂ

|

Lo

Merekonsiiasi LPJ Bendahara dengan KPA

LPJ dan Buku
Kas Unum

Merekonsfiasi LPJ Bendahara dengan
KPP

L.PJ dan Rekening Koran




MTTU BAKU

KETERANGAN

NO URAIAN FROSEDUR
BENDAHARA | KPAPRK KERN BRi KELENGKAPAN WAKTU O SHEII KET
1 2 3 4 7 8 9 10 11
1. |Menginput data SPM dan SP2D ke Silabi E ‘_j SPMDAN SF2D
fE ey
. MEmints rekening koran dari BRI dan mencocokkan e e
“ § I ypmmy Al o Rakening Koran
dengan L vang dibuat s
: LPJ dan Beritz Acara
> < Parveriksaan dan
Reknosiiasi Bandahara,
3 [Merckonsiiiasi LR Bendahara dengan KPA Buku Kas Umumdan Buku
Perrbantu (LS Bendahars,
Bank, Kas Tunai, YR dan
Pajak}
E LPJ dan Berita Acara
s E i Pemeriksaan dan Rekonsifiasi Paling
4 Iiergkonsiliasi LR Bendahara dengan KPPN %wﬁé Bendahara, Penerimaan yang famhat

gisahkan KPPN, Buku Pembantu
Fajak dan Rekening Koran

tanggat 16




URAIAN PROSEDUR

WLITU BAKU

RETERANGAN

BENDAHARA

VERNKATOR,

KPAPIPK

QOPERAROR SFM

KPP

FHAK
PEVBUAT
DORUMEN

BRI

KELENGKAPAN

WAKTL OUTPUT

KET

nr

(2]

&

g i

11

Vienerine Daflar Honorarium dan Daftar Nomvinatif
Perjalanan dinas, dan Daftar Bayar Lainnya

Daftar Honorarium,
DBaftar Nominatil
Perjadin, dan Daftar
Bayar Lainnya, SK

2 HARS

Memverifikasi Daftar Honoraium dengan kebenaran,
keabsahan dan data dukung dokumen

Agpgbila sudzh sesual make Daftar Nominglif aken
ditendatangant oleh KPA, apabila belum benar akan
dikervbalikan ke perbuat honor

3

Bafar
Honorarium,
Ditar
MNaorvinatif

2 HARL

fetiar pemibayaran yang sudah ditandatangani KPA
alan dibuattan Rekap Honorarium SPTIMdan PP

Fajak Cieh Bandahara

SPTIM, 85P

&

Setelah lengkap maka akan diserahlan ke PRC untuk
dibuatkan SPP

TDAK

1 HARI

5}

Wambuat SFM ofeh operator SPMsgrtz
ditandalangars dan diinjek olsh PPSFM dan disjukan
ke KPP

v

L

sy
N

rauay

LW

1 HARI SR

Apabila SPV disetujiit oleh KPPN maka akan
rrendapatkan MNO.SF2D, dan apabila ditolak KPPN
akan diperbaiki kerbal oleh operator SPV

..

THARL  (SFZD

Setelah mendapat No.SPZD, uang akan masuk
kerekening Bendahara Maksimal 1 hari

Kemudian Bendahara akan mengamiil uang dari
Bank dengan menggunakan cek dan dibagikan ke
Pembuat Dokurren

7 HARI




FELAKEANA MUTU BAR
MO URAIAN PROSEDIUR - .
BENDAHARA KPR OFERARCOR 8P PESPM KPP PiHAK HELENGKAPAN WAKTY JOUTRUT RET
1 2 3 4 5 6 7 KE3 8 g 10 11
i Dakunen kelengkapan
] contoh SPK,
1 Menarima bukt dan dasar pembayaran phak ketiga R o8 44 KONTRAK, KUITANSE, |Pihak Ke &
NOTA TAGIHAN b‘ska
...... - IFTAR NOMINATH rekanan,
pegaw ai,
P Mamverifikasi bukfu seria kelengkapan pembayaran ssp £ HARI FLN, PDAM
serta SSPyang dibuat
_ TiDAK
i
. lJika PBJ dibaw ah Rp 50 juta langsung dibuatkan SPP . i
“ {{Langsung ke No.5)
e e N “MA SRS S
|
" . . y . I & 3
Jika SFRfwnirak diatas Rp 50 juta harus dibuatkan R | F % A
4 |ADK kontrak melakii aplikasi dan diajukan ke KPPN A - ! %, f 1 HARI ’}26 N K
untuk diproses. Apabila disetujul KPPN langsung L * E NTRA
dibuat SMP apabila ditolak diperbaik oleh PP kemball
5 |Membuat PP olel FRR dan diserahkan ke operalor
SFM RSN RN SRR 5 SNSRI N YA e e SF
T W T ] .
/A% ‘IIDAK
. o y . - A is . — 1
Meimbuai SPM oleh operator SFM seria ditendatangani - L !?_
G S . - 3P, SSP 1HAR  [SFM
dan diinjek oleh PRSPV dan diajukan ke KPPN Ty %"‘V
Apabila SPV diseiujui oleh KPFN maka akan ' ) J/ YA
mendapatkan NO.SP2D, dan apabila ditelak KFPN akan
7 jdiperbaiki kembali oleh operator SPM 2HARI  18F2D
""" ‘15etelan mendapat No.SP2D), vang akan masuk’ o ' T
g {kerekening pihak ke 3 maksimal 3 hari kerja setelah =
No.SP2d didapat
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SOP Uang Persediaan Bendahara

PELAKSANA MUTU BAKU
O URAISN FROSEDUR PHAK
BENDAHARA {KPAFPK  |OPERAROR SPM | PPSFM KPR PEMBUAT BRI |KELENGKAPAN  {WAKTU |OQUTRUT KET
DOKUMEN

1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 1
Menerima Daflar Honorarium dan Daftar Nominalf oAk 1 T b ;LH::;:E';JZ:\QSWJ!

1 |Ferjafanan dinas, dan Dafter Bayar Lainnya dan A, 1 HARL

- pembayaran yang

menmweritikasi kebenarannya sah
Manginput Kutansi, dan Dafiar Rincian Pembayaran ; HKUTANSE

| etz apikasi SEABI S&F (spabila aral )
Sefetah itu hardoopy dan softcopy DRFP diserahkan - T :

3 ke PPK untuk dinput Surat Perinlah Bayar (SPBy) SPRy dan SPP
ganSFR . _ TIDAK
Membuat SPM oleh oparator SPM serla ‘b J

4 |ditendatangant dan diinjek oleh PPSPM dan disjukan 1HAR {SPM
ke KPPN ~fl» X e
bibia SE s KR ks ke ] ot

5 jmendapatian NO.SP2D, dan apsbila ditolak KPP tHARP  [8F2D
akan diperbaiki kembali oleh operator SPM
Selelaly mendapal NoS82D, vang aksnmastk e ey e, ey oy e

6 kerekening Sendahara Maksimal 1 har

Ditetapkan di Jakarta
. . dat 1 19 MEI 2016
Salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal 19

KHPALA BIRD HUKUM, MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
-

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

IGNASIUS JONAN




